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Kata Pengantar

uji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang
PMaha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya,

buku ini yang berjudul “Fasilitator Profesional: Standar
Kompetensi & Etika dalam Pemberdayaan Masyarakat" dapat
terselesaikan dengan baik.

Buku ini dirancang khusus untuk mahasiswa, fasilitator,
dan masyarakat umum yang memiliki minat maupun
keterlibatan  langsung dalam kegiatan pemberdayaan
masyarakat. Dalam dunia yang terus berubah dan semakin
kompleks, peran fasilitator menjadi semakin krusial sebagai
penghubung antara potensi lokal dengan perubahan sosial yang
berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi para fasilitator
untuk tidak hanya memahami konsep dasar pemberdayaan,
tetapi juga memiliki kompetensi profesional dan etika yang kuat
dalam menjalankan perannya.

Salah satu keunggulan buku ini adalah penyajiannya
yang praktis dan aplikatif. Setiap bab dilengkapi dengan studi
kasus nyata dan analogi sederhana yang diharapkan dapat
memudahkan pembaca dalam memahami materi serta
mengaitkannya dengan situasi yang dihadapi di lapangan.
Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani antara teori
dan praktik, sehingga pembaca tidak hanya mendapatkan
pengetahuan, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai
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dan keterampilan yang dibutuhkan sebagai fasilitator yang
profesional.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari
sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun
sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di edisi
berikutnya. Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan
manfaat yang nyata, serta menjadi kontribusi kecil dalam
menciptakan fasilitator-fasilitator tangguh yang mampu
mendampingi masyarakat menuju perubahan yang lebih baik.

Padang, September 2025

Tim Penulis
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BAB I

Konsep Pemberdayaan
Masyarakat dalam
Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal (PNF) memiliki peran strategis dalam
mengatasi keterbatasan pendidikan formal sekaligus menjawab
kebutuhan nyata masyarakat. Jika pendidikan formal lebih
terstruktur, kurikuler, dan berorientasi pada pencapaian
akademik, maka pendidikan nonformal lebih fleksibel,
kontekstual, dan berorientasi pada kebutuhan hidup sehari-hari.
Dalam konteks ini, pendidikan nonformal menjadi medium
penting untuk mendorong pemberdayaan masyarakat
(community empowerment).

Pemberdayaan masyarakat sendiri adalah suatu proses sosial
di mana individu, kelompok, atau komunitas meningkatkan
kapasitas mereka untuk membuat keputusan, mengontrol
sumber daya, dan memperbaiki kualitas hidupnya (Messman,
2022). Proses ini tidak sekadar transfer ilmu, melainkan juga
transformasi kesadaran, keterampilan, dan sikap kritis.
Pendidikan nonformal hadir sebagai alat penggerak yang
menjembatani antara pengetahuan dengan praktik, sehingga
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masyarakat mampu mengubah dirinya menjadi subjek
pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.

Sebagai analogi sederhana: bayangkan sebuah desa yang
memiliki tanah subur, tetapi masyarakatnya tidak tahu cara
bercocok tanam modern. Tanah itu ibarat potensi laten,
sementara pendidikan nonformal adalah alat cangkul yang
mengaktifkan potensi tersebut. Pemberdayaan masyarakat
melalui PNF kemudian menjadi petani yang menggunakan
cangkul untuk menumbuhkan hasil panen, yaitu kemandirian,
kesejahteraan, dan keberlanjutan hidup.

A. Konsep Pemberdayaan Masyarakat
1. Definisi dan Hakikat Pemberdayaan
Pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata power
(kekuatan) yang berarti memberikan daya, kekuatan, atau
otoritas. Menurut Rappaport. J (1987), pemberdayaan adalah
proses memberikan kesempatan dan kapasitas agar individu
maupun komunitas dapat mengendalikan kehidupan mereka
sendiri.  Dalam  konteks  pembangunan  masyarakat,
pemberdayaan bukan berarti “memberi kekuatan dari luar”,
tetapi menghidupkan kekuatan yang sebenarnya sudah ada di
dalam diri masyarakat. UNDP (2021) menekankan bahwa
pemberdayaan mencakup tiga dimensi utama:
a. Akses —masyarakat mendapatkan kesempatan terhadap
sumber daya dan layanan.
b. Partisipasi — keterlibatan aktif masyarakat dalam
pengambilan keputusan.
c. Kontrol — kemampuan untuk mengelola dan menentukan
arah hidup mereka sendiri.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama  pemberdayaan masyarakat adalah
menciptakan komunitas yang mandiri, mampu mengidentifikasi
masalah, menemukan solusi, serta mengelola sumber daya secara
berkelanjutan. Secara lebih spesifik, tujuan tersebut meliputi:
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a. Meningkatkan kesadaran kritis (critical consciousness)
sebagaimana dikemukakan Paulo Freire (2020).

b. Memperkuat kapasitas masyarakat dalam aspek sosial,
ekonomi, politik, dan budaya.

c. Membangun solidaritas dan kohesi sosial.

d. Mengurangi ketergantungan pada pihak luar.

Analogi: Pemberdayaan ibarat menyalakan lampu di
ruangan gelap. Orang-orang sebenarnya sudah memiliki kaki
untuk berjalan, tetapi tanpa cahaya mereka akan tersandung.
Pendidikan nonformal adalah saklar lampu yang menyalakan
penerangan agar masyarakat bisa melihat jalan hidupnya dengan
jelas.

B. Pendidikan Nonformal sebagai Medium Pemberdayaan
1. Karakteristik Pendidikan Nonformal
Pendidikan nonformal (PNF) adalah segala bentuk
Pendidikan yang terorganisasi di luar sistem persekolahan
formal. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, PNF
berfungsi sebagai pelengkap, penambah, dan/atau pengganti
pendidikan formal. Ciri-ciri utama PNF adalah:
a. Fleksibel dan adaptif.
b. Berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
c. Menggunakan pendekatan partisipatif.
d. Hasilnya dapat berupa sertifikasi, keterampilan, atau
perubahan perilaku.

2. Keunggulan Pendidikan Nonformal

Menurut Smith & Colley (2023), keunggulan PNF terletak
pada kemampuannya merespons dinamika sosial dengan cepat.
Misalnya, ketika muncul tantangan digitalisasi, PNF segera
melahirkan program literasi digital bagi orangtua dan anak.
a. Fungsi Pendidikan Nonformal dalam Pemberdayaan
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b. PNF bukan hanya wadah belajar, tetapi juga arena
transformasi sosial. Fungsi utamanya dalam pemberdayaan
antara lain:

c. Meningkatkan kapasitas personal — melalui kursus
keterampilan, pelatihan wirausaha, literasi digital.

d. Membangun solidaritas sosial — melalui kelompok belajar,
diskusi komunitas, atau forum warga.

e. Mendorong partisipasi politik — misalnya melalui
pendidikan kewargaan.

f. Mengurangi kesenjangan sosial — memberikan akses
pendidikan bagi kelompok marjinal.

Sebagai contoh, program Community Learning Centers (CLC)
yang dikembangkan UNESCO di Asia Tenggara berhasil
membangun kemandirian perempuan pedesaan melalui kursus
menjahit dan literasi keuangan (UNESCO, 2022).

C. Peran Fasilitator dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui
PNF

1. Fasilitator sebagai Penggerak

Fasilitator bukan guru dalam arti tradisional, melainkan
pendamping yang membantu masyarakat menemukan potensi
mereka. Menurut (Brookfield, 2012), fasilitator adalah “the
catalyst of learning and transformation” katalisator yang
mempercepat proses belajar dan perubahan sosial. Peran
fasilitator mencakup:

a. Motivator — memberi dorongan moral dan semangat.
Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, peran
fasilitator tidak hanya sebatas sebagai penghubung informasi
atau penyelenggara kegiatan, tetapi juga sebagai motivator yang
mampu membangkitkan semangat, inisiatif, dan partisipasi aktif
masyarakat. Seorang fasilitator yang efektif memahami bahwa
motivasi merupakan kunci dalam mendorong perubahan
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perilaku, pengembangan kapasitas, serta pencapaian tujuan

Bersama. Sebagai motivator, fasilitator memiliki beberapa peran
penting:

1)

2)

3)

4)

Membangun Kepercayaan Diri Masyarakat, Fasilitator
berperan dalam membantu masyarakat menyadari potensi
dan sumber daya yang mereka miliki. Dengan memberikan
apresiasi terhadap usaha dan pencapaian individu maupun
kelompok, fasilitator mampu menumbuhkan rasa percaya
diri. Hal ini sejalan dengan teori Albert Bandura tentang
Self-Efficacy, yang menyatakan bahwa keyakinan individu
terhadap kemampuan dirinya memengaruhi kinerja,
ketekunan, dan keberanian untuk menghadapi tantangan.
Menginspirasi dan Memberi Contoh Positif, Motivasi yang
efektif muncul dari kemampuan fasilitator untuk menjadi
teladan dan menunjukkan sikap positif. Dengan berbagi
pengalaman sukses, memberikan cerita inspiratif, dan
menunjukkan praktik baik, masyarakat akan terdorong
untuk meniru perilaku dan strategi yang berhasil. Hal ini
sesuai dengan prinsip modeling dalam teori belajar sosial
Bandura, di mana individu belajar dari observasi dan
peniruan perilaku orang lain.

Mendorong Partisipasi Aktif, Fasilitator memotivasi
masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses
perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan
program. Dengan memberikan ruang untuk berpendapat,
menghargai ide, dan mendorong kolaborasi, fasilitator
menciptakan rasa memiliki (sense of ownership) terhadap
kegiatan. Teori participatory development menekankan
bahwa partisipasi aktif masyarakat meningkatkan
efektivitas dan keberlanjutan program pemberdayaan.
Memberikan Dorongan untuk Belajar dan Berkembang,
Sebagai motivator, fasilitator mendorong masyarakat
untuk terus belajar, mengembangkan keterampilan, dan
meningkatkan kapasitas diri. Fasilitator memberikan
umpan balik konstruktif, memberikan arahan, serta
menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang
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relevan. Hal ini sejalan dengan konsep lifelong learning
dalam pemberdayaan masyarakat, di mana pembelajaran
dan pengembangan kapasitas bersifat berkelanjutan.

5) Menumbuhkan Semangat Gotong Royong dan Kepedulian
Sosial, Motivasi tidak hanya bersifat individual, tetapi juga
kolektif. Fasilitator menginspirasi masyarakat untuk
bekerja sama, saling membantu, dan membangun
solidaritas dalam komunitas. Dengan menekankan nilai
kebersamaan dan tujuan bersama, fasilitator memperkuat
jaringan sosial yang menjadi dasar keberlanjutan program
pemberdayaan.

Peran fasilitator sebagai motivator dalam pemberdayaan
masyarakat sangat strategis. Seorang fasilitator yang efektif
mampu membangkitkan kepercayaan diri, menginspirasi,
mendorong partisipasi aktif, memfasilitasi pembelajaran
berkelanjutan, serta menumbuhkan semangat gotong royong.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima
program, tetapi juga menjadi subjek aktif yang mampu
mengambil keputusan, mengembangkan potensi, dan
menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan.

b. Mediator — menjembatani kepentingan masyarakat dengan
pihak luar.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat, konflik dan
perbedaan pendapat antara individu atau kelompok seringkali
muncul karena kepentingan, persepsi, atau kebutuhan yang
berbeda. Oleh karena itu, peran fasilitator sebagai mediator
menjadi sangat penting untuk menjaga harmonisasi,
membangun kesepahaman, dan mencapai solusi bersama.
Sebagai mediator, fasilitator memiliki beberapa fungsi strategis:

1) Menjadi Penengah yang Netral, Fasilitator berperan sebagai
pihak netral yang tidak memihak pada salah satu pihak
dalam konflik. Sikap netral ini memungkinkan semua
pihak merasa dihargai dan didengar. Menurut teori conflict
resolution, netralitas fasilitator meningkatkan kemungkinan
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tercapainya kesepakatan yang adil dan diterima semua
pihak.

2) Membuka Jalur Komunikasi Efektif, Mediator bertugas
memastikan komunikasi antar pihak berjalan lancar,
terbuka, dan jelas. Fasilitator mendorong semua pihak
untuk menyampaikan pandangan, kebutuhan, dan
kekhawatiran mereka tanpa takut dihakimi. Teori
communication  for  development ~menekankan bahwa
komunikasi yang efektif adalah kunci untuk membangun
pemahaman dan menyelesaikan konflik.

3) Membantu Pihak-pihak Menemukan Titik Temu,
Fasilitator membantu masyarakat untuk menemukan
kesamaan kepentingan atau tujuan bersama, sehingga
solusi yang dihasilkan bersifat win-win. Pendekatan ini
sejalan dengan interest-based negotiation, yang menekankan
penyelesaian konflik dengan berfokus pada kepentingan,
bukan posisi individu.

4) Mengelola Emosi dan Membangun Kepercayaan, Konflik
sering memicu emosi negatif seperti marah, kecewa, atau
frustasi. Fasilitator sebagai mediator membantu pihak-
pihak mengelola emosi, tetap tenang, dan saling
menghargai. Hal ini mendukung teori emotional intelligence
yang menyatakan bahwa pengelolaan emosi efektif
meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik dan
membangun hubungan positif.

5) Mendorong Partisipasi Aktif dalam Penyelesaian Masalah,
Fasilitator memastikan bahwa semua pihak terlibat secara
aktif dalam proses mediasi, termasuk mengidentifikasi
masalah,  mengeksplorasi  alternatif  solusi, dan
menyepakati langkah-langkah tindak lanjut. Prinsip ini
sejalan dengan pendekatan participatory mediation, yang
menekankan keterlibatan semua pihak untuk hasil yang
berkelanjutan.

Peran fasilitator sebagai mediator dalam pemberdayaan
masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang

Fasilitator Profesional | 7



harmonis, komunikatif, dan partisipatif. Dengan menjadi netral,
membuka jalur komunikasi, membantu menemukan titik temu,
mengelola emosi, dan mendorong partisipasi aktif, fasilitator
membantu masyarakat menyelesaikan konflik secara konstruktif.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mampu mengatasi
perbedaan, tetapi juga membangun solidaritas, memperkuat
jejaring sosial, dan meningkatkan keberlanjutan program
pemberdayaan.

c. Inovator — memperkenalkan gagasan baru yang sesuai
dengan konteks lokal.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, fasilitator tidak
hanya berperan sebagai penghubung atau pendamping, tetapi
juga sebagai inovator yang mampu menghadirkan ide-ide kreatif
dan solusi baru untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas.
Inovasi yang diperkenalkan oleh fasilitator bertujuan untuk
mendorong perubahan positif, meningkatkan efektivitas
program, dan memaksimalkan potensi masyarakat. Sebagai
inovator, fasilitator memiliki beberapa peran strategis:

1) Mengidentifikasi Masalah dan Peluang Baru, Fasilitator
berperan sebagai pengamat yang peka terhadap kebutuhan
dan potensi masyarakat. Dengan menganalisis masalah
yang ada, fasilitator dapat menemukan peluang baru untuk
dikembangkan. Teori design  thinking menekankan
pentingnya tahap empati dan identifikasi masalah sebagai
langkah awal untuk menghasilkan solusi inovatif.

2) Menciptakan Solusi Kreatif, Fasilitator menggunakan
kreativitas untuk merancang metode, program, atau
aktivitas yang lebih efektif dan relevan dengan kondisi
masyarakat. Pendekatan inovatif ini dapat berupa
penggunaan teknologi sederhana, metode pembelajaran
baru, atau pengembangan produk lokal. Teori innovation
diffusion (Everett Rogers) menunjukkan bahwa inovasi lebih
mudah diterima masyarakat jika disesuaikan dengan
kebutuhan mereka dan dilakukan secara bertahap.
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3) Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat, Inovasi fasilitator
tidak hanya bersifat top-down, tetapi melibatkan
masyarakat sebagai subjek aktif. Fasilitator mendorong
partisipasi masyarakat dalam merancang, menguji, dan
mengevaluasi inovasi sehingga solusi yang dihasilkan lebih
tepat guna dan berkelanjutan. Konsep participatory
innovation menekankan kolaborasi antara fasilitator dan
masyarakat sebagai kunci keberhasilan.

4) Meningkatkan Kapasitas dan Kreativitas Masyarakat,
Melalui pendekatan inovatif, fasilitator membantu
masyarakat ~mengembangkan  keterampilan  baru,
memperluas wawasan, dan berpikir kreatif dalam
menghadapi tantangan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan
teori community capacity building, yang menyatakan bahwa
peningkatan kapasitas komunitas adalah fondasi untuk
pembangunan berkelanjutan.

5) Mendorong Adaptasi dan Keberlanjutan, Inovator
fasilitator juga mempersiapkan masyarakat agar mampu
menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan,
teknologi, atau kebutuhan pasar. Inovasi diarahkan tidak
hanya untuk solusi jangka pendek, tetapi juga untuk
membangun sistem yang berkelanjutan dan resilient. Teori
sustainable development menekankan pentingnya inovasi
yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan
lingkungan.

Peran fasilitator sebagai inovator dalam pemberdayaan
masyarakat sangat penting untuk menciptakan perubahan positif
yang  kreatif, relevan, dan  berkelanjutan. @ Dengan
mengidentifikasi masalah dan peluang baru, menciptakan solusi
kreatif, melibatkan masyarakat secara aktif, meningkatkan
kapasitas komunitas, dan mendorong adaptasi, fasilitator
membantu masyarakat menjadi lebih mandiri, produktif, dan
resilien. Inovasi yang tepat guna akan memperkuat
keberlanjutan program pemberdayaan dan meningkatkan
kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
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d. Katalisator — mempercepat proses perubahan sosial.

Dalam pemberdayaan masyarakat, fasilitator tidak hanya

berperan sebagai penghubung atau pendamping, tetapi juga
sebagai katalisator yang mempercepat proses perubahan positif
dan meningkatkan kapasitas komunitas. Peran Kkatalisator
menekankan kemampuan fasilitator untuk memicu inisiatif,

membangkitkan motivasi, dan mendorong aksi nyata dalam

masyarakat sehingga program pemberdayaan menjadi lebih
efektif dan berdampak. Sebagai katalisator, fasilitator memiliki
beberapa peran strategis:

1)

2)

3)

4)

Memicu Kesadaran dan Inisiatif Masyarakat, Fasilitator
membantu masyarakat menyadari potensi, tantangan, dan
peluang yang ada di lingkungan mereka. Dengan
memberikan informasi, menstimulasi diskusi, dan
mendorong  refleksi, masyarakat terdorong untuk
mengambil inisiatif sendiri. Teori Paulo Freire tentang
Pendidikan Pemberdayaan menekankan pentingnya
kesadaran kritis (conscientization) sebagai langkah awal
untuk mendorong tindakan yang bermakna.

Mempercepat Proses Perubahan Positif, Katalisator
memfasilitasi perubahan dengan mempertemukan ide,
sumber daya, dan peluang yang dibutuhkan masyarakat.
Fasilitator mendorong adopsi praktik baru atau solusi
inovatif dengan cara yang tepat dan terukur. Hal ini sejalan
dengan konsep change agent dalam teori pengembangan
komunitas, di mana fasilitator menjadi pemicu transformasi
sosial dan ekonomi.

Meningkatkan Partisipasi dan Kolaborasi, Fasilitator
berperan sebagai penghubung antara berbagai pihak dalam
masyarakat, memfasilitasi kerja sama dan koordinasi, serta
mendorong keterlibatan aktif semua anggota komunitas.
Pendekatan ini selaras dengan teori participatory
development, yang menekankan pentingnya kolaborasi
untuk mencapai hasil yang berkelanjutan.

Mendorong Adaptasi dan Inovasi, Katalisator fasilitator
memperkenalkan ide, metode, atau teknologi baru yang
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relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini membantu
komunitas menyesuaikan diri dengan perubahan
lingkungan, pasar, atau kebijakan, sehingga masyarakat
menjadi lebih adaptif dan resilien. Teori diffusion of
innovation (Rogers) menyatakan bahwa katalisator
mempengaruhi percepatan adopsi inovasi melalui peran
mereka sebagai penggerak dan pemicu inisiatif.

5) Membantu Evaluasi dan Tindak Lanjut, Fasilitator sebagai
katalisator tidak hanya memulai proses, tetapi juga
memonitor perkembangan, memberikan umpan balik, dan
mendorong tindak lanjut agar perubahan yang dicapai
berkelanjutan. Hal ini mendukung teori community capacity
building, di mana evaluasi dan tindak lanjut penting untuk
memperkuat kapasitas dan kemandirian komunitas.

Fasilitator ~sebagai Kkatalisator dalam pemberdayaan
masyarakat berperan untuk mempercepat perubahan positif,
memicu inisiatif, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.
Dengan membangkitkan kesadaran, memperkuat kapasitas,
mendorong inovasi, dan menumbuhkan rasa kepemilikan,
fasilitator membantu komunitas menjadi lebih mandiri,
produktif, dan resilien. Peran katalisator memastikan bahwa
pemberdayaan masyarakat berjalan secara efektif, berkelanjutan,
dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

2. Kompetensi Fasilitator

Menurut Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(SKKNI, 2012), fasilitator pemberdayaan masyarakat harus
memiliki:

a. Kompetensi  pedagogik, mampu merancang dan
melaksanakan pembelajaran nonformal.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, kompetensi
pedagogik merupakan salah satu aspek penting yang harus
dimiliki oleh seorang fasilitator. Kompetensi ini mencakup
kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi, dan menyesuaikan proses pembelajaran atau
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kegiatan pemberdayaan agar sesuai dengan karakteristik,
kebutuhan, dan potensi masyarakat. Kompetensi pedagogik
memastikan bahwa interaksi fasilitator dengan masyarakat tidak

hanya bersifat instruksional, tetapi juga memberdayakan,

partisipatif, dan berorientasi pada perubahan positif. Komponen
Kompetensi Pedagogik Fasilitator adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Perencanaan Kegiatan yang Relevan, Fasilitator harus
mampu menyusun rencana kegiatan yang sesuai dengan
kebutuhan, minat, dan konteks lokal masyarakat.
Perencanaan ini meliputi identifikasi tujuan, metode,
media, dan sumber daya yang diperlukan. Teori Terkait:
Teori Adult Learning Theory (Andragogy - Knowles)
menekankan pentingnya merancang pembelajaran yang
relevan, kontekstual, dan aplikatif bagi peserta dewasa.
Kemampuan Mengelola Proses Pembelajaran, Fasilitator
harus menguasai strategi dan metode yang dapat
mendorong partisipasi aktif, komunikasi efektif, dan
kolaborasi antar anggota masyarakat. Hal ini mencakup
kemampuan memfasilitasi diskusi, simulasi, pelatihan
praktik, dan kegiatan kelompok. Teori Terkait:
Constructivist  Learning Theory (Piaget & Vygotsky)
menekankan bahwa individu membangun pengetahuan
melalui pengalaman dan interaksi sosial.

Pendekatan Diferensiasi dan Penyesuaian Metode
Masyarakat memiliki latar belakang, pengetahuan, dan
pengalaman yang berbeda. Fasilitator harus mampu
menyesuaikan metode dan strategi agar dapat diterima
oleh semua peserta, termasuk kelompok yang rentan atau
kurang berpengalaman. Teori Terkait: Zone of Proximal
Development  (Vygotsky)  menunjukkan  pentingnya
dukungan fasilitator agar masyarakat mampu mencapai
potensi maksimal melalui bimbingan yang tepat.

Evaluasi dan Umpan Balik, Kompetensi pedagogik juga
mencakup kemampuan mengevaluasi proses dan hasil
kegiatan = pemberdayaan. Fasilitator harus dapat
memberikan umpan balik konstruktif, —membantu
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masyarakat merefleksikan pengalaman, dan merencanakan
tindak lanjut. Teori Terkait: Experiential Learning (Kolb)
menekankan refleksi sebagai bagian penting dalam siklus
pembelajaran untuk mengubah pengalaman menjadi
pengetahuan dan keterampilan.

5) Penggunaan Media dan Sumber Belajar yang Efektif,
Fasilitator harus mampu memilih dan memanfaatkan
media, alat, dan sumber belajar yang sesuai untuk
meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat.
Hal ini termasuk penggunaan teknologi sederhana,
permainan edukatif, atau metode visual. Teori Terkait:
Multimodal Learning Theory (Fleming & Mills) menyatakan
bahwa individu memiliki gaya belajar berbeda, sehingga
penggunaan media yang variatif dapat meningkatkan
efektivitas pembelajaran.

6) Kemampuan Membangun Hubungan Positif dan
Mendukung Lingkungan Belajar
Fasilitator harus mampu menciptakan suasana yang aman,
inklusif, dan mendukung agar masyarakat merasa nyaman
belajar, berbagi, dan berpartisipasi. Teori Terkait:
Humanistic ~ Learning  Theory  (Rogers &  Maslow)
menekankan pentingnya membangun rasa hormat,
kepercayaan, dan kenyamanan psikologis dalam proses
pembelajaran.

Kompetensi pedagogik fasilitator pemberdayaan masyarakat
meliputi perencanaan, pengelolaan, penyesuaian metode,
evaluasi, pemanfaatan media, dan pembangunan hubungan
positif. Kompetensi ini memastikan bahwa setiap kegiatan
pemberdayaan dapat berjalan efektif, inklusif, dan
memberdayakan masyarakat. Dengan kompetensi pedagogik
yang kuat, fasilitator tidak hanya menyampaikan informasi,
tetapi juga menginspirasi, memotivasi, dan mendorong
masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses perubahan
yang berkelanjutan.
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b. Kompetensi sosial — mampu membangun relasi dan

komunikasi yang efektif.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, kompetensi
sosial merupakan salah satu aspek penting yang harus dimiliki
oleh seorang fasilitator. Kompetensi sosial mengacu pada
kemampuan fasilitator untuk membangun hubungan yang
harmonis, berkomunikasi efektif, dan bekerja sama dengan
berbagai pihak dalam masyarakat. Kompetensi ini sangat
penting karena keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak
hanya bergantung pada penyampaian materi, tetapi juga pada
kualitas interaksi dan jaringan sosial yang dibangun oleh
fasilitator. Komponen Kompetensi Sosial Fasilitator adalah
sebagai berikut:

D)

2)

3)

Kemampuan Berkomunikasi Efektif, Fasilitator harus
mampu menyampaikan informasi dengan jelas, memahami
pesan dari masyarakat, dan menggunakan bahasa yang
sesuai dengan konteks sosial dan budaya. Komunikasi yang
efektif —mencakup kemampuan mendengar aktif,
memberikan umpan balik, dan menyesuaikan gaya
komunikasi dengan audiens. Teori Terkait: Communication
for Development Theory menekankan bahwa komunikasi
yang efektif adalah kunci untuk membangun pemahaman,
memotivasi partisipasi, dan memperkuat jaringan sosial.
Kemampuan Membangun Relasi dan Jaringan, Fasilitator
perlu membangun hubungan positif dengan anggota
masyarakat, tokoh komunitas, lembaga pemerintah, dan
pihak-pihak terkait lainnya. Hubungan yang kuat
mempermudah koordinasi, kolaborasi, dan dukungan
terhadap program pemberdayaan. Teori Terkait: Social
Capital Theory (Putnam) menekankan pentingnya jaringan
sosial dan kepercayaan dalam meningkatkan efektivitas
dan keberlanjutan program pembangunan masyarakat.
Kemampuan Mengelola Konflik dan Negosiasi, Dalam
masyarakat, konflik atau perbedaan pendapat dapat
muncul kapan saja. Fasilitator harus memiliki keterampilan
mediasi, negosiasi, dan resolusi konflik agar hubungan

14 | Fasilitator Profesional



4)

5)

antaranggota masyarakat tetap harmonis dan tujuan
program tetap tercapai. Teori Terkait: Conflict Resolution
Theory menekankan pentingnya kemampuan menengahi
konflik secara konstruktif dan adil untuk memperkuat
kohesi sosial.

Kemampuan Empati dan Sensitivitas Sosial, Fasilitator
harus mampu memahami perspektif, kebutuhan, dan
perasaan masyarakat. Dengan empati, fasilitator dapat
menciptakan interaksi yang inklusif dan mengatasi
kesenjangan sosial yang mungkin ada di komunitas. Teori
Terkait: Emotional Intelligence (Goleman) menekankan
bahwa kesadaran emosional dan empati adalah kunci
dalam membangun hubungan sosial yang efektif.
Kemampuan Kolaborasi dan Mendorong Partisipasi Aktif,
Fasilitator harus mampu bekerja sama dengan masyarakat
untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi
program. Kolaborasi ini menciptakan rasa memiliki
(ownership) dan tanggung jawab bersama atas keberhasilan
program. Teori Terkait: Participatory Development Theory
menekankan bahwa partisipasi aktif ~masyarakat
meningkatkan efektivitas, relevansi, dan keberlanjutan
program pemberdayaan.

Kompetensi sosial fasilitator pemberdayaan masyarakat

mencakup kemampuan komunikasi efektif, membangun relasi,

mengelola konflik, empati, dan kolaborasi. Kompetensi ini
memastikan bahwa fasilitator mampu membangun hubungan
yang harmonis, mendorong partisipasi aktif, dan menciptakan

lingkungan sosial yang kondusif bagi perubahan positif. Dengan

kompetensi sosial yang kuat, fasilitator tidak hanya menjadi
penghubung atau penyampai materi, tetapi juga agen yang
memperkuat jaringan sosial, membangun kepercayaan, dan
meningkatkan kapasitas komunitas secara berkelanjutan.
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C.

Kompetensi teknis — menguasai keterampilan sesuai
kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, kompetensi

teknis adalah kemampuan seorang fasilitator untuk menguasai
keterampilan praktis, metode, dan prosedur yang diperlukan
dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program

pemberdayaan. Kompetensi teknis memastikan bahwa setiap

kegiatan pemberdayaan berjalan efektif, efisien, dan sesuai
dengan tujuan yang telah ditetapkan. Komponen Kompetensi
Teknis Fasilitator adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Perencanaan dan Desain Program, Fasilitator harus mampu
merancang program pemberdayaan yang sistematis dan
berbasis kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup
penentuan tujuan, strategi, metode, dan indikator
keberhasilan program. Teori Terkait: Project Management
Theory menekankan pentingnya perencanaan yang matang
untuk mencapai hasil yang efektif dan terukur.
Penguasaan Metode dan Teknik Fasilitasi, Kompetensi
teknis meliputi kemampuan menerapkan berbagai metode
fasilitasi, seperti diskusi kelompok, simulasi, pelatihan
keterampilan, lokakarya, dan permainan edukatif.
Fasilitator harus memilih metode yang paling sesuai
dengan karakteristik masyarakat dan tujuan program.
Teori Terkait: Experiential Learning (Kolb) menekankan
pentingnya pengalaman langsung dalam pembelajaran
untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan
peserta.Pengelolaan Sumber Daya dan Logistik, Fasilitator
harus mampu mengatur penggunaan sumber daya
manusia, materi, dan alat pendukung kegiatan.
Pengelolaan yang baik memastikan kegiatan berlangsung
lancar dan optimal. Teori Terkait: Resource Management
Theory ~menekankan pentingnya perencanaan dan
penggunaan sumber daya secara efisien untuk mencapai
hasil yang maksimal.

Pemantauan dan Evaluasi Program, Fasilitator harus
memiliki keterampilan teknis untuk memantau proses
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pelaksanaan, mengumpulkan data, serta mengevaluasi
hasil program. Evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki
metode, meningkatkan efektivitas, dan memastikan
keberlanjutan program. Teori Terkait: Logical Framework
Approach (LFA) menekankan pentingnya indikator terukur
dan evaluasi sistematis dalam manajemen program.

5) Penggunaan Teknologi dan Media Pendukung, Fasilitator
perlu menguasai penggunaan teknologi sederhana
maupun digital untuk mendukung pembelajaran,
komunikasi, dan dokumentasi kegiatan. Pemanfaatan
media visual, audio, dan digital dapat meningkatkan
partisipasi dan pemahaman masyarakat. Teori Terkait:
Multimodal Learning Theory (Fleming & Mills) menyatakan
bahwa penggunaan media yang variatif sesuai gaya belajar
peserta meningkatkan efektivitas pembelajaran.

6) Pengembangan Keterampilan Khusus sesuai Konteks,
Fasilitator harus memiliki keterampilan teknis yang relevan
dengan fokus pemberdayaan, misalnya keterampilan
pertanian, kewirausahaan, kesehatan masyarakat, atau
pendidikan anak usia dini. Hal ini memungkinkan
fasilitator memberikan bimbingan praktis yang sesuai
kebutuhan masyarakat. Teori Terkait: Competency Based
Approach menekankan bahwa penguasaan keterampilan
spesifik penting untuk mencapai kompetensi profesional
yang efektif.

Kompetensi teknis fasilitator pemberdayaan masyarakat
mencakup perencanaan program, penguasaan metode fasilitasi,
pengelolaan sumber daya, pemantauan dan evaluasi,
penggunaan media dan teknologi, serta keterampilan khusus
sesuai konteks. Kompetensi ini memastikan bahwa kegiatan
pemberdayaan berjalan efektif, efisien, dan sesuai tujuan,
sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat nyata dan
berkelanjutan. Fasilitator yang memiliki kompetensi teknis yang
baik mampu menjadi agen perubahan yang profesional, kreatif,
dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
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d. Kompetensi etis — menjunjung tinggi nilai keadilan,

partisipasi, dan keberlanjutan.
Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, kompetensi etis

merupakan kemampuan seorang fasilitator untuk bertindak

secara profesional, jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam
setiap interaksi dan keputusan yang diambil. Kompetensi etis
memastikan bahwa proses pemberdayaan berlangsung dengan
integritas, menghormati hak-hak masyarakat, dan memperkuat
kepercayaan antara fasilitator dan komunitas. Komponen

Kompetensi Etis Fasilitator adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

Integritas dan Kejujuran, Fasilitator harus bertindak
dengan jujur, transparan, dan konsisten dalam semua
kegiatan pemberdayaan. Integritas mencakup ketepatan
dalam menyampaikan informasi, laporan yang akurat, dan
menghindari manipulasi data atau informasi. Teori Terkait:
Ethical Principles in Professional Practice menekankan bahwa
integritas adalah fondasi untuk membangun kepercayaan
dan kredibilitas profesional.

Keadilan dan Kesetaraan, Fasilitator harus memastikan
bahwa setiap anggota masyarakat diperlakukan secara adil,
tanpa diskriminasi berdasarkan gender, usia, status sosial,
atau latar belakang ekonomi. Pendekatan ini mendorong
inklusivitas dan mengurangi kesenjangan sosial. Teori
Terkait: Social Justice Theory menekankan pentingnya
keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak-hak
individu dalam pembangunan masyarakat.

Menghormati Hak dan Budaya Masyarakat, Kompetensi
etis juga mencakup penghormatan terhadap nilai, norma,
adat, dan tradisi masyarakat. Fasilitator harus mampu
menyesuaikan pendekatan agar sesuai dengan konteks
budaya dan sosial setempat. Teori Terkait: Cultural
Competence Theory menekankan pentingnya sensitivitas
budaya dalam interaksi profesional untuk meningkatkan
efektivitas program.
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4)

5)

6)

Tanggung Jawab Profesional, Fasilitator harus bertanggung
jawab atas kualitas proses dan hasil kegiatan
pemberdayaan. Ini mencakup akuntabilitas terhadap
masyarakat, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait,
serta kesiapan menghadapi konsekuensi dari keputusan
yang diambil. Teori Terkait: Accountability Theory
menekankan pentingnya tanggung jawab dan akuntabilitas
dalam praktik profesional untuk mencapai tujuan
pembangunan yang berkelanjutan.

Kerahasiaan dan Privasi, Fasilitator harus menjaga
kerahasiaan informasi pribadi, data sensitif, dan hasil
diskusi masyarakat, terutama jika berkaitan dengan
masalah yang bersifat pribadi atau strategis. Teori Terkait:
Ethical Principles of Confidentiality menekankan bahwa
penghormatan terhadap privasi meningkatkan
kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat.

Konsistensi dalam Nilai dan Perilaku, Kompetensi etis
menuntut fasilitator konsisten dalam penerapan nilai
profesional dan etika, termasuk dalam bertindak,
berkomunikasi, dan membuat keputusan. Konsistensi ini
membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata
masyarakat. Teori Terkait: Virtue Ethics (Aristoteles)
menekankan bahwa karakter moral dan konsistensi
perilaku merupakan dasar tindakan etis yang dihormati
masyarakat.

Kompetensi etis fasilitator pemberdayaan masyarakat

meliputi integritas, keadilan, penghormatan terhadap budaya,
tanggung jawab profesional, kerahasiaan, dan konsistensi nilai.
Kompetensi ini memastikan bahwa setiap interaksi dan

kep

utusan fasilitator berjalan dengan prinsip profesionalisme

dan moralitas, membangun kepercayaan, dan mendorong
partisipasi aktif masyarakat. Dengan kompetensi etis yang kuat,
fasilitator mampu menjadi agen perubahan yang kredibel,
bertanggung jawab, dan mampu memperkuat keberlanjutan
program pemberdayaan masyarakat.
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D. Tantangan dan Dinamika
Walaupun peran PNF dalam pemberdayaan masyarakat
sangat penting, terdapat sejumlah tantangan, antara lain:

1. Resistensi budaya — masyarakat enggan berubah karena
kuatnya tradisi lama.

Dalam praktik pemberdayaan masyarakat, fasilitator tidak
hanya berhadapan dengan kendala teknis dan sosial, tetapi juga
resistensi budaya yakni sikap, persepsi, atau praktik masyarakat
yang menolak atau enggan menerima perubahan atau intervensi
baru karena faktor tradisi, norma, atau nilai budaya yang sudah
lama melekat. Resistensi ini menjadi tantangan yang kompleks
dan membutuhkan strategi dinamis agar program
pemberdayaan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Resistensi budaya merupakan tantangan nyata dalam
pemberdayaan masyarakat, namun dapat dikelola melalui
pemahaman konteks budaya, pendekatan partisipatif, negosiasi
nilai, dan pengelolaan dinamika perubahan sosial. Fasilitator
yang efektif mampu menyeimbangkan antara inovasi program
dengan penghormatan terhadap budaya lokal, membangun
kepercayaan, dan memfasilitasi adopsi perubahan secara
bertahap. Dengan demikian, program pemberdayaan tidak
hanya berhasil secara teknis, tetapi juga diterima secara sosial
dan berkelanjutan.

2. Keterbatasan sumber daya — baik finansial maupun tenaga
pendidik.

Dalam praktik pemberdayaan masyarakat, fasilitator sering
dihadapkan pada keterbatasan sumber daya baik berupa dana,
tenaga, sarana, prasarana, maupun akses informasi. Keterbatasan
ini menjadi salah satu tantangan utama yang mempengaruhi
efektivitas dan keberlanjutan program pemberdayaan. Dinamika
yang muncul dari situasi ini menuntut fasilitator memiliki
kemampuan adaptasi, kreativitas, dan strategi manajemen yang
efektif.
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Keterbatasan sumber daya merupakan tantangan nyata bagi
fasilitator pemberdayaan masyarakat, yang mencakup dana,
tenaga, sarana, dan informasi. Dinamika yang muncul menuntut
fasilitator memiliki kemampuan adaptasi, kreativitas, dan
strategi manajemen yang efektif. Dengan memanfaatkan sumber
daya lokal, membangun kapasitas masyarakat, berinovasi dalam
metode, dan memastikan akses informasi yang jelas, fasilitator
dapat tetap menjalankan program pemberdayaan secara efektif,
efisien, dan berkelanjutan. Tantangan keterbatasan sumber daya
justru dapat menjadi kesempatan untuk mengembangkan solusi
kreatif dan meningkatkan kemandirian masyarakat.

3. Minim partisipasi — sebagian anggota masyarakat
bersikap pasif.

Salah satu tantangan signifikan dalam praktik pemberdayaan
masyarakat adalah minimnya partisipasi masyarakat. Partisipasi
yang rendah dapat muncul karena berbagai faktor, seperti
kurangnya kesadaran akan manfaat program, keterbatasan
waktu atau sumber daya, ketidakpercayaan terhadap fasilitator,
atau adanya budaya pasif dalam komunitas. Minimnya
partisipasi ini berdampak pada efektivitas program,
keberlanjutan kegiatan, dan pencapaian tujuan pemberdayaan.

Minimnya partisipasi masyarakat merupakan tantangan
nyata dalam pemberdayaan komunitas, namun dapat diatasi
melalui strategi yang tepat, termasuk pendekatan persuasif,
partisipatif, penguatan kapasitas, dan pemanfaatan tokoh lokal.
Dinamika ini menuntut fasilitator memiliki kesabaran,
kreativitas, dan kemampuan adaptasi agar masyarakat terdorong
untuk terlibat aktif. Dengan partisipasi yang meningkat, program
pemberdayaan menjadi lebih efektif, relevan, dan berkelanjutan,
serta menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab dalam
masyarakat.
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4. Digital divide — kesenjangan akses terhadap teknologi
digital.

Dalam era digital saat ini, salah satu tantangan signifikan
dalam pemberdayaan masyarakat adalah digital divide atau
kesenjangan digital, yakni perbedaan akses, keterampilan, dan
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
antarindividu atau kelompok masyarakat. Digital divide dapat
muncul karena keterbatasan perangkat, jaringan internet,
kemampuan literasi digital, maupun dukungan sosial-ekonomi.
Tantangan ini menjadi hambatan bagi fasilitator dalam
menjalankan program pemberdayaan yang berbasis teknologi
atau informasi digital.

Digital divide merupakan tantangan nyata bagi fasilitator
dalam pemberdayaan masyarakat, yang mencakup keterbatasan
akses, literasi digital, faktor sosial-ekonomi, dan motivasi
penggunaan teknologi. Dinamika ini menuntut fasilitator
memiliki kemampuan adaptasi, kreativitas, dan strategi inklusif,
seperti memanfaatkan media alternatif, memberikan pelatihan
literasi digital, dan membangun motivasi masyarakat. Dengan
pendekatan yang tepat, fasilitator dapat mengurangi
kesenjangan digital, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan
memastikan program pemberdayaan berbasis teknologi berjalan
efektif dan berkelanjutan. Seperti dengan pendekatan partisipatif
mampu mengubah tantangan tersebut menjadi peluang.
Misalnya, dengan mengaitkan materi pelatihan digital dengan
kebutuhan praktis sehari-hari (mencari informasi harga hasil tani
via smartphone).

E. Urgensi Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan
Nonformal
Mengapa pendidikan nonformal sangat urgen bagi
pemberdayaan? Ada beberapa alasan utama.

1. Akselerasi pembangunan SDGs — PNF membantu
pencapaian tujuan ke 1 (tanpa kemiskinan), ke 4 (pendidikan
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berkualitas) dan tujuan ke 8 (pekerjaan layak & pertumbuhan

ekonomi).

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi
utama untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif,
berkelanjutan, dan berdampak nyata pada kualitas hidup
masyarakat. Dalam konteks pembangunan global, Sustainable
Development Goals (SDGs) menjadi acuan strategis untuk
memastikan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Pendidikan nonformal, yang mencakup program pelatihan,
kursus, lokakarya, kelompok belajar, dan kegiatan literasi,
memegang peran penting dalam mempercepat pencapaian
tujuan SDGs melalui pemberdayaan masyarakat.

a. Pendidikan Nonformal sebagai Sarana Akses Pengetahuan
dan Keterampilan
Pendidikan nonformal memberikan akses bagi masyarakat

yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal atau yang

membutuhkan pembelajaran praktis sesuai kebutuhan lokal.

Melalui pendidikan nonformal, masyarakat dapat memperoleh

keterampilan vokasional, literasi dasar, kewirausahaan, dan

kompetensi sosial yang relevan.

1) Dinamika: Banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil
atau kelompok marginal, memiliki keterbatasan akses
terhadap pendidikan formal. Pendidikan nonformal menjadi
sarana inklusif untuk mengatasi kesenjangan pendidikan.

2) SDGs Terkait: Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas (Quality
Education)

3) Teori Terkait: Andragogy Theory (Knowles) — pembelajaran
orang dewasa efektif ketika relevan, aplikatif, dan berbasis
pengalaman nyata.

b. Mendorong Kemandirian dan Peningkatan Ekonomi
Masyarakat
Pendidikan nonformal dapat mengembangkan kapasitas
masyarakat dalam hal keterampilan kerja, kewirausahaan, dan
pengelolaan sumber daya lokal. Hal ini mendukung peningkatan

Fasilitator Profesional | 23



pendapatan, produktivitas, dan kemandirian ekonomi

masyarakat.

1) Dinamika: Peningkatan keterampilan praktis melalui
pelatihan ~ nonformal memungkinkan masyarakat
menghadapi tantangan ekonomi dan memanfaatkan peluang
lokal secara optimal.

2) SDGs Terkait: Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan (No Poverty),
Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
(Decent Work and Economic Growth)

3) Teori Terkait: Human Capital Theory investasi pada
keterampilan dan pengetahuan meningkatkan produktivitas
dan kesejahteraan individu maupun komunitas.

c. Peningkatan Kesadaran Sosial dan Partisipasi Masyarakat
Pendidikan nonformal juga mendorong masyarakat

memahami isu-isu sosial, lingkungan, dan kesehatan, serta

meningkatkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan

di komunitas. Hal ini penting untuk membangun masyarakat

yang inklusif, demokratis, dan resilien.

1) Dinamika: Melalui kelompok belajar, forum diskusi, atau
program literasi, masyarakat menjadi lebih aktif, kritis, dan
mampu berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.

2) SDGs Terkait: Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan (Reduced
Inequalities), Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Institusi
yang Kuat (Peace, Justice and Strong Institutions)

3) Teori Terkait: Participatory = Development Theory
keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan
meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program.

d. Mendukung Pencapaian SDGs secara Holistik

Pendidikan =~ nonformal memungkinkan  akselerasi
pembangunan SDGs secara terintegrasi. Dengan menekankan
pembelajaran praktis, pemberdayaan ekonomi, literasi sosial,
dan kepedulian lingkungan, masyarakat menjadi subjek aktif
dalam pencapaian tujuan global, mulai dari pengurangan
kemiskinan hingga keberlanjutan lingkungan.
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1) Dinamika: Fasilitator dan lembaga pemberdayaan perlu
mengintegrasikan program nonformal dengan prioritas lokal
dan target SDGs agar hasilnya lebih terukur dan berdampak
nyata.

2) SDGs Terkait: Semua tujuan SDGs yang relevan dengan
konteks lokal dapat didorong melalui pendidikan nonformal,
termasuk kesehatan, gender, energi, dan lingkungan.

3) Teori Terkait: Sustainable Development Theory -
pembangunan berkelanjutan harus melibatkan
pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, inovasi, dan
partisipasi aktif.

Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal
memiliki urgensi yang tinggi dalam akselerasi pencapaian SDGs.
Pendidikan nonformal tidak hanya memberikan akses
pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga meningkatkan
kemandirian ekonomi, kesadaran sosial, dan partisipasi aktif
masyarakat. Dengan pendekatan yang inklusif, relevan, dan
berbasis kebutuhan lokal, pendidikan nonformal menjadi sarana
strategis untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, adil,
dan merata, serta memastikan masyarakat menjadi subjek utama
dalam proses perubahan positif.

2. Respon terhadap era digital — memperkuat literasi digital
agar masyarakat tidak tersisih dari arus globalisasi.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah

menghadirkan era digital yang menuntut masyarakat untuk
mampu  beradaptasi dengan cepat. Dalam  konteks
pemberdayaan masyarakat, pendidikan nonformal menjadi
instrumen strategis untuk membekali individu dan komunitas
dengan keterampilan, literasi digital, dan kompetensi adaptif
yang relevan dengan kebutuhan era digital. Pendidikan
nonformal memungkinkan masyarakat mengakses pengetahuan
praktis secara fleksibel, kontekstual, dan inklusif.
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a.

Mengatasi Kesenjangan Digital (Digital Divide)
Era digital menghadirkan tantangan berupa kesenjangan

akses dan pemanfaatan teknologi di kalangan masyarakat. Tidak
semua kelompok memiliki perangkat, jaringan internet, atau
literasi digital yang memadai.

1)

2)

3)

b.

Urgensi: Pendidikan nonformal memberikan kesempatan
kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi digital,
memahami teknologi, dan memanfaatkan informasi untuk
kehidupan sehari-hari.

Dinamika: Fasilitator perlu menyesuaikan metode
pembelajaran agar dapat diakses oleh kelompok yang
memiliki keterbatasan perangkat atau kemampuan teknis.
Teori Terkait: Digital Inclusion Theory memastikan akses,
keterampilan, dan partisipasi masyarakat dalam era digital
untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Peningkatan Keterampilan dan Kapasitas Adaptif
Era digital menuntut kemampuan berpikir kritis, problem

solving, kreativitas, serta penguasaan teknologi. Pendidikan
formal saja sering tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan
tersebut, sehingga pendidikan nonformal menjadi solusi
strategis.

D

2)

3)

Urgensi: Memberikan keterampilan praktis seperti
penggunaan aplikasi digital, komunikasi online, pengelolaan
informasi, dan kewirausahaan berbasis teknologi.

Dinamika: Program nonformal harus kontekstual, berbasis
proyek, dan relevan dengan kebutuhan lokal masyarakat
agar keterampilan yang diperoleh dapat langsung
diterapkan.

Teori Terkait: Andragogy Theory (Knowles) pembelajaran
orang dewasa efektif bila aplikatif, relevan, dan berbasis
pengalaman nyata.
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c. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Transformasi
Digital
Pemberdayaan melalui pendidikan nonformal memfasilitasi

masyarakat agar menjadi subjek aktif dalam transformasi digital,

bukan sekadar objek penerima teknologi.

1) Urgensi: Masyarakat belajar memanfaatkan teknologi untuk
meningkatkan produktivitas, mengakses layanan publik,
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan berinovasi
di bidang lokal.

2) Dinamika: Fasilitator harus membangun kepercayaan,
motivasi, dan kolaborasi sehingga masyarakat merasa
memiliki peran aktif dalam penggunaan teknologi.

3) Teori Terkait: Participatory Development Theory keterlibatan
aktif masyarakat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan
program pemberdayaan.

d. Menumbuhkan Kesadaran dan Etika Digital
Era digital juga menghadirkan risiko seperti penyebaran

informasi palsu, ketergantungan pada gadget, dan pelanggaran

privasi. Pendidikan nonformal dapat menjadi sarana untuk
menumbuhkan literasi kritis, etika digital, dan tanggung jawab
sosial.

1) Urgensi: Memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam
penggunaan teknologi yang aman, bijak, dan produktif.

2) Dinamika: Program harus melibatkan simulasi praktik
digital, diskusi, dan studi kasus agar peserta memahami
konsekuensi dan manfaat penggunaan teknologi.

3) Teori Terkait: Digital Literacy Framework literasi digital
mencakup kemampuan mengakses, memahami, menilai, dan
menggunakan informasi secara efektif, kritis, dan etis.

Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal
menjadi urgent sebagai respon terhadap era digital. Pendidikan
nonformal memberikan kesempatan untuk mengatasi
kesenjangan digital, meningkatkan keterampilan adaptif,
mendorong partisipasi aktif, dan menumbuhkan kesadaran etika
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digital. Dengan pendekatan yang kontekstual, inklusif, dan
aplikatif, masyarakat mampu menjadi agen perubahan yang
produktif, kreatif, dan resilien dalam menghadapi tantangan dan
peluang era digital.

3. Penguatan modal sosial — membangun kepercayaan,
solidaritas, dan jejaring komunitas.

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya terkait dengan
peningkatan kemampuan individu secara ekonomi atau
keterampilan teknis, tetapi juga penguatan modal sosial yakni
jaringan hubungan sosial, kepercayaan, norma, dan kerjasama
yang mendukung kohesi komunitas. Pendidikan nonformal
menjadi instrumen strategis untuk memperkuat modal sosial
karena mampu membangun interaksi, kolaborasi, dan solidaritas
di antara anggota masyarakat.

a. Pendidikan Nonformal sebagai Sarana Pembentukan
Jaringan Sosial
Pendidikan nonformal, melalui kelompok belajar, lokakarya,

pelatihan komunitas, atau forum diskusi, mendorong

terbentuknya jaringan sosial yang kuat di masyarakat.

1) Urgensi: Jaringan sosial yang kuat meningkatkan
kemampuan masyarakat untuk saling mendukung, bertukar
informasi, dan berkolaborasi dalam kegiatan produktif
maupun sosial.

2) Dinamika: Fasilitator perlu menciptakan suasana inklusif,
aman, dan partisipatif agar semua anggota merasa dihargai
dan termotivasi untuk berinteraksi.

3) Teori Terkait: Social Capital Theory (Putnam) — modal sosial
berupa jaringan, kepercayaan, dan norma meningkatkan
efektivitas komunitas dalam mencapai tujuan bersama.

b. Meningkatkan Kepercayaan dan Solidaritas Komunitas
Kepercayaan antaranggota masyarakat menjadi fondasi

penting dalam pengambilan keputusan kolektif dan keberhasilan

program pemberdayaan. Pendidikan nonformal memungkinkan

28 | Fasilitator Profesional



fasilitator membangun interaksi yang mendukung komunikasi
terbuka dan penghargaan terhadap kontribusi semua pihak.

D

2)

3)

Urgensi: Kepercayaan meningkatkan partisipasi aktif,
kolaborasi, dan pengelolaan konflik secara konstruktif.
Dinamika: Proses ini memerlukan konsistensi, keterlibatan
jangka panjang, dan pendekatan yang sensitif terhadap nilai
budaya lokal.

Teori Terkait: Trust Theory kepercayaan dalam komunitas
meningkatkan  kerjasama dan efektivitas program
pembangunan masyarakat.

Mendorong Normatif dan Kepedulian Sosial
Pendidikan nonformal memberikan ruang bagi masyarakat

untuk membahas nilai-nilai sosial, norma, dan praktik yang
mendukung kohesi komunitas. Hal ini menumbuhkan rasa
saling peduli, gotong royong, dan tanggung jawab kolektif.

1)

2)

3)

d.

Urgensi: Modal sosial yang kuat membuat masyarakat lebih
resilien dalam menghadapi tantangan ekonomi, sosial,
maupun lingkungan.

Dinamika: Fasilitator harus mengintegrasikan pendidikan
nilai, kegiatan partisipatif, dan praktik kolaboratif agar
norma positif dapat diterapkan secara nyata.

Teori Terkait: Community Capacity Building penguatan
kapasitas sosial dan norma komunitas meningkatkan
kemampuan kolektif dalam menyelesaikan masalah dan
mencapai tujuan bersama.

Mendukung Keberlanjutan Program Pemberdayaan
Modal sosial yang terbangun melalui pendidikan nonformal

memastikan program pemberdayaan lebih berkelanjutan, karena
masyarakat menjadi subjek aktif yang memiliki rasa memiliki,
tanggung jawab, dan kemampuan berkolaborasi.

D)

Urgensi: Program pemberdayaan yang memperkuat modal
sosial memiliki peluang lebih besar untuk bertahan,
berkembang, dan menimbulkan dampak positif jangka
panjang.
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2) Dinamika: Fasilitator perlu memonitor interaksi komunitas,
memberikan bimbingan yang konsisten, dan mengadaptasi
metode agar sesuai dengan konteks lokal.

3) Teori Terkait: Sustainable Development Theory pembangunan
yang berkelanjutan memerlukan keterlibatan aktif
masyarakat dan penguatan modal sosial sebagai fondasi
keberhasilan.

Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal
sangat urgent dalam penguatan modal sosial. Pendidikan
nonformal membangun jaringan sosial, meningkatkan
kepercayaan, menumbuhkan solidaritas dan norma positif, serta
mendukung keberlanjutan program pemberdayaan. Dengan
pendekatan partisipatif, inklusif, dan kontekstual, fasilitator
dapat memperkuat modal sosial masyarakat, sehingga
komunitas menjadi lebih mandiri, kolaboratif, dan resilien dalam
menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan
lingkungan.

4. Mengatasi eksklusi sosial — menjangkau kelompok yang
tidak terakses oleh pendidikan formal.

Eksklusi sosial merupakan fenomena di mana sebagian
anggota masyarakat terpinggirkan dari akses terhadap
pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, informasi, atau
partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Fenomena ini
menimbulkan ketidaksetaraan, menghambat pembangunan
sosial, dan mengurangi kualitas hidup kelompok terdampak.
Dalam konteks ini, pendidikan nonformal menjadi instrumen
strategis untuk pemberdayaan masyarakat, karena mampu
membuka akses, meningkatkan kemampuan, dan mendorong
partisipasi kelompok yang terpinggirkan.

a. Pendidikan Nonformal sebagai Sarana Inklusi

Pendidikan nonformal menyediakan jalur pembelajaran yang
fleksibel dan kontekstual, sehingga dapat diakses oleh kelompok
yang terpinggirkan, termasuk anak-anak putus sekolah,
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perempuan, penyandang disabilitas, dan komunitas marginal
lainnya.

D

3)

Urgensi: Memastikan seluruh anggota masyarakat memiliki
kesempatan belajar dan memperoleh keterampilan untuk
berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi.
Dinamika: Fasilitator harus menyesuaikan metode, lokasi,
dan materi agar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan
kelompok yang rentan.

Teori Terkait: Inclusive Education Theory pendidikan inklusif
mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan semua
individu memiliki kesempatan setara untuk belajar.

Meningkatkan Keterampilan dan Kapasitas Masyarakat
Marginal
Pendidikan nonformal dapat membekali kelompok

terpinggirkan dengan keterampilan teknis, kewirausahaan,

literasi dasar, dan kompetensi sosial, sehingga mereka dapat

mandiri dan berdaya dalam komunitas.

D)

2)

3)

Urgensi: Mengurangi ketergantungan pada bantuan
eksternal dan meningkatkan kemampuan untuk bersaing
dalam ekonomi lokal maupun global.

Dinamika: Fasilitator harus menyediakan materi yang
aplikatif, relevan dengan kebutuhan lokal, dan mudah
dipahami oleh peserta.

Teori Terkait: Human Capital Theory investasi pada
pengetahuan dan keterampilan meningkatkan produktivitas
dan kesejahteraan individu maupun komunitas.

Mendorong Partisipasi dan Keterlibatan Sosial
Pendidikan nonformal juga mendorong masyarakat

terpinggirkan untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan
keputusan, kegiatan komunitas, dan pembangunan lokal.

D)

Urgensi: Partisipasi aktif memperkuat rasa memiliki,
tanggung jawab kolektif, dan kemampuan komunitas untuk
mengatasi masalah bersama.
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2) Dinamika: Fasilitator harus menggunakan pendekatan
partisipatif yang mendorong interaksi, diskusi kelompok,
dan kolaborasi antaranggota masyarakat.

3) Teori Terkait: Participatory Development Theory keterlibatan
aktif masyarakat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan
program pemberdayaan.

d. Membangun Kesadaran dan Solidaritas Sosial
Pendidikan nonformal menumbuhkan kesadaran tentang

hak-hak sosial, tanggung jawab kolektif, dan nilai-nilai inklusif.

Hal ini membantu masyarakat mengurangi diskriminasi,

stereotipe, dan marginalisasi.

1) Urgensi: Masyarakat yang inklusif dan sadar hak-haknya
lebih mampu membangun solidaritas, mengatasi konflik
sosial, dan menciptakan kohesi komunitas.

2) Dinamika: Fasilitator harus menghadirkan kegiatan berbasis
nilai, diskusi kritis, dan praktik kolaboratif yang memperkuat
norma sosial positif.

3) Teori Terkait: Social Capital Theory jaringan sosial,
kepercayaan, dan norma kolektif berkontribusi pada
pembangunan sosial dan penguatan komunitas.

Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal
sangat urgent dalam mengatasi eksklusi sosial. Pendidikan
nonformal membuka akses belajar bagi kelompok yang
terpinggirkan, meningkatkan keterampilan dan kapasitas,
mendorong partisipasi aktif, dan menumbuhkan kesadaran serta
solidaritas sosial. Dengan pendekatan inklusif, kontekstual, dan
partisipatif, pendidikan nonformal menjadi instrumen strategis
untuk membangun masyarakat yang adil, setara, dan berdaya,
serta mendukung tercapainya pembangunan sosial yang
berkelanjutan.
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F. Analogi Menyeluruh

Jika kita ibaratkan masyarakat sebagai sebuah kapal di lautan
luas, maka pendidikan nonformal adalah kompas yang
menunjukkan arah, sementara fasilitator adalah nakhoda yang
membantu mengarahkan kapal agar tidak terombang-ambing.
Pemberdayaan masyarakat adalah perjalanan menuju pulau
kemandirian. Tanpa kompas (PNF), kapal bisa salah arah; tanpa
nakhoda (fasilitator), kapal bisa oleng; dan tanpa perjalanan
(pemberdayaan), kapal hanya akan diam di dermaga.

Konsep pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan
nonformal adalah upaya strategis untuk membangun manusia
Indonesia yang berdaya, mandiri, dan adaptif terhadap
perubahan zaman. PNF memberikan ruang belajar yang
fleksibel, partisipatif, dan kontekstual, sementara fasilitator
menjadi aktor kunci yang menghidupkan proses tersebut.
Dengan pendekatan yang inklusif, transformatif, dan beretika,
pemberdayaan masyarakat melalui PNF dapat melahirkan
individu dan komunitas yang bukan hanya mampu bertahan,
tetapi juga berkembang menghadapi tantangan global.
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BAB II

Konsep Pendidikan
Nonformal dan Kaitannya
dengan Fasilitator
Pemberdayaan Masyarakat

Pendidikan merupakan salah satu instrumen paling
fundamental dalam membentuk kualitas manusia. Selama ini,
paradigma pendidikan sering kali terpusat pada jalur formal
sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga akademis. Namun,
realitas sosial menunjukkan bahwa pendidikan tidak selalu
terjadi di dalam kelas dengan bangku dan papan tulis.
Pendidikan juga berlangsung di ruang-ruang alternatif, fleksibel,
dan adaptif yang disebut sebagai pendidikan nonformal.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pendidikan
nonformal memiliki nilai strategis. la menjembatani kebutuhan
masyarakat dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang
relevan dengan kehidupan sehari-hari. Di sinilah peran fasilitator
muncul sebagai aktor kunci. Fasilitator tidak hanya mengajar,
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melainkan mendampingi, memberdayakan, dan menghidupkan
potensi kolektif komunitas.

Analogi sederhananya, pendidikan formal ibarat jalan tol
yang terstruktur, memiliki jalur, rambu, dan tujuan jelas.
Sedangkan pendidikan nonformal lebih mirip jalan desa yang
fleksibelia bisa berbelok, menyesuaikan kontur, bahkan
menciptakan jalur baru sesuai kebutuhan warga. Pada jalan desa
inilah fasilitator hadir sebagai penunjuk arah yang memastikan
setiap individu mampu mencapai tujuan tanpa tersesat.

A. Konsep Pendidikan Nonformal
1. Definisi dan Karakteristik

Pendidikan non-formal adalah sistem pendidikan yang
diselenggarakan di luar pendidikan formal, dengan struktur,
kurikulum, dan pendekatan yang lebih fleksibel. Tujuannya
adalah untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan
kompetensi tertentu yang relevan dengan kebutuhan individu
maupun masyarakat. Menurut UNESCO (2005), pendidikan non-
formal adalah “any organized educational activity outside the
established formal system whether operating separately or as an
important feature of some broader activity that is intended to serve
identifiable learning clienteles and learning objectives.”

Sementara menurut Soedijarto (2006), pendidikan non-formal
adalah pendidikan yang diselenggarakan secara sistematis dan
terencana untuk memberikan pengalaman belajar yang fleksibel,
tidak terpaku pada struktur jenjang formal, namun tetap
memiliki tujuan pendidikan tertentu. UNESCO (2021)
mendefinisikan  pendidikan nonformal sebagai proses
pendidikan terorganisasi di luar sistem pendidikan formal, yang
ditujukan untuk kelompok sasaran tertentu dengan kebutuhan
spesifik, bersifat sukarela, dan fleksibel. Karakteristik utamanya
meliputi:

a. Fleksibilitas: dapat disesuaikan dengan waktu, lokasi, dan
kebutuhan masyarakat.
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b. Praktis dan aplikatif: menekankan keterampilan hidup (life
skills).

c. Berorientasi kebutuhan: fokus pada masalah nyata
komunitas, misalnya literasi keuangan, keterampilan digital,
atau kesehatan reproduksi.

d. Partisipatif: masyarakat tidak hanya menjadi peserta, tetapi
turut merancang dan mengevaluasi program.

Coombs & Ahmed, 1975 menambahkan bahwa pendidikan
nonformal sering berfungsi sebagai jembatan yang melengkapi
pendidikan formal dan informal. Ia relevan bagi masyarakat
marjinal yang sulit mengakses pendidikan formal.

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam
pengembangan individu dan masyarakat. Selain pendidikan
formal yang tersusun secara sistematis di sekolah atau institusi
akademik, terdapat pendidikan non-formal, yaitu bentuk
pendidikan yang berlangsung di luar jalur formal, namun tetap
memiliki tujuan pendidikan tertentu. Pendidikan non-formal
menawarkan fleksibilitas, pendekatan yang lebih kontekstual,
dan orientasi pada keterampilan praktis serta pengembangan
karakter.

Pendidikan non-formal menjadi penting dalam masyarakat
modern karena tidak semua kebutuhan belajar dapat dipenuhi
melalui pendidikan formal. Terlebih di era saat ini, di mana
keterampilan adaptif, kreatif, dan sosial sangat dibutuhkan,
pendidikan non-formal memberikan alternatif pembelajaran
yang dapat menjembatani kesenjangan antara pendidikan formal
dan kebutuhan nyata masyarakat.

2. Ciri-ciri Pendidikan Nonformal
Berdasarkan literatur dan teori pendidikan non-formal, ciri-

ciri utamanya adalah:

a. Fleksibilitas Waktu dan Metode. Pendidikan non-formal
tidak terikat oleh jam pelajaran atau kurikulum baku.
Kegiatan belajar dapat dilakukan di luar sekolah, misalnya
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melalui kursus, pelatihan, workshop, atau kegiatan
komunitas.

b. Orientasi pada Praktik dan Keterampilan. Pendidikan non
formal lebih menekankan pada keterampilan praktis dan
pengembangan karakter dibandingkan teori murni.
Contohnya, pelatihan kewirausahaan, kursus komputer, atau
program kepemimpinan.

c. Berbasis Kebutuhan Peserta. Materi disesuaikan dengan
kebutuhan belajar peserta, sehingga lebih relevan dan
aplikatif. Ini memungkinkan pembelajaran lebih kontekstual
dan langsung bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

d. Partisipatif dan Kolaboratif. Peserta aktif terlibat dalam
proses belajar, baik melalui diskusi, simulasi, maupun
praktik lapangan. Hal ini meningkatkan pengalaman belajar
dan keterampilan sosial.

e. Non-Hierarkis dan Inklusif. Pendidikan non-formal sering
kali lebih inklusif, menerima peserta dari berbagai latar
belakang sosial dan usia, tanpa diskriminasi, dan tidak
mengharuskan jenjang pendidikan tertentu.

3. Tujuan Pendidikan Non-Formal
Tujuan pendidikan non-formal antara lain:

a. Pengembangan Keterampilan Praktis: Menyiapkan peserta
untuk bekerja atau berwirausaha.

b. Penguatan Karakter dan Sikap Positif: Misalnya,
kepemimpinan, kerjasama, dan etika sosial.

c. Peningkatan Literasi dan Pengetahuan: Termasuk literasi
digital, literasi keuangan, dan literasi budaya.

d. Pemberdayaan Masyarakat: Memberikan kesempatan belajar
bagi kelompok yang terpinggirkan atau tidak memiliki akses
pendidikan formal.
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4. Teori-teori yang Mendukung Pendidikan Non-Formal
Beberapa teori yang relevan dalam pendidikan non-formal
antara lain:

a. Teori Belajar Dewasa (Andragogy) — Malcolm Knowles (1980)

Teori ini menekankan bahwa orang dewasa belajar berbeda
dengan anak-anak, yakni mereka belajar lebih baik ketika
pembelajaran relevan dengan kebutuhan mereka, partisipatif,
dan berbasis pengalaman. Dalam konteks pendidikan non-
formal, teori ini sangat relevan karena program non-formal
sering menyasar remaja dan orang dewasa yang ingin
meningkatkan keterampilan tertentu. Penerapan: Kursus
keterampilan kerja atau pelatihan kewirausahaan menggunakan
pendekatan berbasis pengalaman, diskusi, dan praktik langsung.

b. Teori Konstruktivisme — Piaget (1952) dan Vygotsky (1978)

Konstruktivisme menekankan bahwa peserta belajar melalui
pengalaman dan interaksi sosial. Pendidikan non-formal yang
berorientasi pada praktik dan simulasi sesuai dengan prinsip
konstruktivisme, karena peserta belajar dengan aktif
memecahkan masalah dan bekerja sama dalam kegiatan nyata.
Penerapan: Workshop kepemimpinan atau simulasi proyek
komunitas, di mana peserta belajar melalui pengalaman nyata
dan kolaborasi.

c. Teori Experiential Learning — David Kolb (1984)

Kolb menekankan belajar melalui pengalaman, di mana
siklus belajar melibatkan: pengalaman konkret — refleksi —
konseptualisasi — percobaan aktif. Pendidikan non-formal yang
berbasis pengalaman langsung, misalnya program mentoring
atau pelatihan lapangan, sejalan dengan teori ini. Penerapan:
Program pelatihan wirausaha yang mengharuskan peserta
menjalankan bisnis mini sebagai praktik nyata, kemudian
melakukan refleksi dan evaluasi.
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d. Teori Pembelajaran Transformasional — Mezirow (1991)

Teori ini menekankan perubahan perspektif melalui
pembelajaran, terutama dalam pendidikan orang dewasa.
Pendidikan non-formal sering kali tidak hanya mentransfer
pengetahuan, tetapi juga mengubah sikap, nilai, dan cara
berpikir peserta. Penerapan: Program pemberdayaan masyarakat
yang mengajarkan nilai kepemimpinan, etika, dan keterampilan
sosial untuk meningkatkan kapasitas warga.

Manfaat Pendidikan Non-Formal

Fleksibilitas dan Aksesibilitas: Memberikan kesempatan
belajar bagi orang-orang yang tidak bisa mengikuti
pendidikan formal.

b. Pengembangan Keterampilan Praktis: Fokus pada
keterampilan yang dapat langsung digunakan dalam
kehidupan sehari-hari atau pekerjaan.

c. Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi: Membantu peserta
meningkatkan kapasitas diri dan meningkatkan peluang
ekonomi.

d. Penguatan Karakter dan Etika: Mendorong pengembangan
kepemimpinan, kolaborasi, dan tanggung jawab sosial.

e. Adaptasi terhadap Perubahan Global: Membekali peserta
dengan keterampilan yang relevan di era digital dan
globalisasi.

6. Peran Pendidikan Non-Formal dalam Masyarakat
Pendidikan non-formal memiliki peran strategis dalam:

a. Mengurangi Kesenjangan Pendidikan: Memberikan akses
belajar bagi kelompok yang kurang terlayani oleh pendidikan
formal, termasuk warga desa, pekerja, dan kelompok
marginal.

b. Mendukung Pendidikan Sepanjang Hayat: Membuka
peluang belajar bagi semua usia, dari anak-anak hingga orang
dewasa.
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c. Mendorong Inovasi dan Kewirausahaan: Melalui pelatihan
praktis dan workshop kreatif, peserta dapat menciptakan
peluang ekonomi baru.

d. Membentuk Masyarakat yang Tangguh dan Adaptif:
Pendidikan non-formal meningkatkan kapasitas individu
untuk beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan
teknologi.

Pendidikan non-formal adalah alternatif penting bagi
pendidikan formal. Fleksibilitas, relevansi, dan orientasi praktik
membuatnya mampu menjawab kebutuhan belajar peserta yang
beragam. Teori-teori pendidikan dewasa, konstruktivisme,
experiential learning, dan pembelajaran transformasional
mendukung konsep pendidikan non-formal, terutama dalam
mengembangkan keterampilan praktis, perubahan sikap, dan
kapasitas sosial.

Dengan pendekatan yang tepat, pendidikan non-formal
dapat menjadi alat pemberdayaan masyarakat, meningkatkan
kapasitas individu, dan membentuk generasi yang adaptif
terhadap perubahan zaman. Di era globalisasi dan digitalisasi,
pendidikan non-formal akan terus menjadi komplementer yang
vital dalam membangun kualitas sumber daya manusia.
Pendidikan nonformal di Indonesia hadir dalam berbagai
bentuk, seperti:

1) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),

2) Kursus keterampilan (menjahit, komputer, bahasa),
3) Kelompok belajar kesetaraan (Paket A, B, C),

4) Program literasi digital,

5) Pelatihan wirausaha berbasis komunitas.

Setiap bentuk pendidikan nonformal bersifat kontekstual,
artinya dirancang sesuai kebutuhan lokal. Misalnya, di
komunitas pesisir programnya berupa pelatihan pengolahan
hasil laut, sementara di perkotaan lebih pada literasi digital dan
kewirausahaan daring.
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B. Fasilitator dalam Pemberdayaan Masyarakat

1. Definisi dan Peran
Fasilitator ~adalah individu yang berperan sebagai

pendamping, penghubung, dan penggerak partisipasi

masyarakat. Menurut (Chambers, 2017), fasilitator merupakan

agen perubahan yang berfungsi menghubungkan kebutuhan

komunitas dengan sumber daya yang tersedia. Peran fasilitator

meliputi:

a. Mediator, menghubungkan masyarakat dengan pemerintah,
NGO, atau lembaga donor.

b. Enabler, membuka akses dan peluang.

c. Educator, menyampaikan pengetahuan atau keterampilan
yang relevan.

d. Motivator, menumbuhkan semangat dan kepercayaan diri
komunitas.

e. Evaluator, membantu masyarakat menilai keberhasilan
program.

N

Karakteristik Fasilitator

Seorang fasilitator efektif ditandai dengan:
Netralitas dalam menghadapi konflik,
Kemampuan komunikasi interpersonal yang tinggi,
Empati terhadap kondisi masyarakat,

Kreativitas dalam menyusun metode partisipatif,
Komitmen terhadap prinsip keadilan sosial.

RSN

Analogi: fasilitator ibarat dirigen orkestra. la tidak memainkan
semua alat musik, tetapi memastikan setiap pemain
berkontribusi sehingga lahirlah harmoni. Begitu juga di
komunitas fasilitator memastikan setiap suara warga terdengar.
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C. Kaitan Pendidikan Nonformal dengan Pemberdayaan
Masyarakat
1. Sinergi Konseptual
Pendidikan nonformal dan pemberdayaan masyarakat
memiliki keterkaitan erat. Pendidikan nonformal menyediakan
wadah pembelajaran fleksibel, sementara pemberdayaan
masyarakat membutuhkan instrumen untuk meningkatkan
kapasitas warga. Jika diibaratkan, pendidikan nonformal adalah
wadah dan fasilitator adalah penggerak isi wadah tersebut.
Tanpa fasilitator, pendidikan nonformal kehilangan arah; tanpa
pendidikan nonformal, fasilitator tidak memiliki ruang untuk
mempraktikkan perannya.

Dampak Sinergi

a. Peningkatan Literasi dan Kapasitas: masyarakat yang
sebelumnya buta huruf digital, menjadi lebih mampu
mengakses informasi.

b. Peningkatan Partisipasi Sosial: warga lebih percaya diri
dalam forum musyawarah desa.

c. Kemandirian Ekonomi: melalui pelatihan kewirausahaan,
warga bisa membangun usaha mikro.

d. Penguatan Identitas Lokal: program berbasis budaya lokal
memperkuat kohesi sosial.

UNICEF (2022) menekankan bahwa pendidikan nonformal
efektif untuk empowering communities, khususnya kelompok
rentan seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat adat.

D. Urgensi Pendidikan Nonformal dan Fasilitator di Era
Kontemporer

1. Konteks Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0
Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar

dalam kehidupan sosial. Namun, tidak semua masyarakat

memiliki kesempatan mengakses keterampilan digital.

Pendidikan nonformal dengan dukungan fasilitator menjadi
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kunci untuk menjembatani kesenjangan ini. Contoh nyata: di
desa, fasilitator mengajarkan literasi digital dasar sehingga
UMKM lokal bisa memasarkan produknya via e-commerce.

2. Peran Strategis Fasilitator

Fasilitator dibutuhkan bukan hanya sebagai pengajar, tetapi
juga navigator sosial. la membantu masyarakat menavigasi
perubahan global, seperti migrasi digital, ketahanan pangan,
hingga adaptasi perubahan iklim. Menurut (Korthagen &
Nuijten, 2022), fasilitator masa kini dituntut memiliki kompetensi
reflektif-transformatif: mampu merenung bersama masyarakat,
sekaligus mentransformasikan praktik lokal menjadi inovasi.

Tantangan
Keterbatasan kapasitas fasilitator,
Minimnya dukungan kelembagaan,

SR

Kurangnya insentif bagi pendamping masyarakat.

Namun, tantangan ini justru mempertegas urgensi untuk
memperkuat  ekosistem  pendidikan = nonformal  dan
pengembangan fasilitator.

E. Analogi untuk Memudahkan Pemahaman

Bayangkan sebuah perahu di sungai deras. Masyarakat
adalah penumpang, pendidikan nonformal adalah perahu,
sedangkan fasilitator adalah pendayung. Tanpa perahu,
penumpang akan hanyut; tanpa pendayung, perahu tidak
bergerak. Keduanya saling melengkapi untuk memastikan
penumpang mencapai tujuan: kesejahteraan dan kemandirian.

Konsep pendidikan nonformal dan fasilitator pemberdayaan
masyarakat memiliki keterkaitan erat dan urgensi tinggi dalam
konteks = pembangunan sosial. Pendidikan = nonformal
menyediakan ruang fleksibel untuk belajar, sementara fasilitator
memastikan proses tersebut partisipatif, relevan, dan
transformatif.
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Di era penuh ketidakpastian, pendidikan nonformal dan
fasilitator ibarat dua sisi mata uang: saling melengkapi, tidak bisa
dipisahkan, dan bersama-sama menjadi fondasi kemandirian
komunitas. Oleh karena itu, memperkuat lembaga pendidikan
nonformal sekaligus membangun kapasitas fasilitator
merupakan strategi penting menuju masyarakat yang berdaya,
inklusif, dan adaptif.

Fasilitator Profesional | 45



CATATAN

46 | Fasilitator Profesional



BAB III

Konsep Dasar Fasilitasi
dalam Pemberdayaan
Masyarakat

A. Pengertian fasilitator

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, istilah fasilitator
merujuk pada individu yang berperan mempermudah proses
interaksi, pembelajaran sosial, dan pengambilan keputusan
secara partisipatif dalam komunitas. Istilah ini berasal dari kata
Latin facilitare, yang berarti “mempermudah.” Dengan
demikian, seorang fasilitator adalah pihak yang hadir bukan
untuk menggantikan peran masyarakat, melainkan untuk
membantu memperkuat kapasitas mereka agar mampu
memahami persoalan, merumuskan kebutuhan, serta mengambil
tindakan kolektif secara mandiri.

Secara konseptual, fasilitator bukanlah pemimpin formal,
instruktur, atau pelatih yang mengarahkan, melainkan rekan
dialog yang menciptakan ruang aman untuk diskusi terbuka dan
refleksi bersama. Peran utamanya adalah sebagai katalisator
perubahan sosial berbasis kesadaran kritis dan potensi lokal.
Pretty & Robert Chambers (2021), seorang pelopor dalam
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pendekatan partisipatif, menjelaskan bahwa fasilitator dalam
pemberdayaan adalah “pendamping proses, bukan pembawa
solusi.” la menekankan bahwa fasilitator yang baik akan
mengundurkan diri dari pusat control dan menyerahkan ruang
kepada masyarakat untuk membangun kapasitasnya sendiri.
Pendekatan ini bertentangan dengan model intervensi lama yang
bersifat top-down, di mana masyarakat hanya berperan sebagai
objek dari pembangunan.

Dalam literatur yang lebih mutakhir, seperti yang
dikemukakan oleh (Servaes & Malikhao, 2008), fasilitasi dilihat
sebagai proses komunikasi dua arah yang bertumpu pada dialog
transformative. Dalam proses ini, fasilitator berperan
menghidupkan “ruang partisipasi” (participatory space) yang
inklusif dan bebas tekanan, sehingga masyarakat dapat
menyampaikan suara, kepentingan, dan aspirasi mereka secara
otentik.

Konsep dasar fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat
menekankan bahwa perubahan sosial sejati hanya dapat dicapai
melalui proses dialogis, partisipatif, dan reflektif. Fasilitator
bukan pengendali proses, tetapi penggerak yang membangun
ruang kolektif untuk berpikir, merasakan, dan bertindak
bersama. Dalam dunia yang semakin kompleks dan plural, peran
fasilitator menjadi semakin penting bukan sebagai penentu arah,
tetapi sebagai penjaga semangat pemberdayaan dan keadilan
sosial.

Analogi Sederhana

Untuk memahami fungsi fasilitator, bayangkan seorang
navigator dalam perjalanan kapal. Meskipun ia tidak memegang
kemudi secara langsung, navigator memandu arah, membantu
mengenali peta, memberi peringatan terhadap badai, dan
mendorong awak kapal untuk bekerja sama mencapai tujuan.
Sang navigator tidak memaksakan arah, tetapi membantu kru
menyadari arah mana yang paling sesuai dengan kondisi kapal
dan tujuan bersama.
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Demikian pula, fasilitator hadir untuk membantu masyarakat
mengenali potensi, hambatan, dan solusi yang berasal dari dalam
dirinya sendiri, bukan dari luar. Proses ini menumbuhkan rasa
kepemilikan (ownership) dan tanggung jawab kolektif dalam
setiap tahapan perubahan sosial.

B. Karakteristik Fasilitator yang Efektif
Menurut International Association of Facilitators (IAF) (2024),

terdapat beberapa karakteristik kunci yang harus dimiliki oleh

fasilitator profesional dalam praktik pemberdayaan masyarakat:

1. Netralitas Proses: Fasilitator tidak memihak dalam isi atau
hasil diskusi, tetapi menjaga keberlangsungan proses yang
inklusif dan adil.

2. Kompetensi Komunikasi: Mampu menciptakan dialog yang
terbuka, aktif mendengar, dan peka terhadap dinamika
kelompok.

3. Kesadaran Kontekstual: Memahami budaya lokal, struktur
sosial, serta dinamika kekuasaan yang berlaku di komunitas.

4. Reflektif dan Adaptif: Mampu mengevaluasi dirinya sendiri
serta menyesuaikan metode fasilitasi berdasarkan situasi
lapangan.

Karakteristik ini menekankan bahwa fasilitator bukan
sekadar “penggerak kegiatan”, melainkan pemegang peran
strategis dalam menciptakan perubahan sosial yang
berkelanjutan.

C. Perbedaan Peran: Fasilitator, Pelatih, dan Instruktur
Sering kali terjadi kerancuan antara fasilitator dengan pelatih
atau instruktur. Ketiganya memiliki peran yang berbeda secara
mendasar:
1. Instruktur, mentransfer pengetahuan secara satu arah dengan
struktur tetap, mirip seperti guru dalam ruang kelas.
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2. Pelatih, membimbing peserta untuk menguasai keterampilan
tertentu melalui praktik yang diarahkan.

3. Fasilitator, berbeda dari keduanya, lebih berfokus pada proses
kolektif yang memberdayakan, bukan pada isi pengetahuan
itu sendiri.

Brookfield, 2012 menyatakan bahwa fasilitator “tidak
memberikan jawaban, tetapi membuka jalan agar peserta
menemukan jawaban mereka sendiri.” Inilah yang membedakan
fasilitasi dari pengajaran konvensional.

D. Landasan Psikososial Pemberdayaan

Secara  psikologis, kehadiran fasilitator = berfungsi
mengurangi rasa ragu atau takut masyarakat dalam
mengekspresikan gagasan. Menurut teori empowerment dari
(Zimmerman, 2022), pemberdayaan terjadi ketika individu atau
kelompok merasa memiliki kendali atas keputusan yang
memengaruhi hidup mereka. Fasilitator berperan menciptakan
kondisi psikososial yang memungkinkan kontrol itu muncul dan
berkembang.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fasilitator
adalah komponen kunci dalam proses pemberdayaan
masyarakat. Ia tidak bertindak sebagai penyampai perintah,
tetapi sebagai penggerak partisipasi dan pemantik kesadaran.
Dengan pendekatan yang reflektif, netral, dan partisipatif,
fasilitator membantu masyarakat “melihat dengan mata mereka
sendiri” dan “melangkah dengan kaki mereka sendiri” menuju
perubahan sosial yang berkelanjutan.

1. Evolusi Peran Fasilitator Dalam Pembangunan Masyarakat

Peran fasilitator dalam pembangunan masyarakat tidaklah
statis. Ia telah mengalami transformasi signifikan seiring dengan
perubahan paradigma pembangunan global dan lokal. Jika pada
masa lalu fasilitator hanya dianggap sebagai pelengkap atau
perantara antara pemerintah dan masyarakat, maka kini
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perannya telah berevolusi menjadi mitra strategis dalam proses
transformasi sosial berbasis partisipasi.

a. Dari Agen Program Menjadi Mitra Komunitas

Pada era pembangunan terpusat top-down yang dominan
hingga akhir abad ke-20, fasilitator diposisikan sebagai
“penyuluh” atau “perpanjangan tangan” pemerintah. Dalam
pendekatan ini, pembangunan dipandang sebagai proses
transfer teknologi, informasi, dan kebijakan dari negara kepada
masyarakat. Fasilitator berperan menyampaikan pesan dan
memastikan masyarakat menerima serta melaksanakan program
secara pasif.

Namun, pendekatan semacam itu mulai dikritik karena
melahirkan ketergantungan, mengabaikan pengetahuan lokal,
dan sering kali tidak berkelanjutan. (Chambers, 2017) menyebut
era ini sebagai bias dari luar outsider bias, di mana para
pengambil keputusan mengasumsikan mereka tahu apa yang
terbaik bagi masyarakat, tanpa melibatkan mereka dalam
perencanaan.

Sejak 1990-an, paradigma pembangunan mulai bergeser ke
arah pendekatan partisipatif. Pembangunan tidak lagi dipahami
sebagai sesuatu yang dibawa masuk ke komunitas, melainkan
sebagai proses yang tumbuh dari dalam. Dalam konteks ini,
fasilitator ~ bertransformasi menjadi mitra masyarakat:
mendengarkan, menstimulasi diskusi kritis, dan mendukung
lahirnya solusi lokal yang kontekstual.

Analogi
Dari Tukang Komando ke Tukang Cermin

Perubahan peran ini dapat dianalogikan seperti perubahan
fungsi seorang pemandu. Pada awalnya, fasilitator ibarat tukang
komando yang berdiri di depan dan memberi aba-aba ke arah
mana masyarakat harus bergerak. Kini, fasilitator lebih
menyerupai tukang cermin, yang membantu masyarakat
“melihat dirinya sendiri” dengan lebih jernih: apa kekuatannya,
masalahnya, dan jalan keluarnya. Dengan menggunakan
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pendekatan reflektif, fasilitator bukan hanya memfasilitasi
diskusi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk mengenali dan
menghargai nilai-nilai, pengalaman, serta sumber daya yang
mereka miliki.

b. Peran Fasilitator dalam Agenda Pembangunan

Berkelanjutan

Evolusi peran fasilitator semakin terlihat dalam kerangka
Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target global seperti
pengentasan kemiskinan (Goal 1), pendidikan berkualitas (Goal
4), dan kesetaraan gender (Goal 5) sangat bergantung pada
pendekatan berbasis komunitas yang inklusif. Fasilitator menjadi
aktor kunci dalam mendorong partisipasi akar rumput agar
masyarakat tidak hanya menjadi penerima, tetapi juga pelaksana
dan pengawas program pembangunan. Menurut UNDP (2023),
pendekatan pembangunan berbasis komunitas yang efektif
selalu melibatkan fasilitator lokal yang memahami konteks
budaya, struktur sosial, dan dinamika lokal. Tanpa fasilitator
yang kompeten, pembangunan partisipatif sering kali hanya
menjadi formalitas administratif.

c. Tantangan dalam Transformasi Peran
Meskipun peran fasilitator telah bergeser secara teori, dalam

praktik masih banyak kendala yang menghambat transformasi

tersebut. Beberapa di antaranya adalah:

1) Struktur birokrasi yang hierarkis, yang masih menempatkan
tasilitator sebagai eksekutor kebijakan,
bukan mitra dialog.

2) Kurangnya pelatihan berbasis nilai-nilai partisipatif,
sehingga fasilitator hanya dilatih secara teknis tanpa
memperkuat dimensi etik dan reflektif.

3) Kesenjangan antara fasilitator dan masyarakat, baik dalam
hal pendidikan, gaya komunikasi, maupun latar belakang
sosial-budaya.
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Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk membekali
fasilitator dengan pemahaman interdisipliner, kepekaan sosial,
dan keterampilan komunikasi inklusif. Fasilitator masa kini
harus mampu melintas batas: antara kebijakan dan praktik,
antara logika program dan kebutuhan komunitas.

d. Perspektif Akademik Terbaru

Teori  Community-Driven ~ Development ~ (CDD)  yang
dikembangkan oleh (Mansuri & Rao, 2013) menegaskan
pentingnya fasilitator dalam mendorong kontrol dan
kepemilikan komunitas atas pembangunan. CDD menekankan
bahwa fasilitator bukan hanya memfasilitasi kegiatan teknis,
tetapi juga proses sosial yang kompleks: membangun
kepercayaan, menjembatani konflik, dan memperkuat kohesi
sosial. Hal ini sejalan dengan pendekatan transformative
facilitation yang dijelaskan Kaner et al. (2014), di mana fasilitator
diposisikan sebagai pemicu perubahan sistemik melalui
pembelajaran kolektif dan dialog setara.

Peran fasilitator dalam pembangunan masyarakat telah
berevolusi secara substansial. Dari sekadar penyuluh program,
fasilitator kini diakui sebagai mitra strategis dalam mewujudkan
pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi
lokal. Evolusi ini menuntut perubahan cara pandang,
pembekalan kapasitas baru, dan pengakuan terhadap nilai-nilai
partisipasi yang autentik. Sebagaimana seorang navigator,
fasilitator tidak menunjukkan arah dengan kekuasaan,
melainkan membantu masyarakat menemukan arah terbaik
berdasarkan pengalaman dan refleksi bersama. Inilah inti dari
pemberdayaan: masyarakat memimpin perubahannya sendiri,
dan fasilitator menjadi penyemangat, bukan pengarah mutlak.

2. Perbedaan Antara Fasilitasi, Pelatihan, dan Instruksi
a. Fasilitasi, Pelatihan, dan Instruksi: Sebuah Perbedaan

Dalam praktik pemberdayaan masyarakat, sering kali terjadi
tumpang tindih dalam penggunaan istilah fasilitasi, pelatihan,
dan instruksi. Meskipun ketiganya bertujuan meningkatkan
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kapasitas individu atau kelompok, pendekatan, prinsip kerja,
dan peran pelaksana sangat berbeda. Memahami perbedaan ini
penting bagi seorang fasilitator profesional agar dapat
mengadopsi pendekatan yang sesuai dengan konteks sosial dan
kebutuhan komunitas yang dilayani.  Secara Konseptual
pengertiannya adalah sebagai berikut:

1) Instruksi: adalah proses penyampaian informasi atau
keterampilan yang bersifat satu arah, dengan struktur yang
telah ditentukan sebelumnya. Instruktur biasanya bertindak
sebagai sumber utama informasi, sedangkan peserta
dianggap sebagai penerima pengetahuan. Pendekatan ini
cocok dalam konteks pembelajaran teknis dan formal, seperti
pengoperasian alat atau pelatihan prosedur kerja.

2) Pelatihan: lebih bersifat praktis dan berfokus pada
pengembangan keterampilan tertentu yang dapat langsung
diterapkan. Pelatih berperan aktif dalam membimbing
peserta melalui simulasi, praktik, dan evaluasi. Meskipun
pelatihan melibatkan interaksi, struktur dan kendali proses
tetap berada di tangan pelatih.

3) Fasilitasi: di sisi lain, adalah proses yang berfokus pada
partisipasi aktif peserta dalam mengidentifikasi masalah,
menggali potensi, dan merumuskan solusi. Seorang
fasilitator bertindak sebagai pemantik, bukan sebagai
pemberi solusi. Ia menciptakan ruang dialogis yang aman
dan terbuka, di mana semua suara didengar dan dihargai.

Menurut Heron (1999), fasilitasi merupakan pendekatan
pembelajaran yang co-operative, di mana fasilitator dan peserta
bekerja sama dalam proses penemuan makna. Ini berbeda
dengan pendekatan didaktik yang bersifat top-down. jika
dianalogikan secara seederhana: Menuangkan, Menyalakan, dan
Memantulkan Perbedaan mendasar antara ketiga pendekatan ini
dapat dijelaskan dengan analogi sederhana:

1) Instruktur, seperti seseorang yang menuangkan air ke dalam
gelas kosong. Ia memiliki informasi yang dianggap penting,
dan peserta adalah wadah yang harus diisi.
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2) Pelatih, seperti menyalakan lilin di tengah kegelapan. Ia
membantu menerangi jalan, memberikan arah dan
keterampilan yang dapat digunakan secara langsung.

3) Fasilitator, seperti cermin. Ia membantu peserta melihat diri
sendiri dan lingkungannya dengan lebih jelas, menemukan
jawaban dari dalam, bukan dari luar.

Analogi ini menekankan bahwa fasilitasi bukan tentang
memberikan jawaban, melainkan mengaktifkan kesadaran dan
potensi yang sudah dimiliki komunitas.

b. Teori dan Pendekatan Terkini

Teori pendidikan kritis dari Paulo Freire (1970) menjadi dasar
kuat dalam fasilitasi. Freire mengkritik model pendidikan gaya
bank (banking model) di mana guru menuangkan pengetahuan
kepada siswa pasif. Ia mengusulkan pendekatan dialogis yang
menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam proses belajar.
Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pendekatan ini
memungkinkan warga untuk menyadari struktur ketimpangan
dan bertindak untuk mengubahnya.

Brookfield (2013) menyatakan bahwa fasilitasi yang efektif
menciptakan proses belajar yang reflektif dan kritis, bukan hanya
sekadar transfer informasi. Hal ini penting dalam pembangunan
sosial karena masyarakat perlu memahami, bukan hanya
menghafal solusi yang ditawarkan. Selain itu, pendekatan
experiential learning dari (Kolb, 1984) menekankan pentingnya
pengalaman sebagai sumber utama pembelajaran. Fasilitasi
memungkinkan peserta merefleksikan pengalaman mereka dan
belajar melalui diskusi dan tindakan. Inilah yang membedakan
fasilitasi dari instruksi yang berorientasi pada konten.

c. Konteks Aplikasi dan Implikasinya

Memilih pendekatan yang tepat tergantung pada tujuan
intervensi:

1) Jika tujuannya adalah mentransfer pengetahuan teknis, maka
instruksi paling tepat.
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2) Jika tujuannya adalah meningkatkan keterampilan praktis,
pelatihan lebih sesuai.

3) Namun, jika tujuannya adalah mengubah cara pandang,
memperkuat kapasitas berpikir kritis, dan membangun
kesadaran kolektif, maka fasilitasi adalah pendekatan yang
dibutuhkan.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, fasilitasi menjadi
strategi utama karena masyarakat tidak hanya membutuhkan
keterampilan, tetapi juga kesadaran atas hak, potensi, dan peran
mereka dalam perubahan sosial. Seorang fasilitator yang baik
bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi mampu menjadi
penggerak transformasi sosial dari dalam komunitas itu sendiri.

Perbedaan antara fasilitasi, pelatihan, dan instruksi bukan
sekadar semantik, melainkan menyangkut filosofi pendidikan,
relasi kekuasaan, dan peran peserta dalam proses belajar.
Fasilitasi menempatkan masyarakat sebagai aktor utama, bukan
objek program. Inilah yang menjadikan fasilitator sebagai profesi
strategis dalam pembangunan partisipatif dan inklusif. Seorang
fasilitator profesional harus mampu memahami konteks sosial,
mendengarkan dengan empatik, dan membangun ruang dialog
yang memungkinkan munculnya solusi dari komunitas sendiri.
Fasilitator bukan penceramah, bukan pelatih teknis, melainkan
pemandu transformasi sosial.

3. Teori dasar partisipasi dan pemberdayaan (Freire,
Chambers, dll.)
a. Teori Dasar Partisipasi dan Pemberdayaan
Partisipasi dan pemberdayaan merupakan dua konsep kunci
dalam pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.
Keduanya menekankan pada pentingnya keterlibatan aktif
masyarakat dalam proses perubahan sosial, politik, dan ekonomi
yang memengaruhi kehidupan mereka. Berbeda dengan
pendekatan top-down yang bersifat instruktif, pendekatan
partisipatif bersandar pada nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial,
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dan pengakuan atas kapasitas masyarakat sebagai subjek
pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.

1) Paulo Freire: Kesadaran Kritis sebagai Inti Pemberdayaan

Paulo Freire (1970) melalui karya monumentalnya Pedagogy of
the Oppressed menekankan bahwa pemberdayaan sejati tidak
terjadi melalui ceramah, melainkan melalui proses dialogis yang
membangkitkan kesadaran kritis critical consciousness. Freire
menyebut bahwa masyarakat yang terpinggirkan perlu
menyadari kondisi penindasan yang mereka alami, bukan untuk
memberontak secara anarkis, melainkan untuk mengambil peran
dalam membentuk kembali realitas sosial mereka.

Konsep conscientization atau penyadaran ini menjadi fondasi
utama teori pemberdayaan. Menurut Freire, proses pendidikan
harus membebaskan, bukan menindas. Fasilitator dalam
pemberdayaan berfungsi sebagai “rekan belajar” masyarakat,
bukan guru yang menggurui. la mendorong masyarakat untuk
memaknai realitas mereka, menanyakan "mengapa" atas
ketimpangan yang terjadi, dan bersama-sama merancang jalan
perubahan.

Analogi

Freire menggambarkan proses pendidikan tradisional
sebagai "banking model", di mana guru seperti bankir yang
menyetor pengetahuan ke dalam pikiran murid. Dalam
pemberdayaan, pendekatan ini tidak berlaku. Fasilitator bukan
penyetor, melainkan mitra berpikir. Seperti petani yang
menanam benih bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk
tumbuh bersama di ladang sosial masyarakat.

2) Robert Chambers: Belajar dari Orang Kecil

Robert Chambers (1997), melalui pendekatannya Participatory
Rural Appraisal (PRA), memperluas konsep partisipasi dengan
menekankan bahwa pembangunan harus dilakukan dengan dan
oleh masyarakat, bukan untuk mereka. Ia mengkritik pendekatan
pembangunan yang bersifat teknokratis dan bias elit yang
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seringkali mengabaikan pengetahuan lokal dan pengalaman
orang miskin.

Chambers menekankan pentingnya reversal of learning, yakni
membalik arah belajar: bukan masyarakat belajar dari pakar,
tetapi fasilitator belajar dari masyarakat. Ia percaya bahwa orang
miskin bukan tidak tahu apa-apa; mereka hanya sering tidak
diberi ruang untuk bersuara. Dalam konteks ini, partisipasi
bukan sekadar hadir dalam rapat, tetapi menciptakan ruang di
mana suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam
pengambilan keputusan.

Analogi

Chambers menyamakan pembangunan seperti menggali
sumur. Bila hanya pakar yang memegang sekop, sumur itu
mungkin dalam, tapi tidak akan digunakan oleh warga. Tetapi
bila warga menggali bersama, sumur itu akan menjadi milik
bersama dan airnya akan dinikmati bersama pula.

b. Teori Pemberdayaan Modern: Kekuatan Sosial, Bukan

Sekadar Bantuan

Selain Freire dan Chambers, berbagai teori terbaru telah
memperkaya diskursus pemberdayaan. Rowlands (1997) dalam
teorinya tentang dimensi kekuasaan membedakan antara power
over (kuasa atas), power to (kemampuan untuk bertindak), power
with (kuasa bersama), dan power within (kekuatan dari dalam
diri). Teori ini menekankan bahwa pemberdayaan adalah proses
memperkuat agency masyarakat, bukan sekadar memberikan
sumber daya.

Laverack (2006) juga menekankan pada community
empowerment domains, seperti akses informasi, partisipasi, jejaring
sosial, hingga kontrol terhadap sumber daya. la menegaskan
bahwa pemberdayaan bukan hasil dari proyek, tetapi hasil dari
proses jangka panjang yang melibatkan kepemilikan masyarakat
terhadap program.

Dalam laporan UNDP (2021), pemberdayaan masyarakat
dikaitkan dengan resilience (ketangguhan) dan social capital
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(modal sosial). Di era digital dan krisis global, pemberdayaan
harus membekali masyarakat dengan kemampuan adaptasi,
berpikir kritis, dan membangun kolaborasi lintas sektor.

c. Dimensi Kunci dalam Pemberdayaan Partisipatif
Mengacu pada teori-teori tersebut, pemberdayaan

partisipatif memiliki beberapa dimensi utama:

1) Kognitif: peningkatan pengetahuan dan pemahaman kritis.

2) Afektif: penguatan harga diri dan kepercayaan diri.

3) Instrumental: peningkatan keterampilan praktis dan akses
terhadap sumber daya.

4) Sosial-politik: peningkatan pengaruh masyarakat dalam
pengambilan keputusan publik.

Fasilitator yang memahami dimensi ini akan mampu
merancang proses pembelajaran dan intervensi sosial yang
menyentuh aspek struktural, bukan hanya permukaan. Teori
dasar partisipasi dan pemberdayaan menegaskan bahwa
pembangunan yang efektif bukanlah pembangunan yang serba
cepat dan terukur secara kuantitatif, melainkan pembangunan
yang tumbuh dari dalam komunitas itu sendiri. Baik Freire
maupun Chambers menolak pendekatan top-down dan
menekankan pentingnya membangun kesadaran, kepercayaan,
dan kolaborasi sebagai fondasi perubahan sosial. Dalam praktik
fasilitasi, pemahaman atas teori ini menjadi penting agar proses
pemberdayaan tidak tergelincir menjadi manipulasi atau sekadar
pelibatan semu. Fasilitator profesional harus menjadi penjaga
nilai partisipasi sejati dengan memosisikan masyarakat sebagai
subjek aktif yang berdaya, bermartabat, dan mampu
membangun masa depan mereka sendiri.

Konsep dasar fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat
menekankan bahwa perubahan sosial sejati hanya dapat dicapai
melalui proses dialogis, partisipatif, dan reflektif. Fasilitator
bukan pengendali proses, tetapi penggerak yang membangun
ruang kolektif untuk berpikir, merasakan, dan bertindak
bersama. Dalam dunia yang semakin kompleks dan plural, peran
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fasilitator menjadi semakin penting—bukan sebagai penentu
arah, tetapi sebagai penjaga semangat pemberdayaan dan
keadilan sosial.
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BAB IV

Peran Strategis Fasilitator
dalam Dinamika Sosial
Komunitas

Dalam dinamika sosial komunitas, fasilitator ibarat “dirigen”
dalam sebuah orkestra. Dia tidak memegang semua instrumen,
tapi memastikan setiap pemain tahu kapan masuk, kapan
berhenti, dan bagaimana menghasilkan harmoni bersama.
Menurut Hilary Cottam (2019), peran fasilitator bukan sekadar
mengatur, melainkan membangun “trust” dan ruang kolaborasi.
Tanpa fasilitator, sebuah komunitas sering terjebak dalam
kebingungan tujuan, konflik internal, atau dominasi segelintir
pihak. Maka, keberadaannya menjadi faktor kunci keberhasilan
program pemberdayaan.

A. Peran Strategis Fasilitator

Fasilitator memegang peran strategis dalam pemberdayaan
masyarakat karena keberhasilan program tidak hanya
ditentukan oleh perencanaan atau sumber daya, tetapi juga oleh
kemampuan fasilitator ~dalam mendorong partisipasi,
membangun kapasitas, dan menciptakan perubahan yang
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berkelanjutan. Pertama, Fasilitator berperan dalam membekali

masyarakat dengan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi

yang relevan dengan kebutuhan mereka. Dengan pendekatan
yang partisipatif, fasilitator mendorong masyarakat untuk
menjadi subjek aktif, bukan sekadar penerima bantuan. Kedua,

Fasilitator strategis mampu memotivasi masyarakat untuk

terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi

program. Peran ini penting untuk menumbuhkan rasa memiliki,
tanggung jawab, dan kolaborasi kolektif. Ketign Dalam
masyarakat, perbedaan kepentingan, budaya, atau persepsi
dapat menimbulkan konflik. Fasilitator strategis berperan
sebagai mediator, menengahi perbedaan, dan membuka jalur
komunikasi agar solusi yang dicapai diterima semua pihak.

Keempat Fasilitator strategis juga berperan sebagai inovator dan

katalisator, memperkenalkan ide baru, metode kreatif, dan

praktik terbaik yang relevan dengan konteks lokal masyarakat.

Dan Kelima Fasilitator strategis membantu memperkuat jaringan

sosial, menumbuhkan kepercayaan, dan membangun solidaritas

antaranggota komunitas. Modal sosial ini menjadi fondasi bagi
keberlanjutan dan efektivitas program pemberdayaan.

Selanjutnya Fasilitator bertindak sebagai penghubung
antara masyarakat dan program pembangunan, memastikan
proses pemberdayaan berjalan secara efektif, inklusif, dan
adaptif terhadap dinamika lokal. Peran strategis fasilitator
meliputi tiga ranah besar: penghubung, pemicu partisipasi, dan
pengawal keberlanjutan.

1. Penghubung (Connector): Robert Putnam (2020) menyebut
jaringan sosial sebagai “modal sosial” yang harus
dioptimalkan. Fasilitator menjadi jembatan antara komunitas
dan pihak luar, seperti pemerintah, LSM, atau sektor swasta,
agar sumber daya dapat dimanfaatkan.

2. Pemicu Partisipasi (Catalyst): Menurut (Cornwall, 2003),
partisipasi sejati muncul ketika warga merasa suaranya
penting. Fasilitator mendorong ruang dialog inklusif,
menghindari dominasi elit lokal, dan menghidupkan ide
warga biasa.
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3. Pengawal Keberlanjutan (Guardian of Sustainability):
Keberhasilan jangka panjang bergantung pada kepemilikan
bersama (sense of ownership). Fasilitator memastikan bahwa
setelah program selesai, warga mampu mengelola sumber
daya dan melanjutkan kegiatan tanpa ketergantungan.

Peran strategis fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat
sangat urgent karena menentukan keberhasilan, relevansi, dan
keberlanjutan program. Dengan kemampuan untuk memperkuat
kapasitas, mendorong  partisipasi, mengelola  konflik,
menghadirkan inovasi, dan membangun modal sosial, fasilitator
memastikan masyarakat menjadi subjek aktif dalam
pembangunan. Dengan demikian, fasilitator strategis menjadi
agen perubahan yang mampu meningkatkan kualitas hidup
masyarakat secara berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika
sosial, ekonomi, dan budaya.

B. Landasan Teori Terbaru

Fasilitator pemberdayaan masyarakat memiliki peran
strategis yang beragam, mulai dari pendamping, motivator,
mediator, inovator, hingga penguat modal sosial. Peran ini
menjadi sangat penting dalam memastikan program
pemberdayaan berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
Beberapa landasan teori terbaru yang mendukung peran
strategis fasilitator antara lain:

1. Teori Pemberdayaan (Empowerment Theory)

Empowerment Theory menekankan bahwa pemberdayaan
masyarakat bukan hanya memberikan bantuan, tetapi
meningkatkan kapasitas individu dan komunitas untuk
membuat keputusan, mengelola sumber daya, dan mengambil
tindakan yang berdampak positif. Fasilitator berperan sebagai
pendamping yang membantu masyarakat menyadari potensi
mereka dan menjadi subjek aktif dalam proses perubahan.
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a. Referensi Terbaru: Zimmerman (2020) menekankan
pentingnya fasilitator dalam membangun self-efficacy dan
agency masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan
berbasis kebutuhan lokal.

2. Teori Kapasitas Komunitas (Community Capacity Building
Theory)

Teori ini menekankan pembangunan kapasitas lokal sebagai
fondasi keberlanjutan program. Fasilitator strategis membantu
masyarakat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan
jaringan sosial sehingga mereka mampu mengelola masalah
sendiri.

a. Konsep Penting: Peningkatan kapasitas komunitas tidak
hanya teknis tetapi juga sosial, termasuk membangun
kepercayaan, kolaborasi, dan norma positif.

b. Referensi Terbaru: Labonte & Laverack (2021) menunjukkan
bahwa fasilitator berperan penting dalam memperkuat
kapasitas adaptif masyarakat menghadapi dinamika sosial,
ekonomi, dan lingkungan.

3. Teori Modal Sosial (Social Capital Theory)

Social Capital Theory menekankan pentingnya jaringan sosial,
kepercayaan, dan norma kolektif dalam meningkatkan
efektivitas komunitas. Fasilitator strategis memperkuat
hubungan sosial antaranggota komunitas untuk meningkatkan
kerjasama, partisipasi, dan keberlanjutan program. Referensi
Terbaru: Putnam & Feldstein (2019) menekankan peran fasilitator
dalam membangun trust, reciprocity, dan jaringan komunitas
sebagai fondasi pembangunan sosial yang inklusif.

4. Teori Diffusi Inovasi (Diffusion of Innovation Theory)
Dalam menghadapi tantangan perubahan sosial dan
teknologi, fasilitator berperan sebagai inovator dan katalisator.
Teori Diffusion of Innovation menjelaskan bahwa inovasi lebih
mudah diterima jika fasilitator mampu menyesuaikan metode
dengan konteks lokal, mengidentifikasi early adopters, dan
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memfasilitasi proses adopsi secara bertahap. Referensi Terbaru:
Rogers & Shoemaker (2020) menekankan strategi fasilitator
dalam mempromosikan adopsi inovasi melalui pendekatan
partisipatif dan komunikasi yang efektif.

5. Teori Belajar Partisipatif dan Andragogi (Participatory

Learning & Andragogy)

Fasilitator strategis menggunakan pendekatan pembelajaran
partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif.
Teori Andragogy menekankan bahwa pembelajaran orang
dewasa efektif jika relevan, aplikatif, dan berbasis pengalaman
nyata. Referensi Terbaru: Knowles et al. (2021) menekankan
bahwa fasilitator harus mampu merancang aktivitas
pembelajaran yang kontekstual, memfasilitasi refleksi, dan
mendorong kolaborasi antaranggota komunitas.

6. Teori Penguatan Kapasitas Inovatif dan Adaptif (Adaptive

Capacity & Innovation Theory)

Fasilitator strategis juga berperan dalam membangun
kapasitas inovatif dan adaptif masyarakat untuk menghadapi
perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kemampuan
adaptif memungkinkan masyarakat merespons tantangan dan
peluang secara proaktif. Referensi Terbaru: Folke et al. (2021)
menekankan bahwa fasilitator dapat memperkuat resilience
komunitas melalui pembelajaran kolaboratif, inovasi lokal, dan
strategi adaptif berbasis komunitas.

Landasan teori terbaru menegaskan bahwa peran strategis
fasilitator mencakup pemberdayaan masyarakat, penguatan
kapasitas komunitas, pembangunan modal sosial, inovasi, dan
pembelajaran partisipatif. Fasilitator bukan sekadar pengelola
program, tetapi agen perubahan yang memastikan masyarakat
menjadi subjek aktif dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan
mengintegrasikan teori-teori ini, fasilitator mampu menjalankan
peran secara efektif, adaptif, dan berdampak jangka panjang
pada kualitas hidup masyarakat.
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Selanjutya Peran strategis fasilitator punya pijakan dari
berbagai teori:

a. Paulo Freire (1970-an, relevansi kekinian): Fasilitator bukan
“pengajar” yang menuangkan ilmu, melainkan mitra dialog
yang memicu kesadaran kritis (conscientization).

b. Robert Chambers (1997, relevansi berlanjut): Menekankan
“handing over the stick”, yakni memberikan kontrol pada
komunitas agar keputusan lahir dari mereka sendiri.

c. John Gaventa (2021): Mengembangkan konsep “power cube”,
yang menyoroti bahwa fasilitator harus peka terhadap
bentuk kekuasaan apakah terbuka, tertutup, atau
tersembunyi dan membantu warga memanfaatkannya.

d. Nancy Fraser (2022): Mengingatkan pentingnya “parity of
participation”, di mana semua warga memiliki kesempatan
setara untuk terlibat dalam proses sosial, tanpa diskriminasi
struktural.

Dengan memadukan teori-teori ini, fasilitator di era sekarang
tidak cukup hanya “membantu rapat berjalan lancar”. Dia juga
harus paham politik kekuasaan, literasi digital, dan isu
inklusivitas. Landasan teori terbaru menegaskan bahwa peran
strategis fasilitator mencakup pemberdayaan masyarakat,
penguatan kapasitas komunitas, pembangunan modal sosial,
inovasi, dan pembelajaran partisipatif. Fasilitator bukan sekadar
pengelola program, tetapi agen perubahan yang memastikan
masyarakat menjadi subjek aktif dalam pembangunan
berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan teori-teori ini,
fasilitator mampu menjalankan peran secara efektif, adaptif, dan
berdampak jangka panjang pada kualitas hidup masyarakat.

C. Tantangan dalam Dinamika Sosial

Fasilitator sering menghadapi dilema antara menjaga
netralitas dan mengambil sikap. Dalam situasi konflik
kepentingan, keberpihakan pada prinsip keadilan menjadi
tuntutan etis. Selain itu, perkembangan teknologi menciptakan
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tantangan baru: penyebaran hoaks, polarisasi opini, dan
partisipasi semu di media sosial. Menurut (Westoby & Dowling,
2013), fasilitator modern harus menguasai “blended facilitation”
kombinasi tatap muka dan digital untuk menjaga
keterhubungan lintas platform.

Peran strategis fasilitator dalam dinamika sosial komunitas
tidak dapat direduksi menjadi sekadar “pengatur acara” atau
“penengah konflik”. Ia adalah katalisator perubahan yang
memadukan kepekaan sosial, pemahaman teori, dan
keterampilan praktis. Dengan bekal ini, fasilitator mampu
membantu komunitas tidak hanya memecahkan masalah sesaat,
tetapi juga membangun daya tahan sosial (social resilience) yang
berkelanjutan. Seperti tukang kebun yang menanam pohon,
tugasnya bukan hanya menanam, tapi memastikan tanah subur,
air cukup, dan akar tertanam kuat agar pohon bertahan meski
musim berubah.

1. Fasilitator sebagai agen perubahan sosial

Perubahan sosial tidak terjadi secara tiba-tiba; ia merupakan
hasil dari interaksi kompleks antara faktor internal komunitas
dan pengaruh eksternal. Dalam konteks ini, fasilitator hadir
bukan hanya sebagai “penghubung informasi” tetapi sebagai
agen yang memicu, mengarahkan, dan mengawal proses
transformasi sosial agar berlangsung inklusif, berkelanjutan, dan
berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

2. Konsep Agen Perubahan Sosial

Secara teoritis, agen perubahan (change agent) adalah individu
atau kelompok yang mempengaruhi pihak lain untuk melakukan
perubahan dalam sikap, perilaku, nilai, atau struktur social
Rogers (2003). Fasilitator, dalam perannya, masuk dalam
kategori ini karena mereka mendorong masyarakat untuk:
a. Menyadari masalah yang dihadapi.
b. Mengidentifikasi potensi dan solusi.
c. Mengambil langkah kolektif menuju perbaikan.
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Menurut Lewin’s Change Theory, perubahan sosial melalui

fasilitator biasanya meliputi tiga tahap:

a. Unfreezing : Membuka pola pikir lama dan memunculkan
kesadaran baru.

b. Changing :Memfasilitasi proses pembelajaran dan adaptasi.
Refreezing : Menguatkan perubahan menjadi budaya baru.

Analogi sederhananya: fasilitator itu seperti “tukang kebun
sosial” yang tugasnya menyiapkan tanah (kesadaran), menanam
benih (pengetahuan dan keterampilan), dan merawat
pertumbuhan (monitoring dan penguatan).

3. Peran Kunci Fasilitator dalam Perubahan Sosial
Berdasarkan literatur terbaru (IFAD, 2023), peran strategis

fasilitator sebagai agen perubahan sosial meliputi:

a. Motivator, Fasilitator membangkitkan semangat dan rasa
percaya diri masyarakat bahwa mereka mampu mengubah
nasib sendiri. Misalnya, di komunitas nelayan yang terjebak
hutang, fasilitator memotivasi mereka untuk membentuk
koperasi simpan pinjam berbasis hasil tangkapan.

b. Mediator, Menjembatani kepentingan antara masyarakat
dan pihak luar (pemerintah, NGO, sektor swasta).

c. Pendidik Sosial, Mengajarkan keterampilan baru yang
relevan, seperti literasi digital, kewirausahaan sosial, atau
teknik pertanian ramah lingkungan.

d. Pengawal Proses (Process Keeper): Menjaga agar dinamika
perubahan berjalan sesuai nilai inklusif, tanpa mendominasi
atau memaksakan agenda eksternal.

D. Pendekatan dan Strategi Perubahan
Perubahan sosial melalui fasilitasi memerlukan pendekatan
partisipatif dan adaptif. Beberapa pendekatan yang banyak
digunakan:
1. Pendekatan Partisipatif (Chambers, 1997; diperbarui oleh
Cornwall, 2020). Menempatkan masyarakat sebagai subjek,
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bukan objek perubahan. Fasilitator memastikan semua suara
didengar, termasuk kelompok marginal.

Asset-Based Community Development (ABCD), Fokus pada
kekuatan yang dimiliki komunitas, bukan pada
kekurangannya. Misalnya, di desa dengan lahan terbatas,
fasilitator mengembangkan pertanian vertikal memanfaatkan
kreativitas warga.

Transformative  Learning Mezirow (2018), Membantu
masyarakat merefleksikan pengalaman, menantang asumsi
lama, dan mengadopsi cara pandang baru.

E. Tantangan Fasilitator sebagai Agen Perubahan

Walaupun perannya strategis, fasilitator sering menghadapi

hambatan seperti:

1.

Resistensi Perubahan: Masyarakat cenderung
mempertahankan status quo.

Konflik Kepentingan: Perbedaan tujuan antara warga, tokoh
lokal, dan pihak eksternal.

Keterbatasan Sumber Daya: Dana, waktu, dan akses
informasi yang minim.

Kapasitas  Fasilitator: Kurangnya pelatihan dalam
komunikasi lintas budaya atau mediasi konflik.

Di sinilah pentingnya fasilitator menguasai soft skills (empati,

negosiasi) dan hard skills (perencanaan program, evaluasi).

F.

Indikator Keberhasilan Fasilitator sebagai Agen Perubahan
Menurut UNDP Community Empowerment Framework (2024),

keberhasilan fasilitator dapat dilihat dari:

1.

Keterlibatan aktif warga dalam perencanaan dan
pelaksanaan program.

Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber
daya.

Adanya perubahan kebijakan lokal yang pro-masyarakat.
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4. Berkelanjutan tanpa ketergantungan pada pihak luar.

Jika dianalisis lebih dalam, fasilitator yang efektif tidak hanya
memindahkan pengetahuan, tetapi menciptakan ekosistem
pembelajaran sosial yang berkelanjutan. Tantangannya adalah
bagaimana menjaga keseimbangan antara mengarahkan dan
memberi ruang kemandirian masyarakat. Kesalahan yang sering
terjadi adalah fasilitator terlalu menjadi “pahlawan” sehingga
masyarakat menjadi pasif. Padahal, tujuan akhirnya adalah
membuat masyarakat mampu memfasilitasi dirinya sendiri.

Menjadi agen perubahan sosial berarti menjadi katalis, bukan
pusat perubahan itu sendiri. Fasilitator yang efektif adalah
mereka yang bisa “menghilang” di akhir proses karena
masyarakat telah mampu berjalan mandiri. Seperti pepatah
Tiongkok kuno: "Guru terbaik adalah yang membuat murid lupa
siapa gurunya, tapi terus mengamalkan ilmunya.". Itulah inti
dari peran fasilitator menyemai, memupuk, lalu membiarkan
masyarakat tumbuh dengan akar kuatnya sendiri.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat, fasilitator tidak
hanya berfungsi sebagai satu jenis peran tunggal. Mereka
memegang peran ganda yang saling melengkapi: penghubung
(linker), penggerak (mobilizer), dan pendamping
(mentor/companion). Setiap peran memiliki karakteristik,
tantangan, dan kontribusi berbeda, tetapi tujuannya tetap sama
memampukan komunitas untuk mandiri, berdaya, dan
berkelanjutan.

Menurut teori IFAD (International Fund for Agricultural
Development, 2022), fasilitator pemberdayaan yang efektif adalah
mereka yang mampu beroperasi di “tiga ruang” sekaligus: ruang
komunikasi (penghubung), ruang aksi (penggerak), dan ruang
refleksi (pendamping). Model ini sejalan dengan konsep multi-
role facilitation yang dikembangkan oleh Renzaho & Mellor (2021),
di mana fasilitator dianggap sebagai “aktor lintas peran” yang
fleksibel menyesuaikan diri dengan dinamika sosial.
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1. Fasilitator sebagai Penghubung (Linker)
a. Definisi & Fungsi

Penghubung berarti menjadi jembatan antara komunitas dan
pihak eksternal pemerintah, LSM, donor, sektor swasta, atau
lembaga pendidikan. Dalam pendekatan Social Capital Theory
(Putnam, 2000; update oleh Claridge, 2023), peran ini
memperkuat bridging social capital, yaitu jaringan hubungan lintas
kelompok yang membuka akses terhadap sumber daya baru.

b. Karakteristik Utama:

1) Memiliki kemampuan komunikasi lintas budaya dan bahasa.

2) Mampu membangun kepercayaan (trust-building).

3) Mengetahui cara menavigasi birokrasi dan jejaring
kelembagaan.

c. Contoh Kasus:

Seorang fasilitator di desa pesisir menghubungkan kelompok
nelayan dengan perguruan tinggi perikanan. Hasilnya, nelayan
mendapat pelatihan pengolahan hasil laut menjadi produk
olahan bernilai tinggi.

2. Fasilitator sebagai Penggerak (Mobilizer)
a. Definisi & Fungsi

Penggerak adalah peran yang mendorong masyarakat
bergerak dari kesadaran menuju aksi kolektif. Menurut Theory of
Change Weiss (2020), mobilisasi adalah fase kunci setelah
kesadaran terbentuk di mana energi sosial diarahkan ke aksi
nyata.

b. Karakteristik Utama:

1) Mampu memotivasi dan memberi inspirasi.

2) Menguasai teknik community organizing.

3) Mampu merancang kegiatan yang memicu partisipasi aktif.
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c. Contoh Kasus

Fasilitator di wilayah rawan banjir memprakarsai program
kerja bakti dan pembuatan tanggul darurat. Awalnya hanya 5
warga yang terlibat, tetapi dalam dua minggu jumlahnya
menjadi 50 orang.

d. Analogi

Fasilitator sebagai penggerak ibarat dinamo sepeda, tidak
cukup hanya terhubung, tetapi harus menggerakkan roda agar
lampu (hasil pemberdayaan) menyala.

3. Fasilitator sebagai Pendamping (Mentor/Companion)
a. Definisi & Fungsi

Pendamping berperan memastikan masyarakat tidak hanya
bergerak  sementara, tetapi mampu mempertahankan
keberlanjutan  perubahan. Freire (1970) menekankan
pendampingan sebagai proses dialogis yang membangun
kesadaran kritis (critical consciousness).

b. Karakteristik Utama:

1) Memberikan dukungan emosional dan teknis.

2) Membantu masyarakat mengatasi hambatan dalam jangka
panjang.

3) Menjadi mitra belajar, bukan pengendali.

c. Contoh Kasus

Dalam program pertanian organik, fasilitator mendampingi
petani selama dua tahun mulai dari uji coba lahan, sertifikasi,
hingga pemasaran produk.

d. Analogi

Pendamping seperti GPS pada perjalanan. la tidak
mengemudikan kendaraan, tetapi memberi panduan arah agar
pengendara (masyarakat) sampai ke tujuan.
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Tabel Analisis Peran Ganda Fasilitator

Peran Fokus Keteram- | Kelebi- Tantangan | Contoh
Utama pilan han Lapangan
Kunci
Penghu- | Akses & | Komunik | Membuka | Perbedaan | Menghu-
bung jejaring asilintas | peluang kepenti- bungkan
budaya, baru ngan antar | petani
diplo- pihak dengan
masi koperasi
pemasa-
ran
Pendam- | Keber- Coaching, | Menjaga Ketergantu | Pendam-
ping lanjutan | mentor- konsisten- | ngan ping
& ing, si peruba- | masyarakat
pember- | problem | han pada
dayaan solving fasilitator

Analisis Teoritis

Integrasi Peran. Teori Role Integration in Facilitation Renzaho
& Mellor (2021) menekankan pentingnya keseimbangan
antara ketiga peran. Jika terlalu dominan di satu peran,
fasilitator bisa kehilangan efektivitas. Misalnya, terlalu fokus
pada penghubung tanpa mobilisasi akan membuat program
“macet” di perencanaan.

Adaptasi Kontekstual. Menurut Chambers (2020), kunci
keberhasilan fasilitator adalah kemampuannya membaca
konteks sosial. Di daerah dengan modal sosial rendah, peran
penggerak lebih dibutuhkan. Sebaliknya, di komunitas yang
sudah aktif, pendampingan menjadi prioritas.

Pendekatan Kolaboratif. Teori Collaborative Empowerment
(UNDP, 2022) menyatakan bahwa peran fasilitator sebaiknya
dilihat sebagai shared roles dengan komunitas artinya
fasilitator mengundang warga untuk menjadi penghubung,
penggerak, dan pendamping bagi sesama.

Peran ganda fasilitator penghubung, penggerak, dan

pendamping bukanlah tugas yang terpisah, melainkan saling
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terkait dalam siklus pemberdayaan. Fasilitator yang mampu
memainkan ketiganya secara seimbang akan menciptakan proses
pemberdayaan yang terhubung (connected), bergerak (active), dan
berkelanjutan (sustainable). Dengan memadukan keterampilan
komunikasi, mobilisasi, dan pendampingan, fasilitator bukan
hanya aktor, tetapi juga katalis dalam transformasi sosial. Ketiga
peran ini ibarat tiga kaki penopang tripod kamera. Jika salah satu
kaki hilang, keseimbangan dan kualitas gambar (program
pemberdayaan) akan terganggu. Seorang fasilitator yang hanya
menjadi penghubung tanpa menggerakkan warga bisa
menghasilkan akses sumber daya tanpa kesiapan komunitas.
Sebaliknya, fasilitator yang hanya menggerakkan warga tanpa
pendampingan bisa membuat program berhenti di tengah jalan.

5. Studi kasus peran fasilitator dalam pengembangan desa,

UMK, pendidikan informal

Fasilitator memiliki posisi strategis dalam mendorong
perubahan sosial dan pembangunan komunitas. Perannya tidak
sebatas menjadi penghubung antaraktor, tetapi juga sebagai
penggerak dan pendamping yang mampu memandu masyarakat
untuk mandiri. Peran ini sangat terasa dalam tiga sektor kunci
pemberdayaan, yakni pengembangan desa, penguatan UMKM,
dan pendidikan informal. Melalui studi kasus berikut, akan
terlihat bagaimana fasilitator mempraktikkan teori partisipasi
dan pemberdayaan, serta tantangan dan keberhasilan yang
mereka hadapi.

a. StudiKasus di Pengembangan Desa

Kasus: Program Desa Wisata Berkelanjutan di Kabupaten
Sleman, Yogyakarta (2023-2024). Program ini digagas pemerintah
daerah bekerja sama dengan LSM dan universitas. Fasilitator
berperan menghubungkan masyarakat desa, pemerintah, dan
pihak swasta.
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Peran Fasilitator

1) Penghubung: Menyatukan kepentingan warga, pemerintah
desa, dan pelaku wisata untuk menciptakan konsep desa
wisata berbasis potensi lokal.

2) Penggerak: Memotivasi warga untuk berpartisipasi aktif
dalam pelatihan homestay, kerajinan lokal, dan kuliner
tradisional.

3) Pendamping: Membimbing warga dalam mengelola
manajemen wisata, pemasaran digital, hingga pengelolaan
dana desa.

Menurut teori Community Empowerment dari Ife & Tesoriero
(2021), pembangunan desa yang berhasil memerlukan fasilitator
yang mampu mengelola sumber daya sosial dan modal budaya
lokal. Dalam kasus ini, fasilitator tidak hanya membawa ide,
tetapi juga mendorong kepemilikan (ownership) masyarakat
terhadap program, sehingga keberlanjutan bisa terjaga. Analogi
sederhananya, fasilitator adalah “konduktor orkestra” yang
mengatur harmoni antara semua pemain tanpa mengambil alih
melodi mereka.

b. Studi Kasus di Penguatan UMKM

Kasus: Program Digitalisasi UMKM di Kota Bandung (2022-
2023). Program ini bertujuan membantu pelaku usaha kecil
beradaptasi dengan pasar digital pasca pandemi.

Peran Fasilitator:

1) Penghubung: Menghubungkan UMKM dengan platform e-
commerce, lembaga permodalan, dan mentor bisnis.

2) Penggerak: Mengajak pelaku UMKM untuk mengikuti
pelatihan pemasaran digital, fotografi produk, dan
manajemen keuangan.

3) Pendamping: Mendampingi pelaku usaha dalam membuat
strategi  penjualan, mengelola toko online, dan
memanfaatkan media sosial.
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Berdasarkan Innovation Diffusion Theory dari Rogers (2003,
revisi 2021), fasilitator berfungsi sebagai change agent yang
mempercepat adopsi inovasi. Dalam konteks ini, inovasinya
adalah teknologi digital. Banyak UMKM awalnya enggan beralih
ke platform online karena keterbatasan literasi digital. Fasilitator
memecah hambatan ini dengan pendekatan pelatihan langsung
dan mentoring berkelanjutan. Ibaratnya, fasilitator adalah
“navigator” yang membantu UMKM mengarungi peta pasar
digital yang luas dan asing.

c. Studi Kasus di Pendidikan Informal

Kasus: Program Rumah Belajar Kreatif di Surabaya (2021-
2024). Program ini menyediakan ruang belajar nonformal untuk
anak-anak putus sekolah dan remaja marginal.

Peran Fasilitator:

1) Penghubung: Menghubungkan peserta dengan relawan
pengajar, lembaga donor, dan pihak swasta penyedia
beasiswa.

2) Penggerak: Memotivasi anak-anak untuk kembali belajar
melalui kegiatan kreatif seperti seni, musik, dan teknologi.

3) Pendamping: Membimbing proses belajar, memfasilitasi
konseling, serta membantu mereka mengakses pendidikan
formal atau pelatihan kerja.

Mengacu pada Transformative Learning Theory dari Mezirow
(2018, update studi 2022), fasilitator di pendidikan nonformal
bukan hanya pengajar, tetapi agen transformasi yang membantu
peserta mengubah cara pandang mereka terhadap diri sendiri
dan masa depan. Dalam kasus ini, fasilitator bertindak seperti
“pelatih pribadi” yang tidak hanya mengajarkan teknik, tetapi
juga membangkitkan semangat dan keyakinan diri.
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Tabel Analisis Perbandingan Peran Fasilitator

Aspek Pengemba- Penguatan Pendidikan
ngan Desa UMKM Informal

Fokus Utama | Peningkatan Peningkatan | Akses
ekonomi & daya saing & | pendidikan &
pelestarian adaptasi pembentukan
budaya teknologi karakter

Peran Warga < UMKM « Peserta <>

Penghubung | Pemerintah <» | Platform Relawan <>
Swasta Digital <> Donor

Lembaga
Modal

Peran Pelatihan Pelatihan Kegiatan

Penggerak wisata, digital kreatif &
kerajinan, marketing motivasi
kuliner belajar

Peran Manajemen Strategi Konseling &

Pendamping | wisata & dana | bisnis online | bimbingan
desa belajar

Teori Community Innovation Transforma-

Relevan Empowerment | Diffusion tive Learning
(Ife & (Rogers, (Mezirow,
Tesoriero, 2021) 2022)
2021)

Hasil Utama | Desa wisata UMKM Anak kembali
berkelanjutan | masuk pasar | sekolah atau
& peningkatan | nasional & bekerja
pendapatan internasional

Studi kasus di atas menunjukkan bahwa fasilitator adalah
katalis perubahan di berbagai sektor. Kunci keberhasilan terletak
pada kemampuan mereka memainkan peran ganda secara
seimbang: sebagai penghubung, penggerak, dan pendamping.
Dengan mengadaptasi pendekatan yang sesuai konteks,
fasilitator dapat membangun kepercayaan, mempercepat adopsi
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inovasi, dan memastikan keberlanjutan program. Analogi yang
pas adalah fasilitator seperti “arsitek sosial” yang merancang,
membimbing, dan memastikan bangunan komunitas berdiri
kokoh di atas fondasi kemandirian.

6. Hubungan dengan pemangku kepentingan (pemerintah,

LSM, masyarakat lokal)

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, fasilitator tidak
bekerja sendirian. Ia ibarat “dirigen” dalam sebuah orkestra
sosial yang terdiri dari berbagai instrumen: pemerintah,
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat lokal.
Sinergi yang terjalin di antara ketiga pihak ini menjadi penentu
keberhasilan suatu program. Tanpa koordinasi yang baik,
program pemberdayaan dapat kehilangan arah, seperti kapal
tanpa kompas.

a. Pemerintah: Pengambil Kebijakan dan Penyedia Regulasi

Pemerintah memegang peran strategis sebagai pembuat
kebijakan, pengatur regulasi, dan penyedia sumber daya.
Menurut Korten (2022), kolaborasi antara fasilitator dan
pemerintah merupakan kunci agar program pemberdayaan
berjalan sesuai kerangka hukum dan memperoleh dukungan
administratif.

Fasilitator berperan sebagai jembatan yang menghubungkan
aspirasi masyarakat dengan program pemerintah. Misalnya,
dalam program pengembangan desa berbasis potensi lokal,
fasilitator bertugas menyampaikan kebutuhan riil warga kepada
pihak dinas terkait, sekaligus membantu masyarakat memahami
kebijakan yang berlaku.

Analogi sederhana: Fasilitator dan pemerintah bisa
diibaratkan seperti navigator dan kapten kapal. Kapten
(pemerintah) menentukan tujuan dan jalur umum pelayaran,
sementara navigator (fasilitator) memastikan kapal tetap berada
di jalur yang aman sesuai kondisi cuaca dan arus di lapangan.
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b. LSM: Mitra Implementasi dan Inovasi

LSM sering kali menjadi mitra strategis dalam melaksanakan
program pemberdayaan karena memiliki fleksibilitas, jejaring,
dan keahlian teknis. Menurut Edwards (2021), LSM mampu
menjangkau lapisan masyarakat yang sulit diakses pemerintah,
serta menjadi sumber inovasi dalam penyelesaian masalah sosial.

Fasilitator di sini berperan sebagai penghubung antara
kapasitas teknis LSM dengan kebutuhan spesifik masyarakat. Ia
memastikan agar intervensi yang dilakukan LSM relevan dan
tidak menyalahi norma lokal. Misalnya, dalam pelatihan UMKM,
fasilitator membantu LSM memahami budaya bisnis lokal agar
materi pelatihan bisa diterima dan diaplikasikan.

c. Masya rakat Lokal: Subjek, Bukan Objek

Prinsip partisipasi aktif masyarakat adalah inti dari
pemberdayaan. Chambers (2020) menegaskan bahwa
masyarakat harus diposisikan sebagai subjek yang menentukan
arah pembangunan, bukan sekadar penerima bantuan. Fasilitator
berperan membangun kesadaran kritis (critical awareness) agar
warga mampu mengidentifikasi masalah dan merumuskan
solusi.

Hubungan fasilitator dengan masyarakat lokal bersifat dua
arah. Ja tidak hanya menyampaikan program kepada warga,
tetapi juga mendengar, mengobservasi, dan mengajak mereka
terlibat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini
menghindari kesenjangan persepsi antara pihak eksternal dan
realitas lokal.

d. Model Sinergi Tiga Pihak

Keterlibatan pemerintah, LSM, dan masyarakat lokal dapat
digambarkan melalui model Triple Helix of Community
Empowerment. Dalam model ini:
1) Pemerintah: menyediakan kebijakan, dana, dan regulasi.
2) LSM: memberikan inovasi, pelatihan, dan dukungan teknis.
3) Masyarakat lokal: menjadi pelaku utama perubahan.
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Fasilitator berada di pusat lingkaran sebagai penghubung
yang menjaga agar komunikasi dan koordinasi tetap berjalan
lancar.

e. Tantangan dalam Hubungan dengan Pemangku

Kepentingan

Tidak semua hubungan berjalan mulus. Fasilitator kerap
menghadapi perbedaan kepentingan (conflict of interest),
keterbatasan sumber daya, atau perbedaan persepsi antar pihak.
Menurut Raharjo (2023), kunci mengatasi tantangan ini adalah
membangun kepercayaan (trust building) melalui transparansi,
konsistensi, dan komunikasi efektif.

Contoh tantangan:

1) Pemerintah ingin program diselesaikan dalam waktu singkat
untuk target politik, sementara masyarakat membutuhkan
proses panjang untuk membangun kapasitas.

2) LSM memiliki metode intervensi yang modern, tetapi kurang
sesuai dengan nilai-nilai lokal.

7. Strategi Membangun Hubungan yang Efektif

Fasilitator pemberdayaan masyarakat memegang peran
strategis tidak hanya sebagai penyampai informasi atau
instruktur, tetapi juga sebagai penghubung sosial yang
membangun hubungan efektif antara individu, kelompok, dan
pemangku kepentingan. Hubungan yang efektif menjadi fondasi
bagi  keberhasilan = program = pemberdayaan, karena
meningkatkan kepercayaan, kolaborasi, partisipasi aktif, dan
keberlanjutan kegiatan masyarakat.Memahami Kepentingan
Masing-masing Pihak

Fasilitator pemberdayaan masyarakat memegang peran
strategis tidak hanya sebagai penyampai informasi atau
instruktur, tetapi juga sebagai penghubung sosial yang
membangun hubungan efektif antara individu, kelompok, dan
pemangku kepentingan. Hubungan yang efektif menjadi fondasi
bagi  keberhasilan = program  pemberdayaan,  karena
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meningkatkan kepercayaan, kolaborasi, partisipasi aktif, dan
keberlanjutan kegiatan masyarakat.

a. Teori Modal Sosial (Social Capital Theory)

Teori modal sosial menekankan pentingnya jaringan,
kepercayaan, dan norma kolektif dalam membangun hubungan
yang produktif dan kolaboratif. Fasilitator strategis
menggunakan modal sosial untuk memperkuat kohesi
komunitas, memfasilitasi komunikasi, dan meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan.

1) Strategi: Membina hubungan yang inklusif, saling percaya,
dan berbasis keterlibatan aktif masyarakat.

2) Referensi Terbaru: Putnam & Feldstein (2019) menegaskan
bahwa fasilitator yang efektif membangun trust dan
reciprocity dalam jaringan sosial untuk mendorong
kolaborasi dan efektivitas program.

b. Teori Hubungan Antarpribadi (Interpersonal Relationship

Theory)

Hubungan interpersonal yang sehat meningkatkan
komunikasi, koordinasi, dan pemahaman antara fasilitator dan
masyarakat. Fasilitator strategis harus mampu membaca
kebutuhan emosional, menyesuaikan komunikasi, dan
menunjukkan empati agar hubungan menjadi efektif.

1) Strategi: Menggunakan komunikasi dua arah, mendengar
aktif, dan menghargai perspektif setiap anggota komunitas.

2) Referensi Terbaru: Robbins & Judge (2020) menekankan
pentingnya emotional intelligence dalam membangun
hubungan interpersonal yang efektif di konteks profesional
dan sosial.

c. Teori Kepemimpinan Partisipatif (Participative Leadership
Theory)
Fasilitator yang menggunakan pendekatan kepemimpinan
partisipatif mendorong masyarakat untuk terlibat dalam
pengambilan keputusan dan proses perencanaan program.
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Hubungan yang dibangun berbasis kolaborasi memperkuat rasa

memiliki dan tanggung jawab kolektif.

1) Strategi: Mengajak masyarakat sebagai mitra sejajar dalam
merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program.

2) Referensi Terbaru: Yukl (2021) menekankan bahwa
kepemimpinan  partisipatif =~ meningkatkan = motivasi,
komitmen, dan efektivitas kelompok.

d. Teori Kecerdasan Emosional (Emotional Intelligence Theory)
Kecerdasan emosional (EI) memampukan fasilitator

mengelola emosi diri sendiri dan orang lain, membangun empati,

dan merespons konflik dengan bijaksana. EI merupakan strategi
kunci dalam membangun hubungan yang efektif, terutama
dalam masyarakat yang beragam dan dinamis.

1) Strategi: Melatih fasilitator untuk mengidentifikasi emosi,
berempati, dan menyampaikan umpan balik secara
konstruktif.

2) Referensi Terbaru: Goleman (2020) menekankan bahwa EI
mendukung pembangunan hubungan sosial yang kuat,
kolaboratif, dan produktif dalam konteks komunitas.

e. Teori Komunikasi Pembangunan (Communication for
Development Theory)

Komunikasi yang efektif menjadi inti strategi membangun
hubungan. Fasilitator menggunakan komunikasi persuasif,
edukatif, dan partisipatif untuk menjembatani perbedaan,
meningkatkan pemahaman, dan membangun kepercayaan
antara masyarakat dan lembaga pemberdayaan.

1) Strategi: Menggunakan media yang relevan, gaya
komunikasi yang sesuai konteks, dan mekanisme feedback
untuk memastikan pesan diterima dan dipahami.

2) Referensi Terbaru: Servaes & Malikhao (2021) menekankan
komunikasi berbasis partisipasi sebagai kunci untuk
hubungan yang efektif dan pemberdayaan berkelanjutan.
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Landasan teori terbaru menegaskan bahwa strategi
membangun hubungan yang efektif merupakan inti dari peran
strategis fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan
memanfaatkan modal sosial, kepemimpinan partisipatif,
kecerdasan emosional, komunikasi yang efektif, dan hubungan
interpersonal yang sehat, fasilitator
kepercayaan, partisipasi, dan kolaborasi masyarakat. Hubungan
yang efektif —menjadi fondasi program
pemberdayaan, menciptakan komunitas yang lebih inklusif,

kolaboratif, dan berkelanjutan.

dapat meningkatkan

keberhasilan

Tabel Analisis Hubungan Fasilitator dengan Pemangku

Kepentingan
Pemang- | Peran Utama Potensi Tantangan Peran
ku Kontribusi Fasilitator
Kepenti-
ngan
Pemerin- | Pembuat Legitimasi | Target Menyampaikan
tah kebijakan, hukum, politik, aspirasi warga,
penyedia regulai, birokrasi menjembatani
dana infrastruk- kebijakan
tur
LSM Implementasi | LSM Implementasi | LSM
program, program,
inovasi inovasi
Masyara- | Pelaku Partisipasi, | Rendahnya Meningkatkan
kat Lokal | utama kearifan kesadaran, kapasitas dan
perubahan lokal resistensi kesadaran
kritis

Hubungan fasilitator dengan pemangku kepentingan bukan
sekadar soal koordinasi teknis, tetapi juga seni membangun
kepercayaan, memahami perbedaan, dan menyatukan tujuan.
Keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat bergantung
pada kemampuan fasilitator memainkan peran sebagai
penghubung yang andal, seperti simpul tali yang menyatukan
tiga helai menjadi satu ikatan kuat. Fasilitator yang mampu
menjalin hubungan harmonis dengan pemerintah, LSM, dan
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masyarakat lokal ibarat seorang dirigen orkestra. Ia tidak
bermain sendiri, melainkan memastikan semua instrumen
(stakeholder) bermain pada nada yang sama demi menghasilkan
harmoni sosial. Hubungan yang kuat dan strategis ini menjadi
fondasi penting dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat
yang berkelanjutan.
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BAB V
Standar Kompetensi
Fasilitator Profesional

A. Kerangka kompetensi nasional (SKKNI atau SKK- PKM)

Kerangka Kompetensi Nasional adalah seperangkat standar
yang mengatur kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan
minimal yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan
profesi tertentu. Dalam konteks fasilitator pemberdayaan
masyarakat, kerangka ini berperan sebagai peta jalan (roadmap)
yang memastikan setiap fasilitator memiliki kualifikasi yang
setara dan dapat diakui secara nasional maupun internasional.

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5
Tahun 2019, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(SKKNI) disusun untuk menjadi acuan dalam pengembangan
sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan industri, dunia
kerja, dan pembangunan nasional. Sementara itu, Standar
Kompetensi Kerja Pemberdayaan dan Kemasyarakatan (SKK-
PKM) mengatur kompetensi khusus yang dibutuhkan oleh
fasilitator yang berperan di lapangan.

Analoginya, SKKNI dan SKK-PKM itu seperti SIM untuk
pengemudi. Meski banyak orang bisa mengemudi, memiliki SIM
membuktikan bahwa mereka telah memenuhi standar keamanan
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dan keterampilan tertentu. Demikian pula, fasilitator yang
tersertifikasi berarti telah memenubhi standar keahlian yang dapat
dipertanggungjawabkan.

B. SKKNI: Standar Kompetensi Umum
SKKNI menjadi payung besar bagi seluruh bidang pekerjaan

di Indonesia. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, SKKNI

memuat kompetensi inti seperti:

1. Kemampuan komunikasi efektif: Menyampaikan pesan
kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami,
baik secara lisan maupun tertulis.

2. Pengelolaan program: Mampu merancang, melaksanakan,
dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan.

3. Kemampuan mediasi dan negosiasi: Menjadi jembatan antara
masyarakat dan pihak-pihak lain, seperti pemerintah dan
LSM.

4. Pemecahan masalah berbasis partisipasi: Mengajak
masyarakat ikut menentukan solusi atas masalah yang
dihadapi.

Menurut Chung & Powell (2021), kompetensi komunikasi
dan mediasi menjadi penentu keberhasilan fasilitasi di
komunitas, karena mampu mengurangi potensi konflik dan
meningkatkan kepercayaan antar pemangku kepentingan.

C. SKK-PKM: Standar Khusus Fasilitator
SKK-PKM lebih fokus pada kompetensi teknis fasilitator
dalam pemberdayaan masyarakat. Kompetensi ini biasanya
mencakup:
1. Analisis sosial: Mampu memetakan kondisi sosial, ekonomi,
dan budaya komunitas.
2. Penyusunan rencana aksi: Mengembangkan rencana yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
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3. Pendampingan kelompok: Menjadi mentor dan pendukung
dalam proses pemberdayaan.
4. Penguatan kapasitas local: Mengembangkan kemampuan
warga agar mampu mandiri.

Contohnya, dalam program pengembangan desa wisata,
fasilitator harus bisa melakukan mapping potensi desa, menyusun
paket wisata, hingga mengajarkan pemasaran digital ke

masyarakat setempat.

D. Analisis Peran Kerangka Kompetensi
Kerangka kompetensi memiliki tiga peran penting bagi

fasilitator:
Peran Deskripsi Contoh Nyata

Standarisasi Menetapkan tolok Sertifikasi SKKNI
ukur kualitas bagi pendamping
fasilitator desa

Pengembangan Menjadi panduan Pelatihan SKK-

Kapasitas pelatihan dan PKM untuk
peningkatan UMKM
kompetensi

Pengakuan Menjamin kompetensi | Sertifikat

Profesional diakui secara nasional | kompetensi BNSP
dan internasional yang berlaku

ASEAN

Teori Spencer & Spencer (2020) menjelaskan bahwa standar
kompetensi tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga
pendorong continuous improvement dalam profesi.
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1. Tantangan Implementasi
Meski kerangka ini jelas, pelaksanaannya di lapangan tidak

selalu mudah. Tantangan yang sering muncul antara lain:

a. Keterbatasan akses pelatihan - Terutama di daerah terpencil.

b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran fasilitator
yang tersertifikasi.

c. Gap antara teori dan praktik - Beberapa fasilitator masih
kesulitan menerapkan teori yang diperoleh dalam pelatihan
ke konteks lokal.

Suharto (2022) menekankan bahwa pemberdayaan
memerlukan adaptasi standar kompetensi dengan konteks lokal,
sehingga pelaksanaan tidak terjebak pada formalitas semata.

2. Rekomendasi Penguatan
Agar SKKNI dan SKK-PKM lebih efektif dalam membentuk

fasilitator berkualitas, berikut adalah langkah-langkah yang

direkomendasikan:

a. Integrasi pelatihan berbasis proyek, Sehingga fasilitator
langsung belajar dari kasus nyata.

b. Kolaborasi multipihak, Melibatkan pemerintah, LSM, dan
akademisi dalam penyusunan modul pelatihan.

c. Peningkatan literasi digital, Mengingat peran teknologi
dalam mempercepat proses pemberdayaan.

Kerangka Kompetensi Nasional, baik SKKNI maupun SKK-
PKM, adalah pondasi penting bagi fasilitator pemberdayaan
masyarakat. Dengan kerangka ini, fasilitator tidak hanya
memiliki keterampilan teknis, tetapi juga etika, sikap profesional,
dan kemampuan adaptasi yang dibutuhkan dalam dinamika
sosial yang terus berubah. Seperti kompas bagi seorang
navigator, kerangka kompetensi memastikan fasilitator tetap
berada di jalur yang benar menuju tujuan pemberdayaan yang
berkelanjutan.
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3. Kompetensi inti: komunikasi, observasi, mediasi,

dokumentasi

Kompetensi inti adalah keterampilan mendasar yang harus
dimiliki seorang fasilitator pemberdayaan masyarakat agar dapat
menjalankan peran secara efektif. Menurut Spencer & Spencer
(2020), kompetensi inti tidak hanya berupa pengetahuan, tetapi
juga kemampuan untuk mengaplikasikannya secara konsisten
dalam berbagai konteks. Dalam konteks fasilitator, empat
kompetensi inti yang krusial adalah komunikasi, observasi,
mediasi, dan dokumentasi.

a. Komunikasi

1) Definisi dan Pentingnya
Komunikasi adalah kemampuan menyampaikan pesan, ide,
atau informasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan
maupun tulisan. Menurut Hargie (2021), komunikasi dalam
pemberdayaan masyarakat bersifat two-way communication
artinya fasilitator tidak hanya berbicara, tetapi juga
mendengarkan secara aktif.

2) Penerapan dalam Pemberdayaan
Seorang fasilitator desa, misalnya, harus bisa menyampaikan
rencana program pembangunan jalan dengan bahasa yang
dipahami semua pihak, mulai dari aparat desa hingga
masyarakat awam. Komunikasi juga mencakup kemampuan
membaca bahasa tubuh peserta, menggunakan intonasi yang
tepat, dan memilih media komunikasi yang sesuai (tatap
muka, daring, atau media sosial).

Analogi, Komunikasi yang efektif seperti jembatan gantung
yang kokoh ia menghubungkan dua tepi sungai (fasilitator dan
masyarakat), memungkinkan pertukaran ide tanpa hambatan.

Contoh Nyata:

a) Mengadakan focus group discussion (FGD) untuk menyerap
aspirasi masyarakat.
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b)

1)

2)

3)

Menggunakan infografis untuk menjelaskan laporan
penggunaan dana desa.

Observasi

Definisi dan Pentingnya

Observasi adalah kemampuan mengamati secara sistematis
untuk mengidentifikasi situasi, masalah, dan potensi yang
ada di masyarakat. Spradley (2020) menyebut observasi
sebagai “jendela utama” untuk memahami realitas sosial
secara langsung.

Penerapan dalam Pemberdayaan

Fasilitator yang terjun ke desa untuk mengembangkan
UMKM perlu mengamati perilaku konsumen, pola kerja
pengrajin, hingga dinamika pasar lokal. Observasi juga
membantu mengungkap masalah yang tidak selalu
diutarakan secara verbal.

Analogi: Observasi yang baik seperti kamera dengan lensa
tajam, bukan hanya merekam gambar, tetapi juga
menangkap detail yang kadang terlewat oleh mata biasa.

Contoh Nyata

a)

b)

1)

Mencatat pola interaksi warga dalam kegiatan posyandu
untuk memahami tingkat partisipasi.
Mengamati kondisi fisik jalan dan akses transportasi sebelum
mengusulkan program infrastruktur.

Mediasi

Definisi dan Pentingnya

Mediasi adalah kemampuan memfasilitasi penyelesaian
konflik antara dua atau lebih pihak secara damai dan
konstruktif. Menurut Bush & Folger (2019), mediasi dalam
konteks pemberdayaan bukan hanya mencari titik temu,
tetapi juga memberdayakan pihak-pihak yang terlibat agar
dapat bernegosiasi secara mandiri di masa depan.
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2)

3)

Penerapan dalam Pemberdayaan

Fasilitator sering dihadapkan pada konflik, seperti perbedaan
pendapat antara kelompok tani dan pemerintah desa terkait
pembagian lahan. Mediasi membantu memastikan semua
pihak merasa didengar dan hasilnya dapat diterima bersama.
Analogi

Mediasi seperti dirigen orchestra, ia tidak memainkan semua
instrumen, tetapi memastikan nada dari setiap pemain
menyatu menjadi harmoni.

Contoh Nyata

a)

b)

1)

2)

3)

Menjembatani dialog antara pengusaha lokal dan warga
terkait dampak lingkungan dari pembangunan pabrik.
Menyusun perjanjian kerja sama yang disepakati semua
pihak setelah musyawarah.

Dokumentasi

Definisi dan Pentingnya

Dokumentasi adalah kemampuan mencatat, merekam, dan
mengarsipkan informasi atau kegiatan secara sistematis.
UNESCO (2022) menegaskan bahwa dokumentasi yang baik
mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pembelajaran
jangka panjang.

Penerapan dalam Pemberdayaan

Dokumentasi mencakup laporan kegiatan, foto, video, daftar
hadir, hingga arsip digital. Data yang terdokumentasi
memudahkan evaluasi program dan menjadi bukti
pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
Analogi

Dokumentasi seperti peta perjalanan, ia merekam setiap
langkah yang telah diambil, sehingga memudahkan menilai
keberhasilan dan merencanakan langkah selanjutnya.

Contoh Nyata

a)

Membuat laporan program pelatihan keterampilan lengkap
dengan foto kegiatan.
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b) Menyimpan data peserta pelatihan dalam format digital
untuk memantau perkembangan,

Tabel Ringkasan Kompetensi Inti Fasilitator

Kompetensi Definisi Tujuan Contoh
Penerapan

Komunikasi Kemampuan Memastikan Presentasi
menyampaikan | pesan dipahami | rencana
dan menerima semua pihak program
informasi secara dengan
efektif media visual

Observasi Kemampuan Mengidentifika | Mengamati
mengamati si masalah & pola kerja
situasi secara potensi pengrajin
sistematis masyarakat

Mediasi Kemampuan Menjaga Menyelesaika
menjembatani hubungan baik | n perbedaan
konflik untuk antar pihak dalam
solusi damai pembagian

lahan

Dokumentasi | Kemampuan Transparansi Laporan
merekam dan dan kegiatan
mengarsipkan akuntabilitas dengan
informasi dokumentasi

foto & video

E. Analisis Integrasi Keempat Kompetensi
Keempat kompetensi inti ini saling terkait dan membentuk
siklus kerja fasilitator:
1. Observasi dilakukan untuk memahami kondisi lapangan.
2. Komunikasi digunakan untuk menyampaikan temuan dan

rencana.

3. Mediasi dilakukan bila muncul perbedaan pandangan.
4. Dokumentasi mengabadikan seluruh proses dan hasilnya.
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Jika salah satu kompetensi lemah, kualitas fasilitasi akan
menurun. Misalnya, observasi yang buruk dapat membuat
komunikasi menjadi tidak tepat sasaran, atau dokumentasi yang
kurang baik akan mengurangi akuntabilitas program.

Kompetensi inti fasilitator bukan sekadar keterampilan
teknis, tetapi juga bagian dari etos profesionalisme. Fasilitator
yang mabhir berkomunikasi, cermat mengamati, bijak memediasi,
dan teliti mendokumentasi akan menjadi agen perubahan yang
efektif. Sebagaimana dikatakan Heifetz & Linsky (2021),
“Pemimpin adaptif tidak hanya mempengaruhi arah perubahan,
tetapi juga memastikan setiap langkah perubahan dapat
dipelajari dan direplikasi.”

F. Kompetensi Teknis: Perencanaan Partisipatif, Pemetaan

Sosial, Pengorganisasian Komunitas

Dalam ranah pemberdayaan masyarakat, kompetensi teknis
seorang fasilitator tidak bisa dianggap sebagai keterampilan
sekunder, melainkan pondasi utama yang menentukan
keberhasilan program. Kompetensi teknis yang dimaksud
mencakup perencanaan partisipatif, pemetaan sosial, dan
pengorganisasian komunitas. Ketiganya membentuk siklus yang
saling terkait: perencanaan yang inklusif membutuhkan data dari
pemetaan sosial, sementara hasil perencanaan hanya bisa
diimplementasikan melalui pengorganisasian komunitas yang
efektif.

Menurut Cavaye (2021), fasilitator yang kompeten secara
teknis berperan bukan hanya sebagai “penyampai program”,
melainkan sebagai enabler yang memungkinkan komunitas
memiliki suara, data, dan struktur untuk bergerak menuju
perubahan.

1. Perencanaan Partisipatif

Perencanaan partisipatif adalah proses menyusun rencana
kegiatan dengan melibatkan masyarakat secara aktif, bukan
sekadar sebagai objek penerima manfaat. Konsep ini merujuk
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pada teori Arnstein (1969) tentang Ladder of Citizen Participation,
yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat pada
level pengambilan keputusan, bukan hanya konsultasi semu.
Fasilitator dituntut menguasai teknik diskusi kelompok terarah
focus group discussion, musyawarah desa, hingga penggunaan alat
digital partisipatif. UNDP (2022) menegaskan bahwa partisipasi
masyarakat dalam perencanaan meningkatkan rasa kepemilikan
(ownership) atas program, sehingga memperbesar kemungkinan
keberlanjutan.

Analogi sederhana: Perencanaan partisipatif bisa diibaratkan
seperti memasak bersama dalam sebuah keluarga. Jika semua
anggota ikut memilih menu, menyiapkan bahan, dan mengatur
cara memasak, maka hasil masakan lebih disukai bersama.
Sebaliknya, jika hanya satu orang yang memutuskan tanpa
mendengar yang lain, besar kemungkinan ada yang tidak suka
dengan hasilnya.

Contoh konkret: Dalam program pengembangan desa wisata
di Yogyakarta, fasilitator mengajak warga menentukan prioritas:
apakah fokus pada homestay, kuliner, atau atraksi budaya.
Proses partisipatif ini membuat masyarakat lebih berkomitmen
menjaga hasil pembangunan.

2. Pemetaan Sosial
Pemetaan sosial adalah langkah sistematis untuk mengenali
kondisi, potensi, masalah, dan aktor dalam komunitas. Chambers
(2020) menyebut pemetaan sosial sebagai “seeing reality with the
eyes of the people” melihat kenyataan melalui perspektif
masyarakat sendiri. Metode yang sering digunakan meliputi:
a. Participatory Rural Appraisal (PRA): mengajak masyarakat
menggambar peta wilayah sumber daya, dan masalah utama.
b. Social Network Analysis (SNA): memetakan relasi antar-aktor
untuk mengetahui siapa pemimpin informal, kelompok
marginal, atau tokoh kunci.
c. Digital Mapping Tools: penggunaan aplikasi berbasis GIS
untuk memetakan potensi desa dan UMKM.
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Analogi sederhana: Pemetaan sosial ibarat seorang dokter
yang melakukan diagnosa sebelum memberi obat. Tanpa
diagnosis yang tepat, obat bisa salah sasaran. Begitu pula dalam
pemberdayaan, tanpa pemetaan sosial, intervensi program bisa
meleset dari kebutuhan nyata masyarakat

Contoh konkret: Di Nusa Tenggara Timur, pemetaan sosial
menunjukkan bahwa masalah utama bukan sekadar kekurangan
air, melainkan distribusi dan pengelolaan. Hasil pemetaan ini
membuat fasilitator bersama warga mengembangkan sistem
penampungan air hujan berbasis komunitas.

3. Pengorganisasian Komunitas

Setelah perencanaan dan pemetaan, langkah penting
berikutnya adalah pengorganisasian komunitas. Menurut
Alinsky (1971) dalam Rules for Radicals, pengorganisasian
komunitas adalah proses menggerakkan kelompok agar mampu
menyatukan kekuatan dalam memperjuangkan kepentingannya.
Seorang fasilitator perlu menguasai keterampilan membentuk
kelompok kerja, mengidentifikasi kepemimpinan lokal,
membangun struktur organisasi, hingga mengelola konflik
internal. Ledwith & Springett (2022) menegaskan bahwa
pengorganisasian bukan sekadar membentuk kelompok,
melainkan membangun kapasitas kolektif (collective agency)
untuk menciptakan perubahan sosial.

Analogi sederhana: Pengorganisasian komunitas mirip
seperti menyusun tim sepak bola. Meski setiap pemain berbakat,
tanpa formasi yang tepat, kapten yang jelas, dan strategi yang
disepakati, tim tidak akan menang. Begitu juga dalam
pemberdayaan, kelompok vyang terorganisir dengan baik
memiliki peluang lebih besar untuk mencapai tujuan bersama.

Contoh konkret: Dalam pengembangan koperasi UMKM di
Jawa Barat, fasilitator tidak hanya membantu pendirian koperasi,
tetapi juga mendampingi warga menyusun aturan internal,
melatih pengurus, serta menjembatani akses dengan perbankan.
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4. Keterkaitan Tiga Kompetensi
Perencanaan  partisipatif, =~ pemetaan  sosial,  dan

pengorganisasian komunitas bukanlah tahapan terpisah,

melainkan siklus yang saling menguatkan:

a. Pemetaan sosial menyediakan data nyata.

b. Perencanaan partisipatif, menggunakan data tersebut untuk
menyusun rencana sesuai kebutuhan.

c. Pengorganisasian komunitas memastikan rencana dapat
diimplementasikan dengan partisipasi penuh masyarakat.

Tabel Analisis Kompetensi Teknis Fasilitator

Kompetensi Fokus Utama Keterampilan Contoh
Teknis Kunci Implementasi
Perencanaan Menyusun FGD, Penyusunan
Partisipatif rencana musyawarah, RKPDes
bersama fasilitasi diskusi berbasis
masyarakat musyawarah
warga
Pemetaan Sosial Mengenali PRA, SNA, digital | Identifikasi
potensi, mapping kelompok
masalah, dan marginal di
aktor lokal wilayah desa
Pengorganisasian | Menggerakkan | Pengorganisasian | Menggerakkan
Komunitas masyarakat Komunitas masyarakat
dalam struktur dalam struktur
kolektif kolektif

Kompetensi teknis seorang fasilitator tidak hanya berupa
kemampuan prosedural, tetapi menjadi “mesin penggerak”
dalam proses pemberdayaan. Dengan perencanaan partisipatif,
fasilitator memastikan suara masyarakat terwakili. Melalui
pemetaan sosial, intervensi menjadi lebih tepat sasaran. Dan
dengan pengorganisasian komunitas, masyarakat memiliki
kekuatan kolektif untuk mewujudkan perubahan.

Seperti pepatah Afrika, “Jika ingin berjalan cepat, berjalanlah
sendiri. Jika ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama.”
Kompetensi teknis fasilitator adalah seni untuk membuat
masyarakat berjalan bersama menuju tujuan bersama.
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5. Kompetensi personal: integritas, adaptif, empati, reflektif

Dalam kerangka pemberdayaan masyarakat, seorang
fasilitator tidak hanya dituntut menguasai keterampilan teknis,
tetapi juga harus memiliki kompetensi personal yang kuat.
Kompetensi personal merupakan fondasi moral, emosional, dan
psikologis yang menjadi penopang seluruh tindakan fasilitator di
lapangan. Tanpa integritas, adaptivitas, empati, dan kemampuan
reflektif, peran fasilitator akan kehilangan arah, bahkan
berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Seperti halnya seorang jembatan yang kokoh, kompetensi
personal ibarat tiang pancang yang memastikan fasilitator
mampu menyalurkan aspirasi, menjaga hubungan harmonis
dengan komunitas, serta memimpin proses perubahan sosial
dengan penuh tanggung jawab. Subbab ini membahas empat
kompetensi personal penting: integritas, adaptif, empati, dan
reflektif, beserta relevansinya dalam praktik fasilitasi.

a. Integritas: Fondasi Kepercayaan Sosial

Integritas adalah konsistensi antara perkataan, pikiran, dan
tindakan. Menurut Covey (2020), integritas menciptakan
kepercayaan, dan kepercayaan merupakan modal sosial utama
dalam kepemimpinan maupun fasilitasi. Seorang fasilitator yang
berintegritas tidak mudah tergoda oleh kepentingan pribadi atau
tekanan eksternal, melainkan menempatkan kebutuhan
masyarakat sebagai prioritas. Dalam konteks pemberdayaan,
integritas memunculkan legitimasi moral. Masyarakat akan
mengikuti arahan fasilitator bila mereka yakin bahwa fasilitator
tidak memiliki agenda tersembunyi. Misalnya, seorang fasilitator
desa yang konsisten menolak gratifikasi kecil dalam proses
pengajuan program bantuan akan dihormati sebagai figur yang
jujur.

Analogi sederhana: integritas ibarat kompas. Kompas selalu
menunjuk ke utara, terlepas dari cuaca, tekanan, atau gangguan
magnet lain. Demikian pula, fasilitator yang berintegritas akan
tetap berpegang pada prinsip kebenaran meski dihadapkan pada
situasi sulit.
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Studi Kasus: Integritas: Program Dana Desa di Jawa Tengah:
Pada tahun 2022, Kementerian Desa meluncurkan audit
penggunaan Dana Desa di berbagai wilayah Jawa Tengah.
Banyak desa yang mengalami masalah penyalahgunaan
anggaran karena kurangnya transparansi. Namun, ada satu
kasus menarik di Kabupaten Banyumas, di mana fasilitator desa
berperan besar menjaga integritas.

Fasilitator ini selalu mengedepankan prinsip akuntabilitas
dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah terbuka,
memajang papan informasi penggunaan anggaran, dan menolak
segala bentuk “uang terima kasih” dari kontraktor lokal.
Hasilnya, kepercayaan masyarakat meningkat, partisipasi warga
dalam program desa melonjak, dan desa tersebut mendapat
penghargaan dari pemerintah provinsi. Kasus ini menegaskan
bahwa integritas bukan sekadar nilai moral, melainkan strategi
praktis yang menghasilkan legitimasi sosial dan meningkatkan
efektivitas pemberdayaan.

b. Adaptif: Fleksibilitas dalam Dinamika Sosial

Komunitas adalah entitas yang dinamis. Perubahan sosial,
ekonomi, = maupun  politik  seringkali = menciptakan
ketidakpastian. Oleh sebab itu, fasilitator perlu memiliki
kompetensi adaptif, yakni kemampuan untuk menyesuaikan
strategi dan pendekatan sesuai konteks lokal. Teori adaptasi
dalam psikologi sosial yang dikemukakan oleh Bonanno (2021)
menyebut bahwa individu yang adaptif cenderung lebih tangguh
menghadapi perubahan, karena melihat tantangan sebagai
peluang untuk belajar. Dalam pemberdayaan masyarakat, sifat
adaptif mencegah fasilitator terjebak pada metode kaku yang
tidak relevan dengan situasi lapangan. Contohnya, fasilitator
yang awalnya menggunakan pendekatan tatap muka harus
mampu beralih ke metode digital ketika pandemi COVID-19
melanda. Mereka yang adaptif dapat tetap menjaga komunikasi
dengan komunitas melalui WhatsApp group, Zoom, atau media
sosial.
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Analogi: fasilitator adaptif seperti air yang mengisi wadah.
Air tidak kehilangan esensinya meski ditempatkan dalam gelas,
botol, atau mangkuk. Begitu pula fasilitator adaptif, yang mampu
menyesuaikan bentuk intervensi tanpa meninggalkan tujuan
utama pemberdayaan.

Studi Kasus: Fasilitasi UMKM Digital saat Pandemi COVID-
19 Pada tahun 2022, Kementerian Desa meluncurkan audit
penggunaan Dana Desa di berbagai wilayah Jawa Tengah.
Banyak desa yang mengalami masalah penyalahgunaan
anggaran karena kurangnya transparansi. Namun, ada satu
kasus menarik di Kabupaten Banyumas, di mana fasilitator desa
berperan besar menjaga integritas.

Fasilitator ini selalu mengedepankan prinsip akuntabilitas
dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah terbuka,
memajang papan informasi penggunaan anggaran, dan menolak
segala bentuk “uang terima kasih” dari kontraktor lokal.
Hasilnya, kepercayaan masyarakat meningkat, partisipasi warga
dalam program desa melonjak, dan desa tersebut mendapat
penghargaan dari pemerintah provinsi. Kasus ini menegaskan
bahwa integritas bukan sekadar nilai moral, melainkan strategi
praktis yang menghasilkan legitimasi sosial dan meningkatkan
efektivitas pemberdayaan

c. Empati: Menyatu dengan Perspektif Masyarakat

Empati merupakan kemampuan untuk memahami perasaan
dan perspektif orang lain, bukan sekadar simpati yang bersifat
kasihan. Goleman (2018) menyebut empati sebagai salah satu
komponen utama kecerdasan emosional yang sangat penting
dalam kepemimpinan dan fasilitasi. Dalam pemberdayaan
masyarakat, empati memungkinkan fasilitator membaca
kebutuhan tersirat, mengidentifikasi potensi konflik, serta
membangun hubungan emosional yang hangat. Misalnya, ketika
mendampingi kelompok perempuan yang enggan berbicara di
forum, fasilitator berempati dengan memberikan ruang diskusi
kecil yang lebih nyaman sebelum mereka berani tampil di publik.
Empati juga membantu fasilitator menghindari sikap top—down.
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Alih-alih membawa program yang sudah jadi, fasilitator
berusaha memahami apa yang sebenarnya diinginkan
masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip people-centered
development yang dikemukakan Chambers (2014).

Analogi: fasilitator berempati seperti cermin bening. Ia tidak
hanya memantulkan gambar, tetapi juga menangkap detail
emosi yang tidak terlihat dengan mata telanjang.

Studi kasus: Pendampingan Komunitas Perempuan di NTT:
Di salah satu desa di Nusa Tenggara Timur, kelompok
perempuan  seringkali enggan terlibat dalam forum
pembangunan desa karena budaya patriarki yang masih kuat.
Fasilitator lokal yang mendampingi program pemberdayaan
memilih  untuk mengutamakan empati dengan memahami
hambatan psikologis yang dialami kelompok perempuan
tersebut. Alih-alih memaksa mereka bicara di forum publik,
fasilitator membuat kelompok diskusi kecil di rumah-rumah
warga. Perlahan, para perempuan mulai berani menyampaikan
ide tentang pengelolaan air bersih dan keterampilan menjahit.
Ketika mereka merasa dihargai, kepercayaan diri tumbuh, dan
akhirnya sebagian perempuan ikut aktif di musyawarah desa.
Studi kasus ini menegaskan bahwa empati bukan sekadar
“merasa iba”, melainkan kemampuan untuk masuk ke dalam
perspektif masyarakat dan menciptakan ruang aman agar
mereka mau terlibat.

d. Reflektif: Belajar dari Pengalaman

Kompetensi reflektif adalah kemampuan mengevaluasi diri,
menyadari keberhasilan maupun kegagalan, serta mengambil
pelajaran  dari  pengalaman. Donald Schon  (2017)
memperkenalkan konsep reflective practitioner, yakni profesional
yang selalu melakukan refleksi dalam tindakan reflection-in-action
dan setelah tindakan reflection-on-action. Seorang fasilitator
reflektif tidak cepat puas dengan keberhasilan, dan tidak larut
dalam kegagalan. Ia meninjau kembali pendekatan, memperbaiki
strategi, dan mengembangkan metode baru. Contohnya,
fasilitator yang menyadari bahwa metode diskusi formal kurang
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efektif bagi pemuda desa akan mencoba pendekatan kreatif
seperti permainan partisipatif atau media visual.

Analogi: fasilitator reflektif seperti petani yang meninjau
hasil panen. Ia tidak hanya menghitung jumlah padi, tetapi juga
memperhatikan kualitas tanah, cuaca, dan cara bercocok tanam
agar hasil berikutnya lebih baik.

Studi Program Kewirausahaan Pemuda di
Yogyakarta: Pada 2021, sebuah LSM di Yogyakarta menjalankan
program pelatihan kewirausahaan untuk pemuda desa. Di tahap
awal, fasilitator menggunakan metode ceramah formal. Namun,

Kasus:

evaluasi menunjukkan bahwa pemuda kurang antusias dan
banyak yang tidak hadir.

Fasilitator kemudian melakukan refleksi
mengapa program tidak berjalan sesuai harapan? Dari hasil

mendalam:

refleksi, ia menyadari bahwa gaya belajar pemuda lebih visual
dan partisipatif. Akhirnya, metode diganti dengan workshop
praktik langsung, simulasi bisnis, dan pemanfaatan media digital.
Perubahan metode ini berdampak signifikan: tingkat kehadiran
meningkat, partisipasi lebih aktif, dan sejumlah pemuda berhasil
memulai usaha kecil. Kasus ini menggambarkan bagaimana
sikap reflektif menjadikan fasilitator bukan hanya “pembawa
program”, tetapi juga pembelajar sepanjang hayat yang terus
mengasah kualitas intervensinya.

Tabel Kompetensi Personal Fasilitator Pemberdayaan

Kompetensi Definisi Teori/ Contoh Analogi
Referensi Praktik

Integritas Konsistensi Covey Menolak Kompas
moral antara (2020) gratifikasi yang selalu
kata dan dalam menunjuk
tindakan program utara

desa

Adaptif Kemampuan Bonanno Beralih ke Air yang
menyesuaikan | (2021) metode mengikuti
strategi online saat | bentuk
dengan pandemi wadah
konteks
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Empati Memahami Goleman Memberi Cermin
perasaan dan (2018), ruang aman | bening yang
perspektif Chambers bagi menangkap
orang lain (2014) kelompok detail

marginal

Reflektif Kemampuan Schon Mengubah | Petani yang
mengevaluasi | (2017) metode meninjau
diri dan diskusi hasil panen
belajar dari setelah
pengalaman evaluasi

Ringkasan kmpetensi personal di atas yang sudah dibahas
dapat kita lihat dalam benttuk visualnya sebagari berikut:

KOMPETENSI PERSONAL
FASILITATOR PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

~ ;5

b

INTEGRITAS
Konsistensi moral ADAPTIF
anta-ra kata dan Kemampuan menyesuaikan
tindakan

strategi dengan konteks

- 4

EMPATI REFLEKTIF
Memahami perasaan Kemampuan mengevaluasi
dan perspektif orang lain diri dan belajar dari
pengalaman

Gambar: Visual Kompetensi Personal Pemberdayaan Masyarakat
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Kompetensi personal merupakan inti dari kualitas fasilitator
pemberdayaan masyarakat. Integritas memastikan adanya
kepercayaan, adaptivitas menjamin keberlanjutan dalam
menghadapi dinamika sosial, empati menciptakan kedekatan
emosional dengan komunitas, sementara reflektif memberikan
ruang untuk pembelajaran berkelanjutan. Keempat kompetensi
ini saling melengkapi dan membentuk kerangka kepribadian
profesional yang tangguh.

Seorang fasilitator yang hanya mengandalkan keterampilan
teknis tanpa fondasi personal ibarat bangunan megah tanpa
pondasi kokoh akan mudah runtuh ketika diterpa badai.
Sebaliknya, fasilitator yang berintegritas, adaptif, empati, dan
reflektif akan selalu relevan dan dipercaya dalam proses
pemberdayaan.
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BAB VI
Metodologi Fasilitasi
Partisipatif

Fasilitasi  partisipatif =—merupakan pendekatan yang
menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai objek
pembangunan, tetapi sebagai subjek aktif yang memiliki peran
sentral dalam setiap proses pengambilan keputusan. Menurut
Chambers (2020), partisipasi masyarakat harus dipahami sebagai
keterlibatan yang bermakna (meaningful participation), di mana
warga tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga
menyumbangkan suara, gagasan, dan tindakannya. Fasilitator
berperan penting dalam menciptakan ruang yang aman, inklusif,
dan setara agar masyarakat dapat mengartikulasikan kebutuhan,
potensi, serta aspirasinya.

Fasilitasi partisipatif adalah pendekatan yang menempatkan
masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses pemberdayaan,
bukan sekadar penerima program. Metodologi ini bertujuan
untuk meningkatkan keterlibatan, kemandirian, dan kapasitas
masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan
mengevaluasi kegiatan pembangunan. Fasilitator berperan
sebagai penggerak, mediator, motivator, dan pendamping yang
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membantu masyarakat menemukan solusi sesuai kebutuhan dan
konteks lokal.

Analogi sederhananya, fasilitasi partisipatif = dapat
diibaratkan seperti dirigen dalam sebuah orkestra. Dirigen tidak
memainkan semua instrumen, tetapi mengarahkan musisi agar
suara yang dihasilkan harmonis. Demikian pula fasilitator, ia
tidak menggantikan peran masyarakat, melainkan mengarahkan
proses agar setiap individu dan kelompok mampu berkontribusi
secara optimal.

A. Landasan Teori Fasilitasi Partisipatif

Teori fasilitasi partisipatif berakar pada paradigma
pembangunan  berbasis masyarakat (community-based
development). Beberapa teori kunci yang relevan antara lain.

1. Teori Dialogis Paulo Freire (1970, diperkuat edisi 2021)

Freire menekankan pentingnya dialog sebagai sarana
pembebasan. Melalui proses dialogis, masyarakat mampu
mengkritisi realitas sosialnya, menemukan kesadaran kritis
(critical consciousness), dan bergerak menuju perubahan.
Fasilitator berperan sebagai mitra dialog, bukan instruktur yang
serba tahu.

2. Participatory Rural Appraisal (PRA) Chambers (1994;

diperbarui 2020)

Metode ini menekankan bahwa masyarakat lokal memiliki
pengetahuan yang berharga tentang lingkungannya. PRA
mengajarkan penggunaan alat partisipatif seperti pemetaan
sosial, diagram alir, dan kalender musiman untuk menggali
potensi dan masalah yang ada.

3. Teori Social Capital Putnam (2000; update 2022)

Partisipasi dalam komunitas memperkuat modal sosial
berupa kepercayaan (trust), jaringan (networks), dan norma
(norms). Fasilitasi partisipatif bertujuan menumbuhkan modal
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sosial agar masyarakat mampu bekerja sama untuk tujuan
kolektif.

4. Prinsip Inklusivitas Cornwall (2016; update 2021)

Partisipasi harus mempertimbangkan dimensi inklusivitas,
terutama bagi kelompok marjinal (perempuan, anak muda,
disabilitas). Fasilitator dituntut untuk mengatasi hambatan
struktural yang sering membuat suara kelompok rentan
terpinggirkan.

Dengan teori-teori tersebut, fasilitasi partisipatif dapat
dipahami sebagai metodologi yang menekankan dialog,
kesetaraan, dan pemberdayaan.

B. Prinsip-Prinsip Fasilitasi Partisipatif
Metodologi ini dibangun atas sejumlah prinsip yang saling

melengkapi, yaitu:

1. Kesetaraan (Equality): semua anggota masyarakat dipandang
memiliki nilai dan kontribusi yang sama penting.

2. Transparansi (Transparency): proses yang dijalankan harus
terbuka, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Inklusivitas (Inclusiveness): memberi ruang bagi semua
pihak tanpa diskriminasi.

4. Kolaborasi (Collaboration): membangun kerja sama yang erat
antara fasilitator, masyarakat, dan pemangku kepentingan.

5. Kemandirian (Empowerment): tujuan akhir bukan
ketergantungan pada fasilitator, melainkan tumbuhnya
kapasitas masyarakat untuk mandiri.

Analogi yang dapat digunakan adalah seperti taman
bersama. Semua orang boleh menanam tanaman berbeda, tetapi
harus menjaga agar taman tetap rapi, terawat, dan bermanfaat
untuk semua. Prinsip fasilitasi partisipatif memastikan bahwa
“taman sosial” tersebut tidak didominasi satu pihak saja.
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C. Tahapan dalam Fasilitasi Partisipatif

Metodologi fasilitasi partisipatif biasanya dilakukan melalui

beberapa tahapan, yang dalam praktiknya dapat bervariasi
sesuai konteks. Secara umum tahapan tersebut mencakup:

1.

Persiapan dan Pemetaan Sosial

Fasilitator melakukan observasi awal, membangun relasi,
serta memetakan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya
masyarakat. Pemetaan ini bertujuan memahami kekuatan
dan tantangan lokal.

Membangun Kepercayaan (Trust Building)

Proses fasilitasi tidak akan berhasil tanpa kepercayaan.
Menurut Laverack (2019), trust adalah kunci yang membuka
pintu partisipasi. Fasilitator perlu menunjukkan sikap
empati, rendah hati, dan konsistensi.

Identifikasi Masalah dan Potens

Dilakukan bersama masyarakat dengan menggunakan alat
partisipatif seperti FGD (Focus Group Discussion), pemetaan
partisipatif, atau kalender musiman.

Perumusan Rencana Aksi Partisipatif

Rencana aksi harus disusun bersama, dengan
memperhatikan prioritas masyarakat. Di sini fasilitator
berperan memastikan proses berjalan adil dan representatif.
Pelaksanaan Program

Tahap di mana masyarakat menjalankan program yang telah
disepakati. Fasilitator bertugas mendampingi, bukan
mendominasi.

Monitoring dan Evaluasi Partisipatif

Evaluasi tidak dilakukan oleh pihak luar saja, tetapi
masyarakat ikut menilai keberhasilan program. Menurut
Gaventa (2020), evaluasi partisipatif menumbuhkan rasa
memiliki (ownership) yang lebih kuat.

D. Metode dan Alat dalam Fasilitasi Partisipatif

Beberapa metode yang sering digunakan dalam fasilitasi

partisipatif antara lain:
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1. Participatory Rural Appraisal (PRA): pemetaan sosial,
diagram Venn, kalender musiman.

Participatory Rural Appraisal (PRA) merupakan pendekatan
metodologis yang dikembangkan untuk mengumpulkan
informasi, memahami kebutuhan, serta mengidentifikasi potensi
dan masalah masyarakat secara partisipatif. Pendekatan ini
menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap
proses pengumpulan data dan pengambilan keputusan, berbeda
dengan metode survei tradisional yang cenderung top-down.
Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, PRA tidak hanya
berfungsi sebagai alat pengumpulan data, tetapi juga sebagai
strategi fasilitasi partisipatif yang mendorong masyarakat untuk
mengidentifikasi isu, merencanakan solusi, dan mengambil
keputusan secara kolektif. Sebagai metode partisipatif, PRA
didasarkan pada beberapa prinsip utama:

a. Partisipasi Aktif: Masyarakat berperan langsung dalam
proses identifikasi masalah dan penyusunan solusi.

b. Pendekatan Sistematis dan Fleksibel: Menggunakan berbagai
teknik untuk memahami kondisi lokal, termasuk peta,
diagram, dan kalender sosial.

c. Pembelajaran dari Masyarakat: Pengetahuan lokal (local
knowledge) menjadi sumber informasi yang sahih, bukan
hanya data eksternal.

d. Fasilitasi daripada Arahan: Fasilitator berperan sebagai
pendamping, bukan pengambil keputusan.

e. Dialog dan Refleksi: Proses PRA menekankan diskusi,
refleksi bersama, dan validasi informasi oleh masyarakat.

PRA memadukan analisis kualitatif dan kuantitatif dengan
cara yang interaktif dan partisipatif. Beberapa aspek metode PRA
sebagai fasilitasi partisipatif antara lain:

a. Analisis Masalah Bersama: Masyarakat membantu
mengidentifikasi masalah yang paling mendesak,
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mengurutkan  prioritas, dan  mengevaluasi  akar
penyebabnya.

. Pemetaan Partisipatif: Teknik pemetaan, seperti peta sumber
daya atau peta sosial, membantu  masyarakat
memvisualisasikan kondisi lingkungan dan potensi yang
ada.

Diagram dan Matriks Prioritas: Digunakan untuk
mengevaluasi dampak masalah dan potensi solusi,
meningkatkan = pemahaman kolektif dan konsensus
kelompok.

. Kalender Sosial dan Musiman: Mengidentifikasi pola
kegiatan masyarakat, perubahan musiman, dan siklus
produksi atau risiko yang memengaruhi kehidupan mereka.

PRA memiliki keunggulan dalam fasilitatsi Partisipatif, yaitu:

Meningkatkan Kepemilikan Program: Masyarakat merasa
memiliki hasil analisis dan rencana aksi, sehingga komitmen
implementasi lebih tinggi.

Pengumpulan Data Lebih Akurat: Pengetahuan lokal yang
diungkap melalui PRA sering kali lebih tepat dan kontekstual
dibandingkan data sekunder.

Peningkatan Kapasitas Masyarakat: Proses PRA membangun
keterampilan analisis, komunikasi, dan pengambilan
keputusan.

Pengambilan Keputusan yang Inklusif: Semua kelompok
dalam masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok
minoritas, dapat terlibat secara aktif.

Dalam pemberdayaan masyarakat contoh aplikasi PRA dapat

dilihat pada berbagai aspek sebagai berikut:

110 | Fasilitator Profesional



a. Identifikasi Potensi Ekonomi Lokal: Menggunakan peta
partisipatif untuk mengidentifikasi sumber daya alam dan
peluang usaha.

b. Perencanaan Infrastruktur Desa: Melalui diagram prioritas,
masyarakat menentukan lokasi fasilitas umum yang paling
dibutuhkan.

c. Manajemen Risiko Bencana: Menggunakan kalender
musiman dan peta risiko untuk merencanakan langkah
mitigasi dan kesiapsiagaan.

d. Program Kesehatan dan Gizi: Masyarakat membuat matriks
masalah-solusi untuk merancang intervensi gizi berbasis
kebutuhan nyata.

PRA adalah metode dan alat fasilitasi partisipatif yang efektif
karena menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif, bukan
objek intervensi. Dengan prinsip partisipasi, pembelajaran dari
masyarakat, dan fasilitasi berbasis dialog, PRA meningkatkan
kepemilikan, akurasi data, kapasitas masyarakat, dan
inklusivitas pengambilan keputusan. Oleh karena itu, PRA
menjadi salah satu pendekatan kunci dalam pemberdayaan
masyarakat yang berkelanjutan.

2. Appreciative Inquiry (AlI): fokus pada kekuatan dan
keberhasilan yang ada, bukan semata-mata pada masalah.
Appreciative Inquiry (AI) adalah pendekatan berbasis

kekuatan (strength-based approach) yang digunakan untuk

menggali potensi, keberhasilan, dan inovasi yang ada dalam
masyarakat, alih-alih berfokus pada masalah atau kekurangan.

Al menekankan proses partisipatif di mana anggota komunitas

bersama fasilitator menemukan, menghargai, dan membangun

apa yang sudah bekerja dengan baik, sehingga menciptakan
motivasi, komitmen, dan perubahan positif yang berkelanjutan.

Dalam pemberdayaan masyarakat, Al tidak hanya digunakan

sebagai metode pengumpulan informasi, tetapi juga sebagai alat

fasilitasi partisipatif yang memicu kreativitas, kolaborasi, dan
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inovasi dalam merancang solusi kolektif. Al didasarkan pada
prinsip-prinsip berikut:

a. Fokus pada Kekuatan dan Potensi: Mengidentifikasi hal-hal
yang sudah efektif dan memaksimalkan potensi positif.

b. Partisipasi Aktif: Semua anggota komunitas terlibat dalam
proses diskusi dan refleksi.

c. Dialog dan Cerita Positif: Mendorong berbagi pengalaman
sukses sebagai inspirasi.

d. Menciptakan Visi Bersama: Mengembangkan visi masa
depan yang diinginkan berdasarkan kekuatan yang ada.

e. Berorientasi pada Tindakan: Mengubah hasil diskusi menjadi
langkah nyata yang bisa diterapkan oleh masyarakat.

Sebagai Metode Fasilitasi Partisipatif AI menggunakan
proses 5D (Discovery, Dream, Design, Destiny, dan Deployment)
untuk memfasilitasi perubahan positif secara partisipatif:

a. Discovery (Penemuan): Masyarakat mengidentifikasi apa
yang sudah berjalan baik dan keberhasilan yang mereka
miliki.

b. Dream (Impian): Anggota kelompok merancang visi bersama
tentang masa depan ideal berdasarkan kekuatan dan
keberhasilan yang ditemukan.

c. Design (Perancangan): Bersama-sama mereka membuat
strategi, struktur, dan rencana aksi untuk mewujudkan visi
tersebut.

d. Destiny/Delivery (Implementasi): Masyarakat memulai
langkah konkret dan mengorganisir sumber daya yang ada
untuk mewujudkan rencana.

e. Deployment (Penyebaran): Hasil positif dari implementasi
dibagikan dan diperluas untuk menciptakan dampak yang
lebih luas.
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Al memiliki keunggulan dalam Fasilitasi partisipatif yag

dapat dilihat sebagai berikut:

Meningkatkan Motivasi dan Kepemilikan: Fokus pada
keberhasilan memunculkan energi positif dan komitmen
untuk bertindak.

Penguatan Kapasitas Komunitas: Dialog dan refleksi kolektif
meningkatkan kemampuan analisis, komunikasi, dan
perencanaan.

Mendorong Kolaborasi: Proses partisipatif memastikan
semua suara terdengar dan membangun kesepakatan
bersama.

. Menciptakan Solusi Berkelanjutan: Dengan memanfaatkan
kekuatan lokal, solusi yang dihasilkan lebih realistis dan
dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Selanjutnya contoh aplikasi AI dalam pemberdayaan

masyarakat adalah sebagai berikut:

Pengembangan Usaha Lokal: Komunitas menggali praktik
terbaik yang telah berhasil, seperti pengelolaan produk
pertanian unggulan, kemudian merancang strategi
peningkatan kapasitas produksi dan pemasaran.

Program Kesehatan dan Gizi: Al digunakan untuk
menemukan praktik gizi lokal yang efektif, dan masyarakat
bersama fasilitator merancang program peningkatan
kesehatan keluarga.

Penguatan Organisasi Desa: Melalui Al, anggota kelompok
tani mengidentifikasi kegiatan yang sukses, kemudian
merancang struktur organisasi dan alur kerja yang lebih
efisien.

Appreciative Inquiry adalah metode dan alat fasilitasi

partisipatif yang efektif karena: 1) menggali potensi dan
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keberhasilan masyarakat, 2) memfasilitasi dialog dan refleksi
kolektif, 3) meningkatkan kepemilikan, motivasi, dan kapasitas
masyarakat, 4) mendorong penciptaan solusi yang realistis dan
berkelanjutan. Al bukan hanya pendekatan untuk melihat sisi
positif, tetapi juga strategi pemberdayaan masyarakat yang
membangun  kapasitas lokal untuk perubahan yang
berkelanjutan.

3. Focus Group Discussion (FGD): menggali opini dan persepsi
dari berbagai kelompok.

Focus Group Discussion (FGD) merupakan metode
partisipatif yang banyak digunakan dalam pemberdayaan
masyarakat untuk mengumpulkan informasi, menilai persepsi,
dan menghasilkan solusi kolektif melalui diskusi terstruktur.
FGD menekankan interaksi aktif antar peserta sehingga
memunculkan perspektif yang beragam, mengidentifikasi isu
prioritas, dan membangun konsensus bersama. Dalam konteks
fasilitasi partisipatif, FGD tidak sekadar sebagai teknik
pengumpulan data, tetapi juga sebagai alat strategis untuk
memberdayakan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam
proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan evaluasi
program. Beberapa prinsip utama FGD sebagai metode
partisipatif antara lain:

a. Partisipasi Aktif: Semua peserta didorong untuk berbagi
pendapat dan pengalaman.

b. Diskusi Terstruktur: Fasilitator mengarahkan jalannya
diskusi dengan pertanyaan kunci, tetapi tetap memberi ruang
bagi eksplorasi ide peserta.

c. Keanekaragaman Perspektif: FGD menampung pandangan
berbagai kelompok, termasuk perempuan, pemuda, dan
kelompok minoritas.

d. Refleksi Kolektif: Hasil diskusi dianalisis bersama untuk
mencapai kesepakatan atau rekomendasi
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e.

Fasilitasi, Bukan Dominasi: Fasilitator berperan sebagai
pendamping, bukan pengambil keputusan.

FGD menggabungkan interaksi sosial dan analisis kelompok

untuk memahami masalah dan merancang solusi:

a.

Identifikasi ~ Masalah:  Peserta  bersama fasilitator
mendiskusikan isu-isu yang paling relevan dan mendesak di
masyarakat.

Pemetaan Perspektif: Diskusi membantu memahami
kebutuhan, harapan, dan pengalaman dari berbagai
kelompok.

Pengambilan Keputusan Bersama: Hasil diskusi digunakan
untuk menentukan prioritas program, strategi intervensi,
atau rencana aksi.

Evaluasi Program: FGD dapat dilakukan sebelum, selama,
atau setelah implementasi untuk menilai efektivitas program
dan mendapatkan masukan untuk perbaikan.

FGD jugam memiliki keunggulan dalam fasilitatsi partisipatif

daintaranya:

a.

Meningkatkan Kepemilikan Program: Partisipasi aktif
memastikan masyarakat merasa memiliki hasil keputusan
dan rencana aksi.

Penggalian Informasi yang Lebih Kaya: Interaksi antar
peserta memunculkan insight, pengalaman, dan nilai-nilai
lokal yang mungkin tidak muncul melalui wawancara
individual.

Pengembangan Kapasitas Komunitas: Diskusi kelompok
melatih keterampilan komunikasi, negosiasi, dan analisis
masalah secara kolektif.

Konsensus dan Inklusivitas: FGD memfasilitasi pengambilan
keputusan yang mencerminkan pandangan seluruh
kelompok masyarakat.
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Aplikasi FGD dapat dilihat dalam peberberdayaan
masyarakat, bentuk aplikasi dari FGD sebagai berikut:

a. Perencanaan Usaha Mikro: FGD digunakan untuk
mengidentifikasi peluang usaha lokal dan menyusun strategi
pengembangan ekonomi desa.

b. Program Kesehatan dan Gizi: Diskusi kelompok membantu
menentukan prioritas intervensi gizi, seperti kampanye pola
makan sehat atau pemantauan kesehatan anak.

c. Manajemen Sumber Daya Alam: Masyarakat bersama
fasilitator mendiskusikan strategi pengelolaan lahan, air, atau
hutan secara berkelanjutan.

d. Evaluasi Program Desa: FGD digunakan untuk mengevaluasi
dampak program pemberdayaan dan mengidentifikasi
perbaikan yang diperlukan.

Focus Group Discussion adalah metode dan alat fasilitasi
partisipatif yang efektif karena: 1) memungkinkan partisipasi
aktif seluruh anggota masyarakat, 2) menggali informasi,
pengalaman, dan perspektif lokal secara komprehensif, 3)
mendorong pengambilan keputusan kolektif dan consensus, 3)
meningkatkan kapasitas analisis, komunikasi, dan manajemen
kelompok. Dengan demikian, FGD menjadi salah satu strategi
kunci dalam pemberdayaan masyarakat, tidak hanya sebagai alat
pengumpulan data, tetapi juga sarana meningkatkan kapasitas
dan kepemilikan masyarakat terhadap program yang dijalankan.

4. World Cafe & Open Space Technology: teknik fasilitasi
diskusi kreatif dan kolaboratif.

Dalam pemberdayaan masyarakat, keberhasilan suatu
program sering ditentukan oleh kualitas partisipasi, dialog, dan
kolaborasi antar anggota komunitas. Untuk itu, metode fasilitasi
partisipatif seperti World Cafe dan Open Space Technology
(OST) digunakan sebagai alat strategis untuk memfasilitasi
diskusi terbuka, menggali ide-ide kreatif, dan membangun
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konsensus bersama. Kedua metode ini menekankan pengalaman
interaktif, komunikasi dua arah, dan pemberdayaan peserta
sehingga masyarakat dapat mengambil peran aktif dalam proses
perencanaan, pengambilan keputusan, dan inovasi komunitas.

World Cafe adalah metode fasilitasi partisipatif yang
menggunakan setting santai seperti kafe untuk memfasilitasi
percakapan bermakna di antara kelompok kecil peserta. World
Café memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Percakapan yang Bermakna: Mendorong peserta berbagi
pengalaman, ide, dan perspektif mereka.

b. Kehadiran Semua Suara: Setiap peserta memiliki kesempatan
untuk didengar.

c. Rotasi Kelompok: Peserta berpindah meja untuk memperluas
interaksi dan pertukaran ide.

d. Refleksi Kolektif: Hasil diskusi dikumpulkan dan disintesis
untuk membangun pemahaman bersama.

Selanjutnya Metode World Cafe memiliki fungsi sebagai alat
partisipatif sebagai berikut:

a. Menggali gagasan kreatif dari masyarakat.
b. Memperkuat kolaborasi antar peserta.
c. Mengidentifikasi masalah dan solusi secara partisipatif.

Open Space Technology adalah metode partisipatif yang
memungkinkan peserta mengidentifikasi agenda diskusi sendiri
dan menentukan prioritas isu yang akan dibahas. OST
menekankan kebebasan, tanggung jawab, dan kepemilikan
proses oleh peserta. OST memiliki prinsip-prinsip sebgai berikut:

a. Self-Organization: Peserta menentukan topik dan kelompok
diskusi sesuai minat mereka.

b. Law of Two Feet: Peserta bebas berpindah ke diskusi yang
paling relevan atau menarik bagi mereka.
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c. No Agenda, No Hierarchy: Tidak ada agenda yang dipaksakan;
semua peserta setara.

d. Documentation: Hasil diskusi dicatat dan dibagikan untuk
tindak lanjut.

Open Space Technology juga memiliki fungsi yang tak kalah
penting yaitu:
a. Memberikan ruang bagi semua suara untuk muncul.
b. Memlfasilitasi inovasi dan ide baru dari anggota komunitas.
c. Memperkuat rasa kepemilikan peserta terhadap hasil diskusi.

World Cafe & Open Space Technology — juga memiliki
keunggulan dalam fasilitasi partisipatif yang dapat dilihat
sebagai berikut:

a. Meningkatkan Keterlibatan Peserta: Semua anggota
masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi aktif.

b. Menggali Potensi Kreatif dan Inovatif: Diskusi interaktif
memunculkan ide-ide baru yang relevan dengan konteks
lokal.

c¢. Mendorong Kolaborasi dan Sinergi: Pertukaran ide antar
peserta membangun konsensus dan rencana kolektif.

d. Fleksibilitas dan Adaptabilitas: Cocok untuk berbagai skala
komunitas dan konteks masalah.

World Cafe dan Open Space Technology adalah metode dan
alat fasilitasi partisipatif yang efektif dalam pemberdayaan
masyarakat. Keduanya menekankan partisipasi aktif, kolaborasi,
dan refleksi kolektif sehingga masyarakat:1) mampu
mengidentifikasi masalah dan solusi secara partisipatif. 2)
memiliki rasa kepemilikan terhadap keputusan dan rencana aksi.
3) terlibat dalam proses inovasi dan pengambilan keputusan
yang berkelanjutan. Dengan demikian, metode ini menjadi
strategi penting bagi fasilitator untuk mengembangkan kapasitas
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komunitas, membangun kolaborasi, dan mendorong perubahan
positif secara partisipatif.

Sebagai analogi, metode fasilitasi dapat diibaratkan seperti
alat tukang kayu. Tukang tidak hanya mengandalkan satu alat
(misalnya palu), tetapi memerlukan berbagai alat sesuai
kebutuhan (gergaji, obeng, meteran). Demikian pula fasilitator
harus fleksibel menggunakan berbagai metode sesuai situasi.

E. Tantangan dalam Implementasi
Implementasi fasilitasi partisipatif sering menghadapi

tantangan, antara lain:

1. Dominasi elit lokal yang bisa menekan partisipasi kelompok
lemah.

2. Keterbatasan kapasitas masyarakat dalam mengartikulasikan
kebutuhan.

3. Hambatan budaya dan bahasa yang menyulitkan
komunikasi.

4. Ekspektasi masyarakat yang terlalu tinggi terhadap
fasilitator.

Untuk mengatasi hal ini, fasilitator harus mengedepankan
pendekatan adaptif (Heifetz, 2017), yaitu kemampuan membaca
dinamika sosial dan menyesuaikan strategi sesuai konteks lokal.
Metodologi fasilitasi partisipatif adalah kerangka kerja yang
menekankan dialog, kesetaraan, dan pemberdayaan masyarakat.
Melalui teori Freire, Chambers, Putnam, hingga pendekatan
kontemporer, metode ini terbukti relevan dalam berbagai
konteks pembangunan. Fasilitator berperan sebagai penggerak
yang memastikan proses berjalan inklusif, kolaboratif, dan
berkelanjutan.

Jika dianalogikan, fasilitasi partisipatif bagaikan jembatan
yang menghubungkan potensi masyarakat dengan sumber daya
pembangunan. Jembatan ini tidak hanya memudahkan akses,
tetapi juga memperkuat persatuan dalam menapaki jalan
perubahan bersama.
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F. Prinsip partisipasi aktif

Partisipasi aktif merupakan salah satu fondasi utama dalam
metodologi fasilitasi partisipatif. Tanpa adanya partisipasi aktif
dari masyarakat, sebuah program pemberdayaan tidak akan
berjalan sesuai harapan. Hal ini sejalan dengan pendapat
Arnstein (1969) dalam Ladder of Citizen Participation, yang
menggambarkan partisipasi sebagai tangga berjenjang. Pada
level terendah, masyarakat hanya sekadar diberi informasi,
sedangkan pada level tertinggi, masyarakat memiliki kontrol
penuh terhadap pengambilan keputusan. Prinsip partisipasi aktif
menekankan keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai
penerima manfaat (beneficiaries), melainkan juga sebagai subjek
utama pembangunan (actors of change).

1. Makna Partisipasi Aktif dalam Konteks Pemberdayaan

Partisipasi aktif dapat dimaknai sebagai keterlibatan penuh
masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan: mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi.
Menurut Cornwall (2008), partisipasi bukan hanya proses teknis
melibatkan masyarakat, tetapi juga sarana untuk membangun
kesadaran kritis, solidaritas, dan rasa memiliki terhadap
program. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi menjadi
objek, tetapi ikut menentukan arah perubahan sosial yang
mereka butuhkan.

Analoginya, partisipasi aktif bisa disamakan dengan “gotong
royong membangun rumah.” Jika hanya tukang yang bekerja
sementara pemilik rumah hanya menonton, maka rumah
memang akan berdiri, tetapi mungkin tidak sesuai dengan
keinginan pemilik. Namun, bila pemilik rumah ikut merancang,
memilih bahan, hingga mengecat, maka rumah tersebut akan
lebih sesuai dengan kebutuhannya. Begitu pula dengan program
pemberdayaan: hasilnya akan lebih relevan jika masyarakat turut
aktif di dalamnya.
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2.

Prinsip-prinsip Dasar Partisipasi Aktif
Prinsip partisipasi aktif dalam fasilitasi dapat dirinci ke

dalam beberapa aspek berikut:

a.

Keterlibatan Setara (Inclusiveness).

Semua anggota masyarakat, tanpa memandang gender, usia,
atau latar belakang sosial, memiliki hak yang sama untuk
terlibat. Teori inclusive participation dari Gaventa (2021)
menegaskan bahwa ruang partisipasi harus bebas dari
diskriminasi agar suara kelompok marginal dapat terdengar.

. Kesukarelaan (Voluntarism).

Partisipasi yang efektif lahir dari kesukarelaan, bukan
paksaan. Chambers (1997) menyebutkan bahwa keterlibatan
masyarakat yang dipaksakan hanya akan menghasilkan
tokenism atau partisipasi semu.

Kesadaran Kritis (Critical Consciousness).

Paulo Freire (1970) menekankan pentingnya conscientization
atau kesadaran kritis dalam partisipasi. Artinya, masyarakat
perlu memahami mengapa mereka berpartisipasi dan apa
dampak dari keterlibatan tersebut terhadap kehidupan
mereka.

. Tanggung Jawab Bersama (Shared Responsibility).

Partisipasi aktif menuntut adanya pembagian tanggung jawab
antara fasilitator, pemangku kepentingan, dan masyarakat.
Menurut Uphoff (2012), rasa tanggung jawab bersama
memperkuat rasa memiliki (sense of ownership) yang menjadi
kunci keberlanjutan program.

Keterbukaan (Transparency).

Proses partisipasi harus berlangsung secara transparan.
Informasi harus disampaikan dengan jelas dan mudah
dipahami. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance
(UNDP, 2020) yang menekankan transparansi sebagai syarat
partisipasi efektif.
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G. Tantangan dalam Mewujudkan Partisipasi Aktif

Meskipun penting, partisipasi aktif seringkali menghadapi
sejumlah hambatan. Pertama, budaya paternalistik di beberapa
komunitas menyebabkan masyarakat cenderung pasif
menunggu arahan dari tokoh tertentu. Kedua, ketimpangan
akses informasi dapat membuat kelompok tertentu (misalnya
perempuan atau masyarakat miskin) kurang terlibat. Ketiga,
keterbatasan kapasitas masyarakat, baik dari sisi pengetahuan
maupun keterampilan, juga menjadi kendala.

Sebagai contoh, dalam program pengembangan desa wisata,
hanya segelintir kelompok masyarakat yang aktif, sementara
sebagian besar lainnya pasif karena tidak memahami peluang
ekonomi yang ada. Akibatnya, manfaat program hanya
dinikmati kelompok tertentu.

1. Strategi Fasilitator dalam Mendorong Partisipasi Aktif

Fasilitator memiliki peran strategis untuk memastikan
partisipasi aktif berjalan optimal. Beberapa strategi yang dapat
dilakukan antara lain:

a. Membangun Kepercayaan. Menurut Pretty (2021),
kepercayaan adalah prasyarat partisipasi. Fasilitator perlu
hadir secara konsisten, mendengarkan, dan menunjukkan
empati agar masyarakat merasa aman untuk terlibat.

b. Menggunakan Metode Partisipatif.Seperti Participatory Rural
Appraisal (PRA), Focus Group Discussion (FGD), atau
Community Mapping. Metode ini membuat masyarakat lebih
mudah mengekspresikan pendapat.

c. Memfasilitasi Kapasitas, Fasilitator harus memberikan
pelatihan atau pendampingan teknis agar masyarakat
memiliki kemampuan berkontribusi secara nyata.

d. Mendorong Dialog Terbuka.Diskusi yang inklusif akan
memperkaya gagasan dan meminimalkan dominasi
kelompok tertentu.
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2. Contoh Implementasi Prinsip Partisipasi Aktif

Salah satu contoh nyata penerapan partisipasi aktif adalah
program Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
(Musrenbangdes) di Indonesia. Dalam forum ini, masyarakat
diberi ruang untuk mengusulkan program prioritas. Penelitian
Kusumastuti (2022) menunjukkan bahwa desa yang menjalankan
Musrenbangdes  secara  inklusif = cenderung  memiliki
pembangunan yang lebih berkelanjutan dibanding desa yang
melibatkan masyarakat secara terbatas.

Contoh lainnya adalah program penguatan UMKM di
Yogyakarta melalui Business Incubator. Program ini berhasil
meningkatkan kemandirian usaha karena melibatkan pelaku
UMKM secara aktif dalam penyusunan kurikulum pelatihan.

3. Analogi Kehidupan Sehari-hari

Untuk memahami prinsip partisipasi aktif secara sederhana,
bayangkan sebuah tim sepak bola. Jika hanya pelatih yang
menentukan strategi tanpa mendengar masukan pemain, tim
mungkin akan kesulitan. Tetapi, ketika semua pemain terlibat
dalam diskusi strategi, mengekspresikan kekuatan dan
kelemahan masing-masing, maka permainan tim akan lebih
solid. Demikian pula dalam pemberdayaan masyarakat:
fasilitator adalah pelatih, sedangkan masyarakat adalah pemain
utama yang menentukan jalannya permainan.

Prinsip partisipasi aktif bukan sekadar jargon dalam dunia
pemberdayaan, melainkan roh yang menentukan kualitas sebuah
program. la menuntut keterlibatan setara, sukarela, kritis,
bertanggung jawab, dan transparan dari seluruh pihak.
Tantangan seperti budaya pasif, ketimpangan akses, dan
keterbatasan kapasitas dapat diatasi dengan strategi fasilitasi
yang tepat. Pada akhirnya, partisipasi aktif menjadikan
masyarakat bukan sekadar penerima manfaat, melainkan aktor
perubahan sosial.

Prinsip partisipasi aktif merupakan jantung dari metodologi
fasilitasi partisipatif. Tanpa keterlibatan nyata masyarakat,
pembangunan hanya akan bersifat elitis dan berpotensi gagal
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menjawab kebutuhan lokal. Partisipasi aktif menuntut
keterlibatan menyeluruh, baik dalam aspek kognitif, emosional,
praktis, maupun pengambilan keputusan.

Namun, partisipasi aktif tidak akan terwujud secara otomatis.
Dibutuhkan peran fasilitator yang mampu menciptakan ruang
inklusif, membangun kapasitas, serta memastikan setiap
individu merasa dihargai. Dengan demikian, partisipasi aktif
bukan hanya jargon, tetapi menjadi praktik nyata yang
menggerakkan perubahan sosial berkelanjutan.

H. Teknik Fasilitasi: FGD, Pemetaan Sosial, Analisis SWOT

Komunitas, Skenario Masa Depan

Dalam dunia pemberdayaan masyarakat, fasilitator
memegang peranan penting untuk menjembatani ide,
kebutuhan, dan kepentingan komunitas. Peran ini tidak bisa
dijalankan dengan cara otoriter, melainkan melalui pendekatan
partisipatif yang memberi ruang bagi semua pihak untuk terlibat.
Oleh karena itu, diperlukan teknik fasilitasi yang tepat, agar
masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dari
proses perubahan.

Beberapa teknik yang paling relevan dan banyak digunakan
adalah Focus Group Discussion (FGD), pemetaan sosial, analisis
SWOT komunitas, dan perancangan skenario masa depan.
Keempat teknik ini saling melengkapi: FGD untuk menggali
suara kolektif, pemetaan sosial untuk memahami struktur dan
dinamika masyarakat, SWOT wuntuk membaca kekuatan
sekaligus tantangan, serta skenario masa depan untuk
merancang langkah strategis.

1. Focus Group Discussion (FGD)

FGD adalah metode diskusi kelompok kecil yang difasilitasi
untuk menggali informasi, persepsi, dan aspirasi masyarakat
terhadap suatu isu. Menurut Morgan (2021), FGD efektif untuk
mengungkap pengalaman subjektif sekaligus membangun
konsensus. Dalam konteks pemberdayaan, FGD dapat
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diibaratkan seperti cermin bersama. Saat masyarakat duduk
melingkar dan Dberbicara, mereka saling berkaca pada
pengalaman masing-masing, hingga akhirnya menemukan
gambaran utuh mengenai kondisi yang sedang dihadapi.
Selanjutnya didefinikan bahwa FGD merupakan teknik fasilitasi
yang dilakukan dengan mengumpulkan sekelompok orang
untuk berdiskusi mengenai suatu isu atau kebutuhan tertentu.
Morgan (2020) menjelaskan bahwa FGD efektif karena
menciptakan ruang dialog yang setara, di mana setiap individu
dapat menyampaikan pandangan, pengalaman, dan aspirasi.

Keunggulan FGD adalah kemampuannya
menggali informasi kualitatif yang mendalam. Melalui diskusi
terarah, fasilitator dapat menemukan pola pikir, kebutuhan,
bahkan konflik laten dalam masyarakat. Analogi sederhananya,
FGD ibarat membuka “sumur informasi” yang ada di pikiran
warga. Dengan cara bertanya dan mengarahkan diskusi,
fasilitator dapat menimba pengetahuan yang sebelumnya
tersembunyi. Contoh penerapan: di sebuah desa yang ingin
mengembangkan pariwisata berbasis budaya, FGD dilakukan
dengan melibatkan pemuda, tokoh adat, perempuan, dan pelaku
UMKM. Hasilnya, terungkap bahwa meskipun ada potensi seni
tari lokal, namun kurang dukungan promosi digital. Diskusi ini
membuka jalan bagi kolaborasi antara pemuda kreatif dan
pemerintah desa.

Teori relevan: Chambers (2020) menekankan bahwa forum
diskusi seperti ini memberi ruang bagi voice of the unheard (suara
yang selama ini terpinggirkan), misalnya perempuan atau
kelompok miskin, untuk turut terlibat dalam pengambilan
keputusan.

2. Pemetaan Sosial

Pemetaan sosial adalah proses visualisasi kondisi, aset,
masalah, dan relasi sosial di sebuah komunitas. Menurut Pretty
(2022), teknik ini memungkinkan masyarakat untuk "melihat diri
mereka sendiri di atas peta,” sehingga lebih mudah memahami
posisi dan potensi yang dimiliki. Selanjutnya Pemetaan
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sosial adalah teknik untuk menggambarkan kondisi sosial,
ekonomi, budaya, dan potensi suatu komunitas. Menurut
Chambers (2021), pemetaan sosial membantu komunitas
memahami dirinya sendiri, sehingga mereka dapat melihat
peluang dan tantangan secara lebih jelas. Proses ini biasanya
dilakukan melalui partisipasi langsung, misalnya masyarakat
menggambar peta wilayah mereka, menandai sumber daya yang
ada, titik masalah, dan aktor kunci.

Pemetaan sosial tidak selalu berupa peta geografis, tetapi bisa
juga berbentuk diagram aset, bagan jaringan, hingga mind map
komunitas. Analogi sederhananya: pemetaan sosial ibarat foto
rontgen masyarakat. Seperti dokter yang butuh hasil rontgen
untuk mendiagnosis, fasilitator butuh peta sosial untuk
memahami apa yang ada di bawah permukaan.

Analogi sederhananya, pemetaan sosial ibarat membuat GPS
komunitas. Tanpa peta, masyarakat akan berjalan dalam
kegelapan; dengan peta, mereka bisa melihat jalan mana yang
terjal, mana yang mudah, dan di mana peluang baru bisa
digarap. Contoh penerapan: dalam program pengelolaan air
bersih di Nusa Tenggara Timur, pemetaan sosial dilakukan
untuk mengidentifikasi titik sumber mata air, jalur distribusi, dan
kelompok yang mengakses. Dari pemetaan itu terungkap bahwa
ada kelompok marginal yang selalu kesulitan mendapatkan air
karena lokasinya jauh dari jalur distribusi. Teori relevan:
Chambers (2021) menyebut pemetaan sosial sebagai bagian dari
Participatory Rural Appraisal (PRA), di mana warga tidak hanya
sebagai informan, tetapi juga pelaku utama yang menggambar
dan menafsirkan peta mereka sendiri.

3. Analisis SWOT Komunitas

Analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
(SWOT) adalah teknik yang dipakai untuk menilai posisi
strategis suatu komunitas. Gurel & Tat (2017) menekankan
bahwa analisis SWOT tidak hanya relevan untuk bisnis, tetapi
juga sangat penting dalam pengembangan sosial karena
membantu komunitas menyusun strategi berdasarkan kondisi
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nyata.Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats) awalnya populer di dunia bisnis, namun kini banyak
digunakan dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan SWOT,
fasilitator mendorong masyarakat untuk mengenali kekuatan
internal (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang eksternal
(opportunities), dan ancaman (threats).

Selanjutnya Menurut Bryson (2020), SWOT memberikan
kerangka sistematis untuk mengidentifikasi kekuatan internal,
kelemahan, peluang eksternal, dan ancaman yang dihadapi
komunitas. Wheelen & Hunger (2021) juga menegaskan bahwa
analisis SWOT efektif bila dilakukan secara partisipatif, karena
setiap anggota komunitas membawa perspektif yang berbeda
terhadap realitas sosial dan ekonomi. Analogi sederhananya,
SWOT ibarat cermin besar. Masyarakat bisa melihat wajah asli
mereka baik sisi menarik maupun kekurangannya. Cermin ini
penting agar langkah perbaikan tidak dilakukan dengan asumsi
semul.

Contoh praktik: Sebuah komunitas nelayan melakukan
analisis SWOT. Mereka menyadari kekuatan mereka adalah
pengalaman melaut turun-temurun, kelemahannya adalah akses
pasar yang terbatas, peluangnya adalah tren wisata kuliner laut,
dan ancamannya adalah perubahan iklim. Dari analisis ini,
mereka memutuskan mengembangkan produk olahan ikan dan
membangun pasar digital.

4. Skenario Masa Depan

Skenario masa depan (future scenario planning) adalah teknik
yang digunakan untuk membayangkan berbagai kemungkinan
yang akan dihadapi komunitas. Van der Heijden (2020)
menjelaskan bahwa metode ini membantu masyarakat
mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian dengan
merumuskan beberapa alternatif strategi. Skenario masa depan
adalah metode perencanaan strategis berbasis imajinasi kolektif
tentang kondisi yang mungkin terjadi. Hal ini juga diperkuat
oleh Van der Heijden (2022) yang mana menjelaskan bahwa
skenario bukan prediksi, melainkan cara mempersiapkan
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berbagai kemungkinan. Dalam proses ini, fasilitator mengajak
masyarakat membayangkan berbagai kondisi optimistis,
pesimistis, dan realistis. Setiap skenario kemudian dipetakan
beserta langkah antisipasinya. Analogi sederhananya:
merancang skenario masa depan ibarat menyiapkan payung
sebelum hujan, jas hujan saat badai, dan kaca mata hitam saat
terik matahari. Masyarakat tidak bisa mengendalikan cuaca
(perubahan sosial-ekonomi global), tapi bisa mempersiapkan diri
untuk berbagai kemungkinan.

Contoh penerapan: dalam pengembangan desa digital, warga
bersama fasilitator membuat tiga skenario masa depan:

a. Optimis, desa menjadi pusat ekowisata digital dengan
dukungan teknologi 5G.

b. Moderat, desa hanya mengandalkan e-commerce lokal untuk
menjual produk.

c. Pesimis, desa tertinggal karena rendahnya literasi digital.

Dengan skenario ini, masyarakat bisa menyusun strategi
adaptif yang fleksibel, seperti memperkuat literasi digital
generasi muda dan menggandeng universitas untuk
pendampingan.

Teori relevan: Schoemaker & Tetlock (2020) menekankan
pentingnya scenario thinking untuk mengurangi bias optimisme
dan mempersiapkan langkah-langkah adaptif yang realistis.

Tabel Analisis Teknik Fasilitasi

Teknik Tujuan Utama Kelebihan Contoh
Fasilitasi Praktik
Lapangan
FGD Menggali informasi | Suasana Identifikasi
dan aspirasi warga | partisipatif, hambatan
mendalam, UMKM
fleksibel melalui
diskusi warga
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Pemetaan | Memetakan Visual, mudah | Peta potensi
Sosial potensi, masalah, dipahami, desa wisata
dan aktor kunci partisipatif lokal
Analisis Menilai kekuatan, Sistematis, Analisis
SWOT kelemahan, strategis, nelayan
peluang, ancaman | berbasis fakta | terhadap pasar
kuliner laut
Skenario Menyusun Antisipatif, Rencana
Masa alternatif strategi visioner, ketahanan
Depan menghadapi adaptif pangan
ketidakpastian berbasis
perubahan
iklim

Keempat teknik fasilitasi ini FGD, pemetaan sosial, analisis
SWOT, dan skenario masa depan bukan sekadar metode teknis,
melainkan sarana untuk menumbuhkan kesadaran kritis,
memperkuat partisipasi, dan membangun strategi komunitas
yang berkelanjutan. Dengan penerapan yang tepat, fasilitator
berperan sebagai penggerak perubahan yang memastikan
masyarakat tidak hanya “dilibatkan”, tetapi juga benar-benar
menjadi aktor utama dalam pembangunan. Ketika dipadukan,
keempatnya ibarat alat pertukangan lengkap dalam kotak
seorang tukang. Tukang yang baik tidak hanya mengandalkan
palu, tetapi juga gergaji, obeng, dan penggaris. Begitu pula
fasilitator: ia harus tahu kapan menggunakan FGD untuk
menggali ide, kapan memetakan aset sosial, kapan menganalisis
SWOT, dan kapan merancang skenario masa depan. Dengan
menguasai teknik-teknik ini, fasilitator dapat menjalankan
perannya bukan hanya sebagai penggerak, tetapi juga sebagai
arsitek perubahan sosial yang berkelanjutan.

I. Model Fasilitasi Berbasis Siklus: Eksplorasi - Refleksi -
Aksi - Evaluasi
Dalam pemberdayaan masyarakat, fasilitasi tidak bisa
dilakukan dengan pola linier yang kaku. Dinamika sosial selalu
bergerak, penuh dengan ketidakpastian dan perubahan. Oleh
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karena itu, diperlukan model fasilitasi berbasis siklus  yang
memungkinkan proses belajar bersama masyarakat berlangsung
secara berkesinambungan.

Siklus ini meliputi empat tahap utama: eksplorasi, refleksi,
aksi, dan evaluasi. Konsep ini berakar dari teori experiential
learning Kolb (2015), yang menekankan bahwa pembelajaran
efektif muncul melalui siklus pengalaman, refleksi,
konseptualisasi, dan aksi. Dengan pendekatan ini, fasilitator
bukan hanya “memberi solusi”, melainkan menumbuhkan
kesadaran kritis dan kapasitas warga untuk menemukan serta
mengelola solusi mereka sendiri.

Analogi sederhananya, model ini ibarat berkebun. Eksplorasi
adalah tahap mengenali kondisi tanah, refleksi adalah
merenungkan benih apa yang cocok, aksi adalah menanam dan
merawat, sementara evaluasi adalah melihat hasil panen serta
belajar untuk musim berikutnya.

1. Tahap Eksplorasi

Tahap eksplorasi adalah proses awal di mana fasilitator dan
komunitas menggali kondisi nyata, potensi, serta persoalan yang
dihadapi. Menurut Chambers (2021), eksplorasi partisipatif
mendorong masyarakat untuk “melihat kembali” lingkungannya
dengan perspektif baru. Pada tahap ini, fasilitator menggunakan
berbagai teknik seperti FGD, wawancara, transek walk, dan
pemetaan sosial. Tujuan wutamanya adalah menciptakan
gambaran utuh tentang kehidupan komunitas, baik aspek sosial,
ekonomi, budaya, maupun lingkungan.

Analogi sederhananya, eksplorasi ibarat membuka jendela
rumah setelah lama tertutup. Begitu jendela dibuka, udara segar
dan cahaya masuk, sehingga kita bisa melihat keadaan ruangan
dengan lebih jelas. Contoh praktik: Dalam pemberdayaan petani
muda, fasilitator mengajak warga menelusuri lahan pertanian,
mencatat kondisi tanah, sistem irigasi, dan kebiasaan bercocok
tanam. Dari eksplorasi ini, terungkap bahwa meskipun lahan
subur, akses terhadap pupuk organik masih terbatas.
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2. Tahap Refleksi

Refleksi adalah proses merenungkan hasil eksplorasi dengan
melibatkan seluruh anggota komunitas. Analogi sederhananya,
refleksi ibarat bercermin di air jernih. Melalui cermin itu,
seseorang bisa melihat wajahnya sendiri dengan jelas, termasuk
noda atau kerut yang mungkin sebelumnya diabaikan. Contoh
praktik: Setelah eksplorasi, para petani diajak merefleksikan
mengapa mereka masih bergantung pada pupuk kimia. Dari
diskusi muncul kesadaran bahwa ketergantungan ini bukan
karena ketidaktahuan, melainkan karena distribusi pupuk
organik belum tersedia secara merata.

3. Tahap Aksi

Tahap aksi adalah momentum ketika hasil refleksi
diterjemahkan menjadi langkah nyata. Menurut Freire (2018),
aksi adalah inti dari praxis yakni tindakan yang lahir dari
kesadaran kritis. Aksi bisa berupa kegiatan percobaan, program
bersama, atau inovasi sosial. Fasilitator berperan untuk
memastikan aksi tersebut realistis, terukur, dan sesuai dengan
kapasitas komunitas.

Analogi sederhananya, aksi ibarat menyalakan mesin mobil
setelah memeriksa bensin, oli, dan kondisi jalan. Tanpa aksi,
seluruh eksplorasi dan refleksi hanya akan menjadi wacana
kosong. Contoh praktik: Para petani memutuskan melakukan uji
coba membuat pupuk kompos secara mandiri. Fasilitator
membantu menyediakan pelatihan teknis dan mendampingi
proses produksi awal. Hasilnya, muncul rasa percaya diri bahwa
mereka bisa lebih mandiri dalam pengelolaan pertanian.

4. Tahap Evaluasi

Evaluasi adalah proses menilai efektivitas aksi yang telah
dilakukan. Menurut Patton (2020), evaluasi partisipatif
memungkinkan komunitas belajar dari pengalaman dan
memperbaiki strategi ke depan. Evaluasi bukan hanya soal
menghitung keberhasilan atau kegagalan, tetapi juga menggali
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pelajaran dari proses yang dilalui. Dengan demikian, evaluasi
menjadi jembatan untuk memulai siklus berikutnya.

Analogi sederhananya, evaluasi ibarat menengok hasil panen
diladang. Panen yang baik memberi rasa puas, tetapi panen yang
gagal juga menyimpan pelajaran berharga untuk musim tanam
berikutnya. Contoh praktik: Setelah enam bulan, petani menilai
hasil penggunaan pupuk kompos. Mereka menemukan bahwa
hasil panen meningkat 20%, tetapi masih ada kendala pada
distribusi. Dari mereka memutuskan untuk
membentuk koperasi produksi pupuk.

evaluasi ini,

5. Keterkaitan Antar Tahap

Keempat tahap ini saling berhubungan dalam sebuah
lingkaran pembelajaran berkelanjutan. Setelah evaluasi, siklus
kembali ke eksplorasi dengan wawasan yang lebih kaya. Model
ini membuat fasilitasi menjadi proses yang dinamis, adaptif, dan
jangka dapat
digambarkan seperti roda sepeda. Selama roda terus berputar,
perjalanan akan berlanjut. Jika salah satu bagian hilang (misalnya
tanpa evaluasi), roda tidak bisa berfungsi dengan baik.

berorientasi panjang. Analogi siklus ini

Tabel Ringkasan Siklus Fasilitasi

Tahap Fokus Utama Peran Analogi
Fasilitator Sederhana

Eksplorasi | Menggali potensi, Menyediakan | Membuka
masalah, dan ruang jendela untuk
kondisi nyata observasi melihat ruang

partisipatif

Refleksi Menganalisis dan Memfasilitasi | Bercermin di
memahami akar diskusi kritis air jernih
masalah

Aksi Menerapkan Mendampingi | Menyalakan
langkah nyata implementasi | mesin mobil
berbasis refleksi
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Evaluasi Menilai hasil dan Memfasilitasi Menengok
mengambil pembelajaran | hasil panen

pelajaran kolektif

Model fasilitasi berbasis siklus eksplorasi, refleksi, aksi, dan
evaluasi memberikan kerangka kerja yang fleksibel namun
sistematis. Dengan pendekatan ini, pemberdayaan masyarakat
tidak berhenti pada kegiatan sesaat, melainkan menjadi proses
pembelajaran berkelanjutan yang menguatkan kapasitas kolektif.
Seorang fasilitator yang menguasai siklus ini tidak hanya
menjadi “pendamping teknis”, tetapi juga penyemai perubahan
sosial. Ibarat petani yang menanam benih dengan sabar,
fasilitator membantu masyarakat menumbuhkan kesadaran
kritis, mengelola aksi nyata, dan belajar dari pengalaman demi
keberlanjutan.

J. Tools partisipatif: PRA (Participatory Rural Appraisal),
storytelling, roleplay

Dalam fasilitasi partisipatif, keberhasilan tidak hanya
ditentukan oleh kemampuan fasilitator membangun komunikasi,
tetapi juga oleh pemilihan alat (fools) yang tepat. Tools
partisipatif ibarat “kunci” yang membuka ruang dialog,
menggerakkan keterlibatan warga, serta menumbuhkan rasa
memiliki (sense of ownership) terhadap program. Dalam konteks
pemberdayaan masyarakat, tiga tools yang sangat relevan dan
banyak digunakan adalah: Participatory Rural Appraisal (PRA),
storytelling, dan roleplay.

Ketiganya memiliki karakter unik. PRAmenekankan metode
analisis berbasis masyarakat, storytelling mengedepankan
kekuatan narasi untuk menyampaikan nilai, dan roleplay
membuka ruang simulasi pengalaman nyata agar peserta dapat
berlatih mengambil keputusan. Dengan kombinasi tersebut,
fasilitator mampu menjembatani beragam gaya belajar
masyarakat (visual, auditori, kinestetik) sekaligus mendorong
partisipasi aktif.
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1. Participatory Rural Appraisal (PRA)
a. Konsep Dasar PRA

Participatory Rural Appraisal (PRA) dikembangkan pada
akhir 1980-an oleh Robert Chambers sebagai respon atas
pendekatan top-down yang sering mengabaikan pengetahuan
lokal. PRA berlandaskan pada prinsip bahwa masyarakat adalah
ahli atas kehidupannya sendiri (Chambers, 1994). Fasilitator
hanya berperan sebagai pendamping yang membantu
masyarakat menggali informasi, menganalisis, dan merumuskan
solusi.

Menurut Pretty (2021), PRA kini tidak hanya dipakai di
pedesaan, tetapi juga di perkotaan, UMKM, hingga komunitas
digital. Prinsip utamanya tetap sama: mendorong analisis
mandiri dengan alat visual sederhana (misalnya peta sosial,
kalender musim, diagram alir, matriks perbandingan).

Analogi sederhanya “bayangkan sebuah tim dokter datang
ke desa untuk memeriksa kesehatan warga. Dokter bisa saja
langsung menuliskan resep tanpa mendengar keluhan pasien.
Namun, dengan PRA, dokter justru duduk bersama pasien,
mendengarkan pengalaman mereka, lalu bersama-sama mencari
solusi terbaik. Inilah inti PRA: bukan “orang luar” yang
menentukan, melainkan warga sendiri yang memimpin proses
belajar.

b. Kelebihan PRA

1) Memberdayakan masyarakat karena mereka merasa
dihargai sebagai sumber data utama.

2) Menghasilkan data yang kontekstual dan kaya detail lokal.

3) Memperkuat kohesi sosial melalui proses diskusi kolektif.

Contoh Penerapan PRA

Dalam program pengembangan desa wisata di Jawa Tengah
(2022), fasilitator menggunakan PRA untuk memetakan potensi
lokal. Warga menggambar peta desa di atas kertas besar,
menandai lokasi potensi wisata, infrastruktur, serta area rawan
bencana. Dari diskusi, muncul ide paket wisata berbasis budaya
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lokal yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh pemerintah desa.
Hasil ini menunjukkan bahwa PRA tidak hanya memberi data,
tetapi juga membangkitkan ide kreatif dari warga sendiri.

2. Storytelling sebagai Alat Fasilitasi
Storytelling atau seni bercerita merupakan tools yang efektif
dalam memfasilitasi pembelajaran sosial. Denning (2020)
menegaskan bahwa cerita bukan sekadar hiburan, melainkan
instrumen perubahan sosial karena mampu membangkitkan
emosi, imajinasi, dan nilai moral. Menurut Selanjutnya Green &
Brock (2021), storytelling efektif karena bekerja melalui
mekanisme transportasi naratif: pendengar “dibawa masuk” ke
dalam cerita sehingga lebih mudah menerima pesan. Dalam
konteks fasilitasi, cerita lokal (local wisdom) lebih kuat
pengaruhnya dibanding presentasi formal. Dalam fasilitasi,
storytelling dipakai untuk:
a. Membangun empati: kisah nyata membuat peserta merasa
dekat dengan pengalaman orang lain.
b. Mentransfer pengetahuan: pesan lebih mudah diingat
melalui cerita daripada data statistik kering.
c. Mendorong aksi kolektif: cerita dapat menjadi pemantik
semangat gerakan bersama.

Analogi Storytelling: Ibarat menyalakan api unggun di malam
gelap, storytelling menciptakan kehangatan dan cahaya yang
menarik orang berkumpul. Data mungkin seperti bara api kecil,
tapi cerita adalah kayu bakar yang membuat api tetap menyala.

Contoh  Penerapan  Storytelling: ~ Dalam  pelatihan
kewirausahaan UMKM di Yogyakarta (2023), fasilitator
menggunakan kisah sukses pengusaha lokal yang bangkit dari
kegagalan. Cerita itu menginspirasi peserta untuk berani
mencoba inovasi meski terbatas modal. Hasilnya, peserta lebih
termotivasi dibanding ketika hanya diberikan teori bisnis.
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3. Roleplay sebagai Simulasi Sosial
Roleplay adalah metode pembelajaran partisipatif di mana
peserta memerankan peran tertentu dalam situasi simulasi.
Menurut Kolb’s Experiential Learning Theory (2020), roleplay
efektif karena memberikan pengalaman langsung (learning by
doing), bukan sekadar pengetahuan abstrak. Selanjutnya Kolb &
Kolb (2020) juga menjelaskan bahwa pengalaman simulasi
mendorong siklus pembelajaran: mengalami — merefleksi —
mengkonseptualisasi bertindak. Sementara Bandura (2021)dalam
teori pembelajaran sosial menegaskan bahwa individu belajar
melalui observasi dan imitasi, sehingga roleplay memberi ruang
untuk melihat dan mencoba perilaku baru. Dalam fasilitasi,
roleplay digunakan untuk:
a. Melatih keterampilan komunikasi dan negosiasi.
b. Menghadapi konflik sosial secara aman dalam simulasi.
c. Mengembangkan empati dengan memahami posisi orang
lain.

Analogi Roleplay: Bayangkan pilot belajar menerbangkan
pesawat. Tentu ia tidak langsung duduk di kokpit Boeing 737 dan
terbang ke udara. Ia belajar dulu lewat simulator. Demikian pula
roleplay: sebuah “simulator sosial” yang aman untuk mencoba
strategi sebelum diterapkan di dunia nyata.

Contoh Penerapan Roleplay: Dalam program pendidikan
perdamaian di Sulawesi (2022), fasilitator mengadakan roleplay
konflik lahan. Peserta berperan sebagai petani, investor, dan
pejabat pemerintah. Dari simulasi muncul kesadaran baru
tentang pentingnya mediasi dan win-win solution. Proses ini lebih
membekas dibanding diskusi normatif tentang konflik.
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4. Analisis Perbandingan Tools Partisipatif

Tabel Ringkasan Siklus Fasilitasi

Tools | Fokus Kelebihan Keterbatasan | Contoh
Utama Aplikasi
PRA Analisis Memberdaya- Membutuh- Pemetaan
berbasis kan warga, data | kan waktu & desa wisata,
masyarakat | kontekstual, keterampilan | perenca-
membangun fasilitator naan desa
solidaritas
Story Penyam- Memotivasi, Bisa subjektif, | Pelatihan
Telling | paian nilai mudah diingat, tergantung UMKM,
& inspirasi membangun keterampilan | kampanye
empati pencerita kesehatan
Role Simulasi Melatih Membutuh- Pendidikan
play pengalaman | keterampilan kan partisipasi | perdamaian,
sosial nyata, aktif, kadang pelatihan
membangun memicu negosiasi
empati, aman resistensi
untuk uji coba

5. Integrasi Ketiga Tools

Ketiga tools ini tidak harus dipakai terpisah. Justru

integrasinya dapat memperkuat hasil fasilitasi. Misalnya:

a. PRA digunakan untuk menggali data awal tentang masalah
komunitas.

b. Storytelling dipakai untuk membangun kesadaran dan
motivasi warga.

c. Roleplay dipraktikkan untuk melatih keterampilan dalam
menyelesaikan masalah yang sudah teridentifikasi.

Analogi sederhananya, PRA adalah peta jalan, storytelling
adalah bahan bakar semangat, dan roleplay adalah kendaraan
simulasi yang memungkinkan masyarakat mencoba perjalanan
sebelum benar-benar menempuhnya.

Pemilihan fools partisipatif yang tepat menjadi kunci
keberhasilan fasilitasi. PRA menegaskan prinsip masyarakat
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sebagai ahli kehidupan mereka sendiri, storytelling menyentuh
sisi emosional dan nilai, sedangkan roleplay melatih
keterampilan nyata melalui simulasi. Dalam dinamika sosial
yang semakin  kompleks, fasilitator = perlu  kreatif
mengombinasikan ketiga pendekatan ini. Dengan begitu, proses
pemberdayaan tidak berhenti pada wacana, tetapi menjelma
menjadi transformasi sosial yang hidup, dimiliki, dan dijalankan
oleh masyarakat itu sendiri.
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BAB VII
Etika Profesi dan Kode

Perilaku Fasilitator

Dalam dunia pemberdayaan masyarakat, fasilitator tidak
hanya berperan sebagai penggerak perubahan sosial, tetapi juga
sebagai figur moral yang menjadi panutan dalam setiap proses
interaksi dengan komunitas. Etika profesi dan kode perilaku
menjadi fondasi penting agar peran fasilitator berjalan sesuai
dengan prinsip keadilan, integritas, serta menghormati martabat
manusia. Tanpa etika, fasilitasi mudah terjebak dalam
kepentingan sesaat, manipulasi, bahkan bisa melahirkan praktik
dominasi baru yang justru bertentangan dengan esensi
pemberdayaan.

Menurut Banks (2020) dalam kajian etika sosial, peran
fasilitator menuntut adanya “ethical mindfulness,” yakni
kesadaran penuh terhadap implikasi moral dari setiap keputusan
yang diambil. Seorang fasilitator harus mampu memastikan
bahwa setiap langkah yang ditempuh selalu berpihak pada
kepentingan komunitas, bukan kepentingan pribadi atau
institusional semata.
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A. Landasan Etika Profesi Fasilitator

Etika profesi bagi fasilitator pemberdayaan masyarakat
merupakan fondasi penting yang menuntun perilaku,
keputusan, dan interaksi fasilitator dengan masyarakat maupun
pemangku kepentingan. Landasan etika ini menjamin bahwa
setiap kegiatan pemberdayaan dilakukan dengan prinsip
profesionalisme, tanggung jawab, integritas, dan penghormatan
terhadap hak-hak individu dan komunitas. Dengan memegang
teguh etika profesi, fasilitator dapat membangun kepercayaan,
meminimalkan  konflik, dan  memastikan  program
pemberdayaan berjalan efektif, adil, dan berkelanjutan.

1. Prinsip Profesionalisme
Fasilitator harus menjalankan tugas secara kompeten,
objektif, dan sesuai standar keahlian. Profesionalisme mencakup
kemampuan teknis, pedagogik, sosial, dan etis yang terintegrasi.
a. Tujuan: Meningkatkan kualitas program, kredibilitas
fasilitator, dan kepercayaan masyarakat.
b. Landasan Teori: Teori Professional Ethics menekankan
bahwa tanggung jawab dan kompetensi profesional
merupakan dasar legitimasi profesi.

2. Integritas dan Kejujuran
Integritas menjadi prinsip utama yang menuntut fasilitator

bersikap jujur dalam penyampaian informasi, evaluasi program,

dan pengelolaan sumber daya.

a. Tujuan: Membangun kepercayaan masyarakat dan
pemangku kepentingan.

b. Dinamika: Fasilitator harus transparan dalam setiap
keputusan, = menghindari  manipulasi  data, dan
menyampaikan hasil evaluasi secara objektif.

c. Landasan Teori: Virtue Ethics (Aristoteles) menekankan
pentingnya karakter moral dan konsistensi perilaku dalam
membangun kredibilitas profesi.
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3. Keadilan dan Kesetaraan
Fasilitator wajib memperlakukan seluruh anggota masyarakat
secara adil, tanpa diskriminasi berdasarkan gender, usia, status
sosial, atau latar belakang ekonomi.
a. Tujuan: Menjamin inklusivitas, mendorong partisipasi aktif,
dan mengurangi ketimpangan sosial.
b. Landasan Teori: Social Justice Theory menekankan pentingnya
prinsip keadilan dalam pembangunan masyarakat dan
pengambilan keputusan kolektif.

4. Penghormatan terhadap Hak dan Budaya Masyarakat
Fasilitator harus menghargai nilai, norma, adat, dan tradisi

masyarakat. Hal ini termasuk menghormati hak individu dan

kelompok  untuk  mengekspresikan  pandangan  serta

mengendalikan proses pemberdayaan di komunitas mereka.

a. Tujuan: Memastikan intervensi pemberdayaan relevan,
diterima masyarakat, dan memperkuat kearifan lokal.

b. Landasan Teori: Cultural Competence Theory sensitivitas
terhadap konteks budaya meningkatkan efektivitas interaksi
dan program pemberdayaan.

5. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas
Fasilitator bertanggung jawab atas setiap keputusan,
tindakan, dan hasil program. Tanggung jawab ini mencakup
akuntabilitas terhadap masyarakat, lembaga, dan pemangku
kepentingan lainnya.
a. Tujuan: Memastikan keberlanjutan, transparansi, dan
keberhasilan program.
b. Landasan Teori: Accountability Theory akuntabilitas
profesional  adalah  prasyarat untuk membangun
kepercayaan dan legitimasi program.

6. Kerahasiaan dan Privasi

Fasilitator harus menjaga kerahasiaan informasi pribadi, data
sensitif, dan diskusi komunitas yang bersifat rahasia.
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a. Tujuan: Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan
mendorong partisipasi aktif tanpa rasa takut atau khawatir.

b. Landasan Teori: Ethical Principles of Confidentiality
perlindungan  privasi ~ merupakan  pilar  utama
profesionalisme dan kepercayaan dalam pemberdayaan
masyarakat.

Landasan etika profesi bagi fasilitator pemberdayaan
masyarakat meliputi profesionalisme, integritas, keadilan,
penghormatan terhadap budaya dan hak masyarakat, tanggung
jawab, serta kerahasiaan. Etika profesi menjadi pedoman utama
yang menjamin kualitas interaksi fasilitator dengan masyarakat,
membangun  kepercayaan, dan memastikan  program
pemberdayaan berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
Fasilitator yang berpegang pada prinsip etika ini mampu menjadi
agen perubahan yang kredibel, profesional, dan berdampak
positif bagi komunitas.

Selanjutnya Etika profesi merupakan seperangkat nilai,
prinsip, dan norma yang mengarahkan perilaku profesional agar
selaras dengan tujuan sosial dan kemanusiaan. Bagi fasilitator,
etika profesi menjadi kompas moral yang membantu menjaga
kepercayaan masyarakat. Teori Kode Etik Profesi (Beauchamp &
Childress, 2019) menyebutkan empat prinsip utama dalam etika

profesi:
a. Otonomi, menghargai hak masyarakat untuk mengambil
keputusan.

b. Beneficence (kebajikan), bertindak demi kebaikan komunitas.

c. Non-maleficence, menghindari tindakan yang merugikan.

d. Justice, memastikan keadilan dan distribusi sumber daya
yang merata.

Dalam konteks fasilitasi, prinsip-prinsip ini harus
diterjemahkan dalam tindakan nyata: misalnya, memberi ruang
suara yang sama antara kelompok dominan dan marjinal, atau
memastikan perempuan, pemuda, dan kelompok rentan tidak
dikesampingkan dalam musyawarah komunitas.
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7. Kode Perilaku Fasilitator
Kode perilaku adalah turunan praktis dari etika profesi. Jika

etika memberi arah normatif, maka kode perilaku menjabarkan

aturan konkret yang wajib ditaati fasilitator. Menurut

International Association of Facilitators (IAF, 2021), terdapat lima

prinsip utama kode perilaku fasilitator global:

a. Respect for diversity, menghormati keberagaman budaya,
agama, gender, dan pandangan.

b. Client and community first, mengutamakan kepentingan
masyarakat daripada kepentingan pribadi.

c. Transparency, bersikap jujur dan terbuka dalam komunikasi.
Confidentiality, menjaga kerahasiaan informasi komunitas.

e. Professional integrity, tidak menyalahgunakan posisi sebagai
fasilitator untuk keuntungan tertentu.

Di Indonesia, penerapan kode perilaku ini juga selaras dengan
nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan musyawarah mufakat,
yang menekankan kolaborasi, keterbukaan, dan keadilan sosial.

8. Dilema Etis dalam Praktik Fasilitasi
Fasilitator sering menghadapi dilema etis: situasi di mana

semua pilihan memiliki konsekuensi moral yang sulit. Misalnya:

a. Konflik kepentingan:fasilitator yang bekerja untuk LSM
internasional bisa dihadapkan pada tekanan donor yang
berbeda dengan aspirasi masyarakat lokal.

b. Kerahasiaan vs transparansi: terkadang fasilitator perlu
menyimpan informasi sensitif demi melindungi individu,
tetapi di sisi lain dituntut untuk transparan pada seluruh
komunitas.

c. Netralitas vs keberpihakan: meski fasilitator dituntut netral,
dalam kasus tertentu keberpihakan kepada kelompok rentan
justru lebih etis.

Banks & Gallagher (2020) menekankan pentingnya ethical
reflexivity, yakni kemampuan fasilitator untuk merenungkan
kembali konsekuensi dari keputusan yang diambil, sambil
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berdialog dengan komunitas agar pilihan yang dibuat tidak
hanya benar secara formal, tetapi juga adil secara sosial.

Analogi: Dilema etis ibarat berjalan di atas tali. Jika terlalu
condong ke satu sisi, fasilitator bisa jatuh ke jurang dominasi; jika
terlalu condong ke sisi lain, bisa jatuh ke jurang ketidakadilan.
Yang dibutuhkan adalah keseimbangan dengan menggunakan
etika sebagai tongkat penopang.

9. Strategi Menjaga Etika Profesi
Ada beberapa strategi praktis agar fasilitator tetap berpegang
pada etika profesi:
a. Refleksi diri: rutin melakukan evaluasi pribadi terkait sikap
dan keputusan yang diambil.
b. Supervisi dan mentoring:berdiskusi dengan fasilitator senior
untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih objektif.
c. Keterbukaan dengan komunitas: menjelaskan alasan setiap
keputusan agar masyarakat memahami dan ikut mengawasi.
d. Pendidikan berkelanjutan: mengikuti pelatihan tentang etika
dan keadilan sosial.
Menurut Kolb (2021), pembelajaran berkelanjutan melalui
siklus experiential learning (pengalaman — refleksi — konsep —
aksi) sangat efektif untuk memperkuat integritas etis fasilitator.

10. Studi Kasus Etika Fasilitator
Untuk memperjelas, mari kita lihat beberapa contoh:

a. Kasus Desa X: fasilitator menghadapi konflik antara
kelompok pemuda dan tokoh adat terkait penggunaan dana
desa. Dengan kode etik, fasilitator memilih mendengarkan
kedua pihak secara adil, lalu membantu mereka mencapai
kompromi yang tidak merugikan kelompok manapun.

b. Kasus UMKM: fasilitator diminta salah satu pengusaha lokal
untuk memberikan prioritas pelatihan hanya pada kelompok
mereka. Etika profesi menuntut fasilitator menolak hal ini
demi keadilan bagi seluruh pelaku usaha.
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c. Kasus Pendidikan Nonformal: dalam program literasi digital,
fasilitator menemukan kasus kekerasan verbal terhadap anak
perempuan. Etika mengharuskan fasilitator melindungi
korban, sekaligus menjaga kerahasiaan identitasnya dari
publik.

11. Etika sebagai Pilar Keberlanjutan Pemberdayaan

Mengapa etika sangat penting? Karena pemberdayaan bukan
sekadar proyek jangka pendek, tetapi proses panjang yang
membentuk kesadaran kritis komunitas. Jika fasilitator gagal
menjaga etika, kepercayaan masyarakat bisa runtuh, dan seluruh
program pemberdayaan bisa kehilangan legitimasi. Seperti
ditegaskan oleh Freire (2020), “pemberdayaan sejati hanya dapat
terjadi jika hubungan fasilitator dan masyarakat didasarkan pada
cinta, kepercayaan, dan keadilan.” Etika menjadi kunci agar
hubungan ini terjaga, sehingga transformasi sosial dapat
berkelanjutan. Analogi terakhir: Etika bagi fasilitator ibarat
fondasi rumah. Fasilitasi bisa membangun dinding (program),
atap (strategi), bahkan dekorasi (teknik kreatif). Namun tanpa
fondasi etika yang kuat, bangunan itu mudah runtuh ketika
diterpa badai konflik dan krisis sosial.

Etika profesi dan kode perilaku bukan sekadar aturan formal,
tetapi identitas moral yang melekat pada diri fasilitator. Dalam
dinamika pemberdayaan masyarakat yang penuh kompleksitas,
etika berfungsi sebagai panduan, rem, sekaligus fondasi
kepercayaan. Dengan menjunjung tinggi etika, fasilitator tidak
hanya menjadi agen perubahan, tetapi juga penjaga nilai
kemanusiaan.

B. Prinsip Dasar Etika Dalam Pendampingan Masyarakat
Pendampingan masyarakat bukan hanya sebuah aktivitas
teknis yang sekadar memfasilitasi pertemuan, mengatur
program, atau memberikan pelatihan. Ia merupakan praktik
sosial yang sangat erat dengan nilai, norma, dan etika. Seorang
fasilitator atau pendamping bukan hanya "penyampai metode",
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melainkan juga "penjaga moralitas" dalam interaksi sosial.
Karena itu, memahami prinsip dasar etika menjadi pondasi yang
tidak bisa ditawar.

Etika dalam konteks ini dapat dipahami sebagai seperangkat
pedoman moral yang menuntun fasilitator agar tindakannya
selaras dengan nilai keadilan, penghormatan terhadap martabat
manusia, dan keberlanjutan. Menurut Banks & Westoby (2019),
etika dalam praktik pendampingan masyarakat adalah "refleksi
kritis atas bagaimana kuasa digunakan, bagaimana martabat
dipelihara, serta bagaimana relasi sosial dibangun secara adil."

1. Prinsip Menghormati Martabat dan Hak Asasi Manusia
Prinsip utama dalam etika pendampingan adalah
menghormati martabat manusia. Setiap anggota masyarakat
memiliki hak untuk dihargai tanpa memandang latar belakang
sosial, ekonomi, agama, maupun budaya. Dalam perspektif
Paulo Freire (1970), pendidikan pembebasan mengajarkan bahwa
manusia bukan "objek pembangunan", melainkan "subjek" yang
memiliki kesadaran dan kemampuan mengubah realitas.
Contoh analogi sederhana: bayangkan fasilitator seperti
seorang "pemandu jalan" dalam sebuah pendakian gunung. Ia
tidak boleh menganggap pendaki lain sebagai "beban" atau
"orang yang tidak tahu arah", melainkan sebagai sesama pejalan
dengan hak yang sama untuk menikmati perjalanan. Dalam
praktik, penghormatan terhadap martabat manusia bisa
diwujudkan dengan:
a. Memberi ruang bicara yang setara bagi semua anggota
komunitas.
b. Tidak memaksakan agenda eksternal tanpa persetujuan
masyarakat.
c. Menghargai perbedaan pandangan sebagai bagian dari
dinamika sosial.

2. Prinsip Keadilan Sosial dan Kesetaraan
Etika pendampingan juga menuntut fasilitator untuk
menegakkan keadilan sosial. Artinya, fasilitator harus mampu
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memastikan bahwa proses pembangunan tidak hanya
menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga merata bagi
seluruh lapisan masyarakat. Menurut Amartya Sen (2009) dalam
The Idea of Justice, keadilan harus dilihat sebagai proses
memperluas kapabilitas semua orang agar dapat hidup
bermartabat. Dalam konteks ini, fasilitator berperan sebagai
"penyeimbang" yang mencegah dominasi elit lokal atau pihak
eksternal. Contoh nyata: dalam program pengembangan UMKM
di desa, fasilitator harus memastikan akses permodalan tidak
hanya dinikmati oleh kelompok yang sudah mapan, tetapi juga
oleh perempuan, pemuda, dan kelompok rentan.

3. Prinsip Partisipasi dan Inklusivitas
Etika pendampingan tidak bisa dilepaskan dari partisipasi
aktif masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa semua warga
memiliki hak untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Chambers (1997) menegaskan bahwa partisipasi sejati berarti
memberikan "suara" kepada mereka yang selama ini
"dibungkam". Analogi yang bisa dipakai: fasilitasi itu seperti
"memasak bersama". Tidak cukup jika hanya satu orang yang
menentukan resep, sementara yang lain hanya makan hasilnya.
Semua anggota dapur perlu terlibat ada yang mengiris, ada yang
mengaduk, ada yang memberi bumbu. Hasil akhirnya akan lebih
kaya rasa karena merupakan kontribusi banyak tangan. Dalam
praktik, inklusivitas berarti:
a. Melibatkan kelompok marginal (perempuan, difabel,
minoritas).
b. Menyediakan metode fasilitasi yang ramah (misalnya diskusi
dengan gambar bagi yang kurang literasi).
c. Menghindari praktik manipulasi partisipasi semu (tokenism).

4. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Salah satu aspek penting dari etika adalah keterbukaan.
Fasilitator harus menjunjung transparansi dalam setiap proses,
baik terkait tujuan program, penggunaan sumber daya, maupun
hasil yang dicapai. Menurut Mulgan (2018), akuntabilitas dalam

Easilitator Profesional | 147



praktik sosial mencakup pertanggungjawaban moral, bukan
sekadar administratif. ~Artinya, fasilitator tidak hanya
bertanggung jawab kepada lembaga donor atau pemerintah,
tetapi juga kepada masyarakat dampingan. Contoh: dalam
proyek pembangunan sanitasi desa, fasilitator wajib menjelaskan
dari mana dana berasal, bagaimana dialokasikan, dan siapa yang
mengelola. Hal ini mencegah kecurigaan dan membangun
kepercayaan.

5. Prinsip Non-Diskriminasi dan Sensitivitas Budaya

Etika pendampingan juga mensyaratkan sikap sensitif
terhadap konteks budaya. Setiap komunitas memiliki nilai,
norma, dan tradisi yang khas. Mengabaikan hal ini dapat
menimbulkan resistensi. Menurut Hofstede (2010) tentang
dimensi budaya, fasilitator perlu memahami bahwa pola
komunikasi, kepemimpinan, bahkan partisipasi masyarakat
sangat dipengaruhi oleh budaya lokal. Analogi: fasilitator itu
seperti seorang tamu yang masuk ke rumah orang lain. Ia harus
tahu aturan rumah itu apakah harus melepas alas kaki,
bagaimana menyapa tuan rumah, dan apa yang dianggap sopan.

6. Prinsip Keberlanjutan (Sustainability)

Etika juga menuntut fasilitator untuk tidak hanya
berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga pada
keberlanjutan. Menurut UNDP (2022), keberlanjutan dalam
pembangunan komunitas berarti setiap intervensi harus
memperkuat kapasitas lokal agar mereka mandiri setelah
fasilitator pergi. Contoh: fasilitator yang membantu membentuk
koperasi desa tidak boleh hanya berhenti pada tahap pendirian,
melainkan juga mendampingi hingga koperasi memiliki sistem
manajemen yang bisa berjalan mandiri.

7. Prinsip Refleksi dan Pembelajaran Berkelanjutan

Etika pendampingan juga menuntut fasilitator untuk terus
melakukan refleksi diri. Seperti dikemukakan oleh Schon (1983)
dalam konsep the reflective practitioner, fasilitator yang baik selalu
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belajar dari pengalaman, baik keberhasilan maupun kegagalan.

Analogi: fasilitator itu seperti seorang pengemudi yang tidak

hanya melihat ke depan, tetapi juga sesekali melihat kaca spion
untuk memastikan perjalanan tetap aman. Refleksi membantu
mereka memperbaiki kesalahan agar tidak terulang.

Tabel Prinsip Etika Pendampingan Masyarakat

Prinsip Etika Penjelasan Contoh Praktik
Lapangan
Menghormati Menempatkan Memberikan ruang
martabat masyarakat sebagai bicara setara dalam
manusia subjek, bukan objek musyawarah desa
Keadilan sosial | Memastikan Akses permodalan
distribusi manfaat UMKM bagi
merata perempuan dan
pemuda
Partisipasi & Melibatkan semua FGD dengan kelompok
inklusivitas kelompok tanpa difabel menggunakan
diskriminasi media visual

Transparansi &

Keterbukaan dalam

Publikasi laporan dana

akuntabilitas tujuan, proses, hasil pembangunan desa

Sensitivitas Menghormati nilai Mengikuti adat

budaya dan norma lokal setempat dalam

musyawarah

Keberlanjutan Fokus pada Membentuk koperasi
kemandirian jangka desa dengan manajemen
panjang lokal

Refleksi & Evaluasi terus- Sesi refleksi bulanan

pembelajaran menerus terhadap dengan masyarakat

proses

Prinsip dasar etika dalam pendampingan masyarakat bukan
sekadar “aturan tambahan”, melainkan pondasi utama yang
menentukan keberhasilan fasilitasi. Tanpa etika, fasilitator bisa
terjebak dalam praktik manipulasi, dominasi, atau bahkan
eksploitasi. Dengan etika, pendampingan akan menjadi ruang
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dialog yang adil, setara, dan membebaskan. Seperti pepatah:
“Ilmu membuat kita tahu apa yang bisa dilakukan, tetapi etika
membuat kita tahu apa yang seharusnya dilakukan.”

C. Kode Etik Fasilitator: Kerahasiaan, Netralitas, Anti

Diskriminasi

Fasilitator pemberdayaan masyarakat tidak hanya dituntut
memiliki kompetensi teknis, tetapi juga harus menjunjung tinggi
kode etik profesi. Kode etik berfungsi sebagai “kompas moral”
yang menuntun setiap tindakan fasilitator agar tetap berpihak
pada kepentingan masyarakat, tanpa melanggar nilai-nilai
universal. Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas sosial saat
ini, kode etik menjadi kunci untuk memastikan bahwa proses
fasilitasi berlangsung secara adil, inklusif, dan bertanggung
jawab.

Tiga prinsip utama yang menjadi pilar kode etik fasilitator
adalah: kerahasiaan (confidentiality), netralitas (neutrality), dan
anti diskriminasi (non-discrimination). Ketiganya saling berkaitan
dan membentuk landasan kepercayaan (trust) yang merupakan
syarat mutlak bagi keberhasilan pendampingan masyarakat.
Seperti kata Ralph Waldo Emerson, “Trust men builds trust in
society.” Tanpa kepercayaan, masyarakat akan menutup diri, dan
tanpa keterbukaan, fasilitasi akan kehilangan maknanya.

1. Kerahasiaan (Confidentiality)

Kerahasiaan adalah kewajiban fasilitator untuk menjaga
informasi pribadi, kelompok, maupun komunitas yang diperoleh
selama proses pendampingan. Menurut International Association
of Facilitators (IAF, 2022), kerahasiaan adalah bentuk
penghormatan terhadap martabat individu serta perlindungan
terhadap potensi kerugian sosial maupun psikologis yang
mungkin timbul akibat penyalahgunaan informasi.

Beauchamp & Childress (2019) dalam teori principlism etika
profesi menyebutkan bahwa respect for autonomy (menghormati
otonomi individu) salah satunya diwujudkan dengan menjaga
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kerahasiaan informasi. Selanjutnya Kamus Etik Profesi
(UNESCO, 2021) menekankan bahwa kerahasiaan bukan hanya
soal “tidak membocorkan rahasia,” tetapi juga mengatur
bagaimana fasilitator menggunakan data, menyimpan dokumen,
hingga berbagi informasi antar-pihak secara terbatas. Analogi:
Bayangkan fasilitator seperti seorang dokter. Pasien datang dan
bercerita dengan jujur tentang penyakitnya karena percaya
rahasianya akan aman. Jika dokter membocorkan rahasia itu,
kepercayaan akan hilang. Begitu pula fasilitator: tanpa menjaga
rahasia komunitas, maka warga akan menutup diri dan menolak
terlibat dalam proses pemberdayaan.

Contoh Praktik:

a. Dalam program pemberdayaan perempuan korban
kekerasan, fasilitator wajib menyimpan identitas korban
dengan aman agar tidak menimbulkan stigma sosial.

b. Dalam pemetaan sosial, data sensitif (misalnya kondisi
ekonomi rumah tangga) tidak boleh diumbar tanpa izin.

2. Netralitas (Neutrality)

Netralitas adalah prinsip bahwa fasilitator tidak boleh
berpihak pada salah satu individu, kelompok, atau kepentingan
tertentu. Ia harus menjadi “penengah yang adil” (impartial
mediator). Menurut Hogan (2020), netralitas bukan berarti pasif,
melainkan aktif menjaga keseimbangan agar semua suara
memiliki ruang yang sama dalam proses fasilitasi.

Habermas (1996) dalam Theory of Communicative Action
menegaskan pentingnya “ruang diskursus yang bebas dari
dominasi,” di mana fasilitator berperan sebagai penjaga
netralitas agar komunikasi berjalan setara. Chambers (2020) juga
menekankan bahwa fasilitator harus mampu “hand over the stick,”
yakni memberi ruang bagi masyarakat untuk memimpin diskusi
tanpa diarahkan oleh kepentingan pribadi fasilitator.

Analogi: Fasilitator ibarat wasit sepak bola. Ia tidak boleh
berpihak pada salah satu tim, meskipun mungkin punya
preferensi pribadi. Tugasnya adalah memastikan permainan
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berjalan adil, aturan ditegakkan, dan semua pemain mendapat
kesempatan yang sama untuk bermain. Jika wasit berat sebelah,
maka pertandingan kehilangan makna.

Contoh Praktik:

a. Dalam musyawarah desa, fasilitator tidak boleh hanya
mendukung suara perangkat desa tanpa memberi ruang bagi
masyarakat miskin atau kelompok perempuan.

b. Dalam diskusi UMKV, fasilitator harus netral meskipun ada
kepentingan sponsor tertentu.

3. Anti Diskriminasi (Non-Discrimination)

Anti diskriminasi adalah komitmen fasilitator untuk
memperlakukan setiap individu dan kelompok secara setara,
tanpa memandang perbedaan suku, agama, gender, status sosial,
orientasi seksual, atau latar belakang lainnya.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (PBB, 1948) dan
UNESCO (2022) menegaskan prinsip kesetaraan sebagai hak
fundamental. Selanjutnya Sen (2009) dalam The Idea of Justice
menekankan bahwa keadilan sosial hanya tercapai jika semua
kelompok memiliki akses yang sama terhadap peluang dan
sumber daya.

Analogi: Bayangkan sebuah piring nasi. Jika fasilitator hanya
memberi porsi besar kepada kelompok dominan dan sisanya
dibiarkan kelaparan, maka proses pemberdayaan tidak akan
berjalan. Fasilitator sejati adalah yang memastikan semua orang
dapat menikmati porsi yang adil, meskipun mungkin berbeda
sesuai kebutuhan.

Contoh Praktik:

a. Dalam program pendidikan informal, fasilitator memastikan
anak-anak difabel juga mendapatkan akses pembelajaran
yang sama.

b. Dalam pelatihan keterampilan, fasilitator tidak boleh
membeda-bedakan peserta berdasarkan jenis kelamin atau
status ekonomi.
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4. Interkoneksi:

Diskriminasi
Ketiga prinsip ini saling terhubung. Tanpa kerahasiaan,
kepercayaan hilang. Tanpa netralitas, proses menjadi bias. Tanpa
anti diskriminasi, inklusi tidak tercapai. Fasilitator harus

Kerahasiaan,

Netralitas,

mempraktikkan ketiganya secara konsisten.

Tabel Analisis Kode Etik Fasilitator

dan Anti

Prinsip Definisi Dasar Contoh Risiko Jika
Etika Teori Praktik Dilanggar
Kerahasiaan | Menjaga Beauchamp | Melindungi | Hilangnya
informasi & Childress | identitas kepercayaan,
pribadi/ (2019) korban trauma
kelompok KDRT psikologis
Netralitas Tidak Habermas Fasilitasi Konflik
berpihak (1996), musyawarah | kepentingan,
pada Hogan desa secara dominasi
kelompok (2020) adil elite
tertentu
Anti Perlakuan Sen (2009), Memberi Eksklusi
Diskriminasi | setara bagi UNESCO akses difabel | sosial,
semua (2022) dalam ketidakadilan
pelatihan struktural
5. Implikasi Praktis bagi Fasilitator
Kode etik merupakan pedoman profesional yang

menetapkan standar perilaku, tanggung jawab, dan prinsip
moral bagi fasilitator dalam melaksanakan tugasnya. Dalam
konteks pemberdayaan masyarakat, kode etik tidak hanya
menjadi landasan moral, tetapi juga memiliki implikasi praktis
yang langsung memengaruhi cara fasilitator berinteraksi dengan
masyarakat, pengambilan keputusan, dan keberhasilan program.
a. Membangun kepercayaan — tanpa etika, masyarakat enggan

terbuka.

b. Menjaga kredibilitas profesi — kode etik membedakan
fasilitator profesional dari “penggerak abal-abal.”
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c. Mencapai inklusi sosial — memastikan semua kelompok,
termasuk marginal, mendapat ruang dalam pembangunan.

Kode etik fasilitator bukan sekadar aturan tertulis, tetapi
merupakan roh profesi yang melekat dalam setiap tindakan.
Dengan menjunjung tinggi kerahasiaan, netralitas, dan anti
diskriminasi, fasilitator dapat menjadi agen perubahan sosial
yang dipercaya, adil, dan inklusif. Seorang fasilitator yang etis
ibarat cermin yang bersih: ia memantulkan suara masyarakat
tanpa distorsi, tidak memihak, dan tidak menyingkirkan siapa
pun. Inilah esensi dari pemberdayaan yang sesungguhnya:
masyarakat tumbuh kuat dengan martabat yang dijaga.

D. Tantangan Etis: Konflik Kepentingan, Intervensi Top-

Down, Relasi Kuasa

Dalam praktik fasilitasi pemberdayaan masyarakat, etika
bukan hanya sekadar pedoman moral, tetapi menjadi fondasi
yang menentukan keberlanjutan sebuah program. Seorang
fasilitator tidak bekerja di ruang hampa; ia berhadapan dengan
berbagai aktor seperti pemerintah, LSM, perusahaan swasta,
hingga masyarakat lokal yang memiliki kepentingan berbeda-
beda. Dari situ, muncul tiga tantangan etis utama yang sering kali
menguji  profesionalitas fasilitator: konflik kepentingan,
intervensi top-down, dan relasi kuasa.

Ketiganya saling terkait seperti tiga simpul dalam sebuah tali:
bila satu simpul ditarik terlalu keras, maka keseimbangan tali
terganggu. Begitu pula, bila fasilitator tidak mampu menjaga
integritas dalam menghadapi ketiga tantangan ini, maka
kredibilitas, netralitas, dan keberpihakan pada masyarakat bisa
dipertanyakan.

1. Konflik Kepentingan dalam Fasilitasi
a. Definisi dan Dinamika

Konflik kepentingan (conflict of interest) terjadi ketika seorang
fasilitator berada pada situasi di mana kepentingan pribadi,
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organisasi, atau pihak tertentu dapat memengaruhi
independensinya dalam mendampingi masyarakat. Menurut
Fisher dan Ury (2021), konflik kepentingan dalam konteks
pembangunan sosial muncul ketika aktor memiliki “incentives”
yang bertentangan dengan tujuan partisipatif.

Misalnya, seorang fasilitator yang bekerja untuk proyek CSR
sebuah perusahaan bisa saja dihadapkan pada dilema: apakah ia
berpihak sepenuhnya pada aspirasi masyarakat, ataukah lebih
menekankan citra positif perusahaan?

b. Risiko Etis

1) Bias dalam pengambilan keputusan, fasilitator condong ke
salah satu pihak.

2) Menurunnya kepercayaan masyarakat, masyarakat merasa
dimanipulasi.

3) Ketidakberlanjutan program keputusan yang diambil tidak
berbasis kebutuhan riil warga

Analogi: Konflik kepentingan ibarat seorang wasit sepak bola
yang ternyata punya anak bermain di salah satu tim. Walaupun
sang wasit berusaha objektif, publik tetap meragukan
keputusannya. Begitu pula, fasilitator harus menjaga agar tidak
ada “hubungan tersembunyi” yang mencederai kredibilitas.

Solusi:
a. Deklarasi keterbukaan: fasilitator wajib menyatakan afiliasi
kepada semua pihak.

b. Kode etik: mengacu pada prinsip netralitas (Chambers, 2017).
c. Supervisi eksternal: ada mekanisme audit etik oleh lembaga
independen.

2. Intervensi Top-Down

Intervensi top-down adalah kondisi ketika kebijakan atau
keputusan pembangunan ditentukan secara sepihak oleh pihak
yang memiliki otoritas (misalnya pemerintah atau donor) tanpa
melibatkan masyarakat sebagai subjek utama. Arnstein (1969)
dalam konsep “Ladder of Participation” menegaskan bahwa
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partisipasi semu (tokenism) kerap muncul karena dominasi

pengambil keputusan. Dampak terhadap Etika Fasilitasi

a. Melemahkan partisipasi aktif masyarakat hanya sebagai objek
penerima.

b. Mengabaikan kearifan lokalsolusi tidak sesuai konteks sosial
budaya.

c. Muncul resistensi masyarakat menolak program karena
merasa dimarginalkan.

Analogi: Intervensi top-down bisa dianalogikan seperti
dokter yang langsung memberi resep obat tanpa bertanya dulu
gejala yang dirasakan pasien. Obat mungkin manjur, tetapi
pasien tidak merasa dihargai sebagai subjek yang tahu tubuhnya
sendiri.

Strategi Fasilitator:

a. Advokasi partisipatif: fasilitator berperan sebagai jembatan
antara masyarakat dan pembuat kebijakan.

b. Dialog deliberatif: membangun forum bersama untuk
mendiskusikan arah program.

c. Capacity building: memperkuat kemampuan masyarakat
agar berani bersuara.

Kode etik fasilitator dalam konteks intervensi top-down
menjadi pedoman penting untuk menjembatani program yang
bersifat instruksional dengan kebutuhan dan hak masyarakat.
Fasilitator yang mematuhi prinsip etika termasuk penghormatan
terhadap hak, transparansi, keadilan, pengelolaan konflik, dan
akuntabilitas mampu meningkatkan legitimasi, partisipasi, dan
keberhasilan program. Dengan demikian, meskipun arah
program ditentukan oleh lembaga eksternal, proses
implementasinya tetap inklusif, etis, dan memberdayakan
masyarakat.
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3. Relasi Kuasa dalam Fasilitasi

Relasi kuasa (power relations) merujuk pada distribusi
kekuatan antaraktor dalam proses pemberdayaan. Foucault
(1980) menyatakan bahwa kuasa bukan hanya dominasi, tetapi
juga tersebar dalam setiap interaksi sosial. Dalam konteks
fasilitasi, relasi kuasa terlihat ketika ada pihak yang lebih
dominan (misalnya elite lokal) dibanding kelompok rentan
(perempuan, anak muda, difabel).

a. Tantangan Etis

1) Dominasi elite local, keputusan hanya menguntungkan
kelompok tertentu.

2) Silencing the marginalized, suara kelompok minoritas tidak
terwakili.

3) Ketergantungan, masyarakat tidak mandiri karena kuasa
hanya dimiliki segelintir orang

b. Analogi

Relasi kuasa dalam fasilitasi mirip dengan kelas yang hanya
didominasi murid-murid pintar. Jika guru hanya memberi
kesempatan bicara pada mereka, maka murid lain akan
terpinggirkan. Begitu pula fasilitator harus memastikan semua
suara punya ruang yang sama.

c. Pendekatan Solutif

1) Power mapping: mengidentifikasi siapa aktor dominan dan
siapa yang rentan.

2) Inclusive facilitation: memberi ruang aman bagi kelompok
rentan berbicara.

3) Equity-based approach: memastikan keadilan substantif, bukan
sekadar formalitas partisipasi.

4. Analisis Integratif

Ketiga tantangan etis tersebut konflik kepentingan, intervensi
top-down, dan relasi kuasa tidak berdiri sendiri. Dalam praktik,
mereka saling berkelindan. Misalnya, konflik kepentingan antara
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fasilitator dan donor bisa berimplikasi pada intervensi top-down,
yang akhirnya memperparah ketimpangan relasi kuasa. Oleh
karena itu, fasilitator perlu membangun kesadaran reflektif
(Mezirow, 2018) agar mampu mengenali bias, menegosiasikan
kepentingan, dan menjaga keberpihakan etis.

Tantangan etis dalam fasilitasi bukanlah rintangan yang
harus dihindari, melainkan arena pembelajaran. Justru di situlah
kualitas seorang fasilitator diuji: apakah ia sekadar pelaksana
teknis, atau benar-benar agen transformasi sosial yang beretika.
Dengan menjaga integritas dari konflik kepentingan, menolak
dominasi intervensi top-down, dan mengelola relasi kuasa secara
adil, fasilitator dapat mewujudkan pemberdayaan masyarakat
yang partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

E. Studi kasus pelanggaran etika dan konsekuensinya

Etika dalam fasilitasi pemberdayaan masyarakat bukanlah
sekadar aturan normatif, melainkan fondasi yang menentukan
keberhasilan program. Ketika etika dilanggar, dampaknya tidak
hanya pada citra fasilitator, tetapi juga terhadap keberlanjutan
program, kepercayaan masyarakat, dan relasi antaraktor
pembangunan. Menurut Banks dan Gallagher (2020),
pelanggaran etika dalam praktik komunitas sering memicu krisis
legitimasi: ~ program yang awalnya ditujukan untuk
pemberdayaan justru berubah menjadi instrumen dominasi.

Oleh karena itu, sub bab ini mengulas studi kasus
pelanggaran etika yang terjadi dalam konteks fasilitasi, disertai
konsekuensi yang muncul. Pembahasan ini tidak hanya memberi
gambaran tentang kesalahan yang harus dihindari, tetapi juga
membuka ruang refleksi kritis agar fasilitator dapat belajar dari
pengalaman lapangan.

1. Studi Kasus Pelanggaran Etika
a. Kasus 1: Konflik Kepentingan dalam Proyek CSR

Dalam sebuah program CSR di daerah pertambangan,
fasilitator yang ditunjuk perusahaan lebih mengutamakan
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kepentingan korporasi ketimbang masyarakat lokal. Fasilitator
mendorong masyarakat menerima pembangunan sarana
olahraga yang sebenarnya tidak menjadi prioritas warga, hanya
demi meningkatkan citra perusahaan.

Analisis Etis

Kasus ini mencerminkan konflik kepentingan. Menurut
Cooper (2019), konflik kepentingan melemahkan prinsip
professional neutrality dan membuat fasilitator terjebak dalam
“peran ganda” yang rawan menurunkan kredibilitas.

Konsekuensi:

1) Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap fasilitator.

2) Sarana olahraga terbengkalai karena tidak sesuai kebutuhan
riil.

3) Hubungan antara perusahaan dan masyarakat memburuk.

Analogi:

Kasus ini seperti dokter yang meresepkan obat bukan karena
pasien membutuhkannya, melainkan karena ia mendapat komisi
dari perusahaan farmasi. Obat memang tersedia, tetapi
manfaatnya tidak sesuai dengan kondisi pasien.

b. Kasus 2: Intervensi Top Down dalam Program Pemerintah
Sebuah program pembangunan rumah layak huni dijalankan
secara top-down. Pemerintah memutuskan model rumah yang
seragam tanpa melibatkan masyarakat. Fasilitator hanya
berperan sebagai “penyampai informasi,” tanpa ruang negosiasi.

Analisis Etis:

Arnstein  (1969) dalam konsep Ladder of Participation
menempatkan kondisi ini pada level tokenism, di mana partisipasi
masyarakat hanya formalitas. Secara etis, fasilitator gagal
menjalankan peran sebagai penghubung yang memperjuangkan
suara warga.
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Konsekuensi:

1) Banyak rumah tidak dihuni karena tidak sesuai kebutuhan
keluarga.

2) Anggaran negara terbuang percuma.

3) Masyarakat merasa diabaikan, menimbulkan resistensi.

Analogi:

Bayangkan seorang koki yang memaksa semua tamu restoran
makan menu yang sama tanpa menanyakan selera mereka.
Walaupun makanannya bergizi, tamu merasa diperlakukan tidak
adil dan kehilangan selera makan.

c. Kasus 3: Relasi Kuasa dan Eksklusi Kelompok Rentan

Dalam sebuah program pemberdayaan desa, fasilitator lebih
banyak mendengarkan elite lokal (kepala desa, tokoh agama,
pemilik modal). Akibatnya, suara perempuan, difabel, dan
pemuda tidak terakomodasi. Program yang dilaksanakan hanya
menguntungkan kelompok dominan.

Analisis Etis:

Foucault (1980) menjelaskan bahwa relasi kuasa bersifat
menyebar dan seringkali tidak kasat mata. Fasilitator yang tidak
sensitif terhadap distribusi kuasa justru memperkuat struktur
ketidakadilan.

Konsekuensi:

1) Kelompok rentan semakin terpinggirkan.

2) Program gagal menciptakan inklusivitas.

3) Potensi konflik sosial meningkat akibat ketidakadilan
distribusi manfaat.

Analogi:

Situasi ini mirip dengan ruang kelas yang hanya memberi
kesempatan bertanya kepada murid yang duduk di bangku
depan. Murid di belakang, meski punya ide brilian, tidak pernah
terdengar.
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d. Kasus 4: Manipulasi Data Partisipasi

Dalam laporan kepada donor, fasilitator “menghias” data
partisipasi agar terlihat tinggi. Padahal, hanya segelintir warga
yang benar-benar terlibat.

Analisis Etis:

Menurut Banks (2021), manipulasi data adalah bentuk
pelanggaran integritas profesional. Praktik ini merusak kejujuran
ilmiah dan merugikan masyarakat karena program kelanjutan
didasarkan pada data palsu.

Konsekuensi:

1) Donor kehilangan kepercayaan.

2) Evaluasi program menjadi bias.

3) Masyarakat tidak mendapatkan manfaat karena program
berbasis data salah.

Analogi:

Kasus ini ibarat guru yang memalsukan nilai rapor siswa agar
terlihat bagus di depan kepala sekolah. Sekilas menguntungkan,
tetapi jangka panjang merugikan siswa karena kebutuhan
belajarnya tidak terdeteksi.

2. Konsekuensi Pelanggaran Etika
Pelanggaran etika tidak pernah tanpa dampak.

Konsekuensinya bisa dilihat pada tiga level: individu,

masyarakat, dan kelembagaan.

a. Level Individu. Fasilitator kehilangan kredibilitas dan
reputasi profesional. Menurut Banks & Westoby (2019),
reputasi etis adalah “modal sosial” utama seorang fasilitator;
sekali hilang, sulit dipulihkan.

b. Level Masyarakat. Masyarakat mengalami demoralisasi,
kehilangan kepercayaan, dan enggan berpartisipasi di
program berikutnya. Dalam jangka panjang, hal ini memicu
apatisme sosial.
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c. Level Kelembagaan. Lembaga penyelenggara (pemerintah,
NGO, perusahaan) mendapat stigma negatif. Akibatnya,
program sulit mendapat dukungan donor maupun mitra.

3. Refleksi Teoretis
(2018)

Mezirow

melalui

teori

transformative

learning

menekankan pentingnya refleksi kritis. Pelanggaran etika harus
dipandang sebagai cermin: bukan sekadar kegagalan, tetapi juga
peluang pembelajaran agar praktik fasilitasi lebih berintegritas di

masa depan.

Tabel Rangkuman Studi Kasus Pelanggaran Etika Fasilitasi

Kasus Pelanggaran Dampak/ Pembelajaran/
Etika Konsekuensi Refleksi

Konflik kepentingan Hilangnya Fasilitator harus
dalam proyek CSR - kepercayaan menjaga independensi
fasilitator lebih masyarakat dan mengutamakan
berpihak pada Program tidak kebutuhan masyarakat
perusahaan daripada berkelanjutan sebagai pusat program
masyarakat Hubungan

perusahaan

masyarakat

memburuk
Intervensi top-down Rumah tidak dihuni | Penting menerapkan
dalam program karena tidak sesuai partisipasi otentik,
pemerintah — kebutuhan bukan sekadar
masyarakat tidak Anggaran terbuang | formalitas (tokenism)
dilibatkan dalam Resistensi
pengambilan masyarakat
keputusan meningkat
Eksklusi kelompok Ketidakadilan sosial | Fasilitator harus peka
rentan — hanya elite Kelompok rentan terhadap relasi
lokal yang didengar, makin marginal kuasadan memastikan
kelompok lain Potensi konflik inklusivitas partisipasi
terpinggirkan sosial meningkat
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Studi kasus di atas menunjukkan bahwa pelanggaran etika
dalam fasilitasi memiliki konsekuensi luas, mulai dari level
individu hingga kelembagaan. Fasilitator tidak bisa hanya
berfokus pada keberhasilan teknis program, melainkan harus
menjadikan etika sebagai kompas utama. Tanpa etika, fasilitasi
kehilangan ruhnya sebagai proses pemberdayaan. Tetapi dengan
menjunjung etika, fasilitator mampu menjadi agen perubahan
yang dipercaya, adil, dan berkelanjutan.

Jika dianalogikan, pelanggaran etika ini ibarat kapal tanpa
kompas. Kapal mungkin bisa berlayar dengan megah, tapi tanpa
arah yang benar, ia berisiko karam di tengah lautan. Demikian
pula fasilitasi: tanpa etika, program bisa berjalan, tapi arah dan
tujuan  aslinya (pemberdayaan) hilang, bahkan bisa
menimbulkan kerugian.
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CATATAN
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BAB VIII
Pendekatan Interkultural
dan Sensitivitas Sosial

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, fasilitator tidak
hanya berperan sebagai penggerak dan pendamping, melainkan
juga sebagai jembatan antarbudaya. Keberagaman latar belakang
masyarakat baik dari sisi etnis, agama, bahasa, maupun norma
sosial, menuntut seorang fasilitator untuk memiliki sensitivitas
interkultural (intercultural sensitivity). Konsep ini menekankan
pada kemampuan untuk menghargai, memahami, dan
merespons perbedaan budaya dengan sikap terbuka dan empatik
(Chen & Starosta, 2021).

Analogi sederhananya dapat diibaratkan seorang fasilitator
seperti seorang "penerjemah makna" yang tidak hanya
mengubah kata, tetapi juga memahami konteks budaya dari
setiap pihak. Tanpa keterampilan ini, komunikasi bisa
menimbulkan salah paham, resistensi, bahkan konflik sosial.

A. Teori Pendekatan Interkultural

Beberapa teori relevan untuk memahami pendekatan
interkultural dalam fasilitasi:
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1. Teori Kompetensi Komunikasi Antarbudaya (Intercultural

Communication Competence/ICC) .

Menurut Deardorff (2020), ICC mencakup tiga aspek: sikap
(attitudes), pengetahuan (knowledge), dan keterampilan (skills).
Seorang fasilitator perlu memiliki sikap terbuka, pengetahuan
tentang norma lokal, serta keterampilan komunikasi lintas
budaya.

2. Model Sensitivitas Antarbudaya (Developmental Model of

Intercultural Sensitivity/DMIS) Bennett (2021)

Model ini menjelaskan tahapan seseorang dari etnosentris
(hanya melihat dari perspektif budaya sendiri) menuju
etnorelativis (menghargai semua budaya). Fasilitator idealnya
berada pada tahap etnorelativis, yakni mampu menyesuaikan
interaksi dengan keragaman masyarakat.

3. Teori Ekologi Budaya Bronfenbrenner (2020)

Pendekatan ini melihat bahwa perilaku individu dan
kelompok tidak bisa dilepaskan dari konteks ekologi budaya:
keluarga, komunitas, lembaga, dan sistem sosial. Fasilitator harus
memahami konteks ini untuk merancang intervensi yang sesuai.

B. Sensitivitas Sosial dalam Pemberdayaan

Sensitivitas sosial berarti kemampuan memahami perasaan,
kebutuhan, dan dinamika sosial di masyarakat. Menurut
Goleman (2021) dalam kerangka kecerdasan emosional,
sensitivitas sosial termasuk dalam komponen empati sosial,
yakni kemampuan membaca emosi orang lain secara akurat.

Contoh konkret:

1. Dimasyarakat pedesaan, fasilitator perlu peka terhadap nilai
tradisi adat sebelum mendorong inovasi ekonomi.

2. Di komunitas perkotaan yang multikultural, fasilitator harus
peka terhadap isu diskriminasi dan kesenjangan sosial.
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Jika sensitivitas sosial diabaikan, program pemberdayaan

berisiko ditolak atau dianggap "asing" bagi masyarakat setempat.

1.

Praktik Pendekatan Interkultural dalam Fasilitasi
Pendekatan interkultural dalam praktik fasilitasi dapat

diwujudkan melalui:

a.

Dialog Budaya (Cultural Dialogue). Fasilitator membuka
ruang komunikasi untuk saling memahami perspektif
antaranggota masyarakat.

Penggunaan Bahasa Lokal. Menggunakan bahasa daerah
atau simbol-simbol budaya setempat sebagai strategi
komunikasi efektif.

Adaptasi Metode Fasilitasi. Misalnya, di komunitas Jawa
lebih efektif dengan musyawarah mufakat, sementara di
komunitas urban bisa menggunakan diskusi kelompok kecil.
Menghormati Norma Sosial. Fasilitator wajib mengetahui
aturan tidak tertulis, seperti tata cara berbicara dengan tokoh
adat atau penggunaan simbol tertentu.

Analogi
Fasilitator ibarat navigator kapal yang harus membaca peta
budaya dengan hati-hati. Jika salah arah, kapal bisa terjebak

badai konflik.

2. Tantangan dalam Pendekatan Interkultural
Beberapa tantangan yang dihadapi fasilitator:

a. Etnosentrisme: masih banyak fasilitator atau pihak eksternal
yang membawa ‘"standar budaya sendiri" dan
memaksakannya ke masyarakat.

b. Stereotip dan Prasangka: kesalahpahaman budaya sering
muncul akibat generalisasi.

c. Ketegangan antarbudaya: konflik sosial bisa muncul jika satu
kelompok merasa diabaikan.

d. Kesulitan bahasa:bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi

juga pembawa makna budaya.
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. Strategi Mengembangkan Sensitivitas Interkultural

Refleksi diri: fasilitator perlu menyadari bias dan nilai
budayanya sendiri.

Pembelajaran budaya:melalui studi literatur, pelatihan, dan
pengalaman lapangan.

Keterampilan komunikasi antarbudaya: belajar
mendengarkan aktif, memahami bahasa tubuh, dan
mengelola konflik.

Kolaborasi dengan tokoh lokal: menjadikan tokoh adat, tokoh
agama, atau pemimpin komunitas sebagai mitra dalam
proses fasilitasi.

Studi Kasus

Pengembangan Desa Wisata di Bali. Seorang fasilitator
berhasil mengintegrasikan program pemerintah dengan nilai
lokal "Tri Hita Karana" (harmoni manusia dengan Tuhan,
alam, dan sesama). Pendekatan interkultural ini membuat
program diterima masyarakat.

UMKM Perempuan di Kalimantan. Fasilitator menggunakan
pendekatan sensitif gender dan budaya dengan memahami
peran tradisional perempuan Dayak. Hasilnya, kelompok
UMKM tumbuh tanpa menimbulkan resistensi budaya.
Pendidikan Nonformal di Papua. Fasilitator
mengembangkan program literasi dengan memasukkan
cerita rakyat lokal. Hal ini meningkatkan partisipasi anak-
anak karena mereka merasa dihargai secara budaya.
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Tabel Analisis Strategi Interkultural dalam Fasilitasi

Aspek Tantangan Strategi Contoh
Interkultural Praktik
Bahasa & Perbedaan Menggunakan Fasilitator di
Komunikasi | bahasa, bahasa lokal, Papua
istilah, dan penerjemah menggunakan
gaya budaya, serta bahasa daerah
komunikasi bahasa tubuh disertai
sering yang netral simbol cerita
menimbulkan rakyat lokal
salah paham
Nilai & Norma adat Menghormati Di Bali,
Norma yang kuat bisa | adat istiadat, program
Sosial berbenturan mengintegrasikan | pariwisata
dengan nilai budaya selaras
inovasi baru dalam program dengan
filosofi Tri
Hita Karana
Perbedaan Potensi Mengedepankan | Forum warga
Agama/Etnis | diskriminasi dialog lintas iman, | multikultural
atau membangun di Jakarta
prasangka ruang netral, dan | dibuka
antar menekankan nilai | dengan doa
kelompok kebersamaan bersama lintas
agama
Gender & Perempuan Meningkatkan Program
Peran Sosial | sering partisipasi UMKM Dayak
dianggap perempuan melibatkan
sekunder dengan perempuan
dalam pendekatan sebagai
pengambilan | (e gender pengelola
keputusan keuangan
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Tabel Kompetensi Inti Fasilitator Interkultural

Kompetensi Deskripsi Indikator Keberhasilan
Sikap Terbuka | Tidak menghakimi, Fasilitator mendengar
menerima perbedaan | aktif tanpa memaksakan
pandangan pribadi
Pengetahuan Pemahaman tentang Fasilitator bisa
Budaya norma, nilai, tradisi menjelaskan alasan
masyarakat sosial-budaya di balik
suatu perilaku
masyarakat
Keterampilan Kemampuan Masyarakat merasa
Komunikasi berbicara, mendengar, | dihargai dan komunikasi
dan membaca ekspresi | berjalan dua arah
lintas budaya
Manajemen Mengelola perbedaan | Konflik berkurang dan
Konflik dan ketegangan terjadi kesepakatan
antarbudaya bersama
Adaptasi Menyesuaikan metode | Metode musyawarah
Konstekt fasilitasi dengan digunakan di
kondisi sosial dan pedesaan,

budaya

sementara focus group
discussion di
perkotaan
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Tabel Tahapan Perkembangan Sensitivitas Interkultural
(Bennett, 2021 — Adaptasi)

Tahap Karakteristik Resiko Peran
Fasilitator
Denial Tidak Komunikasi Membuka
menyadari gagal, wawasan
adanya resistensi masyarakat
perbedaan tinggi tentang
budaya keberagaman
Defense Merasa Timbul Menumbuhkan
budaya sendiri | prasangka dan | rasa hormat
lebih baik stereotip antar budaya
Minimization | Menganggap | Perbedaan Menunjukkan
semua budaya | dianggap tidak | keunikan tiap
sama saja penting budaya dengan
positif
Acceptance Mengakui Masih ada Memfasilitasi
perbedaan jarak dialog
budaya emosional antarbudaya
Adaptation Mampu Membutuhkan | Menggunakan
menyesuaikan | pengalaman strategi
komunikasi lapangan komunikasi
dengan sesuai konteks
budaya lain budaya
masyarakat
Integration Menjadikan Jika tidak Membangun
keragaman stabil, bisa komunitas
budaya terjadi multikultural
sebagai bagian | kebingungan yang saling
dari identitas menghargai
diri dan
kelompok

Pendekatan interkultural dan sensitivitas sosial bukan hanya
keterampilan tambahan, melainkan fondasi utama dalam
pemberdayaan masyarakat. Seorang fasilitator yang berhasil
adalah mereka yang mampu menjadi “jembatan antarbudaya”,
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menghargai  keberagaman, serta merespons kebutuhan
masyarakat dengan penuh empati.

Tanpa pendekatan ini, program pemberdayaan hanya akan
menjadi proyek formalitas yang tidak menyentuh akar
kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, dengan sensitivitas
interkultural, fasilitator dapat mengubah perbedaan menjadi
kekuatan untuk membangun solidaritas sosial.

C. Keanekaragaman budaya, agama, gender, dan nilai local

Keanekaragaman merupakan salah satu realitas yang tidak
dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Indonesia,
misalnya, dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang
mencerminkan keberagaman budaya, agama, bahasa, adat
istiadat, gender, serta sistem nilai lokal yang hidup
berdampingan. Dalam konteks fasilitasi dan pemberdayaan
masyarakat, keberagaman ini bukan hanya latar belakang, tetapi
juga sumber daya yang dapat menjadi modal sosial dalam
membangun harmoni, solidaritas, dan kolaborasi.

Seorang fasilitator yang profesional harus memiliki
kesadaran interkultural (intercultural awareness) dan sensitivitas
sosial untuk mengelola keberagaman ini agar tidak menjadi
sumber konflik, tetapi justru menjadi kekuatan bersama.
Menurut Banks (2020), keberagaman sosial baik dari sisi etnisitas,
agama, maupun gender—merupakan fondasi utama bagi
lahirnya masyarakat multikultural yang sehat, inklusif, dan
berkeadilan.

1. Keanekaragaman Budaya

Budaya dapat dipahami sebagai sistem nilai, simbol, dan
praktik sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi (Geertz,
2021). Di dalam masyarakat majemuk, budaya bukanlah sesuatu
yang statis, melainkan dinamis dan terus beradaptasi dengan
perkembangan zaman. Dalam konteks fasilitasi masyarakat,
pemahaman budaya menjadi hal krusial. Misalnya, seorang
fasilitator yang bekerja di masyarakat adat Papua tidak bisa
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begitu saja menerapkan pendekatan yang sama seperti di Jawa.
Masyarakat Papua memiliki tradisi musyawarah adat yang
melibatkan kepala suku, sementara di Jawa terdapat forum
rembug desa. Kedua mekanisme ini sama-sama berfungsi
sebagai ruang deliberasi, tetapi berakar pada nilai budaya yang
berbeda. Selanjutya Teori Intercultural Competence dari Deardorff
(2022) menegaskan bahwa fasilitator harus mengembangkan
keterampilan lintas budaya, seperti empati, keterbukaan, dan
kemampuan menyesuaikan metode komunikasi sesuai dengan
konteks budaya lokal

Analogi sederhana dapat digunakan: budaya adalah seperti
"software" yang mengatur cara berpikir, berperilaku, dan
berinteraksi anggota masyarakat. Jika fasilitator salah membaca
"kode program" ini, maka komunikasi akan macet, seperti
komputer yang menjalankan aplikasi dengan sistem operasi yang
tidak kompatibel.

2. Keanekaragaman Agama

Agama memiliki peran besar dalam membentuk identitas,
nilai, serta perilaku sosial masyarakat. Keberagaman agama
dapat menjadi perekat sosial, tetapi juga bisa memicu ketegangan
jika tidak dikelola dengan bijak. Menurut Berger & Luckmann
(2020), agama adalah institusi sosial yang memberikan makna
terhadap kehidupan, menciptakan sistem moral, dan
memengaruhi tata perilaku komunitas.

Dalam fasilitasi, sensitivitas terhadap perbedaan agama
adalah mutlak. Misalnya, ketika seorang fasilitator mengatur
jadwal pertemuan masyarakat, ia harus memperhatikan waktu
ibadah, seperti salat Jumat bagi umat Islam, misa bagi umat
Katolik, atau hari raya Nyepi bagi umat Hindu. Mengabaikan hal
ini bisa menimbulkan kesan kurang menghargai identitas
religius komunitas.

Di sinilah pentingnya pendekatan dialog antariman (interfaith
dialogue). Menurut Abu-Nimer (2021), fasilitator yang mampu
membangun ruang dialog lintas agama akan memperkuat modal
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sosial berupa toleransi, saling pengertian, dan kerja sama antar
kelompok.

Analogi yang bisa digunakan: agama bagaikan cahaya
berwarna-warni yang dipantulkan dari prisma. Setiap warna
memiliki keindahan sendiri, tetapi ketika digabungkan,
membentuk cahaya putih yang terang. Begitu pula, keberagaman
agama bila dikelola dengan bijak akan melahirkan harmoni
sosial.

3. Keanekaragaman Gender

Isu gender juga merupakan dimensi penting dalam fasilitasi
masyarakat. Gender bukan hanya tentang perbedaan biologis
antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mencakup peran
sosial, akses terhadap sumber daya, dan posisi dalam
pengambilan keputusan. Menurut teori Gender and Development
(GAD) yang diperbarui oleh Cornwall & Rivas (2020), partisipasi
gender yang setara adalah kunci tercapainya pembangunan yang
berkelanjutan.  Sayangnya, dalam banyak masyarakat,
perempuan masih menghadapi hambatan struktural, seperti
stereotip "perempuan hanya cocok di ranah domestik" atau
pembatasan dalam kepemilikan aset.

Bagi fasilitator, memperhatikan dimensi gender berarti
memastikan bahwa perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan
lainnya memiliki ruang yang setara dalam partisipasi. Misalnya,
ketika mengadakan diskusi desa, fasilitator bisa memberikan
ruang khusus bagi perempuan untuk menyampaikan aspirasi,
sehingga suara mereka tidak terpinggirkan oleh dominasi laki-
laki.

Analogi sederhananya: gender dalam masyarakat ibarat dua
sayap burung. Jika hanya satu sayap yang digunakan, burung
tidak akan bisa terbang. Masyarakat yang mengabaikan
kontribusi salah satu gender tidak akan mampu mencapai
pembangunan yang seimbang.
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4. Keanekaragaman Nilai Lokal

Nilai lokal adalah kumpulan prinsip, norma, dan kearifan
yang hidup dalam masyarakat tertentu. Nilai-nilai ini sering kali
berbentuk filosofi hidup, adat, dan praktik sehari-hari yang
diwariskan turun-temurun. Menurut Haryanto (2021), nilai lokal
berfungsi sebagai social glue atau perekat sosial yang menjaga
kohesi komunitas. Contohnya, falsafah Tri Hita Karana di Bali
yang menekankan keseimbangan antara manusia dengan Tuhan,
manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam. Filosofi
ini bukan hanya pandangan hidup, tetapi juga memengaruhi
praktik pembangunan, pariwisata, dan pelestarian lingkungan di
Bali.

Fasilitator yang memahami nilai lokal akan lebih mudah
diterima oleh masyarakat. Sebaliknya, mengabaikan nilai lokal
bisa menimbulkan resistensi. Misalnya, jika program
pemberdayaan masyarakat tidak memperhitungkan larangan
adat, maka masyarakat akan menolak meskipun program
tersebut bermanfaat.

Analogi yang tepat adalah nilai lokal ibarat akar dari sebuah
pohon. Pohon bisa tumbuh tinggi hanya jika akarnya kuat
menancap di tanah. Demikian pula, program pemberdayaan
hanya bisa tumbuh dan bertahan lama jika berakar pada nilai
lokal masyarakat.

5. Integrasi Keanekaragaman dalam Fasilitasi

Mengintegrasikan keanekaragaman budaya, agama, gender,
dan nilai lokal dalam fasilitasi bukanlah pekerjaan yang
sederhana. Dibutuhkan kompetensi interkultural, kesabaran,
serta kepekaan etis.

Menurut Hofstede (2022), setiap masyarakat memiliki
dimensi budaya yang berbeda seperti individualisme vs
kolektivisme, jarak kekuasaan tinggi vs rendah, atau orientasi
maskulin vs feminin. Fasilitator yang mampu membaca
perbedaan ini akan lebih efektif dalam membangun strategi
komunikasi dan partisipasi masyarakat.
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Keanekaragaman juga bisa dipandang sebagai modal sosial.
Putnam (2020) menyebut bahwa modal sosial terbentuk dari
jaringan kepercayaan, norma, dan nilai bersama. Jika fasilitator
mampu mengelola keberagaman dengan pendekatan yang
inklusif, maka modal sosial tersebut dapat diperkuat untuk
mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

6. Studi Kasus Keanekaragaman di Indonesia
a. Budaya: Musyawarah Adat di Maluku dengan Tradisi Sasi

Di Maluku, masyarakat adat memiliki kearifan lokal bernama
sasi, yaitu aturan adat yang melarang pengambilan sumber daya
alam tertentu (seperti ikan, kerang, atau buah pala) pada periode
tertentu. Aturan ini dijaga oleh komunitas adat dengan penuh
kesadaran, dan siapa pun yang melanggar akan dikenai sanksi
sosial.

Bagi fasilitator, keberadaan sasi menunjukkan bahwa nilai
budaya lokal bisa menjadi instrumen efektif dalam pengelolaan
sumber daya alam. Pendekatan pembangunan berbasis budaya
seperti ini cenderung lebih diterima oleh masyarakat dibanding
aturan formal yang dipaksakan dari luar.

b. Agama: Toleransi Umat di Yogyakarta

Yogyakarta dikenal sebagai salah satu kota dengan tingkat
toleransi beragama tinggi. Di daerah Pancasila, misalnya, masjid,
gereja, vihara, dan pura berdiri berdekatan tanpa konflik. Warga
saling menjaga kerukunan, bahkan sering mengadakan acara
lintas iman seperti buka puasa bersama atau open house Natal.

Kasus ini menunjukkan bahwa agama bisa menjadi perekat
sosial bila dikelola dengan nilai inklusif. Fasilitator yang bekerja
di daerah seperti ini perlu mengadopsi pendekatan dialog
antariman sebagai strategi penguatan kohesi sosial.

c. Gender: Peran Perempuan Minangkabau dalam Musyawarah
Adat
Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan
matrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Dalam
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musyawarah adat (Kerapatan Adat Nagari), perempuan
memiliki suara yang kuat dalam menentukan arah kebijakan
keluarga dan suku.

Kasus ini menjadi bukti bahwa pemberdayaan perempuan
bukanlah konsep asing bagi masyarakat Indonesia, melainkan
sudah menjadi bagian dari kearifan lokal. Fasilitator yang bekerja
di Minangkabau harus memahami posisi strategis perempuan
agar program pembangunan lebih tepat sasaran.

d. Nilai Lokal: Falsafah Tri Hita Karana di Bali

Falsafah Tri Hita Karana (tiga penyebab kebahagiaan) di Bali
menekankan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan
(parahyangan), manusia dengan sesama (pawongarn), dan manusia
dengan alam (palemahan). Nilai ini bukan hanya menjadi dasar
kehidupan sehari-hari, tetapi juga memengaruhi praktik
pembangunan berkelanjutan di Bali.

Banyak program pariwisata di Bali berhasil karena dibangun
dengan memperhatikan filosofi Tri Hita Karana. Fasilitator yang
memahami nilai ini akan lebih mudah mengajak masyarakat Bali
untuk terlibat aktif dalam program yang selaras dengan
keseimbangan tersebut.

7. Refleksi untuk Fasilitator
Dari contoh-contoh di atas, kita bisa melihat bahwa

keberagaman di Indonesia bukan sekadar perbedaan, tetapi

sumber kekuatan. Seorang fasilitator profesional harus mampu:

a. Membaca kearifan lokal seperti sasi untuk mengelola sumber
daya.

b. Mengadopsi semangat toleransi lintas agama seperti di
Yogyakarta.

c. Mengakui dan memperkuat peran gender seperti di
Minangkabau.

d. Mengintegrasikan filosofi nilai lokal seperti Tri Hita Karana
dalam program pemberdayaan.
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Dengan begitu, fasilitator tidak hanya menjadi “pihak luar”
yang membawa program, tetapi menjadi bagian dari proses
transformasi masyarakat yang berakar kuat pada identitas lokal

mereka.

Tabel Ringkasan Keanekaragaman Budaya, Agama, Gender, dan

Nilai Lokal
Dimensi Teori/ Prinsip Contoh Kasus Implikasi bagi
Referensi Penting di Indonesia Fasilitator
Utama

Budaya Hofstede Budaya Tradisi sasi di | Menghargai
(2021) membentuk Maluku untuk | kearifan lokal,
tentang pola pikir, kelestarian mengintegrasikan
dimensi perilaku, dan alam adat sebagai
budaya; identitas instrumen
Geertz kolektif pembangunan
(2020)
tentang
makna
budaya

Agama Berger Agama bisa Kerukunan Mendorong dialog
(2020) jadi perekat lintas iman di antariman,
tentang atau pemicu Yogyakarta menjaga netralitas,
pluralisme konflik sosial, (buka puasa dan
agama; tergantung bersama, open menumbuhkan
UNDP cara dikelola house Natal) nilai toleransi
(2022)
tentang
harmoni
sosial

Gender Nussbaum Kesetaraan Perempuan Mengakui peran
(2021) gender Minangkabau perempuan
tentang meningkatkan | punya peran sebagai aktor
keadilan kualitas strategis dalam | utama, bukan
gender; UN | keputusan musyawarah sekadar
Women komunitas adat pendukung
(2023)
tentang
partisipasi
perempuan

Nilai UNESCO Nilai lokal Falsafah Tri Mengintegrasikan

Lokal (2021) memberi arah Hita Karanadi nilai lokal dalam
tentang etika dan Bali tentang program agar
warisan harmoni sosial | keseimbangan | sesuai dengan
budaya manusia— identitas
takbenda; Tuhan—alam komunitas
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Hidayat
(2022)
tentang
filsafat lokal

Analogi untuk Memperkuat Pemahaman
Keanekaragaman budaya, agama, gender, dan nilai lokal bisa

diibaratkan seperti sebuah orkestra besar.

a. Budaya adalah nada dasar yang memberi warna.

b. Agama adalah irama yang mengatur tempo kehidupan.

c. Gender adalah instrumen-instrumenyang melengkapi
harmoni.

d. Nilai lokal adalah partituryang menjaga keseimbangan
permainan musik.

Seorang fasilitator ibarat dirigen orkestra: ia tidak bisa
memaksakan hanya satu instrumen mendominasi, tetapi harus
memastikan semua elemen bekerja serasi untuk menghasilkan
harmoni sosial. Keanekaragaman budaya, agama, gender, dan
nilai lokal bukanlah hambatan dalam fasilitasi masyarakat,
melainkan peluang untuk membangun keberlanjutan sosial.
Seorang fasilitator profesional harus berperan sebagai jembatan
antar perbedaan, memastikan bahwa semua pihak merasa
dihargai, didengar, dan terlibat dalam proses bersama. Dengan
pemahaman yang tepat, keanekaragaman akan menjadi fondasi
terciptanya masyarakat yang inklusif, adil, dan harmonis. Ibarat
orkestra, keberagaman adalah kumpulan instrumen yang
berbeda, dan fasilitator adalah dirigen yang memastikan
harmoni tercipta dari setiap nada yang dimainkan.

D. Strategi Komunikasi Antarbudaya

Komunikasi antarbudaya (intercultural —communication)
merupakan salah satu keterampilan fundamental dalam proses
fasilitasi partisipatif. Dalam konteks masyarakat yang majemuk
seperti Indonesia dengan keanekaragaman etnis, bahasa, agama,
gender, dan nilai local fasilitator tidak hanya dituntut mampu
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menyampaikan pesan secara efektif, tetapi juga harus memiliki
kepekaan dalam menyesuaikan cara berkomunikasi dengan
norma, simbol, dan ekspresi budaya yang berbeda.

Seiring dengan perkembangan globalisasi dan teknologi,
interaksi antarbudaya semakin sering terjadi. Komunikasi yang
tidak sensitif terhadap konteks budaya berpotensi menimbulkan
salah paham, resistensi, bahkan konflik. Oleh karena itu, strategi
komunikasi antarbudaya menjadi elemen penting dalam
menjaga keberhasilan fasilitasi, membangun kepercayaan, serta
menciptakan ruang kolaboratif yang inklusif.

1. Konsep Dasar Komunikasi Antarbudaya

Samovar, Porter, dan McDaniel (2021) mendefinisikan
komunikasi antarbudaya sebagai proses pertukaran pesan yang
melibatkan individu atau kelompok dengan latar belakang
budaya berbeda, di mana perbedaan nilai, norma, dan simbol
menjadi faktor penentu makna. Menurut Gudykunst (2020),
komunikasi antarbudaya tidak sekadar proses penyampaian
pesan, tetapi juga melibatkan upaya membangun makna
bersama (shared meaning).

Dalam konteks fasilitasi, komunikasi antarbudaya bukan
hanya persoalan linguistik, melainkan juga menyangkut dimensi
nonverbal, seperti intonasi suara, ekspresi wajah, kontak mata,
gestur tubuh, serta jarak fisik. Misalnya, dalam beberapa budaya
lokal di Indonesia, menundukkan kepala dianggap sebagai tanda
hormat, sementara dalam budaya lain kontak mata langsung
justru dipandang sebagai wujud kejujuran dan kesungguhan.

2. Teori-Teori Kontemporer Komunikasi Antarbudaya
Beberapa teori terbaru yang relevan sebagai fondasi strategi

komunikasi antarbudaya antara lain:

a. Anxiety/Uncertainty Management (AUM) Theory (Gudykunst,
2020). Teori ini menekankan bahwa keberhasilan komunikasi
antarbudaya ditentukan oleh kemampuan mengelola
kecemasan dan ketidakpastian saat berinteraksi dengan
orang dari budaya berbeda.
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Cultural Intelligence (CQ) (Ang & Van Dyne, 2021). CQ adalah
kemampuan individu untuk memahami, menafsirkan, dan
berperilaku efektif dalam situasi antarbudaya. CQ mencakup
empat dimensi: metakognitif, kognitif, motivasional, dan
perilaku.

Adaptive Structuration Theory (Poole, 2022). Teori ini
menjelaskan bagaimana norma dan struktur komunikasi
dapat dinegosiasikan dan disesuaikan dalam konteks
interaksi multikultural.

Intercultural Pragmatics (Kecskes, 2021). Fokus pada
bagaimana orang dari budaya berbeda menggunakan bahasa
untuk tujuan praktis, termasuk kesalahpahaman pragmatis
yang sering terjadi.

Strategi Komunikasi Antarbudaya
Strategi komunikasi antarbudaya dalam fasilitasi dapat

dipahami sebagai seperangkat pendekatan, keterampilan, dan
nilai yang diterapkan untuk menjembatani perbedaan dan
membangun pemahaman bersama. Beberapa strategi utama
meliputi:

a.

Membangun Kesadaran Budaya (Cultural Awareness).
Fasilitator perlu menyadari bahwa budaya membentuk cara
individu berpikir, berperilaku, dan merespons suatu situasi.
Kesadaran budaya memungkinkan fasilitator menghindari
stereotip dan prasangka. Analogi: Ibarat seorang musisi yang
bermain di berbagai panggung, ia harus memahami selera
musik audiens agar nada yang dimainkan diterima, bukan
ditolak.

Penggunaan Bahasa yang Inklusif. Bahasa yang inklusif tidak
hanya mencakup pilihan kata, tetapi juga intonasi, sapaan,
serta penghormatan terhadap istilah lokal. Misalnya, dalam
memfasilitasi komunitas adat, penggunaan istilah lokal yang
diakui dapat meningkatkan kepercayaan.

Keterampilan Mendengarkan Aktif. Mendengarkan aktif
berarti tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi juga
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memahami konteks emosional dan budaya di baliknya.
Menurut Brownell (2021), mendengarkan aktif dalam
komunikasi antarbudaya mengurangi risiko salah tafsir
makna.

. Manajemen Simbol dan Isyarat Nonverbal. Setiap budaya
memiliki kode nonverbal yang unik. Misalnya, senyuman
bisa dimaknai sebagai tanda keramahan di satu budaya,
tetapi dianggap basa-basi di budaya lain. Fasilitator harus
belajar membaca simbol ini.

Negosiasi Makna Bersama. Strategi komunikasi antarbudaya
bukan berarti menyeragamkan, melainkan menemukan titik
temu. Fasilitator perlu mempraktikkan negosiasi makna agar
semua pihak merasa didengar dan diakui.

Penggunaan Metafora dan Analogi Lokal. Metafora berfungsi
sebagai jembatan antarbudaya. Menggunakan peribahasa
lokal atau cerita rakyat dapat memperkuat resonansi pesan
fasilitator.

Peran Empati dan Sensitivitas Emosional
Empati adalah inti dari komunikasi antarbudaya. Menurut

Decety & Cowell (2020), empati terdiri dari dua dimensi: kognitif
(memahami perspektif orang lain) dan afektif (merasakan emosi
orang lain). Dalam fasilitasi, empati membantu membangun
jembatan emosional antara fasilitator dan peserta yang berbeda
latar budaya. Analogi: Empati ibarat jembatan kayu yang
menghubungkan dua pulau berbeda. Tanpa jembatan itu,
komunikasi hanya akan terhenti di tepi pantai masing-masing.

5. Hambatan dalam Komunikasi Antarbudaya

Beberapa hambatan yang sering muncul antara lain:
Stereotip dan Prasangka, Menggeneralisasi individu
berdasarkan kelompok budaya tertentu.

b. Etnosentrisme, Menganggap budaya sendiri sebagai standar

terbaik.
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c. Kesalahpahaman Nonverbal, Misalnya, gestur tangan yang
dianggap positif di satu budaya justru bermakna ofensif di
budaya lain.

d. Hambatan Bahasa, Perbedaan istilah, dialek, atau aksen
dapat menghambat pemahaman.

e. Asimetri Kekuasaan, Relasi kuasa dapat membuat kelompok
tertentu  enggan  berbicara atau  mengekspresikan
pandangannya.

6. Pendekatan Praktis untuk Fasilitator
Untuk mengatasi hambatan di atas, fasilitator dapat

mengembangkan praktik-praktik berikut:

a. Membangun Aturan Bersama: Di awal sesi, fasilitator dan
peserta menyepakati norma komunikasi, seperti “tidak
memotong pembicaraan” atau “menghargai perbedaan
pendapat”.

b. Menggunakan Visual dan Media: Infografis, gambar, dan
simbol dapat membantu menjembatani perbedaan bahasa.

c. Menerapkan Prinsip “Ask, Don’t Assume”: Daripada
berasumsi, fasilitator sebaiknya bertanya langsung tentang
makna simbol atau istilah.

d. Melatih Cultural Intelligence (CQ): Melalui pelatihan atau
pengalaman lintas budaya.

7. Studi Kasus Singkat

Dalam sebuah program pemberdayaan desa di Papua,
fasilitator menghadapi kesulitan saat menggunakan istilah teknis
pembangunan. Warga setempat lebih memahami konsep melalui
cerita rakyat dan simbol adat. Dengan mengganti presentasi
formal menjadi diskusi berbasis cerita (storytelling), komunikasi
menjadi lebih efektif. Studi ini menegaskan pentingnya adaptasi
strategi komunikasi antarbudaya.

Strategi  komunikasi antarbudaya adalah  pondasi
keberhasilan fasilitasi partisipatif. Fasilitator perlu menguasai
kesadaran budaya, penggunaan bahasa inklusif, keterampilan
mendengarkan aktif, serta empati untuk membangun hubungan
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yang sehat dalam keragaman. Hambatan komunikasi dapat
diminimalisasi dengan pendekatan praktis yang sensitif
terhadap budaya lokal. Dalam era globalisasi, strategi
komunikasi antarbudaya bukan hanya keahlian tambahan, tetapi
menjadi kompetensi inti seorang fasilitator. Keberhasilan
fasilitasi bukan ditentukan oleh seberapa banyak informasi yang
disampaikan, tetapi oleh seberapa dalam makna dapat dibangun
bersama dalam keberagaman. Komunikasi antarbudaya pada
akhirnya bukan hanya soal menyampaikan pesan, melainkan
tentang merajut keberagaman menjadi kekuatan bersama.
Seperti orkestra, perbedaan nada bukanlah gangguan, melainkan
harmoni yang indah jika dikelola dengan strategi yang tepat.

E. Praktik fasilitasi berbasis kearifan local

Fasilitasi dalam konteks pemberdayaan masyarakat
bukanlah sekadar proses teknis memandu diskusi atau
mengelola kelompok, melainkan juga seni memahami konteks
sosial, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam suatu
komunitas. Salah satu pendekatan yang semakin diakui
pentingnya adalah fasilitasi berbasis kearifan lokal (local wisdom-
based facilitation). Kearifan lokal dipahami sebagai akumulasi
pengetahuan, norma, tradisi, dan praktik sosial yang diwariskan
turun-temurun dalam masyarakat, yang terbukti mampu
menjaga harmoni sosial maupun keberlanjutan lingkungan.

Dalam perspektif kontemporer, kearifan lokal tidak lagi
dipandang sekadar tradisi lama yang konservatif, melainkan
sebagai aset sosial yang memiliki relevansi untuk menghadapi
tantangan global. Penelitian terbaru menegaskan bahwa fasilitasi
yang berakar pada kearifan lokal lebih mudah diterima
masyarakat karena sesuai dengan cara berpikir, bahasa, dan nilai
mereka (Deardorff, 2021, UNESCO, 2023). Dengan demikian,
fasilitator yang mampu memanfaatkan kearifan lokal bukan
hanya meningkatkan partisipasi, tetapi juga membangun rasa
kepemilikan (sense of ownership) dari masyarakat terhadap proses
perubahan.
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Sebagai analogi, fasilitasi berbasis kearifan lokal dapat
diibaratkan seperti seorang musisi yang menggunakan alat
musik tradisional dalam membawakan lagu baru. Meski
nadanya modern, masyarakat lebih mudah menerima karena
nuansanya dekat dengan budaya mereka sendiri.

1. Konsep Kearifan Lokal dalam Fasilitasi
Kearifan lokal (local wisdom) sering dimaknai sebagai

pengetahuan yang berkembang dalam suatu komunitas,

berfungsi menjaga keseimbangan sosial, ekologis, dan spiritual

(Geertz, 2022). Dalam fasilitasi, kearifan lokal menjadi pijakan

epistemologis yang memungkinkan dialog antaranggota

masyarakat berlangsung secara natural. Beberapa karakteristik
kearifan lokal yang relevan dalam praktik fasilitasi adalah:

a. Kolektifitas, kearifan lokal sering bersifat komunal,
mengedepankan musyawarah dan konsensus.

b. Keberlanjutan, nilai-nilai yang terkandung biasanya
berkaitan dengan menjaga keseimbangan jangka panjang.

c. Kontekstualitas, kearifan lokal lahir dari pengalaman spesifik
suatu masyarakat, sehingga sangat relevan dengan kondisi
mereka.

d. Normativitas kearifan lokal memuat aturan moral yang
mengikat, sehingga memperkuat legitimasi fasilitasi.

Contoh nyata dapat ditemukan dalam praktik musyawarah
mufakat di Indonesia, yang bukan hanya mekanisme
pengambilan keputusan, tetapi juga simbol keadilan partisipatif
yang menekankan kesetaraan suara.

2. Teori Terkini tentang Integrasi Kearifan Lokal
Beberapa teori terbaru memberikan landasan akademik bagi

integrasi kearifan lokal dalam fasilitasi:

a. Teori Interkultural Adaptation (Kim, 2021): fasilitasi efektif
terjadi bila fasilitator mampu menyesuaikan gaya
komunikasi dengan budaya lokal.
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Cultural  Sustainability ~ Approach ~ (UNESCO,  2023):
pembangunan berkelanjutan harus memperhitungkan nilai
dan tradisi lokal sebagai bagian dari identitas.
Community-based Participatory Approach (Arasaratnam-Smith
& Doerr, 2023): partisipasi komunitas akan lebih optimal bila
difasilitasi melalui nilai dan praktik yang sudah mereka
kenal.

Ethnographic Facilitation (Chen, 2024): fasilitator sebaiknya
mengadopsi peran seperti etnografer, memahami simbol,
bahasa, dan ritual lokal sebelum intervensi dilakukan.

Praktik Fasilitasi Berbasis Kearifan Lokal
Ada berbagai praktik yang dapat diadopsi fasilitator dalam

kerangka kearifan lokal:

a.

Musyawarah dan Konsensus. Tradisi musyawarah dalam
banyak komunitas di Indonesia menjadi contoh konkret
fasilitasi partisipatif. Fasilitator dapat menghidupkan forum
musyawarah bukan hanya sebagai alat mengambil
keputusan, tetapi juga ruang untuk meneguhkan identitas
kolektif.

Simbol dan Ritual Lokal. Mengawali diskusi dengan salam
adat, doa bersama, atau penggunaan simbol tradisional
(misalnya batik, gamelan, rumah adat) membuat peserta
merasa dihormati. Simbol menjadi jembatan antara inovasi
baru dengan identitas lama.

Cerita Rakyat dan Storytelling. Storytelling berbasis legenda
lokal dapat digunakan sebagai media refleksi. Misalnya,
kisah Malin Kundang dapat dijadikan analogi tentang
pentingnya menjaga hubungan harmonis antara anak dan
orang tua, lalu dikaitkan dengan program pendidikan
keluarga.

Kegiatan Kolektif. Gotong royong, mapalus (Minahasa), atau
subak (Bali) merupakan praktik kearifan lokal yang
menekankan solidaritas. Fasilitator dapat mengadopsi pola-
pola ini dalam perencanaan program partisipatif.
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e. Bahasa Lokal. Bahasa daerah memiliki kekuatan emosional
yang lebih dekat dengan masyarakat. Menggunakan bahasa
lokal dalam sesi fasilitasi akan memperkuat rasa kedekatan
dan kepercayaan.

4. Analogi Praktis

Fasilitasi berbasis kearifan lokal ibarat menanam benih di
tanah yang sudah subur. Benih (program atau gagasan) akan
lebih cepat tumbuh karena tanah (nilai lokal) sudah memiliki
unsur yang mendukung pertumbuhan. Sebaliknya, bila benih
ditanam di tanah asing tanpa memperhatikan kondisi lokal,
maka kemungkinan besar gagal tumbuh.

5. Tantangan dalam Implementasi
Meskipun potensial, penerapan fasilitasi berbasis kearifan

lokal menghadapi sejumlah tantangan:

a. Romantisasi Tradisi, ada kecenderungan melihat kearifan
lokal secara idealis, padahal tidak semua tradisi sesuai
dengan prinsip hak asasi manusia (misalnya diskriminasi
gender).

b. Modernisasi dan Erosi Nilai, globalisasi membuat generasi
muda terkadang kurang mengenal kearifan lokal.

c. Konflik Internal, interpretasi terhadap tradisi bisa berbeda
antar kelompok dalam satu komunitas.

d. Integrasi dengan Pendekatan Ilmiah, fasilitator perlu
memastikan kearifan lokal tetap relevan dengan teori
pemberdayaan modern.

6. Studi Kasus

Sebuah studi oleh UNESCO (2023) di Nusa Tenggara Timur
menunjukkan bahwa program konservasi lingkungan berbasis
kearifan lokal Marapu berhasil meningkatkan partisipasi
masyarakat. Melalui ritual adat, masyarakat lebih berkomitmen
menjaga hutan, dibanding bila fasilitasi dilakukan dengan
pendekatan teknokratis semata.
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Demikian pula, di Bali, sistem subak yang berlandaskan
filosofi Tri Hita Karana (harmoni dengan Tuhan, sesama, dan
alam) menjadi model fasilitasi pengelolaan irigasi yang diakui
dunia sebagai warisan budaya UNESCO.

7. Implikasi bagi Fasilitator
Fasilitator yang ingin mengintegrasikan kearifan lokal perlu:

a. Melakukan pemetaan nilai lokal sebelum intervensi.

b. Menghargai simbol, bahasa, dan praktik yang sudah ada.

c. Mengaitkan kearifan lokal dengan isu kontemporer, seperti
digitalisasi, gender equality, atau perubahan iklim.

d. Menghindari sikap top-down dan menempatkan masyarakat
sebagai pemilik tradisi.

Fasilitasi berbasis kearifan lokal bukan sekadar strategi, tetapi
juga sebuah etika dalam menghormati identitas dan hakikat
suatu komunitas. Teori-teori terbaru menegaskan bahwa
fasilitasi akan lebih berhasil bila dibangun di atas nilai, tradisi,
dan bahasa yang hidup dalam masyarakat. Seorang fasilitator
yang mampu memanfaatkan kearifan lokal ibarat seorang arsitek
yang membangun rumah di tanah adat: ia tidak menghapus
budaya lama, tetapi justru memperkuat fondasi dengan struktur
baru yang relevan. Dengan demikian, praktik fasilitasi ini
menjadi jalan menuju pemberdayaan yang otentik, partisipatif,
dan berkelanjutan.
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BAB IX
Manajemen Diri Fasilitator
dan Pencegahan Burnout

Seorang fasilitator ibarat nahkoda kapal yang membawa
banyak penumpang menuju pelabuhan yang sama. Ia harus tetap
waspada, fokus, dan stabil, meskipun ombak besar, badai, atau
kelelahan mengintai. Dalam praktik pemberdayaan masyarakat,
fasilitator dituntut untuk memiliki kapasitas fisik, emosional, dan
mental yang stabil. Namun, tekanan tugas, interaksi intens
dengan komunitas, serta ekspektasi yang tinggi seringkali
membuat fasilitator rentan terhadap burnout atau kelelahan
emosional yang berkepanjangan.

Menurut Maslach & Leiter (2022), burnout didefinisikan
sebagai sindrom psikologis akibat paparan stres kronis di tempat
kerja yang ditandai dengan tiga dimensi utama: kelelahan
emosional (emotional exhaustion), depersonalisasi (cynicism),
dan penurunan pencapaian pribadi (reduced personal
accomplishment). Kondisi ini tidak hanya menurunkan kualitas
hidup fasilitator, tetapi juga berdampak langsung pada
efektivitas proses pendampingan masyarakat.

Maka dari itu,manajemen diri menjadi fondasi penting yang
harus dimiliki fasilitator. Dengan pengelolaan diri yang baik,
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fasilitator dapat tetap menjaga kesehatan mental, mengelola
energi, serta mempertahankan motivasi dalam jangka panjang.

A. Konsep Manajemen Diri Fasilitator
Manajemen diri adalah kemampuan individu untuk

mengatur emosi, perilaku, dan energi dalam mencapai tujuan

(Goleman, 2021). Dalam konteks fasilitasi, manajemen diri tidak

hanya terkait dengan disiplin pribadi, tetapi juga mencakup

keterampilan refleksi, kontrol stres, serta kemampuan
menyeimbangkan kehidupan kerja dan pribadi.

Komponen utama manajemen diri fasilitator meliputi:

1. Kesadaran diri (self-awareness). Fasilitator harus mampu
mengenali emosi, kekuatan, kelemahan, dan batasan dirinya.
Tanpa kesadaran ini, fasilitator mudah terjebak dalam
tekanan sosial komunitas yang difasilitasi.

2. Regulasi emosi (self-regulation). Kemampuan
mengendalikan reaksi emosional ketika menghadapi konflik
atau tekanan. Misalnya, ketika komunitas tidak sepakat atau
ada resistensi, fasilitator tetap menjaga ketenangan.

3. Manajemen energi. Waktu dan energi fasilitator terbatas,
sehingga perlu pengaturan yang bijak. Manajemen energi
berarti tahu kapan harus bekerja secara intens, kapan
istirahat, dan kapan melakukan aktivitas yang menyegarkan.

4. Refleksi dan pembelajaran berkelanjutan. Fasilitator harus
menyediakan ruang untuk merenung, mengevaluasi, dan
mengambil pelajaran dari setiap pengalaman. Ini membantu
membangun resiliensi dalam menghadapi tantangan
berikutnya.

Analogi sederhana: Manajemen diri bagi fasilitator bagaikan
seorang pengendara motor yang melakukan perjalanan jauh.
Tanpa memeriksa bensin, oli, dan kondisi ban, ia mungkin bisa
berangkat, tetapi risiko mogok di tengah jalan sangat besar.
Begitu juga fasilitator tanpa menjaga kesehatan diri, mereka
rentan “mogok” alias burnout.
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B. Faktor Pemicu Burnout pada Fasilitator

Burnout tidak muncul secara instan, melainkan sebagai

akumulasi tekanan dan ketidakmampuan mengelola diri.
Beberapa faktor utama yang memicu burnout antara lain:

1.

Beban kerja berlebihan. Fasilitator sering dihadapkan pada
tugas yang banyak dengan tenggat waktu ketat, termasuk
memfasilitasi pertemuan, menyusun laporan, hingga
menjembatani konflik.

Ekspektasi komunitas dan lembaga. Masyarakat sering
menaruh harapan besar kepada fasilitator. Sementara itu,
lembaga donor atau organisasi menuntut hasil cepat.
Ketidaksesuaian ekspektasi ini memicu stres kronis.

Konflik nilai. Ketika fasilitator harus menjalankan program
yang tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai komunitas,
muncul ketegangan emosional. Kondisi ini menimbulkan
beban moral yang berat.

Kurangnya dukungan sosial. Fasilitator yang bekerja
sendirian tanpa dukungan tim sering merasa terisolasi.
Padahal, dukungan rekan kerja penting sebagai ruang
berbagi emosi dan strategi.

Keterbatasan sumber daya. Minimnya anggaran, sarana, atau
infrastruktur membuat fasilitator tertekan karena harus
memaksimalkan hasil dengan modal terbatas.

Menurut Schaufeli (2021), kombinasi faktor organisasi

(lingkungan kerja) dan personal (ketahanan individu) adalah
prediktor utama terjadinya burnout.

C. Dampak Burnout terhadap Fasilitator dan Komunitas

Burnout tidak hanya merugikan fasilitator secara pribadi,

tetapi juga berdampak sistemik terhadap proses pemberdayaan
masyarakat. Dampak tersebut antara lain:

1.

Kesehatan mental terganggu: muncul depresi, kecemasan,
atau insomnia.
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2.

3.

Penurunan kinerja: fasilitator menjadi tidak fokus, mudah
marah, atau kurang inovatif.

Hubungan dengan komunitas terganggu: komunikasi
menjadi dingin, penuh emosi, bahkan bisa menimbulkan
ketidakpercayaan dari masyarakat.

Efek domino terhadap komunitas: jika fasilitator kehilangan
semangat, komunitas yang difasilitasi ikut terhambat
perkembangannya.

Analogi: Bayangkan seorang guru yang mengajar dengan

kondisi burnout. Ia masuk kelas dengan wajah muram, suara

lesu, dan kurang perhatian pada murid. Secara otomatis, murid
pun ikut kehilangan semangat belajar. Begitu juga fasilitator:
semangatnya menular kepada komunitas, begitu pula kelelahan
dan stresnya.

D. Strategi Manajemen Diri dan Pencegahan Burnout

Untuk mencegah burnout, fasilitator perlu menerapkan

strategi manajemen diri yang berkesinambungan. Beberapa
pendekatan ilmiah yang relevan adalah:
1. Mindfulness dan Kesadaran Penuh. Mindfulness menurut

Kabat-Zinn (2020)adalah kesadaran yang muncul dengan
cara sengaja, pada saat ini, dan tanpa menghakimi. Praktik
mindfulness, seperti meditasi singkat atau pernapasan sadar,
membantu fasilitator meredakan stres dan meningkatkan
fokus.

Self-Care. Konsep self-care mencakup pemeliharaan
kesehatan fisik (olahraga, tidur cukup), kesehatan emosional
(curhat dengan teman, journaling), dan kesehatan spiritual
(ibadah atau refleksi nilai). Self-care bukan egoisme,
melainkan syarat agar fasilitator mampu melayani orang lain
dengan optimal.

Supervisi dan Dukungan Sosial. Menurut WHO (2021)
fasilitator atau pekerja lapangan perlu akses ke supervisi
rutin untuk mengurangi tekanan. Dukungan dari rekan
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sejawat memungkinkan fasilitator berbagi pengalaman dan
mendapatkan perspektif baru.

Pengelolaan Waktu dan Energi. Prinsip “time management”
bukan hanya soal menyusun jadwal, tetapi juga menentukan
prioritas dan batasan (setting boundaries). Fasilitator harus
berani berkata “tidak” pada beban kerja yang melebihi
kapasitas.

Pengembangan Kompetensi. Fasilitator yang terus meng-
upgrade pengetahuan dan keterampilan merasa lebih
percaya diri menghadapi tantangan. Rasa kompeten ini
mengurangi stres dan meningkatkan resiliensi.

Model PERMA. Seligman (2018) memperkenalkan model
PERMA sebagai kerangka kesejahteraan psikologis:

a. Positive Emotions (emosi positif)

b. Engagement (keterlibatan)

c. Relationships (hubungan sehat)

d. Meaning (makna hidup)

e. Accomplishment (pencapaian)

Fasilitator yang menerapkan PERMA cenderung lebih
bahagia dan tahan terhadap burnout.

Studi Kasus Pencegahan Burnout. Dalam sebuah proyek
pemberdayaan desa di Nusa Tenggara Timur, beberapa
fasilitator mengalami gejala burnout: kelelahan, kehilangan
motivasi, hingga konflik dengan masyarakat. Lembaga
penyelenggara kemudian mengadakan peer support group
setiap minggu, di mana fasilitator bisa berbagi pengalaman
dan melakukan latihan mindfulness bersama. Hasilnya,
dalam tiga bulan tingkat stres berkurang signifikan, motivasi
meningkat, dan hubungan dengan komunitas kembali
harmonis. Fasilitator adalah jantung dari proses
pemberdayaan masyarakat. Namun, mereka bukanlah
“mesin” yang bisa terus bekerja tanpa henti. Burnout adalah
ancaman nyata yang bisa melemahkan peran fasilitator jika
tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, manajemen diri
menjadi kunci: menjaga kesadaran diri, mengelola energi,
merawat kesehatan, serta membangun dukungan sosial.
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Dengan strategi pencegahan burnout, fasilitator tidak hanya
mampu menjaga kesejahteraan dirinya, tetapi juga
memastikan  keberlangsungan  proses pemberdayaan
masyarakat yang sehat dan berkelanjutan.

E. Manajemen waktu, emosi, dan ekspektasi komunitas

Manajemen diri merupakan salah satu fondasi utama dalam
profesi fasilitator. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat,
fasilitator tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan
teknis, tetapi juga kemampuan mengelola waktu, mengatur
emosi, serta mengelola ekspektasi komunitas yang beragam.
Ketiga aspek ini menjadi penopang keberhasilan proses fasilitasi.
Kegagalan dalam mengelola salah satunya dapat mengakibatkan
terjadinya disfungsi peran, kelelahan emosional, bahkan konflik
antara fasilitator dengan komunitas.

Menurut Boyatzis (2021), kompetensi emosional dan
keterampilan manajerial merupakan “soft skills” yang sangat
menentukan efektivitas kepemimpinan dan fasilitasi. Lebih jauh,
Goleman (2020) menekankan bahwa kecerdasan emosional
berperan 80% dalam keberhasilan profesi berbasis interaksi
sosial, sementara kecerdasan kognitif hanya berkontribusi sekitar
20%. Artinya, kemampuan mengatur waktu, emosi, dan
ekspektasi bukan sekadar tambahan, melainkan inti dari
profesionalisme seorang fasilitator.

Untuk memahami pentingnya topik ini, bayangkan seorang
fasilitator sebagai “nahkoda kapal” yang membawa penumpang
(komunitas) menuju tujuan bersama. Jika ia gagal mengatur arah
perjalanan (waktu), mudah terpancing oleh badai emosi (emosi),
atau tidak mampu menyeimbangkan harapan penumpang
(ekspektasi komunitas), maka perjalanan akan berakhir kacau.
Sebaliknya, dengan manajemen diri yang matang, fasilitator
mampu menjaga stabilitas, meskipun menghadapi berbagai
tantangan di tengah jalan.

194 | Fasilitator Profesional



F. Manajemen Waktu: Efisiensi dalam Proses Fasilitasi
Manajemen waktu dalam fasilitasi komunitas bukan sekadar
soal disiplin hadir tepat waktu, tetapi mencakup keterampilan
menyusun  agenda,  memprioritaskan  kegiatan, = dan
mengalokasikan sumber daya sesuai kebutuhan komunitas.
Covey (2020) dalam konsep Time Management Matrix
menyebutkan bahwa kunci keberhasilan bukanlah bekerja lebih
keras, melainkan bekerja lebih cerdas dengan mendahulukan

yang paling penting.

Pentingnya Manajemen Waktu bagi Fasilitator
Meningkatkan efektivitas pertemuan, waktu yang terstruktur
mencegah pemborosan energi pada isu-isu minor.

b. Menghindari kelelahan fasilitator dan komunitas, agenda
yang jelas membantu mengurangi frustrasi peserta.

c. Meningkatkan kredibilitas fasilitator, komunitas akan
menilai fasilitator profesional jika mampu menghargai
waktu.

Strategi Manajemen Waktu

Perencanaan  berbasis  prioritas:  fasilitator  perlu
mengidentifikasi agenda yang bersifat mendesak dan
penting.

b. Teknik time-blocking: membagi waktu dalam blok fokus,
misalnya sesi diskusi, refleksi, dan aksi.

c. Fleksibilitas kontekstual: memberi ruang untuk dinamika
komunitas tanpa kehilangan arah utama.

3. Analogi

Manajemen waktu ibarat “mengatur lalu lintas jalan raya”.
Jika semua kendaraan (agenda) dibiarkan berjalan tanpa aturan,
maka akan terjadi kemacetan. Namun, dengan lampu lalu lintas
(prioritas waktu), perjalanan menjadi lancar dan tujuan tercapai
tepat waktu.
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G. Manajemen Emosi: Kecerdasan Emosional dalam Fasilitasi

Emosi adalah aspek yang seringkali terabaikan dalam
fasilitasi, padahal sangat menentukan keberhasilan proses.
Menurut Salovey & Mayer (2022), kecerdasan emosional meliputi
kemampuan mengenali emosi diri, memahami emosi orang lain,
serta mengelola respons secara adaptif.

Relevansi Emosi dalam Fasilitasi
Menciptakan iklim positif, emosi yang stabil membantu
membangun suasana kondusif.

b. Mengatasi konflik, fasilitator yang tenang mampu menjadi
penengah dalam perbedaan pendapat.

c. Menjadi teladan, komunitas cenderung meniru emosi yang
ditampilkan fasilitator.

Strategi Manajemen Emosi

a. Self-awareness: mengenali kondisi emosi pribadi sebelum
memimpin diskusi.

b. Self-requlation: menahan diri dari reaksi impulsif.

c. Empati: memahami perasaan komunitas untuk menjaga
harmoni.

d. Teknik relaksasi: meditasi singkat, deep breathing, atau
journaling dapat membantu menstabilkan emosi.

3. Analogi

Emosi fasilitator dapat diibaratkan sebagai “cuaca”. Jika
cuaca cerah (emosi positif), maka proses fasilitasi berjalan lancar.
Namun, jika penuh badai (emosi negatif), maka perjalanan
komunitas akan terhambat. Seorang fasilitator yang bijak adalah
“penyulut matahari” yang mampu menjaga kehangatan meski
langit mendung.

H. Manajemen Ekspektasi Komunitas
Komunitas sering kali memiliki ekspektasi tinggi terhadap
fasilitator: dianggap sebagai “penyelesai masalah” atau bahkan
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“penyedia solusi instan”. Jika ekspektasi tidak dikelola, hal ini
dapat menimbulkan kekecewaan. Freire (2021) dalam Pedagogy of
the Oppressed menekankan pentingnya hubungan setara antara
fasilitator dan komunitas, di mana fasilitator bukan guru yang
memberi instruksi, melainkan mitra dialogis.

Pentingnya Mengelola Ekspektasi
Mencegah kesalahpahaman, jelasnya peran membuat
komunitas tidak berharap berlebihan.

b. Meningkatkan kepercayaan, ekspektasi yang realistis
memperkuat rasa saling percaya.

c. Memperkuat partisipasi, ketika ekspektasi dikelola,
komunitas terdorong untuk aktif berkontribusi.

Strategi Mengelola Ekspektasi
Komunikasi transparan: sejak awal, fasilitator menjelaskan
kapasitas dan keterbatasannya.

b. Penyusunan kesepakatan bersama: membuat kontrak sosial
antara fasilitator dan komunitas.

c. Evaluasi periodik: meninjau ulang ekspektasi agar sesuai
dengan perkembangan proses.

3. Analogi

Mengelola ekspektasi komunitas ibarat “mengatur api
kompor”. Jika apinya terlalu besar (ekspektasi berlebihan), maka
masakan bisa gosong. Jika terlalu kecil (ekspektasi rendah),
masakan tak kunjung matang. Fasilitator harus menjaga nyala
api pada tingkat yang pas agar “masakan” (proses
pemberdayaan) matang dengan sempurna.

I. Integrasi Tiga Aspek: Waktu, Emosi, dan Ekspektasi
Ketiga aspek ini saling berhubungan erat. Manajemen waktu
yang buruk dapat memicu frustrasi emosional. Emosi yang tidak
stabil dapat memperkeruh pengelolaan ekspektasi komunitas.
Demikian pula, ekspektasi yang tidak terkelola dapat
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menimbulkan tekanan emosional sekaligus mengacaukan
agenda waktu.

Teori Pendukung

Model  Self-Determination Theory (Ryan & Deci, 2020)
menjelaskan bahwa kebutuhan akan otonomi, kompetensi,
dan keterhubungan sosial merupakan fondasi motivasi.
Fasilitator yang mampu mengatur waktu, emosi, dan
ekspektasi mendukung pemenuhan ketiga kebutuhan
tersebut.

b. Transactional Model of Stress (Lazarus & Folkman, 2021)
menegaskan bahwa stres muncul bukan dari situasi, tetapi
dari bagaimana individu menilai dan mengelola situasi.
Artinya, fasilitator dapat tetap sehat dan produktif jika
memiliki keterampilan manajemen diri yang baik.

2. Analogi

Bayangkan sebuah orkestra. Waktu adalah konduktor yang
mengatur tempo musik. Emosi adalah nada yang memberi warna
dan harmoni. Ekspektasi komunitas adalah penonton yang
menilai kualitas pertunjukan. Jika salah satunya tidak terkelola,
maka simfoni yang dimainkan akan terdengar kacau. Tetapi jika
semuanya teratur, maka hasilnya adalah harmoni yang indah.

Manajemen waktu, emosi, dan ekspektasi komunitas
merupakan tiga dimensi utama yang saling melengkapi dalam
kompetensi fasilitator. Keberhasilan dalam mengelola ketiganya
tidak hanya membuat proses fasilitasi lebih efektif, tetapi juga
menjaga keberlanjutan relasi sosial antara fasilitator dan
komunitas.Dalam praktiknya, fasilitator bukan sekadar “pekerja
teknis”, melainkan “arsitek sosial” yang harus piawai merancang
ruang waktu, mengendalikan emosi, serta menyeimbangkan
harapan komunitas. Dengan demikian, profesi fasilitator tidak
hanya menuntut kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan
emosional dan keterampilan manajerial yang tinggi.
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J. Strategi menjaga netralitas emosional dan professional

Dalam praktik pemberdayaan masyarakat, fasilitator kerap
berada di ruang tarik-menarik kepentingan: antara suara
mayoritas dan minoritas, antara kepentingan komunitas dan
mandat program, antara empati personal dan kewajiban
profesional. Di tengah arus itu, kemampuan menjaga netralitas
emosional dan profesional menjadi penentu kualitas proses dan
legitimasi hasil. Netralitas di sini tidak identik dengan “dingin”
atau “tanpa posisi moral”, melainkan ketidakberpihakan
prosedural (procedural impartiality) yakni memberi ruang adil
bagi semua suara, menahan bias pribadi, dan memastikan
keputusan dihasilkan lewat mekanisme yang transparan,
inklusif, dan berbasis bukti.

Analogi sederhana: fasilitator ibarat penjaga garis (referee)
yang tidak ikut mencetak gol, tetapi memastikan permainan
berlangsung sesuai aturan, aman, dan adil. Referee yang baik
tetap manusiawi ia paham emosi pemain namun tidak larut
hingga mempengaruhi peluitnya.

=

Konseptualisasi Netralitas: Emosi, Peran, dan Prosedur
Netralitas emosional adalah kapasitas untuk mengelola
emosi pribadi agar tidak membelokkan proses fasilitasi. Ia
bukan “anti-emosi”, tetapi regulasi emosi: menyadari,
menamai, dan menstruktur respons secara adaptif (Gross,
2015; Ford & Gross, 2020).

b. Netralitas professional merujuk pada posisi imparsial
terhadap konten, namun proposional terhadap proses—
fasilitator boleh (bahkan harus) tegas terhadap aturan main
agar semua pihak diperlakukan setara (Kaner, 2014; IAF,
2021).

c. Imparsialitas prosedural (Tyler, 2021) menekankan bahwa rasa

keadilan partisipan muncul ketika mereka melihat prosesnya

konsisten, transparan, dan menghormati martabat semua
pihak—meski hasil akhirnya tak selalu sesuai preferensi
masing-masing.
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Tiga pilar konseptual ini regulasi emosi, imparsialitas
profesional, dan keadilan proseduralmenjadi kerangka acuan
strategi dalam subbab ini.

Landasan Teoretis Mutakhir

Regulasi Emosi: Process Model (Gross, 2015) dan pembaruan
lintas budaya (Ford & Gross, 2020) menunjukkan reappraisal
(menilai ulang makna) lebih adaptif dibanding suppression
(menekan ekspresi) untuk interaksi jangka Panjang reappraisal
menurunkan konflik dan meningkatkan kerja sama.

b. Emotional Labor: Hochschild menekankan kerja emosional
dalam profesi layanan; ulasan terbaru menunjukkan authentic
regulation (regulasi yang selaras nilai) lebih sehat ketimbang
“topeng” (Grandey et al., 2019).

c. Keadilan Prosedural: Tyler (2021) memaparkan faktor
pembentuk legitimasi proses: " (kesempatan bicara),
neutrality, respect, trustworthiness.

d. Kecerdasan Emosional & Empati Berbatas: Goleman (2021)
dan Neff (2021) menekankan keseimbangan empati dengan
self-compassion agar empati tidak berubah menjadi compassion
fatigue.

e. Debiasing: riset bias implisit (Greenwald & Banaji, 2017) serta
checklist debiasing dalam pengambilan keputusan (Croskerry,
2019) relevan untuk moderator yang rentan “konfirmasi
preferensi”.

f. Motivational Interviewing & NVC: kerangka Motivational
Interviewing (Miller & Rollnick, 2023) dan Nonviolent
Communication (Rosenberg, 2015) memberi teknik dialog non-
konfrontatif yang menjaga kehangatan tanpa kehilangan
ketegasan proses.

g. Trauma-Informed & Cultural Humility: perspektif trauma-
informed facilitation (SAMHSA, 2020) dan cultural humility
(Hook et al., 2017; Deardortf, 2023) membantu fasilitator peka
pada latar pengalaman rentan dan ketimpangan kuasa.
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Dilema Netralitas di Lapangan

Netral vs Bungkam: netralitas bukan pasif; fasilitator tetap
aktif menegakkan aturan main (timekeeping, giliran bicara,
fokus pada isu).

Empati vs Afeksi: empati untuk memahami—bukan
menyerap emosi hingga kehilangan objektivitas.

Proses vs Hasil: fasilitator netral pada substansi pilihan,
tetapi tegas pada kualitas proses (inklusif, bebas intimidasi).

Kesetaraan vs Keadilan: sama rata waktu bicara belum tentu
adil bila ada kelompok rentan; koreksi ketimpangan bisa
memerlukan “ketidaknetralan waktu” agar hasil tetap setara
(equity-minded facilitation).

Strategi Intrapersonal: Menjaga Netralitas dari Dalam
Klarifikasi Peran & Niat
Mulai tiap penugasan dengan pernyataan peran: “Saya tidak

berpihak pada salah satu opsi, tugas saya memastikan proses
yang adil.” Tuliskan kontrak psikologis pribadi: nilai, batas, dan
indikator “alarm” ketika netralitas terancam (mis. dorongan
membalas, defensif, atau ingin “menang”).

b.

Hygiene Emosional Pra-Sesi

1) Briefing diri 5-10 menit: tujuan, peran, kemungkinan
pemicu (trigger), rencana respons.Grounding (napas 4-6,

2) pemindaian tubuh 90 detik).

3) Implementation intention: “Jika saya merasa terpicu, maka
saya akan jeda 3 napas, merangkum, dan lempar
pertanyaan klarifikasi.”

Regulasi Emosi Saat Sesi

1) Labeling emosi (Barrett, 2022): menamai internal state
(“saya tegang”) menurunkan intensitasnya.

2) Cognitive reappraisal: ubah narasi “mereka menyerang
saya” — “ada kebutuhan yang belum terwadahi”.

3) Micro-pause: jeda 2-3 detik sebelum merespons isu
sensitif.
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d. Pasca-Sesi: Dekompresi & Refleksi
1) Debrief mandiri/peer 10-15 menit: apa yang memicu,
bagaimana respons, apa yang akan diperbaiki.
2) Catatan insiden kritis untuk pembelajaran terstruktur.

5. Strategi Interpersonal: Menjaga Netralitas di Ruang
Interaksi

a. Aturan Main yang Mengikat Semua. Buka sesi dengan
norma partisipasi: satu suara satu giliran, dengar aktif, no ad
hominem, bahasa sopan, hormati perbedaan. Consent peserta
pada aturan memperkuat legitimasi fasilitator menegakkan
netralitas prosedural.

b. Teknik Bahasa Netral & Pertanyaan Proses

1) Gunakan bahasa deskriptif , bukan evaluatif (“Saya
mendengar dua kepentingan berbeda: A menekankan
biaya, B menekankan akses; apa kriteria bersama?”).

2) Ajukan pertanyaan proses: “Apakah kita sepakat kriteria
dulu sebelum opsi?”

3) Parafrase & rangkum secara seimbang (jangan
merangkum pihak tertentu lebih rinci).

c. Menata Distribusi Suara
1) Round-robin untuk memberi giliran merata.
2) Think- pair- share agar yang pendiam punya ruang
menyiapkan pikiran.
3) Parking lot untuk isu di luar focus netral terhadap konten,
tegas terhadap fokus.

d. Mengelola Emosi Kelompok
1) Validasi tanpa memihak: “Saya bisa mengerti ini isu
penting; mari kita dengar satu per satu dengan aturan
yang sudah disepakati.”
2) Pisahkan ruang katarsis (5-10 menit curah emosi) dari
ruang perumusan (kriteria, opsi, konsekuensi).
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3) Jika eskalasi: break struktural (2-3 menit), kembali dengan
ringkasan netral dan langkah berikutnya.

Transparansi Konflik Kepentingan. Nyatakan potensi konflik
(mis. fasilitator pernah bekerja dengan salah satu pihak),
minta persetujuan kelompok, atau ajukan co-facilitator bila
perlu. Transparansi memperkokoh kredibilitas.

Strategi Proses & Desain: Sistem yang Menahan Bias

Desain Agenda Proses

1) Kriteria dulu, opsi kemudian: mengurangi bias anchoring
pada opsi awal.

2) Decision matrix atau multi-criteria analysis terbuka: alasan
setiap pilihan tercatat.

3) Anonimisasi pada pemungutan pendapat (bila sensitif)
untuk menekan tekanan sosial.

Alat Debiasing

1) Pre-mortem (Kahneman dkk.): “Bayangkan keputusan
gagal total; apa penyebabnya?”

2) Devil’s advocate rotasi:  peran penantang argumen
dialihkan bergilir- bukan milik satu orang/kelompok saja.

3) Checklist bias (Croskerry, 2019): konfirmasi data? bias
konfirmasi? efek status?

Keadilan Prosedural yang Terlihat

1) Jam dinding & timekeeper terlihat semua orang.

2) Catatan di papan (flipchart) word- for- word untuk
pernyataan kunci.

3) Ringkasan keputusan: siapa - melakukan apa - kapan -
dengan dukungan siapa - indikator apa. Dokumen
dibacakan ulang, dikoreksi bersama, lalu disirkulasikan.

. Co-facilitation & Rotasi Peran. Duet fasilitator: satu menjaga
proses & emosi, satu menjaga konten & dokumentasi. Rotasi
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peran tiap sesi untuk mengurangi ketergantungan dan
meminimalkan bias personal.

Kerangka Operasional: Pra - Saat -Pasca

Pra

1) Pemetaan pemangku kepentingan (power—interest),
analisis isu sensitif, menyepakati mandat peran fasilitator
secara tertulis.

2) Rancang script netral: pembuka, transisi, teknik
redirection, kalimat penghenti eskalasi.

b. Saat

1) Awali dengan grounding 60 detik; tekankan aturan main
dan “no-surprise policy”.

2) Gunakan timer dan kanban isu (To Explore - In Synthesis -
Decided).

3) Ketika  dipancing  memihak: “Izinkan  saya
mengembalikan ke kriteria yang kita sepakati. Bagaimana
opsi ini memenubhi kriteria X dan Y?”

c. Pasca
1) Debrief bersama panitia kecil: apa yang netral, apa yang
terasa condong, perbaikan berikutnya.
2) Kirim notulen transparan <24 jam.
3) Simpan log keputusan: tanggal, peserta, kriteria, opsi,
alasan—membangun jejak akuntabilitas.

8. Menjaga Netralitas Tanpa Kehilangan Kemanusiaan
Netral bukan berarti steril dari empati. Prinsip cultural
humility (Hook et al., 2017) menuntut kesadaran bahwa
pengetahuan fasilitator terbatas dan perlu terus belajar dari
warga. Pendekatan trauma-informed  (SAMHSA,  2020)
mengingatkan: sebagian emosi keras di ruang pertemuan bisa
berakar pada pengalaman luka. Maka, validasi pengalaman
boleh, validasi kekerasan tidak. Fasilitator membedakan orang
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dan perilaku: menghormati yang pertama, menegakkan batas
pada yang kedua.

10.

11.

Indikator Praktis & Audit Netralitas

Proses: keberadaan aturan main tertulis; jumlah interupsi
yang diluruskan; distribusi waktu bicara antarkelompok;
hadirnya kriteria tertulis.

Persepsi: survei singkat pascasessi (4 butir Likert): (1) merasa
didengar, (2) proses adil, (3) fasilitator tidak memihak, (4)
keputusan dipahami.

Output: keputusan memuat alasan dan tanggapan pada
minoritas; ada rencana mitigasi keberatan.

Audit: tinjauan triwulanan oleh peer facilitator memakai
rubrik IAF Core Competencies (2021).

Studi Mini

Kasus A (Desa agraris): Dua kelompok berseteru soal irigasi.
Fasilitator memulai dengan kriteria bersama (keadilan air,
biaya pemeliharaan, kelestarian), bukan opsi teknis. Hasil:
opsi hibrida lahir dari kriteria, bukan lobi. Partisipan menilai
proses “adil meski pahit bagi sebagian”.

Kasus B (UMKM perempuan): Kader vokal mendominasi.
Fasilitator menerapkan think - pair - share + putaran singkat
setiap orang. Netralitas terjaga; kualitas gagasan meningkat
karena muncul suara pendiam.

Kasus C (Ruang pascakonflik): Emosi tinggi. Fasilitator
mengalokasi 10 menit katarsis terstruktur (aturan tanpa
serangan personal), lalu kembali ke peta masalah kebutuhan
kriteria. Eskalasi reda; kesepakatan prosedural tercapai lebih
dulu sebelum substansi final.

Batas dan Eskalasi
Netralitas tidak menuntut toleransi pada ujaran kebencian,

intimidasi, atau kekerasan. Rancang eskalasi bertingkat: (1)
peringatan aturan, (2) time-out individu/kelompok, (3)
penundaan sesi, (4) rujukan ke mekanisme mediasi/otoritas
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sesuai hukum dan adat. Catat insiden secara faktual, ini
melindungi semua pihak dan menjaga integritas proses.

Menjaga netralitas emosional dan profesional bukan soal
“tidak merasa” atau “tidak peduli”, melainkan mengelola apa
yang dirasa dan menata bagaimana peduli agar proses tetap adil,
inklusif, dan efektif. Strategi intrapersonal (regulasi emosi,
mindfulness, refleksi), interpersonal (bahasa netral, distribusi
suara, validasi tanpa memihak), dan desain proses (kriteria dulu-
opsi kemudian, debiasing, transparansi) bekerja saling
menopang. Dengan begitu, fasilitator hadir sebagai penjaga
proses yang tegas namun hangat, imparsial namun manusiawi
sebuah kombinasi yang menjadi pilar legitimasi dan
keberlanjutan perubahan sosial.

K. Refleksi Harian dan Supervisi Fasilitator

Refleksi harian dan supervisi merupakan dua instrumen
penting dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan peran
fasilitator dalam mendampingi komunitas. Fasilitator bukan
hanya bertugas menyampaikan pengetahuan atau memandu
diskusi, melainkan juga memerlukan ruang untuk mengevaluasi
dirinya secara berkelanjutan. Refleksi berfungsi sebagai cermin
pribadi yang memungkinkan fasilitator meninjau kembali
pengalaman, sikap, dan strategi yang digunakan dalam aktivitas
sehari-hari. Sementara itu, supervisi bertindak sebagai sistem
pendukung eksternal yang menghadirkan perspektif lain baik
dari mentor, rekan sejawat, maupun pihak institusional guna
meningkatkan kapasitas dan mencegah terjadinya bias atau
kesalahan berulang.

Analogi sederhana dapat diambil dari seorang atlet
profesional. Atlet membutuhkan waktu latihan untuk mengasah
keterampilan teknis (setara dengan fasilitasi), tetapi juga
memerlukan sesi menonton ulang rekaman pertandingan
(refleksi) serta pelatih yang memberikan masukan strategis
(supervisi). Tanpa kombinasi tersebut, potensi atlet akan stagnan,
dan kesalahan yang sama dapat berulang. Demikian pula,
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fasilitator yang tidak memiliki kebiasaan refleksi dan supervisi
berisiko terjebak dalam rutinitas tanpa perbaikan signifikan.

1. Konsep Refleksi Harian bagi Fasilitator
Refleksi harian adalah praktik evaluasi diri yang dilakukan

secara rutin setelah fasilitator menjalankan tugasnya. Menurut

Schon (1983) dalam konsep reflective practitioner, refleksi

membantu praktisi untuk “belajar dari pengalaman” sehingga

proses kerja tidak hanya bersifat mekanis, tetapi juga penuh
kesadaran kritis. Refleksi harian dapat dilakukan dengan tiga
dimensi:

a. Refleksi atas tindakan (reflection-on-action): fasilitator
meninjau apa yang sudah dilakukan, apa yang berhasil, dan
apa yang tidak.

b. Refleksi dalam tindakan (reflection-in-action): fasilitator
belajar menyesuaikan strategi di tengah jalannya proses.

c. Refleksi untuk tindakan (reflection-for-action): fasilitator
menyiapkan perbaikan untuk kegiatan berikutnya.

Contoh penerapan: seorang fasilitator dalam musyawarah
desa menyadari bahwa partisipasi perempuan cenderung
rendah. Dalam refleksi harian, ia mencatat bahwa instruksi yang
diberikan terlalu cepat dan kurang memberi ruang aman bagi
kelompok tersebut. Dari refleksi itu, fasilitator kemudian
merancang strategi berupa sesi khusus kelompok perempuan
sebelum musyawarah umum berikutnya.

2. Teknik Praktis Refleksi Harian
Beberapa metode refleksi harian yang relevan bagi fasilitator

antara lain:

a. Jurnal Refleksi: Menulis catatan singkat setiap akhir hari
mengenai pengalaman, tantangan, emosi yang muncul, serta
rencana perbaikan.

b. Model Gibbs Reflective Cycle (1988): fasilitator melalui enam
tahap refleksi: deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis,
kesimpulan, dan rencana tindakan.
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c. Pertanyaan Panduan Harian: misalnya,
1) Apa yang paling berhasil dalam fasilitasi hari ini?
2) Apayang paling menantang?
3) Bagaimana reaksi peserta memengaruhi keputusan saya?
4) Apa yang akan saya lakukan berbeda di kesempatan
berikutnya?

Analogi sederhana: refleksi harian ibarat “menyapu halaman
setiap sore”. Jika dilakukan konsisten, halaman tetap bersih;
tetapi jika diabaikan, dedaunan (masalah) akan menumpuk dan
lebih sulit ditangani.

3. Konsep Supervisi Fasilitator

Supervisi dalam konteks fasilitasi masyarakat merupakan
proses pendampingan profesional yang memungkinkan
fasilitator memperoleh arahan, umpan balik, serta dukungan
emosional dari pihak lain. Supervisi ini penting karena, menurut
Proctor (1986), fungsi supervisi mencakup tiga aspek:
a. Normatif (pengawasan etika dan standar kerja).
b. Formatif (pengembangan kompetensi dan pengetahuan).
c. Restoratif (dukungan psikologis dan pencegahan burnout).

Supervisi berbeda dengan sekadar evaluasi kinerja. Evaluasi
cenderung menekankan pada hasil, sedangkan supervisi
menekankan pada proses pembelajaran dan pengembangan
kapasitas fasilitator.

Contohnya, seorang fasilitator yang merasa frustrasi karena
peserta musyawarah selalu didominasi oleh elit desa dapat
mendiskusikan hal ini dalam sesi supervisi. Supervisor
membantu fasilitator melihat alternatif solusi, seperti
menggunakan metode small group discussion atau fishbowl
technique agar partisipasi lebih merata.

4. Model-Model Supervisi Fasilitator
Terdapat beberapa model supervisi yang dapat diterapkan
dalam pendampingan fasilitator:
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a. Supervisi Klinis: berfokus pada observasi langsung aktivitas
fasilitator, diikuti diskusi mendalam mengenai kekuatan dan
area yang perlu ditingkatkan.

b. Peer Supervision: dilakukan antar rekan sejawat melalui
pertemuan rutin untuk saling memberi umpan balik.

c. Group Supervision: supervisor membimbing sekelompok
fasilitator dalam satu forum, memungkinkan pertukaran
pengalaman lintas individu.

d. E-Supervision: pemanfaatan teknologi digital untuk
melakukan supervisi jarak jauh melalui video call, chat, atau
platform kolaboratif.

Literatur terbaru, seperti Carroll (2020), menekankan
pentingnya supervisi berbasis reflektif yang tidak hanya fokus
pada “apa yang dilakukan”, tetapi juga “bagaimana perasaan
fasilitator” ketika menghadapi situasi sulit.

5. Sinergi Refleksi Harian dan Supervisi

Refleksi harian dan supervisi bukanlah dua hal yang berdiri
sendiri, melainkan saling melengkapi. Refleksi ibarat proses
internal yang dilakukan individu untuk memahami dirinya
sendiri, sedangkan supervisi merupakan ruang eksternal yang
memperkaya refleksi dengan perspektif baru.

Jika digambarkan dengan analogi: refleksi adalah kompas
pribadi yang menunjukkan arah, sementara supervisi adalah.
peta perjalanan yang memberi gambaran medan secara lebih
luas. Keduanya penting agar fasilitator tidak tersesat dalam
rutinitas atau terjebak dalam bias subjektif.

Manfaat Refleksi dan Supervisi bagi Fasilitator

a. Peningkatan Kompetensi Profesional: fasilitator terus belajar
dari pengalaman nyata.

b. Penguatan Etika dan Integritas: adanya pengawasan etis
melalui supervisi.
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c. Pencegahan Burnout: fasilitator mendapat dukungan
psikologis dan emosional.

d. Keterbukaan terhadap  Perspektif Baru: supervisi
memungkinkan fasilitator mendengar masukan dari luar
dirinya.

e. Membangun Budaya Pembelajaran Berkelanjutan: refleksi
harian melatih kebiasaan evaluasi diri secara konsisten.

7. Tantangan dalam Praktik Refleksi dan Supervisi
Meski ideal, praktik refleksi dan supervisi menghadapi

sejumlah hambatan:

a. Keterbatasan Waktu: fasilitator seringkali sibuk dengan
aktivitas lapangan sehingga melewatkan refleksi.

b. Kurangnya Budaya Reflektif: beberapa organisasi hanya
menekankan output, bukan proses pembelajaran.

c. Relasi Kuasa dalam Supervisi: ada risiko supervisi berubah
menjadi kontrol yang menekan, bukan ruang pembelajaran.

d. Kerentanan Emosional: fasilitator mungkin enggan
membuka kelemahan dirinya di hadapan supervisor.

Untuk mengatasi tantangan ini, organisasi perlu membangun
iklim yang mendukung, menyediakan ruang refleksi yang aman,
serta menempatkan  supervisi sebagai bagian dari
pengembangan profesional, bukan sekadar alat kontrol.

Refleksi harian dan supervisi merupakan fondasi penting
dalam menjaga kualitas fasilitasi masyarakat. Melalui refleksi,
fasilitator belajar dari dirinya sendiri; melalui supervisi,
fasilitator belajar dari perspektif orang lain. Kombinasi keduanya
memperkuat kompetensi, integritas, dan kesehatan mental
fasilitator dalam jangka panjang. Dengan kata lain, fasilitator
yang rajin melakukan refleksi dan terlibat dalam supervisi ibarat
seorang nelayan yang setiap hari memeriksa jaringnya dan
sekaligus mendapat arahan dari peta laut modern. Hasilnya,
perjalanan pemberdayaan masyarakat tidak hanya efektif, tetapi
juga berkelanjutan.
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L. Burnout dan Pentingnya Dukungan Psikososial

Seorang fasilitator ibarat seorang pelari maraton: ia tidak
hanya berlari sekali, tetapi terus berlari sepanjang lintasan
panjang, dengan tantangan yang berbeda di setiap tahap. Dalam
perjalanan panjang tersebut, muncul risiko kelelahan yang bukan
sekadar fisik, melainkan juga psikis, emosional, dan sosial.
Fenomena inilah yang dalam literatur psikologi modern disebut
sebagaiburnout. Burnout tidak hanya memengaruhi individu
fasilitator, tetapi juga kualitas pendampingan yang diberikan
kepada komunitas. Fasilitator yang mengalami burnout berisiko
kehilangan empati, menurunnya kemampuan analisis, dan
terjebak dalam rutinitas teknis tanpa semangat transformatif.
Oleh karena itu, pembahasan mengenai burnout dan pentingnya
dukungan psikososial menjadi krusial dalam kerangka
profesionalisme fasilitator.

1. Konsep Burnout
Istilah  burnout pertama kali diperkenalkan oleh
Freudenberger (1974) untuk menggambarkan kondisi kelelahan
mental yang dialami pekerja sosial. Definisi ini berkembang
dengan penelitian Maslach & Jackson (1981) yang merumuskan
tiga dimensi utama burnout:
a. Kelelahan emosional (emotional exhaustion): rasa lelah psikis
akibat tuntutan kerja yang berlebihan.
b. Depersonalisasi (depersonalization): munculnya sikap sinis,
menjauh, atau dingin terhadap orang yang didampingi.
c. Penurunan pencapaian personal (reduced personal
accomplishment): hilangnya rasa percaya diri terhadap
kompetensi profesional.

Dalam konteks fasilitasi masyarakat, ketiga dimensi tersebut
sangat relevan. Misalnya, seorang fasilitator yang harus
menghadapi  konflik antarwarga terus-menerus dapat
mengalami kelelahan emosional. Bila hal ini berlanjut, ia bisa
menjadi sinis atau acuh terhadap aspirasi warga
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(depersonalisasi), dan pada akhirnya merasa tidak lagi mampu
memberi dampak (penurunan pencapaian personal).

2.

Faktor Pemicu Burnout pada Fasilitator

Beberapa faktor utama penyebab burnout antara lain:

Beban kerja tinggi dan berkepanjangan. Misalnya, fasilitator
yang harus mengelola lebih dari satu komunitas dengan
dinamika berbeda dalam waktu bersamaan.

Ketidakjelasan peran. Fasilitator sering dihadapkan pada
ekspektasi yang beragam: sebagai mediator, pendidik,
konselor, hingga problem solver. Ketidakjelasan ini bisa
membebani mental.

Konflik nilai. Terkadang fasilitator menghadapi situasi ketika
nilai pribadinya berbenturan dengan kepentingan komunitas
atau institusi pendukung.

Keterbatasan dukungan kelembagaan. Minimnya supervisi,
pelatihan, atau apresiasi formal dapat membuat fasilitator
merasa bekerja sendirian.

Keterlibatan emosional berlebih. Fasilitator yang terlalu larut
dalam masalah komunitas berisiko kehilangan jarak
profesional sehingga energi psikis cepat terkuras.

Analogi sederhana: fasilitator tanpa batasan yang jelas seperti

“sumbu lilin” yang terus menyala tanpa henti. la memberi terang
bagi orang lain, tetapi dirinya habis terbakar.

3.

Gejala Burnout
Gejala burnout biasanya muncul secara bertahap, dimulai

dari tanda-tanda ringan hingga bentuk yang lebih serius:

a.
b.
C.

d.

Fisik: sakit kepala, gangguan tidur, kelelahan kronis.

Psikis: mudah cemas, merasa hampa, kehilangan motivasi.
Sosial: menarik diri, sulit membangun relasi hangat,
meningkatnya konflik interpersonal.

Profesional: penurunan kinerja, kehilangan kreativitas,
bekerja sekadar menggugurkan kewajiban.
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Menurut penelitian World Health Organization (WHO, 2020),
burnout kini dikategorikan sebagai fenomena pekerjaan
(occupational phenomenon) yang memerlukan perhatian serius,
khususnya di sektor sosial dan pendidikan.

4. Pentingnya Dukungan Psikososial
Untuk mencegah dan mengatasi burnout, fasilitator

membutuhkan dukungan psikososial. Dukungan ini merupakan

bentuk intervensi yang mencakup aspek psikologis (mental-
emosional) dan sosial (relasi, jaringan, lingkungan kerja).

Menurut Hobfoll (2018) dalam Conservation of Resources Theory,

individu yang memiliki cadangan sumber daya psikososial lebih

mampu bertahan dari tekanan dan mencegah burnout.

Dukungan psikososial bagi fasilitator dapat berupa:

a. Supervisi reguler.Kehadiran mentor atau supervisor
membantu fasilitator menyalurkan beban emosional dan
memperoleh pandangan baru.

b. Peer support. Kelompok fasilitator dapat menjadi ruang
saling berbagi pengalaman, belajar, dan saling menguatkan.

c. Akses konseling profesional. Konselor atau psikolog dapat
membantu fasilitator mengelola stres kronis dan
mengembangkan strategi coping.

d. Apresiasi kelembagaan. Pengakuan atas kontribusi fasilitator
meningkatkan rasa berharga dan motivasi.

e. Penguatan jaringan sosial. Relasi sehat dengan keluarga,
teman, atau komunitas profesional menjadi faktor protektif
dari kelelahan.

Analogi yang relevan: fasilitator ibarat sebuah telepon
genggam. Jika terus digunakan tanpa pernah di charge,
performanya menurun dan akhirnya mati. Dukungan psikososial
berfungsi sebagai charger yang mengembalikan energi fasilitator
agar tetap mampu berfungsi optimal.
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5.

Strategi Pencegahan Burnout
Berbagai strategi dapat diterapkan untuk mencegah burnout,

di antaranya:

a.

b.

Manajemen waktu dan beban kerja. Membagi tugas dengan
realistis dan menetapkan prioritas.

Menjaga batas profesional. Tidak larut berlebihan dalam
masalah komunitas, melainkan berperan sebagai fasilitator,
bukan “penyelamat”.

Latihan refleksi diri. Membiasakan journaling atau evaluasi
harian untuk memahami emosi dan stres pribadi. Relaksasi
dan mindfulness. Teknik pernapasan, meditasi, atau doa dapat
menurunkan stres emosional.

Pelatihan resilien. Fasilitator dapat mengikuti program
pengembangan diri untuk memperkuat daya tahan
psikologis.

Penelitian terbaru oleh Schaufeli (2022) menegaskan bahwa

fasilitator yang menerapkan praktik mindfulness dan supervisi
kelompok lebih jarang mengalami burnout dibanding mereka
yang bekerja secara individual tanpa dukungan.

6.

Dampak Burnout Jika Tidak Ditangani
Burnout yang tidak dikelola dengan baik berdampak serius,

antara lain:

a.

b.

Individu: risiko depresi, gangguan kecemasan, hingga
masalah kesehatan kronis.

Komunitas: menurunnya kualitas program pendampingan,
hilangnya kepercayaan masyarakat.

Institusi: tingginya angka turnover fasilitator dan
berkurangnya efektivitas organisasi.

Dengan kata lain, burnout bukan hanya masalah personal,

melainkan juga berdampak sistemik.

Burnout merupakan tantangan nyata bagi fasilitator dalam

menjalankan pendampingan masyarakat. Dimensi kelelahan
emosional, depersonalisasi, dan penurunan pencapaian personal
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menuntut perhatian serius. Dukungan psikososial menjadi kunci
penting dalam mencegah dan mengatasi burnout. Melalui
supervisi, peer support, konseling, apresiasi kelembagaan, serta
penguatan jaringan sosial, fasilitator ~dapat menjaga
keseimbangan mental dan profesionalisme. Dengan demikian,
investasi dalam dukungan psikososialbukanlah sekadar
tambahan, tetapi merupakan syarat utama bagi keberlanjutan
peran fasilitator. Sama seperti lilin yang perlu “dilindungi” agar
tidak cepat habis terbakar, fasilitator pun perlu dirawat agar
tetap menjadi cahaya yang memberi terang bagi transformasi
masyarakat.
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BAB X
Teknologi & Inovasi dalam
Praktik Fasilitasi Modern

Transformasi digital mengubah cara orang berkomunikasi,
berkolaborasi, dan membuat keputusan kolektif. Dalam konteks
fasilitasi pemberdayaan masyarakat, teknologi bukan sekadar
perangkat tambahan; ia memperluas jangkauan partisipasi,
mempercepat pengumpulan data, meningkatkan transparansi
proses, dan membuka ruang-ruang baru untuk inovasi
partisipatif. Namun teknologi juga membawa risiko dari
kesenjangan digital hingga masalah etika data sehingga harus
diintegrasikan secara sadar dan kontekstual. Laporan industri
dan studi praktik memperlihatkan bahwa fasilitator yang
menyerap literasi digital dan metode fasilitasi hybrid
mempunyai keunggulan operasional dan dampak yang lebih
baik.

Analogi: teknologi untuk fasilitator ibarat alat optik bagi
seorang arkeolog ia bukan pengganti keahlian lapangan, tetapi
memperbesar detail yang dapat dilihat dan diinterpretasikan.
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A. Kategori Teknologi yang Relevan untuk Fasilitasi

Untuk memudahkan pemahaman, teknologi dan inovasi

yang relevan dapat dikelompokkan menjadi empat domain
utama:

1.

Alat kolaborasi virtual, platform yang memungkinkan
pertemuan jarak jauh, papan digital, dan kerja-asinkron
(contoh: Zoom, Miro, Mural, SessionLab). Platform ini
memperkaya metode fasilitasi tradisional dengan template
interaktif dan fitur breakout yang mendukung kerja
kelompok. Praktik terbaik untuk memanfaatkan alat ini telah
terdokumentasi di sejumlah panduan fasilitasi virtual.
Pengumpulan data lapang digital (mobile data collection)
formulir digital, aplikasi survei, dan alat pemetaan yang
memungkinkan pengumpulan data georeferensi dari
komunitas (contoh: KoboToolbox, ODK). Tools ini
mempercepat akuisisi data, memungkinkan verifikasi lokasi,
dan mengurangi kesalahan input manual. Banyak organisasi
kemanusiaan dan lembaga pengembangan kini mengadopsi
solusi ini untuk PM&E partisipatif.

Visualisasi dan pemetaan partisipatif, peta interaktif, story
maps, dan dashboard partisipatif yang membantu komunitas
melihat data dalam bentuk visual sehingga analisis dan
pengambilan keputusan menjadi lebih inklusif. Sumber-
sumber praktik menyoroti efektivitas peta partisipatif dalam
isu tata ruang dan konservasi.

Al dan analitik cerdas, pemrosesan bahasa alami (NLP),
analisis sentimen, otomatisasi ringkasan, dan model prediktif
yang mendukung fasilitator mengolah data besar,
merumuskan insight, dan menyiapkan opsi kebijakan.
Meskipun potensi Al besar, literatur terkini menekankan
perhatian pada etika, bias, dan tata kelola AL

B. Manfaat & Nilai Tambah Teknologi dalam Fasilitasi

Dalam pemberdayaan masyarakat, fasilitasi partisipatif

menjadi kunci keberhasilan program karena menekankan
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keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan,
perencanaan, dan pelaksanaan program. Seiring perkembangan
digital, teknologi relevan telah menjadi alat penting yang
memperkuat efektivitas fasilitasi, mempercepat komunikasi,
memperluas  partisipasi, dan  meningkatkan  kualitas
pengambilan keputusan. Teknologi dalam konteks ini bukan
sekadar alat canggih, tetapi sarana strategis yang menambah nilai
pada proses fasilitasi, baik dari sisi efisiensi, efektivitas, maupun
keberlanjutan program. Selanjutnya teknologi sebagai informasi
dan komunikasi dapat mempercepat aliran informasi,
mempermudah koordinasi, dan mengurangi biaya operasional
dalam program pemberdayaan masyarakat (heeks, 2022).

Beberapa manfaat teknologi dalam fasilitasi dapat dilihat
sebagai berikut:

1. Meningkatkan Efisiensi Proses

a. Mempercepat pengumpulan data, dokumentasi, dan analisis
hasil diskusi.

b. Contoh: Penggunaan aplikasi survey online (Google Forms,
Mentimeter) untuk mendapatkan opini masyarakat secara
cepat dan terstruktur.

c. Nilai tambah: Mengurangi waktu dan tenaga dibanding
metode manual, sekaligus menyediakan data yang siap
dianalisis.

2. Memperluas Partisipasi dan Inklusivitas
Teknologi memungkinkan masyarakat dari lokasi berbeda
untuk terlibat melalui platform komunikasi digital.

b. Contoh: FGD atau World Café virtual melalui Zoom atau
Google Meet.

c. Nilai tambah: Meningkatkan representasi kelompok
marginal, perempuan, dan pemuda dalam pengambilan
keputusan.
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3. Memperkuat Kolaborasi dan Dialog
Platform kolaboratif digital memungkinkan pertukaran ide
secara real-time dan visualisasi hasil diskusi.

b. Contoh: Mind mapping digital (Miro, Lucidchart) atau papan
ide online.

c. Nilai tambah: Memfasilitasi pemahaman bersama,
mengurangi kesalahpahaman, dan mendorong konsensus.

4. Meningkatkan Akurasi dan Kualitas Data
Penggunaan teknologi dokumentasi, GIS, dan database
membantu menyimpan, mengorganisir, dan menganalisis
informasi partisipatif.

b. Contoh: Pemetaan partisipatif digital untuk perencanaan
pembangunan lokal.

c. Nilai tambah: Data lebih akurat, mudah diakses, dan dapat
menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis bukti
(evidence-based decision making).

5. Mendukung Pembelajaran dan Kapasitas Masyarakat
Teknologi menyediakan sarana belajar interaktif, berbagi
pengalaman, dan menumbuhkan keterampilan digital bagi
masyarakat.

b. Contoh: Video tutorial, podcast, dan materi interaktif online
untuk penguatan kapasitas anggota komunitas.

c. Nilai tambah: Meningkatkan keterampilan teknis dan analitis
masyarakat, mendukung keberlanjutan program.

6. Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas
Hasil fasilitasi yang terdokumentasi secara digital dapat
diakses oleh semua pemangku kepentingan.

b. Contoh: Dashboard monitoring kegiatan masyarakat dan
progres program.

c. Nilai tambah: Mendorong akuntabilitas, meminimalkan
konflik, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap
program.
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Penggunaan teknologi dapat meningkatkan representasi
kelompok yang sebelumnya terpinggirkan dan memperkuat
demokratisasi  proses fasilitasi. penggunaan teknologi
partisipatif, seperti aplikasi komunikasi digital atau platform
online, memudahkan semua anggota komunitas, termasuk
kelompok marginal, untuk ikut berkontribusi dalam diskusi dan
pengambilan keputusan. (Chambers (1994). Selain manfaat di
atas, teknologi membawa beberapa manfaat strategis lainnya bila
digunakan secara tepat:

a. Skalabilitas partisipasi: platform online memungkinkan
melibatkan ribuan warga dalam survei, polling, atau forum,
termasuk mereka yang tidak bisa hadir fisik. Namun, skala
harus disertai strategi inklusi agar tidak menyingkirkan
kelompok tanpa akses digital.

b. Kecepatan dan ketepatan data: pengumpulan data digital
mengurangi waktu pemrosesan, memudahkan analisis real-
time, dan memperkecil kesalahan manual. Tools seperti
KoboToolbox dan ODK rutin dipakai dalam konteks
lapangan karena kemudahan deployment dan kemampuan
offline.

c. Transparansi dan akuntabilitas: dashboard dan laporan
interaktif membantu  menjaga  jejak  keputusan,
mempublikasikan indikator, dan memberi ruang audit
publik atas proses fasilitasi. Organisasi yang mengadopsi
transparansi data cenderung mendapat legitimasi lebih besar.

d. Penyederhanaan proses desain workshop: template digital,
library metode, dan rekaman sesi mempercepat iterasi desain
workshop dan memudahkan replikasi praktik baik. Laporan
State of Facilitation menekankan literasi digital sebagai
kompetensi inti fasilitator modern.

Sebagai analogi, teknologi adalah “amplifier” yang
memperbesar suara warga tapi amplifier yang tak diatur bisa
membuat distorsi; fasilitator harus mengatur gain (tingkat
penggunaan) agar suara tetap jelas, bukan bising.
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C. Praktik Terbaik untuk Mengintegrasikan Teknologi dalam

Fasilitasi
Dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat pemilihan

teknologi yang tepat harus sesuai dengan konteks masyarakat.
Pentingnya Integrasi teknologi efektif bila mengikuti prinsip
desain partisipatif, inklusif, dan etis. Berikut praktik yang
terbukti berguna:

1.

Desain hybrid (offline + online). Gabungkan kehadiran fisik
dengan alat digital: misalnya, pemetaan lapang (offline) yang
kemudian diunggah ke peta online untuk diskusi skala lebih
luas. Model hybrid mengatasi kendala akses sambil
memperluas jangkauan.

Pilih alat yang sesuai konteks. Jangan gunakan tools
kompleks jika komunitas belum familiar. KoboToolbox/ODK
direkomendasikan  untuk  konteks lapang karena
kemampuan offline; Miro/Mural berguna di kota dan untuk
audiens yang terbiasa bekerja online.

Pelatihan & literasi digital. Investasi pada pelatihan bagi
fasilitator dan perwakilan komunitas penting untuk
mengurangi  ketimpangan digital dan memastikan
penggunaan alat yang bertanggung jawab. Laporan praktisi
menganjurkan sesi pendampingan teknis sebelum workshop
digital.

Keamanan data & privasi. Terapkan prinsip data
minimization, enkripsi, dan persetujuan (informed consent).
Untuk teknologi canggih seperti Al ikuti pedoman etika
internasional (mis. UNESCO) agar penggunaan adil dan
tidak diskriminatif.

Partisipasi terdesentralisasi dan low - barrier engagement.
Gunakan multiple entry points (sms, telepon, kiosk,
pertemuan fisik) agar mereka yang tidak punya smartphone
tetap dapat berpartisipasi. Tren engagement menekankan
“low barrier” untuk inklusi.

Iterasi desain berbasis umpan balik. Terapkan sprint desain:
uji prototipe alat dengan kelompok kecil, kumpulkan umpan
balik, perbaiki, dan skala secara bertahap. Praktik ini

222 | Fasilitator Profesional



mengurangi  risiko  kegagalan dan  meningkatkan
kepemilikan komunitas.

D. Tantangan, Risiko & Etika Teknologi

Meskipun poten, teknologi menyimpan beberapa risiko yang

perlu dikelola secara proaktif:

1.

Digital divide (kesenjangan digital). Penggunaan teknologi
tanpa mitigasi akses dapat memperlebar ketimpangan
partisipasi: kelompok rentan (difabel, lansia, masyarakat
terpencil) berisiko terpinggirkan. Strategi mitigasi: hybrid
engagement, fasilitasi perangkat keras publik, dan pelatihan
lokal.

Bias dan ketidakadilan algoritmik. Penggunaan Al untuk
analisis data partisipatif menuntut kehati-hatian: model yang
dilatih pada data terbatas bisa menguatkan stereotip. Kode
etik dan audit model sangat penting. Badan-badan
internasional menekankan prinsip fairness dan non-
discrimination.

Privasi dan keamanan data. Data sensitif seperti lokasi
rumah, masalah kesehatan, atau identitas rentan harus
dilindungi. Alat seperti KoboToolbox menyediakan opsi
hosting aman, namun kebijakan organisasi tetap pengendali
utama.

Ower-reliance pada teknologi. Ketergantungan teknologi tanpa
kemampuan dasar fasilitasi (komunikasi tatap muka,
mediasi) akan melemahkan kualitas hubungan. Teknologi
adalah alat bukan pengganti kepercayaan dan dialog nyata.
Etika keterlibatan & representasi. Mengumpulkan data
partisipatif harus disertai mekanisme yang menjamin
representasi yang adil dan akses untuk melakukan koreksi
atau penarikan data oleh partisipan. Lakukan co-governance
data bila memungkinkan.
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E. Inovasi Praktis: Contoh Alat & Metode Terapan

Berikut contoh bagaimana alat & inovasi dipakai dalam

praktik fasilitasi modern:

1.

F.

KoboToolbox + participatory mapping: enumerator lokal
mengumpulkan data rumah tangga dan titik layanan
kesehatan dengan GPS, kemudian dataset divisualisasikan
dalam pertemuan desa untuk memprioritaskan intervensi.
Praktik ini mempercepat PM&E dan memberi bukti spasial
untuk pengambilan keputusan.

Miro/Mural untuk prototyping kebijakan: fasilitator
merancang sesi co-creation online, menggunakan template
persona, customer journey, dan voting anonimus untuk
memilih opsi. Breakout digital memfasilitasi diskusi
kelompok kecil mirip dunia nyata.

Dashboard partisipatif: peta capaian program, indikator
partisipasi gender, dan laporan keuangan ringkas dipajang di
balai desa atau portal komunitas sehingga publik dapat
memantau progres secara real-time. Transparansi ini
mengurangi asumsi dan meningkatkan akuntabilitas.

Al assisted facilitation (awareness & caution): tools Al dapat
menganalisis ratusan komentar komunitas untuk menyorot
topik dominan, mengelompokkan sentimen, atau
menyarankan  ringkasan. Namun  artikel  terakhir
mengingatkan perlunya tata kelola Al untuk menghindarkan
bias dan melindungi privasi. Penggunaan Al harus
dikombinasikan dengan verifikasi manusia dan keterlibatan
lokal.

Kapasitas & Kompetensi Fasilitator Digital
Agar teknologi memberi manfaat, fasilitator membutuhkan

kompetensi baru selain keterampilan tradisional. Kompetensi
inti mencakup:

1.

Literasi  digital: memahami fungsi dasar tools,
troubleshooting sederhana, dan praktik keamanan digital.

224 | Fasilitator Profesional



Desain pengalaman partisipatif (UX for participation):
merancang pengalaman partisipatif yang mudah diakses,
inklusif, dan responsif.

Data literacy: kemampuan membaca dashboard, memaknai
indikator, dan menjelaskan hasil kepada warga non-teknis.
Etika data & Al governance: memahami prinsip-prinsip tata
kelola data dan keterbatasan model analitik.

Fasilitasi hybrid : menggabungkan teknik tatap muka dan
online agar hasil tetap kohesif.

Laporan praktisi menegaskan bahwa pelatihan berkelanjutan

dan mentoring peer-to-peer efektif mengembangkan kompetensi

mi.

G. Rekomendasi Operational untuk Organisasi Fasilitasi

Berdasarkan praktik terbaik dan literatur, rekomendasi

operasional meliputi:

1.

Rumuskan kebijakan digital & data: standar privasi, retention
policy, informed consent template, dan standar keamanan
hosting.

Bangun portofolio alat yang terpilih: pilih 3-5 alat inti (satu
untuk kolaborasi, satu untuk pengumpulan data, satu untuk
pemetaan/dashboards) dan kuasai penggunaannya.
Investasi pelatihan & pendampingan: program literasi digital
bagi fasilitator dan perwakilan komunitas.

Audit etika & bias berkal: terutama jika memakai Al- lakukan
audit model dan partisipatif untuk memeriksa dampak.
Strategi inklusi digital: hybrid events, hub komunitas
berperangkat, subsidi data/akses bagi kelompok rentan.

H. Masa Depan: Tren & Arah Pengembangan

Beberapa tren yang kemungkinan besar akan memengaruhi

fasilitasi dalam 3-5 tahun ke depan:
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1.

Al as assistant, not decision-maker: AI akan semakin
membantu penyusunan ringkasan, translasi, dan analisis
trend, tetapi keputusan akhir tetap berbasis proses deliberatif
manusia. Keseimbangan ini menuntut kebijakan tata kelola
Al. Hyperlocal digital engagement: platform yang fokus pada
konteks lokal (bahasa, norma) akan tumbuh memadukan
offline-to-online pathways untuk menjangkau warga yang
berbeda kemampuan digital.

Data stewardship & community-owned data: gerakan co-
governance data di mana komunitas ikut mengatur
bagaimana data mereka digunakan akan meningkat,
mendorong praktik lebih etis dan berdaya.

Integrasi sensor & citizen science: data lingkungan dari
sensor murah dan inisiatif citizen science dapat memperkaya
diskusi kebijakan lokal (dengan perhatian pada privasi dan
kualitas data).

Teknologi dan inovasi membuka peluang besar bagi fasilitasi

modern: memperluas partisipasi, mempercepat proses, dan
meningkatkan transparansi. Namun manfaat ini hanya bisa
diwujudkan ketika dipadukan dengan prinsip inklusi, etika data,
dan tata kelola yang kuat. Fasilitator modern harus menjadi

penjembat data-konteks: mampu mengoperasikan alat digital,

namun tetap menjaga sentuhan manusiawi mendengarkan,
memediasi, dan menggarap konflik nilai. Teknologi adalah
perahu yang memungkinkan menjelajah perairan baru
partisipasi; namun perahu akan selamat bila kapal itu diurus
mesin dirawat, nahkoda terampil, dan peta jelas. Tanpa itu,
perjalanan besar bisa berakhir di laut dangkal.
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Tabel Ringkasan Alat & Fungsinya dalam Fasilitasi Modern

Fungsi Contoh Alat Kapan Perhatian Etis
Dipakai
Komunikasi Zoom, Microsoft | Saat rapat Privasi peserta
daring & Teams, Google komunitas, (rekaman harus
koordinasi Meet diskusi lintas atas
wilayah, persetujuan),
konsultasi jarak | akses internet
jauh tidak merata
Kolaborasi & co- | Miro, MURAL, Saat fasilitasi Pastikan
creation Jamboard brainstorming, inklusivitas
pemetaan (jangan hanya
masalah, atau yang melek
desain program | digital),
bersama keamanan data
ide bersama
Survei & Google Forms, Saat ingin Anonimitas
pengumpulan Mentimeter, mengetahui responden,
data Slido aspirasi cepat, penggunaan
polling, atau data sesuai
evaluasi kesepakatan
kegiatan
Manajemen Trello, Asana, Untuk membagi | Transparansi
proyek & tugas | Notion peran, pembagian
memantau tugas, jangan
progres kegiatan | jadi alat kontrol
komunitas, berlebihan
timeline proyek
Dokumentasi & Google Drive, Saat menyimpan | Hak cipta
berbagi Dropbox, & berbagi dokumen, akses
informasi OneDrive dokumen hasil dibatasi hanya
FGD, laporan, untuk pihak
materi pelatihan | relevan
Pembelajaran & | Moodle, Saat pelatihan Perhatikan
edukasi digital Edmodo, Google | komunitas, literasi digital
Classroom penguatan peserta, jangan
kapasitas sampai terjadi
anggota, atau kesenjangan
kelas daring akses
Analisis data NVivo, Atlas.ti, Untuk mengolah | Pastikan
sosial Excel, Power BI hasil FGD, interpretasi data
survei, tidak bias,
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pemetaan sosial, | lindungi
dan analisis tren | identitas
partisipan
Partisipasi Padlet, Kahoot, Saat melibatkan | Hindari eksklusi
kreatif & Canva peserta secara bagi peserta
inklusif interaktif dalam | dengan
diskusi atau keterbatasan
presentasi digital, gunakan
dengan cara
sederhana
Simulasi & VR/AR tools, Saat fasilitasi Perhatikan
visualisasi simulasi pelatihan kenyamanan
skenario berbasis peserta (VR bisa
pengalaman memicu pusing),
(misalnya narasi simulasi
mitigasi tidak boleh
bencana) traumatis

Catatan Penting;

1.

Fungsi utama teknologi bukan mengganti peran fasilitator,

melainkan memperkuat efektivitas dan memperluas
jangkauan.

Prinsip etika tetap harus dikedepankan: privasi, inklusivitas,
keamanan data, dan menghindari dominasi teknologi atas
manusia.

Analogi sederhana: teknologi ibarat “alat pertanian modern”
cangkul tradisional tetap bisa dipakai, tapi traktor membuat
kerja lebih cepat. Namun, operator traktor (fasilitator) tetap
harus paham cara mengendalikan agar tidak merusak

ladang.

Transformasi digital telah mengubah praktik pengumpulan

data, dokumentasi proses, dan penyusunan laporan dalam kerja-

kerja fasilitasi masyarakat. Digital tools

mulai dari aplikasi

pengumpulan data mobile, platform dokumentasi cloud, hingga
dashboard visualisasi dan sistem manajemen basis data

memberikan peluang meningkatkan kecepatan,

akurasi,

transparansi, dan keterlibatan partisipatif. Namun, pemanfaatan
teknologi juga menuntut desain yang etis, kesadaran tentang bias
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data, kapasitas literasi digital, serta tata kelola yang jelas
mengenai privasi dan kepemilikan data.

Secara teoretis, integrasi digital tools dalam proses
pendataan, dokumentasi, dan pelaporan harus dipandang
sebagai bagian dari proses partisipatif yang berorientasi pada
pemberdayaan (participatory data practices), bukan sekadar
efisiensi teknis. Artinya, alat digital yang efektif adalah alat yang
memperkuat suara komunitas, bukan menggantikan atau
meniadakan peran manusia dalam membuat makna. Dalam bab
ini kita uraikan prinsip, praktik, metodologi, tantangan, dan
rekomendasi operasional untuk fasilitator yang hendak
menggunakan teknologi dalam pekerjaan lapang dan
kolaboratifnya.

1. Kerangka konseptual: Data sebagai proses partisipatif

Sebelum memasuki rincian alat, penting memahami perubahan

paradigma: dari data as product menjadi data as process dan data as

commons. Beberapa kerangka teoritis yang relevan:

a. Participatory Monitoring & Evaluation (PM&E) menekankan
keterlibatan komunitas dalam perencanaan indikator,
pengumpulan, dan analisis data sehingga hasil bersifat
legitim dan meningkatkan kepemilikan. Prinsip ini harus
dipertahankan ketika menggunakan tools digital — teknologi
menjadi medium partisipasi, bukan instrumen yang dikelola
sepihak.

b. Fairness, Accountability, Transparency dalam data (FAT) dan
prinsip FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)
mengarahkan praktik koleksi dan pengelolaan data agar
memenuhi standar teknis dan etika yang dapat
dipertanggungjawabkan dalam jangka panjang.

c. Data Feminism & Power-Aware Data Practice mendorong
fasilitator menyadari bagaimana desain dan pemilihan
indikator dapat mereproduksi ketidakadilan; pendekatan ini
menuntut analisis siapa yang diuntungkan, siapa yang
dirugikan oleh cara data dikumpulkan dan digunakan.
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Kerangka ini menempatkan tujuan sosial (partisipasi,
keadilan, akuntabilitas) sebagai landasan setiap keputusan teknis
soal alat. Dengan kata lain: alat dipilih karena mereka
memperkuat proses partisipatif, bukan sebaliknya.

2. Jenis digital tools dan fungsi utama dalam konteks fasilitasi
Praktik fasilitasi modern memanfaatkan beragam kelas tools.
Berikut wuraian fungsi dan contoh tipe alat (tanpa
merekomendasikan satu vendor tertentu; fokus pada fungsi):
a. Data collection / survey apps
1) Fungsi: mengumpulkan data rumah tangga, survei
partisipatif, checklist lapang, foto/GPS.
2) Ciri: operasi offline, sinkronisasi saat online, validasi
input, metadata (waktu, lokasi).
3) Manfaat: kecepatan entry, akurasi GPS, pengurangan
transkripsi manual.
4) Contoh penggunaan: baseline household survey, rapid needs
assessment, pengumpulan peta sumber daya lokal.

b. Participatory mapping & GIS tools

1) Fungsi: memvisualisasikan spasial masalah; menandai
titik layanan, risiko, aset.

2) Ciri: layer berbasis tema, kemampuan crowd-sourcing
titik, export peta untuk diskusi.

3) Manfaat: membuat diskusi lokasi konkret, sumber bukti
untuk advokasi.

4) Penggunaan: perencanaan tata ruang, pemetaan akses air,
pemetaan jalur evakuasi bencana.

c. Document management & collaborative repositories (cloud)
1) Fungsi: menyimpan dokumen, foto, rekaman
audio/video, laporan; mengatur versi; berbagi akses.
2) Ciri: kontrol akses berbasis peran, komentar kolaboratif,
histori versi.
3) Manfaat: memudahkan dokumentasi proses, akses materi
untuk anggota tim dan komunitas.
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4)

Penggunaan: menyimpan hasil FGD, SOP, PIC lists,
materi pelatihan.

Visualization dashboards & reporting platforms

1)
2)
3)

4)

Fungsi: menyajikan indikator, tren, peta, dan ringkasan
meterik secara real-time.

Ciri: filter by area, drill-down ke level komunitas, chart
interaktif.

Manfaat: memperkuat transparansi, memudahkan
pemantauan kinerja program.

Penggunaan: dashboard partisipatif di balai desa atau
portal komunitas.

Communication & engagement tools

D)
2)
3)

4)

Fungsi: polling, quick surveys, reminder, multimedia
outreach.

Ciri: SMS, wvoice, chatbot, group messaging; cocok untuk low-
bandwidth.

Manfaat: menjangkau responden yang tidak melek
smartphone, mengumpulkan feedback cepat.
Penggunaan: pengumuman, verifikasi fakta, validasi
keputusan.

Qualitative data analysis tools

D)

2)
3)

4)

Fungsi: coding transkrip, mengelompokkan tematik,
menyusun narasi.

Ciri: kemampuan tag, query, visualisasi jaringan tema.
Manfaat: menganalisis FGD, wawancara mendalam;
menarik insight naratif.

Penggunaan: analisis narasi tentang pengalaman warga,
evaluasi kualitatif dampak.

Data governance & consent management tools

1)

2)

Fungsi: mengelola persetujuan partisipan (consent),
kepemilikan data, kebijakan retensi.
Ciri: catatan persetujuan digital, kontrol akses, audit trail.
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3)

Manfaat: memenuhi persyaratan etis dan hukum;
membangun kepercayaan.

Dalam praktik, pendekatan hybrid (gabungan beberapa jenis
tools) biasanya diperlukan: misalnya data dikumpulkan lewat
aplikasi mobile oleh enumerator lokal, diproses di cloud
repository, kemudian divisualisasikan di dashboard dan dibahas
dalam forum komunitas.

3. Prinsip desain dan alur kerja (workflow) untuk pendataan
digital partisipatif
Agar proses digitalisasi efektif dan etis, fasilitator mesti
merancang workflow yang memadukan aspek teknis dan sosial:
a. Co-design indikator dan alat

D)

2)

Libatkan perwakilan komunitas sejak awal menentukan
apa yang hendak diukur indikator harus bermakna bagi
komunitas dan relevan untuk keputusan lokal.

Gunakan sesi prototyping untuk menguji pertanyaan
survei, antarmuka input, dan terminologi.

b. Pilot & iterasi

1)

2)

Uji alat pada kelompok kecil sebelum scale-up;
kumpulkan umpan balik tentang panjang survei,
kemudahan input, dan isu konteks.

Iterasi mengurangi beban responden dan meminimalisir
drop-out.

c. Pengaturan metadata & standar

1)

2)

Rekam metadata (waktu, lokasi, enumerator) untuk
keperluan verifikasi.

Terapkan standar kode (labeling consistent) untuk
memudahkan agregasi antar waktu/ruas.
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d.

Quality assurance (QA) Lapang

1) Validasi data secara otomatis (range checks) serta manual
sampel verifikasi.

2) Implementasikan double-entry atau cross-check foto bukti
jika kritis.

Analisis partisipatif

1) Ajak komunitas melihat hasil awal (mis. dashboard
ringkas) dan minta interpretasinya.

2) Integrasikan penjelasan lokal dalam laporan untuk
menghindari miskonteksualisasi angka.

Pelaporan berjenjang & aksi

1) Ringkas hasil untuk audiens non-teknis; gunakan visual
sederhana (peta, infografik) dan rekomendasi tindakan
nyata.

2) Rencanakan sesi feedback loop sehingga data
menginformasikan keputusan dan kemudian diupdate
(closed loop).

Alur dasar: desain indikator — pengembangan form digital

— pilot — pelatihan enumerator (termasuk etika data) —
pengumpulan lapang — QA & cleaning — analisis partisipatif —
pelaporan & tindak lanjut.

4. Keuntungan praktis dan pembuktian manfaat
Beberapa keuntungan yang telah terbukti dalam praktik

fasilitasi:

a. Efisiensi waktu: entri data langsung di lapangan memangkas
proses transkripsi manual.

b. Akurasi spasial dan temporal: GPS dan timestamp
memperkuat bukti lokasi dan waktu.

c. Rekap real-time: dashboard memungkinkan pemantauan

indikator kunci sehingga respons cepat (mis. distribusi
bantuan).
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d. Transparansi: publikasi indikator pada portal komunitas
memperkecil ruang misinformasi dan mendukung

akuntabilitas.
e. Skalabilitas: survey digital dapat diperbanyak dengan cepat
ke area lebih luas.

Namun perlu diingat: manfaat ini tercapai bila kapasitas tim,
infrastruktur, dan desain partisipatif memadai.

5. Risiko, etika, dan mitigasi

Implementasi digital menimbulkan beberapa risiko yang

harus dimitigasi secara sistematik.

a. Privasi dan keamanan data

D)

2)

Risiko: kebocoran data sensitif (lokasi rumah, identitas
rentan), penyalahgunaan data.

Mitigasi: enkripsi in-transit dan at-rest; minimalkan data
yang dikumpulkan (data minimization); simpan
Plldengan aman; tetapkan retention policy; anonymize
data jika dipublikasikan.

b. Persetujuan informasional (informed consent)

1)

2)

Risiko: partisipan tidak memahami penggunaan data;
tekanan sosial memaksa respon.

Mitigasi: prosedur consent yang jelas (bahasa lokal,
format audio jika perlu), opsi keluar (withdraw),
penjelasan penggunaan data untuk tujuan spesifik.

c. Bias data dan representasi

1)

2)

Risiko: sampling bias (mereka yang melek digital lebih
banyak terwakili), indikator yang tidak sensitif terhadap
perbedaan gender/kelas/etnis.

Mitigasi: kombinasi metode (face-to-face + digital),
disaggregasi  data  (by  gender/age/location),  analisis
ketimpangan; gunakan Data Feminism lens untuk
mengecek siapa yang diuntungkan.
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d.

Ketergantungan teknologi & eksklusi

1) Risiko: over-reliance pada tools yang mengesampingkan
interaksi kualitas; kelompok tanpa akses tertinggal.

2) Mitigasi: desain hybrid, titik akses publik (kiosk),
pelatihan digital untuk perwakilan lokal.

Kepemilikan & tata kelola data

1) Risiko: data diklaim sebagai aset lembaga eksternal tanpa
melibatkan komunitas.

2) Mitigasi: kesepakatan co-governance data; perjanjian
pemanfaatan data yang menjamin hak komunitas atas
data mereka.

Semua mitigasi di atas perlu dituangkan dalam kebijakan

organisasi (data policy) dan SOP pelaksanaan.

6.

Kapasitas fasilitator: keterampilan inti untuk pengelolaan
digital data
Agar proses berjalan baik, fasilitator butuh kompetensi teknis

dan non-teknis:

a.

b.

Literasi digital dasar: cara memakai aplikasi mobile,
sinkronisasi data, troubleshooting sederhana.

Data literacy: membaca tabel, peta, chart; memahami konsep
disaggregation, indikator, dan margin of error.

Etika data: prinsip consent, privasi, anonymization practices.
Komunikasi data: kemampuan menyederhanakan temuan ke
bentuk narasi dan visual yang dapat dipahami warga.
Fasilitasi partisipatif: metode menjadikan data sebagai alat
dialog (data walks, community dashboards) bukan alat hukum.

Organisasi perlu menyiapkan paket pelatihan modular:

teknis (tools), metodologis (PM&E), dan etika (privacy &
governance).
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7. Studi ilustratif (ringkas) contoh alur implementasi
Konteks: Desa pesisir ingin memetakan akses air bersih dan

prioritas perbaikan sarana.

a. Co-design: fasilitator memfasilitasi pertemuan awal: warga
memilih indikator (jarak sumber air, kualitas, kepemilikan,
frekuensi perawatan).

b. Form digital: dibuat form mobile dengan validasi dan opsi
foto/GPS.

c. Pilot & training: 6 enumerator lokal dilatih (termasuk etika
pengambilan foto dan consent).

d. Pengumpulan: data dikumpulkan offline, disinkron saat ada
sinyal.

e. QA: supervisor memeriksa sampel foto/GPS; mengonfirmasi
kasus anomali.

f. Analisis: data divisualisasikan di peta interaktif ringkas,
disederhanakan menjadi 3 prioritas.

g. Partisipasi: hasil dipresentasikan di balai desa; warga
memberi masukan; beberapa titik diperbaiki sebagai pilot.

h. Pelaporan: laporan ringkas (1-2 halaman) disiapkan untuk
donor; dataset lengkap disimpan dalam repositori lokal yang
dikelola bersama desa (co-governance).

Hasil: proses lebih cepat, keputusan berbasis bukti lokal, dan
warga merasa memiliki hasil karena terlibat di seluruh tahap.

Rekomendasi praktis operasional

a. Mulai dari kebutuhan, bukan dari alat: tentukan tujuan
monitoring/pendataan dahuluy, lalu pilih tools paling sesuai.

b. Pilih tool yang mendukung offline: untuk konteks lapang
dengan konektivitas terbatas.

c. Sederhanakan form: panjang survei —meningkatkan
nonresponse; prioritaskan indikator esensial.

d. Standarisasi metadata: waktu, lokasi, enumerator, versi form
ini memperkuat audit trail.
Buat template laporan yang mudah dibac: ringkasan 1
halaman + 1 peta kunci + rekomendasi aksi.
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e. Bangun mekanisme feedback loop: hasil harus kembali ke
komunitas dalam format yang mudah diakses (poster, papan
indikator, sesi dialog).

f. Terapkan kebijakan data eksplisit: consent, retention,
anonymization, sharing rules.

g. Investasi pada kapasitas lokal: latih enumerator komunitas
sehingga praktik berkelanjutan.

Pemanfaatan digital tools untuk pendataan, dokumentasi,
dan pelaporan membuka peluang transformasi praktik fasilitasi:
lebih cepat, transparan, dan berorientasi bukti. Namun teknologi
bukan solusi magis keberhasilan bergantung pada desain
partisipatif, tata kelola etis, kapasitas manusia, dan mitigasi
risiko eksklusi serta bias. Fasilitator yang bijak memakai
teknologi sebagai amplifier suara komunitas, sambil memastikan
bahwa prosesnya tetap manusiawi, inklusif, dan akuntabel.

Analogi akhir: digital tools adalah kacamata pembesar bagi
resolusi data membuat detail terlihat lebih jelas tetapi tafsiran
tetap mesti dilakukan oleh komunitas dan fasilitator yang
memahami konteksnya. Tanpa pemahaman itu, detail yang
diperbesar bisa disalahartikan.

I. Platform kolaborasi daring (WhatsApp group warga, Trello,

SurveyMonkey, Canva)
Pendahuluan: Transformasi Fasilitasi di Era Digital

Dalam praktik fasilitasi modern, kolaborasi tidak lagi hanya
mengandalkan pertemuan tatap muka. Perkembangan teknologi
digital menghadirkan platform daring yang memungkinkan
masyarakat, fasilitator, dan pemangku kepentingan untuk
berinteraksi secara lebih cepat, efisien, dan transparan. WhatsApp
Group, Trello, SurveyMonkey, dan Canva adalah contoh nyata dari
alat kolaborasi yang telah mengubah wajah pemberdayaan
masyarakat.

Fasilitator kini tidak hanya berperan sebagai penggerak
diskusi langsung, tetapi juga sebagai pengelola ruang digital
yang menjaga dinamika komunikasi tetap sehat, partisipatif, dan
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inklusif. Kehadiran platform daring ini dapat dianalogikan
sebagai “ruang balai desa virtual” di mana masyarakat dapat
berkumpul, berdiskusi, dan mengambil keputusan bersama,
meskipun mereka berada di lokasi yang berbeda.

Menurut UNDP (2022), pemanfaatan platform kolaborasi
digital meningkatkan keterlibatan warga hingga 35% dalam
program partisipatif, karena akses informasi lebih terbuka dan
proses pengambilan keputusan menjadi lebih inklusif.

1. WhatsApp Group Warga: Komunikasi Cepat dan Dinamis
WhatsApp Group (WAG) telah menjadi platform komunikasi
yang paling familiar bagi masyarakat. Hampir semua lapisan
masyarakat menggunakannya, dari petani, guru, hingga
perangkat desa.
a. Fungsi Utama
1) Menyebarkan informasi cepat (jadwal musyawarah,
laporan kegiatan, pengumuman).
2) Membuka ruang diskusi partisipatif.
3) Menjadi dokumentasi percakapan kolektif yang mudah
diakses kembali.

b. Kelebihan
1) Aksesibilitas tinggi, mudah diakses melalui smartphone
dengan koneksi internet minimal.
2) Interaktivitas real-time, memungkinkan diskusi cepat.
3) Familiaritas, hampir semua warga sudah terbiasa
menggunakannya.

c. Keterbatasan
1) Risiko information overload (terlalu banyak pesan).
2) Potensi penyebaran informasi palsu (hoaks).
3) Tidak semua anggota aktif berpartisipasi.

d. Analogi
WhatsApp Group dapat dianalogikan seperti papan
pengumuman digital di balai desa. Bedanya, papan ini hidup dan
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bisa dipakai semua orang untuk menempelkan informasi.
Namun jika tidak dikelola dengan baik, papan tersebut bisa
penuh dengan catatan yang tidak relevan dan membuat warga
bingung.

e. Etika Penggunaan

Menurut Common Sense Media (2021), etika komunikasi
digital meliputi kesopanan, menjaga privasi, dan tidak
menyebarkan konten yang tidak relevan. Fasilitator harus
berperan sebagai moderator yang memastikan diskusi tetap
fokus pada isu pemberdayaan.

2. Trello: Manajemen Proyek Partisipatif

Trello adalah platform manajemen proyek berbasis kanban
board yang memungkinkan tim atau komunitas mengorganisir
pekerjaan dengan lebih sistematis.
a. Fungsi Utama

1) Membagi tugas secara jelas kepada anggota tim.

2) Memantau progres kegiatan.

3) Menjaga transparansi siapa mengerjakan apa.

b. Kelebihan
1) Visualisasi progres yang jelas.
2) Memudahkan fasilitator dalam koordinasi program
berbasis komunitas.
3) Integrasi dengan aplikasi lain (misalnya Google Drive).

c. Keterbatasan
1) Membutuhkan literasi digital lebih tinggi dibanding
WhatsApp.
2) Tidak semua warga merasa nyaman dengan antarmuka
berbasis manajemen proyek.

d. Analogi
Trello bisa dianalogikan sebagai papan tulis besar di ruang
rapat. Setiap tugas ditulis di kertas tempel, lalu dipindahkan

Fasilitator Profesional | 239



sesuai statusnya: “To Do”, “Doing”, atau “Done”. Bedanya, papan
tulis ini berada di dunia digital dan dapat diakses siapa saja dari
ponsel atau laptop.

e. Perspektif Teori

Menurut Kerzner (2022) dalam teori Project Management for
Development Professionals, penggunaan platform berbasis visual
task management meningkatkan efektivitas koordinasi proyek
sosial hingga 40%.

3. SurveyMonkey: Partisipasi dalam Pengambilan Data
SurveyMonkey merupakan platform survei daring yang
digunakan untuk mengumpulkan opini, preferensi, atau evaluasi
dari komunitas.
a. Fungsi Utama
1) Menghimpun data cepat tentang kebutuhan masyarakat.
2) Menjadi sarana evaluasi program secara partisipatif.
3) Meningkatkan transparansi karena hasil survei dapat
dibagikan kembali.

b. Kelebihan
1) Cepat dan efisien dalam mengumpulkan data.
2) Anonimitas memungkinkan partisipasi lebih jujur.
3) Fleksibilitas desain pertanyaan (pilihan ganda, skala
Likert, pertanyaan terbuka).

c. Keterbatasan
1) Membutuhkan literasi digital masyarakat.
2) Tidak semua responden memiliki akses internet stabil.

d. Analogi

SurveyMonkey dapat dianalogikan seperti kotak suara
elektronik. Jika musyawarah adalah forum terbuka, maka survei
daring adalah cara “mencatat suara hati” masyarakat secara
personal tanpa tekanan sosial.
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e. Perspektif Teori

Menurut Bryson et al. (2021), metode survei digital
meningkatkan kualitas evidence-based decision making karena data
lebih cepat, akurat, dan dapat dianalisis secara sistematis.

4. Canva: Kreativitas dalam Dokumentasi dan Publikasi
Canva adalah platform desain grafis yang sangat populer dan
mudah digunakan, bahkan oleh orang yang tidak memiliki latar
belakang desain.
a. Fungsi Utama
1) Membuat poster sosialisasi program.
2) Mendesain infografis hasil kegiatan.
3) Menyajikan laporan visual yang menarik.

b. Kelebihan
1) Antarmuka ramah pengguna.
2) Menyediakan banyak template gratis.
3) Mendukung kolaborasi tim secara daring.

c. Keterbatasan
1) Membutuhkan akses internet yang stabil.
2) Beberapa fitur premium berbayar.

d. Analogi

Canva dapat dianalogikan sebagai peralatan cat dan kuas
digital di mana warga dapat melukis cerita mereka secara visual,
sehingga pesan program lebih mudah dipahami dan menarik.

e. Perspektif Teori

Menurut Kress & van Leeuwen (2020) dalam teori
Multimodal Discourse Analysis, komunikasi visual memiliki
kekuatan yang sama pentingnya dengan teks. Dengan desain
yang baik, pesan dapat lebih cepat ditangkap oleh masyarakat.
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5. Tantangan Etis dalam Pemanfaatan Platform Kolaborasi
Meskipun platform daring membawa banyak manfaat,

terdapat beberapa tantangan etis:

a. Privasi, data warga harus dilindungi (misalnya dalam

survei).

b. Kesenjangan digital, tidak semua orang memiliki akses
internet yang setara.
c. Netralitas, fasilitator harus menghindari dominasi informasi

tertentu.

Fasilitator harus peka terhadap tantangan ini, sehingga

kolaborasi digital tetap mendukung nilai inklusi dan keadilan

sosial.
Tabel Ringkasan Platform Kolaborasi Daring
Fungsi Contoh Alat Kapan Perhatian Etis
Dipakai
Komunikasi WhatsApp Koordinasi Hindari hoaks,
cepat Group harian, jaga privasi
pengumuman | anggota
mendesak
Manajemen Trello Perencanaan Pastikan
proyek dan semua anggota
pemantauan memiliki akses
kegiatan & pelatihan
Pengumpulan | Survey Survei Jaga
data Monkey kebutuhan, kerahasiaan
evaluasi data dan
program anonimitas
responden
Dokumentasi | Canva Membuat Hindari
& publikasi poster, laporan | manipulasi
visual, visual,
infografis pastikan
informasi valid
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Pemanfaatan WhatsApp Group, Trello, SurveyMonkey, dan
Canva menunjukkan bagaimana fasilitasi modern dapat berjalan
lebih efektif dan inklusif melalui dukungan teknologi digital.
Fasilitator yang mampu mengintegrasikan platform daring ini
akan memiliki keunggulan dalam menciptakan ruang kolaborasi
yang dinamis, transparan, dan partisipatif.

Dengan kata lain, platform daring bukan sekadar alat bantu
teknis, tetapi juga medium sosial yang memperluas ruang
interaksi masyarakat. Seperti halnya balai desa yang menjadi
pusat kehidupan sosial, platform digital kini telah menjelma
menjadi balai desa virtual yang dapat memperkuat ikatan,
mempercepat keputusan, dan menumbuhkan rasa memiliki
dalam sebuah komunitas.

J. Media Sosial Sebagai Sarana Pemberdayaan

Perkembangan teknologi digital telah menjadikan media
sosial sebagai salah satu instrumen paling berpengaruh dalam
kehidupan masyarakat modern. Dari sekadar ruang berbagi
informasi, media sosial kini berkembang menjadi arena
partisipasi, interaksi, hingga pemberdayaan komunitas. Menurut
laporan We Are Social & Meltwater (2024), jumlah pengguna
media sosial global mencapai lebih dari 5 miliar orang, atau
sekitar 62% dari populasi dunia, dengan rata-rata penggunaan
2,5 jam per hari. Angka ini menunjukkan bahwa media sosial
tidak lagi sekadar hiburan, melainkan ruang sosial baru yang
membentuk cara masyarakat berkomunikasi, belajar, bahkan
membangun gerakan kolektif.

Bagi fasilitator, media sosial menawarkan peluang strategis
sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Kehadirannya
mampu memperluas jangkauan, mempercepat proses diseminasi
informasi, dan memfasilitasi partisipasi inklusif lintas batas
geografis maupun sosial. Namun, pemanfaatan media sosial juga
menyimpan tantangan etis, seperti misinformasi, polarisasi
opini, dan potensi eksploitasi data. Oleh karena itu, pemahaman
mendalam mengenai strategi penggunaan media sosial dalam

Fasilitator Profesional | 243



konteks pemberdayaan menjadi penting agar fasilitator dapat
menjalankan perannya secara profesional.

1. Media Sosial sebagai Ruang Pemberdayaan
Menurut Castells (2021), media sosial menciptakan

“networked public sphere” atau ruang publik berbasis jaringan,

yang memungkinkan masyarakat menyuarakan aspirasi tanpa

bergantung sepenuhnya pada institusi formal. Dalam konteks
pemberdayaan, media sosial berfungsi sebagai:

a. Sumber Informasi , Warga dapat mengakses pengetahuan,
tutorial, hingga kebijakan publik.

b. Wadah Partisipasi, Memberi kesempatan masyarakat untuk
berpendapat, berdiskusi, dan ikut serta dalam pengambilan
keputusan.

c. Sarana Mobilisasi , Memudahkan penyebaran gerakan sosial,
penggalangan dana, maupun aksi kolektif berbasis
komunitas.

d. Platform Identitas Sosial, Masyarakat bisa mengekspresikan
budaya, nilai lokal, maupun identitas kelompok yang selama
ini terpinggirkan.

Sebagai contoh, kampanye Gerakan1000 Masker di Indonesia
pada masa pandemi menunjukkan bagaimana media sosial dapat
menggerakkan ribuan relawan dan donatur dalam waktu
singkat. Fenomena ini memperlihatkan kekuatan media sosial
dalam menghubungkan pihak yang peduli dengan pihak yang
membutuhkan.

2. Teori dan Perspektif Ilmiah
Untuk memahami media sosial sebagai sarana

pemberdayaan, beberapa teori mutakhir dapat dijadikan

landasan:

a. Teori Partisipasi Digital (Jenkins, 2020). Menyatakan bahwa
media sosial memberi ruang partisipatif di mana warga
bukan hanya konsumen informasi, tetapi juga produsen
(prosumer). Dalam konteks fasilitasi, hal ini berarti
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komunitas dapat menciptakan narasi mereka sendiri dan
memperkuat suara yang sebelumnya tidak terdengar.

Teori Modal Sosial Digital (Ellison & Vitak, 2021). Media
sosial memperluas modal sosial (social capital) melalui jejaring
online yang mendukung pertukaran informasi, solidaritas,
dan kolaborasi. Misalnya, kelompok tani dapat saling berbagi
praktik pertanian berkelanjutan melalui grup Facebook atau
WhatsApp.

Teori Ekologi Media (Couldry & Hepp, 2022). Melihat media
sosial sebagai ekosistem komunikasi yang saling terkait
dengan budaya, politik, dan ekonomi. Pemberdayaan melalui
media sosial tidak berdiri sendiri, tetapi selalu terhubung
dengan struktur sosial yang lebih luas.

Praktik Media Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat
Pemanfaatan media sosial dalam pemberdayaan dapat

dilakukan dalam berbagai bentuk:

a.

Kampanye Edukatif. Fasilitator dapat menggunakan
Instagram, TikTok, atau YouTube untuk menyampaikan
edukasi kesehatan, literasi keuangan, hingga kesetaraan
gender. Format visual dan naratif yang sederhana
memudahkan pesan diterima oleh berbagai lapisan
masyarakat. Misalnya, konten pendek mengenai “cara
memilah sampah rumah tangga” dapat menjangkau ribuan
penonton dalam hitungan jam.

Ruang Diskusi Daring. WhatsApp Group atau Telegram
dapat dijadikan forum diskusi komunitas. Fasilitator dapat
memfasilitasi tanya jawab, polling, atau sharing pengalaman.
Hal ini mirip dengan “balai desa digital” yang
memungkinkan warga tetap berinteraksi meski tidak berada
di lokasi fisik yang sama.

Penggalangan Dukungan dan Solidaritas. Platform seperti
Twitter (X) atau Facebook memungkinkan terbentuknya
gerakan solidaritas. Contohnya, kampanye #SaveAru di
Maluku berhasil menghentikan proyek eksploitasi lahan
besar-besaran berkat mobilisasi opini publik secara daring.
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d. Pemasaran Produk Komunitas. Media sosial juga dapat
digunakan untuk memperkenalkan produk UMKM lokal,
seperti kerajinan tangan atau makanan khas daerah.
Instagram dan marketplace berbasis sosial (misalnya
Facebook Marketplace) membantu membuka akses pasar
yang lebih luas.

4. Analogi: Media Sosial sebagai “Jalan Raya Digital”

Untuk memahami peran media sosial dalam pemberdayaan,
kita bisa membayangkannya seperti jalan raya digital. Jalan raya
mempertemukan orang dari berbagai arah, mempercepat
transportasi, dan membuka akses ke peluang baru. Namun, jalan
raya juga penuh risiko: kemacetan, kecelakaan, hingga
penyalahgunaan. Oleh karena itu, dibutuhkan “rambu-rambu
etis” dalam penggunaan media sosial agar manfaatnya maksimal
tanpa menimbulkan kerugian. Dalam konteks ini, fasilitator
adalah “pemandu lalu lintas” yang memastikan arus komunikasi
berjalan aman, tertib, dan bermanfaat.

5. Tantangan Etis dan Praktis
Meski potensinya besar, penggunaan media sosial dalam

pemberdayaan juga menghadapi sejumlah tantangan:

a. Misinformasi dan Hoaks. Informasi yang salah dapat
memperlemah kepercayaan publik. Fasilitator harus
mengembangkan literasi digital agar komunitas mampu
memilah informasi.

b. Polarisasi dan Konflik. Media sosial sering memunculkan
perdebatan tajam yang memecah belah komunitas. Strategi
komunikasi inklusif menjadi penting untuk menjaga
netralitas.

c. Ketimpangan Akses. Tidak semua anggota komunitas
memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital.
Fasilitator perlu memastikan strategi pemberdayaan tidak
hanya menguntungkan kelompok yang melek digital.
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d.

6.

Etika Privasi. Penggunaan data warga dalam platform digital
harus dijaga kerahasiaannya, sesuai dengan prinsip kode etik
fasilitator yang sudah dibahas pada bab sebelumnya.

Strategi Optimalisasi Media Sosial untuk Fasilitator
Untuk memaksimalkan fungsi media sosial dalam

pemberdayaan, beberapa strategi dapat dilakukan:

a.

&N

Konten Partisipatif, Libatkan warga dalam pembuatan
konten, misalnya dengan lomba video atau testimoni
pengalaman.

Narasi Positif, Fokus pada cerita inspiratif yang membangun
harapan, bukan hanya keluhan atau konflik.

Moderasi Diskusi, Tetapkan aturan main agar ruang diskusi
tetap kondusif.

Kolaborasi dengan Influencer Lokal, Mengajak tokoh
masyarakat atau figur publik dapat memperkuat daya
jangkau pesan.

Evaluasi dan Analitik, Gunakan fitur insight (misalnya di
Facebook atau Instagram) untuk memantau efektivitas
kampanye.

Studi Kasus Global dan Lokal

Gerakan Arab Spring (2011) menunjukkan bagaimana media
sosial mampu mengguncang rezim politik melalui mobilisasi
massa digital.

Gerakan #MeToo memperlihatkan bagaimana pengalaman
perempuan yang sebelumnya terpinggirkan dapat menjadi
gerakan global melalui narasi kolektif di media sosial.

Di Indonesia, Gerakan #BijakBersosmed menjadi kampanye
nasional yang mengajak masyarakat menggunakan media
sosial secara sehat dan produktif.

Media sosial adalah sarana strategis dalam praktik fasilitasi

modern karena dapat memperluas partisipasi, mempercepat
komunikasi, dan menggerakkan solidaritas kolektif. Namun,
kekuatannya yang besar harus diimbangi dengan kesadaran etis,
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literasi digital, serta strategi yang inklusif. Fasilitator berperan
sebagai penghubung, penjaga nilai, sekaligus inovator dalam
memanfaatkan media sosial demi pemberdayaan masyarakat
yang berkelanjutan.

Media sosial telah menjadi instrumen penting dalam fasilitasi
dan pemberdayaan masyarakat. Ia menghadirkan peluang besar
dalam partisipasi publik, edukasi, advokasi, hingga ekonomi
kreatif. Namun, pemanfaatannya perlu disertai sensitivitas etis
dan pengelolaan yang bijak. Fasilitator berperan strategis sebagai
pengarah, penyaring, dan penjaga agar media sosial benar-benar
menjadi sarana penguatan, bukan perpecahan komunitas.

K. Risiko dan etika penggunaan teknologi di komunitas

Transformasi digital membuka peluang partisipasi yang
lebih luas, mempercepat akses informasi, serta meningkatkan
efektivitas fasilitasi. Namun, teknologi bukan obat mujarab; ia
membawa konsekuensi etik dan risiko yang, bila diabaikan,
justru memperdalam ketimpangan atau mencederai kedaulatan
komunitas. Dalam kerangka pemberdayaan, teknologi harus
ditempatkan sebagai lat bantu yang tunduk pada nilai
kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan, bukan
sebaliknya.

Analogi sederhana: teknologi ibarat obat yang ampuh dosis,
cara pakai, dan kontraindikasinya harus jelas. Obat yang tepat
dosis menyembuhkan; obat yang salah bisa memperparah
penyakit. Demikian pula, platform digital, aplikasi survei,
ataupun Al generatif harus dikelola dengan prinsip kehati-
hatian, agar manfaatnya dirasakan merata tanpa mengorbankan
martabat dan hak warga.

1. Kerangka Etik dan Teori Kunci

Penggunaan teknologi dalam konteks komunitas seyogianya
bersandar pada kombinasi kerangka normatif dan pendekatan
praktis:
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Etika Informasi & Hak Privasi. Floridi menekankan bahwa
informasi menyangkut “keberadaan” manusia dalam
ekosistem infosfer. Nissenbaum menambahkan prinsip
contextual integrity: data yang sama dapat etis di satu konteks
namun melanggar privasi di konteks lain. Artinya, bukan
sekadar “boleh dikumpulkan atau tidak”, melainkan
“apakah alur data sesuai norma sosial konteks lokal”.
Keadilan Algoritmik & Bias. Penelitian Noble dan Eubanks
menunjukkan bagaimana sistem digital bisa memperkuat
bias rasial, gender, dan kelas seringkali tidak disadari karena
tersembunyi dalam data dan model. Prinsip fairness
accountability transparency (FAT) dan human rights based
approach (HRBA) menjadi kompas agar teknologi tidak
mereproduksi ketidakadilan.

FAIR vs CARE Principles. Prinsip FAIR (Findable, Accessible,
Interoperable, Reusable) mendorong tata kelola data yang
berguna dan dapat dipertukarkan. Namun untuk komunitas
adat/lokal, CARE (Collective benefit, Authority to control,
Responsibility, Ethics) mengingatkan bahwa manfaat kolektif
dan otoritas komunitas atas data adalah syarat etis yang tidak
bisa dinegosiasi.

. Value Sensitive Design (VSD) & Participatory Design. Friedman
(VSD) menekankan desain yang menginternalisasi nilai
(keadilan, otonomi, inklusi) sejak awal. Schuler & Namioka
(Participatory Design) menempatkan warga sebagai co-
designer, bukan objek. Ini selaras dengan PM\ &E: indikator,
form, dan dashboard mesti dirancang bersama komunitas.
Sosioteknis & Politik Artefak. Winner mengingatkan bahwa
artefak teknologi membawa “politik” —ada pilihan desain
yang memihak. Perspektif sosioteknis (Trist, Emery)
menuntut fasilitator membaca keterkaitan antara alat,
struktur kekuasaan, dan budaya lokal.

Standar & Regulasi Mutakhir. Praktik aman didukung
kerangka seperti GDPR (prinsip minimisasi data,
akuntabilitas), NIST AI RMF 1.0 (govern, map, measure,
manage), UNESCO Recommendation on Al Ethics, serta
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WCAG 2.2 untuk aksesibilitas. Kesemuanya menegaskan
hak-hak pengguna, transparansi, dan mitigasi risiko.

2. Peta Risiko Utama dalam Penggunaan Teknologi Komunitas
a. Privasi dan Keamanan Data

1)

2)

3)

Risiko: Kebocoran identitas (PII), doxing, re-identifikasi
data yang sudah dipseudonimkan.

Contoh: Foto rumah warga dengan koordinat GPS
dipublikasikan tanpa masker metadata.

Dampak: Hilangnya kepercayaan, stigmatisasi, risiko
keselamatan (terutama kelompok rentan).

Mitigasi: Data minimization; enkripsi in-transit & at-rest;
kontrol akses berbasis peran; kebijakan retensi; Data
Protection Impact Assessment (DPIA) sebelum
pengumpulan.

b. Bias dan Diskriminasi Algoritmik

1)

2)

Risiko: Sampling bias, model yang dilatih dari data
mayoritas meniadakan suara minoritas. Contoh: Skor
penyaluran bantuan yang “merendahkan” kelompok
tertentu karena indikator tidak sensitif gender/ketunaan.
Mitigasi: Audit bias (pra & pasca-deploy), disaggregasi
(gender, umur, disabilitas), human-in-the-loop, dan
evaluasi fairness lintas subkelompok.

c. Kesenjangan Digital & Eksklusi

D)

2)

Risiko: Program berbasis aplikasi menguntungkan
kelompok melek digital; warga lansia/daerah terpencil
tertinggal.

Mitigasi: Desain hybrid (offline/low-bandwidth), pelatihan
literasi digital, kios akses bersama, alternatif non-digital
(kertas, SMS).

250 | Fasilitator Profesional



. Ketergantungan Platform & Kedaulatan Data

1) Risiko: Lock-in vendor; perubahan kebijakan platform
merugikan komunitas; data extractivism.

2) Mitigasi: Pilih alat interoperabel; kontrak yang jelas soal
kepemilikan data; opsi self-hosted bila perlu; Community
Data Trust untuk tata kelola partisipatif.

. Disinformasi, Polarisasi, dan Keamanan Psikososial

1) Risiko: Hoaks menggerus persatuan; ujaran kebencian;
kelelahan digital (doomscrolling).

2) Mitigasi: Moderasi  berbasis aturan  komunitas;
prebunking/debunking; literasi media; rate limits pada
notifikasi; kanal aduan.

. Keselamatan Lapangan & Doxing Aktivis

1) Risiko: Publikasi lokasi aksi/kelompok rentan dapat
mengundang intimidasi.

2) Mitigasi: Operational security (OPSEC); anonimisasi; need-
to-know access; panduan keamanan digital.

3. Prinsip-Prinsip Etika Operasional

Do No Harm & Proportionality. Kumpulkan hanya data yang
benar-benar diperlukan. Kembangkan indikator minimal
yang memadai (prinsip necessity & proportionality).
Otonomi & Persetujuan Bermakna. Informed consent harus
jelas, menggunakan bahasa lokal, opsi mundur kapan saja,
serta menjelaskan siapa mengakses data untuk tujuan apa
dan sampai kapan.

Keadilan & Inklusi. Semua desain harus diuji pada kelompok
rentan: perempuan, lansia, penyandang disabilitas,
minoritas. Terapkan WCAG untuk aksesibilitas.

Transparansi & Akuntabilita. Dokumentasikan alur data,
algoritma (atau logika pengambilan keputusan), dan siapkan
mekanisme banding/aduan. Paparkan model car/data card
untuk sistem kompleks.
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e.

Kepemilikan dan Manfaat Kolektif. Terapkan CARE/OCAP
bila menyangkut komunitas adat/lokal: data tidak boleh
diambil tanpa otoritas komunitas; manfaat harus kembali ke
komunitas.

Keamanan Berlapis & Manajemen Insiden. Gunakan prinsip
defense in depth: autentikasi kuat, segmentasi jaringan,
pencatatan akses, serta rencana respons insiden dengan
ambang pelaporan yang jelas.

Mekanisme Tata Kelola: Dari Kebijakan ke Praktik
Etika yang baik harus “mendarat” sebagai prosedur. Berikut

perangkat yang bisa diadopsi oleh organisasi pendamping;:

a.

Piagam Tata Kelola Data Komunitas. Dokumen singkat yang
menetapkan: tujuan pengumpulan, hak akses, retensi,
berbagi data, dan hak komunitas untuk meminta
penghapusan/portabilitas.

DPIA & AIA (Algorithmic Impact Assessment). Penilaian risiko
sebelum proyek berjalan: kategori data, dampak terhadap
kelompok rentan, mitigasi, dan rencana pemantauan pasca-
implementasi.

RACI & Risk Register. Struktur peran (Responsible —
Accountable — Consulted — Informed) dan daftar risiko dengan
penanggung jawab, tingkat keparahan, serta rencana
mitigasi.

Komite Etik & Dewan Pengawas Komunitas. Badan internal—-
eksternal yang memberi second opinion terhadap desain alat,
memantau pelaksanaan, dan memutuskan perbaikan bila
terjadi kejanggalan.

Protokol Insiden & Jalur Pemulihan. SOP ketika terjadi
kebocoran atau salah kirim data: isolasi sistem,
pemberitahuan pihak terdampak, koreksi, dan post-mortem
terbuka.

Audit Berkala & Red Teaming. Uji penetrasi keamanan; audit
fairness & explainability; uji kebocoran identitas pada data
agregat (risiko re-identifikasi).
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Kontrol Vendor & Klausul Kontrak. Pastikan perjanjian
layanan memuat: posisi pengendali/pemroses data, lokasi
penyimpanan (data residency), sub-processor, hak audit, dan
hak exit tanpa kehilangan data.

Praktik Aman: Langkah-Langkah Konkret bagi Fasilitator
Mulai dari kebutuhan sosial, bukan dari alat. Rumuskan
tujuan, indikator, dan pemangku kepentingan; baru pilih alat
yang paling sesuai konteks.

Co-design dengan komunitas.Uji formulir, istilah, dan alur
data; libatkan perwakilan kelompok rentan.

Minimalisasi data. Hapus pertanyaan “nice to have”; gunakan
agregasi bila tidak perlu identitas.

Dokumentasikan persetujuan. Simpan bukti consent
(teks/audio), jelaskan hak-hak peserta.

Pisahkan data identitas dari data analitik. Simpan di
repositori terisolasi, akses terbatas.

Enkripsi & kontrol akses. Terapkan autentikasi dua faktor;
kewenangan berdasar peran.

Siapkan saluran umpan balik & banding. Warga dapat
mengoreksi data, memberi masukan, atau menolak
penggunaan tertentu.

Komunikasikan hasil secara inklusif. Gunakan bahasa non-
teknis, visual sederhana, offline-friendly (poster, radio
komunitas).

Rencanakan sunset. Tetapkan tanggal evaluasi/akhir proyek,
dan prosedur pemusnahan/arsip etis.

Bangun kapasitas local, Latih champion komunitas menjadi
pengelola data mandiri —pemberdayaan yang
sesungguhnya.

Studi Ilustratif (Ringkas)

Kasus 1, Pemetaan bantuan sosial desa. Sebuah desa
menggunakan aplikasi pendataan rumah tangga rentan.
Risiko muncul karena daftar nama & koordinat tersebar di
grup  terbuka.  Fasilitator = melakukan  remediasi:
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memindahkan berkas ke repositori aman, membatasi akses,
menyajikan hasil ke publik dalam bentuk peta panas tanpa
identitas. Dampak: transparansi tetap terjaga, martabat
keluarga rentan terlindungi.

Kasus 2, Penilaian kelayakan mikro-kredit UMKM. Model
skoring berbasis riwayat transaksi cenderung merugikan
pelaku informal (tanpa rekening bank). Tim menerapkan
AIA: menambah indikator partisipatif (testimoni pemasok,
stabilitas pesanan), membuka mekanisme banding. Hasil:
angka penolakan tidak adil menurun, inklusi keuangan
meningkat.

Konten promosi pariwisata desa. Video warga diunggah
tanpa izin; terjadi komplain. Perbaikan: kebijakan media &
model release; lokakarya literasi hak cipta; watermark
komunitas. Manfaat: reputasi pulih, promosi berlanjut
dengan menghormati hak pembuat konten.

Checklist Etik (Ringkas)
Apakah tujuan sosial jelas dan disepakati komunitas?
Apakah indikator dan alat dirancang melalui co-design?
Apakah kita mengumpulkan hanya data yang diperlukan?
Apakah consent dicatat dan dapat ditarik kapan pun?
Apakah data identitas dipisahkan, dienkripsi, dan diakses
terbatas?
Apakah ada DPIA/AIA, serta rencana audit berkala?
Apakah materi hasil dibagikan kembali ke komunitas dalam
format ramah?
Apakah ada jalur keluhan dan mekanisme perbaikan cepat?
Apakah kontrak vendor melindungi kedaulatan data
komunitas?
Apakah rencana sunset (hapus/arsip) sudah disusun?

Teknologi menawarkan akselerasi; etika memastikan

akselerasi itu tidak menabrak orang. Dalam pemberdayaan,
ukuran kesuksesan bukan sekadar kecepatan atau kecanggihan
alat, melainkan martabat, keadilan, dan kendali komunitas atas
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hidupnya sendiri. Fasilitator memegang peran sebagai arsitek
proses: menuntun agar teknologi melayani manusia, bukan
manusia yang tunduk pada teknologi. Dengan kerangka etik
yang kokoh, tata kelola yang operasional, dan partisipasi
bermakna, teknologi dapat menjadi mesin penguat solidaritas
serta katalis perubahan sosial yang adil.

Analogi penutup: teknologi itu seperti jalan tol. Ia
mempercepat perjalanan, tapi memerlukan rambu, pagar
pengaman, lampu, dan petugas. Tanpa itu, kecelakaan hanya
menunggu waktu. Etika adalah rambu; tata kelola adalah pagar;
fasilitator adalah petugas yang memastikan semua sampai tujuan
selamat, bermartabat, dan bersama-sama.
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BAB XI
Sertifikasi dan

Pengembangan Karier
Fasilitator

Profesi fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat semakin
menempati posisi strategis di era transformasi sosial dan digital.
Dalam konteks ini, sertifikasi bukan hanya dipandang sebagai
formalitas administratif, melainkan sebagai instrumen penting
untuk memastikan bahwa seorang fasilitator ~memiliki
kompetensi, etika, dan kualitas yang sesuai dengan standar
profesional. Sertifikasi berperan sebagai "jaminan mutu" yang
dapat membangun kepercayaan masyarakat, lembaga
pemberdayaan, hingga donor internasional.

Profesi fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat semakin
mendapatkan pengakuan sebagai salah satu bidang kerja yang
membutuhkan kompetensi terstandar, etika profesional, serta
keberlanjutan pengembangan diri. Fasilitator tidak lagi hanya
dipandang sebagai relawan atau pekerja sosial yang bekerja
dengan niat baik, melainkan sebagai tenaga profesional yang
memiliki peran strategis dalam membangun kapasitas
komunitas.
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Oleh karena itu, penting bagi fasilitator untuk
memiliki sertifikasi sebagai bentuk legitimasi kompetensi,
sekaligus menempubh jalur pengembangan karier agar perannya
semakin relevan dengan dinamika zaman. Sertifikasi menjadi
bukti bahwa seorang fasilitator telah memenuhi standar
keterampilan tertentu, sedangkan pengembangan Kkarier
menjamin keberlanjutan dan peningkatan kualitas diri seiring
kompleksitas tantangan sosial yang dihadapi.

Di sisi lain, pengembangan Kkarier fasilitator menjadi
kebutuhan berkelanjutan. Fasilitator tidak hanya dituntut untuk
memiliki pengetahuan teknis, melainkan juga kepekaan sosial,
keterampilan komunikasi, kemampuan adaptasi digital, serta
wawasan interkultural. Pengembangan karier dalam bidang ini
juga erat kaitannya dengan lifelong learning sebuah konsep yang
menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat (Candy,
2022).

Seperti pepatah, “pisau yang tajam sekalipun akan tumpul

bila tidak diasah”. Demikian pula fasilitator: meskipun memiliki
pengalaman  panjang, tanpa proses sertifikasi dan
pengembangan karier yang berkelanjutan, keahlian yang dimiliki
bisa saja kehilangan daya saing.
Analogi sederhana: sertifikasi adalah pintu gerbang, sementara
pengembangan karier adalah jalan panjang yang harus ditempuh
untuk sampai ke tujuan pemberdayaan yang
berkelanjutan.Tanpa sertifikasi, fasilitator akan kesulitan
mendapatkan pengakuan formal. Namun tanpa pengembangan
karier, sertifikasi hanya menjadi "kertas" tanpa makna nyata.

A. Konsep Sertifikasi Fasilitator

Sertifikasi dalam profesi fasilitasi dapat dipahami sebagai
proses pengakuan formal terhadap keterampilan, pengetahuan,
dan sikap seorang fasilitator berdasarkan standar kompetensi
tertentu. Menurut International Association of Facilitators (IAF,
2023), sertifikasi adalah sarana untuk menjamin kualitas
fasilitator melalui asesmen independen yang berfokus pada
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kompetensi inti seperti group process skills, ethical practice,

communication skills, dan adaptability. Selanjutnya Sertifikasi

adalah proses pengakuan resmi terhadap keterampilan,
pengetahuan, dan sikap profesional seseorang yang telah diuji
berdasarkan standar tertentu. Menurut International Labour

Organization (ILO, 2022), sertifikasi merupakan bentuk validasi

kompetensi yang memberikan kepercayaan bagi pekerja dan

pemberi kerja bahwa individu tersebut benar-benar mampu
melaksanakan tugasnya sesuai dengan ekspektasi profesional.
Dalam konteks fasilitasi, sertifikasi tidak hanya menilai
kemampuan teknis seperti menyusun program atau melakukan
pelatihan, tetapi juga mencakup aspek soft skills seperti
komunikasi, mediasi konflik, serta sensitivitas sosial-budaya.

Berikut adalah fungsi sertifikasi:

1. Legitimasi Profesional, memberi pengakuan bahwa fasilitator
memiliki standar kompetensi yang diakui.

2. Meningkatkan Kredibilitas, komunitas maupun lembaga
mitra lebih percaya bekerja sama dengan fasilitator
tersertifikasi.

3. Akses Karier yang Lebih Luas, sertifikasi membuka peluang
untuk bekerja di lembaga internasional, LSM besar, maupun
proyek pembangunan berskala nasional.

4. Perlindungan Profesi, sertifikasi mencegah praktik fasilitasi
yang asal-asalan, karena hanya mereka yang kompeten yang
bisa mengklaim dirinya fasilitator profesional.

Analogi sederhananya: sertifikasi bagi fasilitator itu
seperti SIM untuk pengemudi. Seorang pengemudi mungkin
bisa menyetir tanpa SIM, tetapi untuk mendapat kepercayaan di
jalan raya, pengakuan hukum, dan perlindungan asuransi, SIM
adalah syarat mutlak. Demikian pula, fasilitator perlu sertifikasi
untuk mendapat pengakuan formal. Di Indonesia, sertifikasi
fasilitator mulai berkembang melalui Badan Nasional Sertifikasi
Profesi (BNSP) yang menetapkan skema sertifikasi untuk tenaga
pendidik nonformal, trainer, maupun community facilitator.
Sertifikasi ini penting karena:
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1. Memberikan pengakuan formal dan legalitas profesi.
Menjadi dasar peningkatan mobilitas karier (misalnya dalam
proyek nasional maupun internasional).

3. Menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat.

4. Menjadi alat ukur kompetensi yang obyektif.

Teori Human Capital (Becker, 2021) menegaskan bahwa
sertifikasi meningkatkan nilai seseorang di pasar kerja karena
menunjukkan kapasitas yang dapat diandalkan. Dengan kata
lain, fasilitator bersertifikat memiliki '"nilai tambah"
dibandingkan mereka yang hanya mengandalkan pengalaman
tanpa pengakuan formal. Kemudian untuk Standar Kompetensi
Fasilitator dapat diperoleh secara resmi pada beberapa lembaga
internasional maupun nasional telah mengembangkan standar
kompetensi fasilitator yaitu:

1. International Association of Facilitators (IAF,
2021) menetapkan IAF Core Competencies yang meliputi:
menciptakan inklusi, mengelola proses kelompok,
mendorong kolaborasi, dan memodelkan profesionalisme.

2. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
Indonesia memiliki skema sertifikasi fasilitator yang
berfokus pada kemampuan komunikasi, pemetaan sosial,
perencanaan partisipatif, dan etika pendampingan.

3. UNESCO (2023) menekankan pentingnya literasi digital,
sensitivitas interkultural, dan kepemimpinan kolaboratif
sebagai kompetensi tambahan fasilitator di era globalisasi.

Standar ini ibarat “kompas” yang memastikan fasilitator
berjalan ke arah yang benar, tidak hanya berdasarkan
pengalaman subjektif, tetapi juga pedoman objektif yang diakui
secara luas.
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B. Dimensi Pengembangan Karier Fasilitator
Pengembangan karier fasilitator mencakup tiga dimensi

utama:

1. Pengembangan Kompetensi Teknis

a. Meliputi keterampilan dalam perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi, serta penggunaan teknologi digital untuk
pemberdayaan.

b. Contoh: pelatihan penggunaan digital tools untuk pemetaan
sosial berbasis GIS atau aplikasi survei online.

N

. Pengembangan Kompetensi Sosial dan Emosional

a. Mencakup empati, sensitivitas budaya, serta kemampuan
mengelola dinamika kelompok.

b. Menurut Goleman (2022), kecerdasan emosional merupakan

faktor kunci keberhasilan fasilitator dalam membangun

hubungan yang sehat dengan komunitas.

W

. Pengembangan Kompetensi Etis dan Profesional

a. Berhubungan dengan integritas, netralitas, serta komitmen
pada prinsip nondiskriminasi.

b. Kompetensi ini diperkuat melalui supervisi, refleksi, serta

partisipasi dalam organisasi profesi.

Analogi: karier fasilitator dapat diibaratkan seperti
tumbuhnya pohon. Sertifikasi adalah akar yang memberi
legitimasi, kompetensi teknis adalah batang yang menopang,
keterampilan sosial-emosional adalah cabang yang menjangkau
berbagai pihak, dan kompetensi etis adalah buah yang dinikmati
masyarakat.

4. Model Pengembangan Karier Fasilitator

Pentingnya Pengembangan Karier, menurut teori Career
Development dari Greenhaus & Callanan (2022), pengembangan
karier adalah proses seumur hidup untuk meningkatkan
keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman seseorang agar
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relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Dalam konteks fasilitator,

pengembangan karier sangat penting karena:

a. Isu masyarakat selalu berkembang (misalnya digitalisasi,
perubahan iklim, krisis ekonomi).

b. Metode fasilitasi juga harus beradaptasi.

¢. Kebutuhan personal untuk menghindari kejenuhan dan
burnout.

Berdasarkan kajian ILO (2023) dan penelitian terbaru tentang
profesionalisasi pendidik nonformal, pengembangan Kkarier
fasilitator dapat ditempuh melalui beberapa model:

a. Model Lintasan Kompetensi

1) Fasilitator pemula — fasilitator madya — fasilitator ahli..
Setiap level memiliki standar kompetensi, pengalaman,
dan jam terbang tertentu.

2) Model  Pembelajaran  Berkelanjutan  (Continuing
Professional ~ Development/CPD).  Fasilitator ~ dituntut
mengikuti pelatihan, seminar, workshop, dan sertifikasi
tambahan secara berkala.

3) Model Mentoring dan Supervisi. Fasilitator senior
mendampingi junior melalui proses peer learning

4) Model Jejaring dan Kolaborasi. Fasilitator
mengembangkan karier melalui partisipasi dalam asosiasi
profesi, jaringan nasional maupun internasional.

Sertifikasi dan pengembangan karier ibarat dua sisi mata
uang. Sertifikasi memberi pengakuan formal terhadap
kemampuan yang ada, sementara pengembangan Kkarier
memastikan kemampuan itu terus berkembang. Tanpa
sertifikasi, fasilitator sulit mendapat pengakuan formal. Tanpa
pengembangan karier, sertifikasi bisa menjadi sekadar kertas
tanpa makna.
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b.

Tantangan dalam Sertifikasi dan Pengembangan Karier
Meski penting, sertifikasi dan pengembangan karier

fasilitator tidak lepas dari tantangan, antara lain:

1)

2)

3)

4)

1)
2)
3)
4)

5)

Biaya dan Aksesibilitas, Sertifikasi seringkali mahal dan
belum merata di daerah.

Standardisasi Kompetensi, Perbedaan standar antara
lembaga nasional dan internasional ~menimbulkan
kebingungan.

Kesadaran Fasilitator, Sebagian fasilitator menganggap
pengalaman lapangan cukup tanpa sertifikasi.

Perubahan Teknologi, Fasilitator harus terus beradaptasi
dengan digitalisasi, misalnya penggunaan Al dalam asesmen
komunitas.

Strategi Penguatan Sertifikasi dan Karier

Beberapa strategi yang dapat ditempuh:

Penguatan  Kebijakan Nasional: = Pemerintah  perlu
memperluas skema sertifikasi berbasis BNSP.

Kolaborasi dengan Lembaga Global: Misalnya mengadopsi
standar IAF agar sertifikasi diakui internasional.

Digitalisasi Sertifikasi: Menggunakan platform e-learning
dan digital badges.

Dukungan Organisasi Profesi: Membentuk asosiasi fasilitator
yang aktif memberikan CPD.

Pengakuan Pengalaman Lapangan: Melalui Recognition of
Prior Learning (RPL)sehingga fasilitator berpengalaman
tetap bisa memperoleh sertifikasi.

Sertifikasi dan pengembangan karier fasilitator adalah dua

sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Sertifikasi memberi

pengakuan formal dan legitimasi, sementara pengembangan

karier memastikan keberlanjutan profesionalisme. Di tengah

tantangan globalisasi dan digitalisasi, fasilitator dituntut untuk

terus belajar, beradaptasi, dan menjaga etika profesi.
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Dengan kata lain, sertifikasi adalah titik awal, tetapi
pengembangan karier adalah perjalanan tanpa akhir. Fasilitator
yang profesional bukan hanya mereka yang memegang sertifikat,
melainkan mereka yang konsisten berkomitmen pada
pembelajaran, pengabdian, dan pemberdayaan masyarakat. Hal
menegaskan bahwa sertifikasi dan pengembangan karier adalah
fondasi penting dalam profesionalisme fasilitator. Sertifikasi
memastikan standar kompetensi, sedangkan pengembangan
karier menjaga relevansi peran fasilitator dalam menghadapi
tantangan masyarakat yang terus berubah. Dengan keduanya,
fasilitator dapat terus menjadi motor pemberdayaan yang efektif,
kredibel, dan berdaya saing global.

C. Lembaga Sertifikasi dan Pelatihan Fasilitator di Indonesia

Dalam perkembangan dunia pemberdayaan masyarakat,
peran fasilitator telah berkembang dari sekadar “pendamping
lapangan” menjadi profesi yang membutuhkan standar
kompetensi yang jelas. Agar peran ini memiliki legitimasi formal,
keberadaan lembaga sertifikasi dan pelatihan fasilitator menjadi
krusial. Sertifikasi bukan hanya sekadar “selembar kertas” tanda
lulus ujian, melainkan pengakuan atas kompetensi profesional
yang diakui oleh negara maupun lembaga internasional.
Menurut teori professionalization dari Wilensky (2021), sebuah
profesi dianggap mapan jika memiliki (1) basis pengetahuan, (2)
jalur pendidikan/pelatihan, (3) sertifikasi atau lisensi, dan (4)
kode etik. Dengan demikian, fasilitator di Indonesia perlu
memiliki akses ke lembaga pelatihan dan sertifikasi agar
kariernya berkelanjutan.

Analogi sederhananya: jika seorang pilot tidak mungkin
diizinkan menerbangkan pesawat tanpa lisensi, maka fasilitator
juga tidak semestinya dibiarkan mengawal proses
pemberdayaan tanpa bekal standar kompetensi yang jelas.
Karena itu, lembaga sertifikasi dan pelatihan menjadi semacam
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“menara pengawas” yang memastikan fasilitator tetap terarah,

profesional, dan amanah dalam menjalankan perannya.

1.

Peta Lembaga Sertifikasi Fasilitator di Indonesia
Indonesia memiliki sejumlah lembaga yang berperan dalam

sertifikasi dan pelatihan fasilitator, baik yang bersifat nasional
(dengan legitimasi negara), internasional (afiliasi global),
maupun komunitas independen.

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

Fungsi Utama: BNSP adalah lembaga independen yang
dibentuk berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan PP No. 10 Tahun 2018. BNSP
berwenang melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja,
termasuk fasilitator pemberdayaan masyarakat.
Implementasi: Sertifikasi dilakukan melalui Lembaga
Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan lisensi dari
BNSP. Misalnya, LSP Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat.
Kelebihan: Standarnya diakui secara nasional, berbasis pada
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
Tantangan: Proses sertifikasi kadang dianggap mahal dan
birokratis, sehingga tidak semua fasilitator akar rumput
dapat mengaksesnya.

Kementerian/Lembaga Pemerintah
Beberapa kementerian juga memiliki program pelatihan dan

sertifikasi fasilitator, seperti:

a.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Kemendes PDTT) — Melalui Program
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pendamping desa.
Kementerian Sosial (Kemensos) — Melalui program
pendamping PKH (Program Keluarga Harapan).
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Kemendikbudristek) — Melalui pelatihan fasilitator
pendidikan nonformal.
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Masing-masing kementerian memiliki skema sendiri, tetapi

tantangannya adalah kurang integrasi, sehingga standar
kompetensi kadang tumpang tindih.

4.

Lembaga Internasional
Selain lembaga nasional, ada juga lembaga internasional yang

diikuti oleh fasilitator Indonesia, seperti:

a.

b.

IAF (International Association of Facilitators) yang
memberikan Certified Professional Facilitator (CPF).

UNICEF & UNDP yang kadang mendukung pelatihan
fasilitator lokal dengan standar internasional.

Asian Development Bank (ADB) yang mendukung sertifikasi
fasilitator proyek berbasis komunitas.

Lembaga Nonpemerintah & Swasta
Banyak NGO, universitas, dan lembaga swasta yang

mengadakan pelatihan fasilitator. Misalnya:

a.
b.
C.

Yayasan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.
Lembaga konsultan pemberdayaan.

Kampus yang membuka program studi atau kursus singkat
mengenai community development facilitator.

Model Sertifikasi Fasilitator di Indonesia
Menurut penelitian Suharto (2022), ada tiga model sertifikasi

fasilitator yang berkembang;:

a.

Sertifikasi Formal (Negara)

1) Dilaksanakan oleh BNSP dan LSP terlisensi.
2) Memiliki dasar hukum kuat.

3) Diakui dunia kerja nasional.

. Sertifikasi Semi-formal (Kementerian/Proyek)

1) Dilakukan oleh kementerian atau donor proyek.

2) Fokusnya pada kebutuhan jangka pendek (misalnya
proyek desa).

3) Kelemahannya: kurang berkelanjutan setelah proyek
berakhir.
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c. Sertifikasi Non-formal (Komunitas/NGO)
1) Fleksibel, mudah diakses, dan lebih murah.
2) Tidak selalu diakui formal, tetapi memberi bekal praktis.

Analogi sederhana: sertifikasi formal itu seperti ijazah resmi
dari universitas; sertifikasi semi-formal itu seperti sertifikat
kursus intensif; dan sertifikasi non-formal seperti pelatihan
komunitas yang bisa dipakai dalam lingkup terbatas tetapi tidak
selalu berlaku secara nasional.

7. Tantangan Lembaga Sertifikasi dan Pelatihan
Meskipun jumlah lembaga cukup banyak, ada sejumlah
tantangan serius:
a. Aksesibilitas: fasilitator di daerah terpencil sulit menjangkau
sertifikasi karena lokasi ujian hanya di kota besar.
b. Biaya: biaya sertifikasi cukup tinggi bagi fasilitator.
Standarisasi: masih ada perbedaan standar antar lembaga.

0

d. Mutu pelatihan: tidak semua pelatihan sesuai kebutuhan
nyata fasilitator di lapangan.

e. Legitimasi: beberapa sertifikat dari lembaga nonformal
kurang diakui dalam dunia kerja.

zenurut teori equity in professional development (Brookfield,
2023), akses pelatihan harus memperhatikan keadilan sosial. Jika
hanya fasilitator dengan sumber daya tertentu yang bisa
tersertifikasi, maka justru terjadi kesenjangan baru.

8. Arah Pengembangan Lembaga Sertifikasi di Indonesia
Ke depan, ada beberapa arah pengembangan:

a. Integrasi Sistem Nasional: menghubungkan sertifikasi dari
kementerian, NGO, dan BNSP dalam satu portal.

b. Digitalisasi Proses Sertifikasi: memanfaatkan e-learning,
ujian daring, dan portofolio digital.

c. Peningkatan Kapasitas Fasilitator Lokal: pelatihan berbasis
komunitas yang murah dan relevan.
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Tabel Ringkasan Lembaga Sertifikasi & Pelatihan di Indonesia

Jenis Contoh Fungsi | Kelebihan | Tantangan
Lembaga Utama
Negara (BNSP | LSP Fasilitator, Sertifikasi Diakui Mabhal,
& LSP) LSP Kemendes formal nasional, birokratis
berbasis standar jelas
SKKNI
Kementerian Kemendes, Pelatihan Sesuai Kurang
Kemensos, dan kebutuhan berkelanjutan
Kemendikbud sertifikasi lapangan
berbasis
program
Internasional IAF, UNICEF, Sertifikasi Diakui Biaya tinggi,
UNDP & internasional akses terbatas
pelatihan
global
NGO & Yayasan, Pelatihan Murah, Legitimasi
Swasta universitas, fleksibel praktis terbatas
konsultan dan cepat

Lembaga sertifikasi dan pelatihan fasilitator di Indonesia
memegang peran vital dalam membangun profesionalisme
fasilitator. Seperti halnya seorang dokter yang tidak boleh
praktik tanpa izin, fasilitator idealnya juga harus memiliki
agar masyarakat praktik
pendampingan yang asal-asalan. Namun, sertifikasi harus tetap
inklusif, murah, dan relevan dengan konteks lapangan. Dengan
dukungan negara, NGO, dan komunitas, sertifikasi fasilitator
dapat menjadi fondasi kokoh untuk menciptakan agen
perubahan sosial yang kredibel dan berdaya saing global.

sertifikasi terlindungi  dari

D. Proses sertifikasi berbasis RPL (Rekognisi Pembelajaran

Lampau)

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah mekanisme
pengakuan resmi atas capaian belajar yang diperoleh seseorang
di luar jalur pendidikan formal, baik melalui pengalaman kerja,
pelatihan nonformal, kegiatan komunitas, magang, relawan,
hingga pembelajaran mandiri untuk disetarakan dengan standar
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kompetensi atau kualifikasi tertentu. Dalam konteks fasilitator
pemberdayaan masyarakat, RPL menjadi jembatan yang adil
antara “kapabilitas nyata di lapangan” dan “pengakuan
profesional yang dibutuhkan pasar kerja”.

Secara epistemologis, RPL bertumpu pada paradigma lifelong
learning (belajar sepanjang hayat) dan work-based learning.
UNESCO menegaskan bahwa akses pendidikan dan pengakuan
pembelajaran nonformal-informal meningkatkan mobilitas sosial
serta memperluas peluang kerja. OECD menambahkan bahwa
RPL menurunkan biaya “retraining” dan mempercepat upskilling
karena tidak memaksa individu mengulang pembelajaran yang
sudah dikuasai. Dalam kerangka pembangunan manusia
(human development), RPL adalah strategi inklusif sekaligus
efisien untuk memprofesionalkan tenaga fasilitasi yang
mayoritas belajar “di jalanan sosial”, bukan di bangku kuliah.
Analogi sederhana: RPL itu seperti menimbang berat gabah yang
sudah ada di lumbung, bukan menyuruh petani menanam ulang
dari nol. Kalau kompetensi sudah ada, tugas sistem adalah
mengukur, memvalidasi, dan mengakui bukan memulai lagi.

1. Landasan Konseptual dan Teori Mutakhir
a. Lifelong Learning & Recognition of Prior Learning
1) UNESCO: RPL adalah instrumen kunci mewujudkan
learning societies yang mengakui beragam jalur belajar—
formal, nonformal, informal.
2) OECD: RPL meningkatkan efisiensi pasar tenaga kerja,,
meminimalkan skills mismatch, dan mempercepat
reskilling.

b. Human Capital & Signalling
1) Teori human capital (Becker): pengakuan kompetensi
meningkatkan produktivitas dan nilai pasar individu.
2) Teori signalling (Spence): sertifikat hasil RPL menjadi sinyal
kredibel tentang kualitas fasilitator di mata pemberi
kerja/donor.
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c. Capability Approach
Sen & Nussbaum: yang diakui bukan hanya “input pelatihan”,
tetapi kemampuan riil untuk berfungsi (functionings) di
konteks sosial nyata. RPL menilai kapabilitas yang terbukti,
bukan sekadar ijazah.

d. Outcome-Based Education (OBE) dan KKNI

1) Kerangka kualifikasi (nasional/internasional) bergerak ke
capaian pembelajaran (learning outcomes). RPL fit dengan
OBE karena fokus pada bukti kinerja, bukan durasi tatap

muka.

2) Tujuan RPL bagi Fasilitator Pemberdayaan

a) Mobilitas dan pengakuan: memberikan legitimasi
pada fasilitator berpengalaman agar diakui setara
standar nasional/internasional.

b) Efisiensi biaya-waktu: mengurangi pengulangan
pelatihan; fokus pada celah kompetensi (gap).

c) Inklusi sosial: membuka akses bagi praktisi akar
rumput yang historisnya kurang terlayani pendidikan
formal.

d) Profesionalisasi: menaikkan standar mutu praktik
fasilitasi tanpa memutus mata rantai pengalaman
lokal.

Spektrum Skema RPL

RPL untuk Sertifikasi Kompetensi (via LSP/BNSP atau
asosiasi profesi): mengonversi bukti pengalaman menjadi
sertifikat kompetensi terhadap unit/klaster.

b. RPL untuk Kualifikasi Pendidikan (PT/pendidikan vokasi):
pengakuan setara SKS atau mata kuliah.

c. RPL Campuran: pengakuan ganda sebagian ke sertifikasi,
sebagian ke kredit akademik (tergantung kebijakan lembaga).
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Prinsip-Prinsip Kunci RPL
Valid, Reliabel, Adil: penilaian berbasis bukti, konsisten, dan
bebas bias.
Transparan: kriteria, indikator, dan rubrik penilaian mudah
diakses.
Berorientasi Outcome: mengukur what a person can actually do:
Inklusif & Kontekstual: sensitif budaya lokal, bahasa, dan
ragam praktik komunitas.
Etis & Aman: perlindungan data, persetujuan, dan
pemanfaatan bukti yang tidak merugikan pihak manapun.

Alur Proses RPL: Tahap demi Tahap

Tahap 1, Sosialisasi & Pra-asesmen

1) Orientasi tentang skema, level kualifikasi, biaya, jadwal,
dan hak peserta.

2) Self-assessment awal (kuisioner) untuk memetakan
kesesuaian pengalaman dengan standar.

3) Konseling awal: menilai kelayakan mengikuti RPL atau
perlu pelatihan pendahuluan.

Tahap 2, Pendaftaran & Penetapan Ruang Lingkup

1) Peserta memilih unit kompetensi (mis. komunikasi
inklusif, mediasi konflik, PRA, dokumentasi partisipatif).

2) Menandatangani  persetujuan  penggunaan  dan
kerahasiaan data portofolio.

Penyusunan Portofolio Bukti

1) Bukti Langsung: video fasilitasi, rekaman FGD, catatan
lapangan, toolkit yang dikembangkan.

2) Bukti Tidak Langsung: surat rekomendasi, TOR kegiatan,
sertifikat pelatihan, artikel/kajian.

3) Bukti Tambahan: testimoni warga, foto before - after,
dashboard monitoring.

4) Kurasi bukti dengan map bukti - indikator: setiap
indikator kompetensi dipasangkan dengan bukti spesifik.
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d. Tahap 4, Validasi Dokumen & Uji Wawancara
1) Asesor memeriksa authenticity (keaslian), currency
(kekinian), sufficiency (kecukupan), relevance (keterkaitan).
2) Wawancara berbasis kompetensi (STAR/BAR situation,
task, action, result/benefit).

e. Tahap 5, Observasi Praktik/Simulasi
1) Bila bukti belum lengkap, dilakukan observasi lapangan
atau simulasi terstruktur (misal memfasilitasi konflik
peran dalam roleplay).
2) Rubrik terstandar: opening, process design, participation
handling, conflict mediation, ethical conduct, closing &
documentation.

f. Tahap 6, Keputusan Asesmen & Umpan Balik
1) Hasil: Kompeten (K)/ Belum Kompeten (BK) per unit.
2) Umpan balik rinci + development plan jika BK (mis. perlu
penguatan gender -transformative facilitation, atau data
protection by design.

g. Tahap 7, Rekonversi & Penetapan Sertifikasi
1) Bagi jalur sertifikasi: penerbitan sertifikat kompetensi
sesuai unit/klaster.
2) Bagi jalur akademik: rekognisi kredit sesuai kebijakan
kampus.

h. Tahap 8, CPD & Re-sertifikasi
1) Menetapkan rencana pengembangan  profesional
berkelanjutan (CPD): jam pelatihan/tugas lapangan
minimal per 2-3 tahun.
2) Portfolio refresh: memperbarui bukti, terutama terkait alat
digital dan kerangka etik terbaru.

Analogi alur: RPL itu seperti audit mutu bengkel. Mekanik
yang sudah mabhir tidak diuji dari nol; auditor memeriksa bukti
hasil kerja (kendaraan yang sudah diperbaiki), proses(prosedur
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keselamatan), dan pengetahuan (diagnosis masalah). Jika standar
terpenuhi diberi lisensi kerja; jika belum diberi daftar perbaikan.

5.

Instrumen Penilaian RPL (Contoh Rubrik Inti)

Unit: Fasilitasi Diskusi Kelompok Inklusif

Indikator A (Perancangan Proses): Tujuan jelas, agenda time-
boxed, metode sesuai profil peserta (termasuk
disabilitas/kelompok rentan). Bukti kuat: Rencana fasilitasi +
catatan adaptasi aksesibilitas (mis. juru bahasa isyarat, materi
easy-to-read).

Indikator B (Pelaksanaan & Dinamika): Mengelola dominasi,
memanggil suara diam, teknik active listening. Bukti kuat:
Video 8 - 15 menit tanpa edit; umpan balik peserta.

Indikator C (Etika & Keselamatan): Informed consent,
perlindungan data, pencegahan harassment. Bukti kuat:
Form consent, pedoman kode etik, incident log (jika ada).
Indikator D (Dokumentasi & Tindak Lanjut): Ringkasan
keputusan, notulen, rencana aksi, dan feedback loop. Bukti
kuat: Notulen terstruktur + rencana aksi + bukti tindak lanjut
(foto, laporan singkat).

Skala: 0 = tidak tampak; 1 = dasar; 2 = memadai; 3 = unggul

(dengan inovasi & dampak). Ambang lulus: skor rata-rata >2 dan
tidak ada indikator kritis bernilai 0.

6. Jaminan Mutu dan Tata Kelola RPL

Standarisasi Asesor: pelatihan khusus competency-based
assessment, bias awareness, dan etika penilaian.

Moderasi & Kalibrasi: double marking, panel asesor, dan
benchmarking antarlembaga.

Audit Bukti: uji acak keaslian bukti (mis. metadata dokumen,
konfirmasi pihak ketiga).

SOP Kerahasiaan: klasifikasi data (umum/terbatas/sensitif),
enkripsi, dan kontrol akses.

Mekanisme Banding: kanal keberatan dengan tenggat waktu
dan panel independen.
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PDCA (Plan- Do- Check- Act): peninjauan berkala rubrik
seiring perkembangan alat fasilitasi digital dan norma etik
(mis. Al ethics).

Isu Etik Khas RPL untuk Fasilitator Komunitas
Kepemilikan Bukti: materi FGD, foto warga, cerita hidup
siapa pemiliknya? Gunakan consent yang spesifik dan prinsip
do no harm.

Bias Asesmen: risiko mengistimewakan bahasa formal
dibanding praktik lokal. Terapkan diverse assessor dan cultural
mediation.

Re-identifikasi & Privasi: hindari memajang data pribadi.
Gunakan anonimisasi dan ringkas indikator yang perlu
identitas.

Ketimpangan Digital: fasilitator desa mungkin lemah dalam
dokumentasi digital. Sediakan opsi portofolio non-digital
(hardcopy/observasi langsung).

Komersialisasi: menjaga agar biaya wajar, skema
subsidi/scholarship tersedia, dan tidak menghalangi
fasilitator akar rumput.

Integrasi RPL dengan Kerangka Kompetensi (SKKNI/IAF)
Pemetaan Unit ke Kriteria RPL: setiap unit kompetensi
(komunikasi, observasi, mediasi, dokumentasi, PRA) diurai
menjadi indikator perilaku dan bukti yang dapat diterima.
Leveling KKNI: bukti peran (anggota tim — koordinator —
perancang metodologi) dikaitkan dengan level tanggung
jawab/kompleksitas.

IAF Core Competencies: integrasikan aspek group process, ethical
practice, professionalism, knowledge, communication ke rubrik
RPL.
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a.

10.

Strategi Implementasi: Paket Praktis

Paket RPL untuk Fasilitator Desa

1) Unit prioritas: pemetaan sosial partisipatif, FGD inklusif,
dokumentasi & pelaporan komunitas, mediasi konflik
lokal.

2) Bukti contoh: peta aset komunitas, ringkasan
musyawarah, foto before - after program, testimoni kepala
dusun/kelompok perempuan.

Paket RPL untuk Fasilitator UMKM

1) Unit prioritas: pelatihan kewirausahaan dasar,
pendampingan akses pasar digital, pengorganisasian
kelompok usaha, literasi keuangan mikro.

2) Bukti contoh: modul pelatihan, dashboard penjualan
sederhana, perjanjian kemitraan kelompok, studi kasus
keberhasilan.

Paket RPL untuk Fasilitator Pendidikan Nonformal

1) Unit prioritas: desain kurikulum partisipatif, assessment
formatif, storytelling lokal, safe learning space.

2) Bukti contoh: RPP/materi ajar, video microteaching,
instrumen asesmen, SOP perlindungan peserta.

Studi Kasus Singkat

Kasus A (Desa pesisir): Siti, 8 tahun fasilitasi kelompok
nelayan, tak punya ijazah sarjana. Lewat RPL, ia kumpulkan
bukti: peta potensi, notulen musyawarah, SOP keselamatan,
testimoni perempuan pesisir. Hasil: lolos unit “Pemetaan
Partisipatif” dan “FGD Inklusif”, BK pada “Analisis Data
Digital”. Rencana: pelatihan singkat data dasar + mentoring.
Enam bulan kemudian, re-asesmen — semua unit lulus; Siti
menerima sertifikat kompetensi dan diangkat menjadi
koordinator lokal.

Kasus B (UMKM perkotaan): Budi membina 40 UMK,
mahir di lapangan tapi lemah dokumentasi. Pada RPL, video
dan foto kurang, namun ada bukti kontrak kemitraan dan
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12.

grafik penjualan. Asesor minta simulasi fasilitas dan rencana
evaluasi. Budi lulus dengan catatan perbaikan dokumentasi.
Dengan sertifikat, Budi dipercaya memimpin proyek skala
kota.

Hambatan Umum & Solusi
Hambatan dokumentasi — sediakan template portofolio,
contoh bukti, dan clini kurasi.
Keterbatasan asesor — latih asesor lintas-bidang, rotasi panel,
dan peer moderation.
Biaya— skema beasiswa, sliding fee, atau dukungan
proyek/donor.
Penyalahgunaan bukti — kebijakan data minimization, need-
to-know, dan audit akses.
Kesenjangan standar — crosswalk SKKNI-IAF-KKNI untuk
kesetaraan yang transparan.

Rekomendasi Kebijakan & Kelembagaan

Portal RPL Terpadu: pendaftaran, self-checker, unggah
portofolio, jadwal asesmen, tracking hasil.

Panduan Nasional Rubrik RPL: model cards untuk setiap unit
(indikator-bukti-ambang).

Insentif CPD: syarat re-sertifikasi mengharuskan jam CPD
dan bukti dampak.

Kemitraan dengan Kampus/NGO: studio lapangan bersama
untuk observasi langsung sebagai bukti RPL.

Pengawasan Etik & Privasi: komite etik independen untuk
kasus sensitif (perempuan, anak, adat).

Data Trust Komunitas: skema tata kelola data partisipatif
untuk portofolio berbasis komunitas.

RPL bukan “jalan pintas”, melainkan jalan setara bagi

fasilitator yang ditempa pengalaman nyata. Dengan RPL,
ekosistem pemberdayaan memperoleh profesional yang teruji,
sementara praktisi akar rumput mendapatkan pengakuan adil
atas kerja panjang mereka. Kuncinya ada pada rubrik yang jelas,
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asesmen yang berintegritas, perlindungan data yang ketat, dan
jalur CPD yang hidup. Analogi penutup: kalau kualifikasi formal
adalah peta, maka RPL adalah kompas yang membaca medan
sebenarnya. Peta memberi rute, kompas memastikan arah sesuai
kenyataan. Fasilitator yang baik perlu keduanya.

E. Jenjang karier: fasilitator lokal — regional — nasional

Profesi fasilitator bukan sekadar peran teknis, melainkan
perjalanan panjang yang melibatkan pertumbuhan personal,
pengakuan profesional, dan kontribusi sosial. Dalam konteks
pemberdayaan masyarakat, fasilitator dipandang sebagai aktor
kunci yang menjembatani aspirasi warga dengan kebijakan
publik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai jenjang karier
fasilitator menjadi penting.

Jenjang karier fasilitator dapat digambarkan sebagai sebuah
tangga yang dimulai dari lingkup lokal, berkembang menuju
regional, dan akhirnya mencapai tingkat nasional. Progresi ini
tidak hanya ditentukan oleh lama pengalaman, melainkan juga
kompetensi, sertifikasi, jejaring, serta etika profesional. Seperti
seorang guru yang awalnya mengajar di sekolah desa, kemudian
dipercaya menjadi pengawas wilayah, hingga akhirnya menjadi
konsultan pendidikan nasional, demikian pula fasilitator
bergerak secara bertahap dan sistematis.

1. Fasilitator Lokal: Fondasi Karier

Pada tahap awal, fasilitator biasanya berkiprah di tingkat
lokal, yakni dalam skala desa, kelurahan, atau komunitas kecil.
Peran ini sering kali diemban oleh individu yang memiliki
keterikatan emosional dengan masyarakat sekitar.

a. Karakteristik:

1) Kedekatan Sosial. Fasilitator lokal biasanya berasal dari
komunitas itu sendiri atau minimal memiliki pemahaman
mendalam terhadap konteks sosial-budaya setempat. Teori
Community of Practice (Wenger, 2020) menjelaskan bahwa
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3)

proses belajar dan transformasi sosial lebih efektif bila
difasilitasi oleh orang yang dianggap bagian dari
komunitas.

Fokus pada Isu Spesifik. Program lokal biasanya
menyoroti isu yang langsung menyentuh kebutuhan
warga: ekonomi rumah tangga, pendidikan nonformal,
kesehatan lingkungan, atau penguatan UMKM.

Belajar Melalui Pengalaman. Pada tahap ini, fasilitator
sering menggunakan pendekatan trial and error.
Kompetensi yang terbentuk cenderung lebih praktis
daripada teoretis.

b. Tantangan:

1) Seringkali keterbatasan sumber daya (akses teknologi,
dana, dan pelatihan).
2) Rentan terjebak dalam konflik lokal karena kedekatan
emosional dengan warga.
c. Analogi:

Fasilitator lokal ibarat akar sebuah pohon: tidak terlihat
menonjol, tetapi menopang pertumbuhan batang dan cabang
di atasnya. Tanpa akar yang kuat, pohon tidak akan berdiri
kokoh.

2. Fasilitator Regional: Jembatan Antar-Komunitas

Ketika kompetensi dan pengalaman meningkat, fasilitator
dapat dipercaya untuk memimpin program di tingkat regional
(kabupaten, kota, atau provinsi).

a. Karakteristik:

1)

2)

Kemampuan Koordinasi Lebih Kompleks. Fasilitator
regional tidak hanya bekerja dengan satu komunitas,
tetapi menjembatani beragam komunitas dengan latar
budaya berbeda.

Penguasaan Metodologi yang Lebih Sistematis. Tahap ini
biasanya menuntut fasilitator memiliki sertifikasi
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kompetensi agar dapat dipercaya oleh pemerintah daerah
atau lembaga donor. Menurut Framework of Competencies
for Facilitators (IAF, 2021), fasilitator regional harus
menguasai setidaknya 6 kompetensi inti: proses,
komunikasi, manajemen konflik, evaluasi, kolaborasi, dan
kepemimpinan etis.

Jejaring dan Advokasi. Peran fasilitator tidak lagi terbatas
pada memfasilitasi diskusi, melainkan juga menjadi
advokat kebijakan dan penghubung antara masyarakat
dengan pengambil keputusan regional.

b. Tantangan:

1) Menghadapi keragaman nilai, bahasa, dan ekspektasi

antar komunitas.

2) Tuntutan administrasi dan pelaporan lebih ketat karena

melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Analogi:
Fasilitator regional bagaikan batang pohon: menjadi

penghubung antara akar (lokal) dengan cabang yang lebih tinggi
(nasional). Ia harus kokoh, lentur, dan mampu menyalurkan
nutrisi (informasi, kebijakan, sumber daya).

3. Fasilitator Nasional: Puncak Profesionalisme

Tahap tertinggi dalam jenjang karier adalah fasilitator yang

D)

2)

berperan di tingkat nasional. Pada level ini, seorang fasilitator
bukan hanya praktisi, tetapi juga pemikir, perumus kebijakan,
mentor, dan konsultan.

a. Karakteristik:

Visi Makro. Fasilitator nasional dituntut memahami
dinamika sosial-politik dan kebijakan pembangunan skala
nasional. Ia harus mampu mengaitkan pengalaman lokal
dan regional ke dalam kebijakan publik yang lebih luas.

Kepemimpinan Intelektual. Biasanya terlibat dalam
penelitian, penulisan akademik, pelatihan trainer, dan
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penyusunan modul nasional. Menurut UNDP Capacity
Development Report (2022), fasilitator nasional berperan
sebagai capacity builder yang tidak hanya mengajar, tetapi
juga membentuk sistem pembelajaran masyarakat.

3) Peran Diplomatis dan Kolaboratif. Fasilitator nasional
kerap menjadi representasi negara di forum internasional,
menjalin kerja sama dengan lembaga global seperti
UNESCOQO, ILO, atau Bank Dunia.

b. Tantangan:

1) Tekanan tinggi karena harus menyeimbangkan
kepentingan masyarakat, pemerintah, dan donor
internasional.

2) Risiko kehilangan kedekatan dengan akar komunitas.

c. Analogi:

Fasilitator nasional ibarat daun dan buah pohon: tampak
jelas, memberi manfaat luas, tetapi tetap bergantung pada
kekuatan akar (lokal) dan batang (regional).

4. Dinamika Transisi antar Jenjang

Proses naik jenjang dari lokal ke regional hingga nasional
tidak selalu linear. Ada fasilitator yang meloncat cepat karena
prestasi luar biasa, ada juga yang tetap nyaman di tingkat lokal.
Menurut Gibson et al. (2021), perkembangan Kkarier fasilitator

dipengaruhi oleh:

a. Kompetensi Individu, sertifikasi, keterampilan komunikasi,
kepemimpinan.

b. Kesempatan Struktural, dukungan lembaga, adanya program
pemerintah/donor.

c. Motivasi Personal, semangat belajar, daya tahan menghadapi
tekanan.

5. Strategi Pengembangan Karier Fasilitator
Untuk mendukung perkembangan jenjang karier, ada
beberapa strategi yang dapat ditempuh:
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a. Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan, memastikan
standar kompetensi sesuai kerangka nasional (SKKNI).

b. Mentoring dan Coaching, fasilitator senior membimbing
junior.

c. Networking, membangun jejaring lintas komunitas, daerah,
hingga internasional.

d. Publikasi dan Dokumentasi, menulis artikel, buku, atau
laporan untuk menguatkan legitimasi akademis.

Tabel Ringkasan Jenjang Karier Fasilitator

Jenjang Karakteristik Tantangan Analogi
Lokal Dekat dengan | Konflik lokal, | Akar pohon
komunitas, keterbatasan
fokus isu sumber daya

spesifik, belajar
melalui
pengalaman
Regional Mengelola Administrasi Batang pohon
komunitas kompleks,
beragam, perbedaan
sertifikasi budaya

formal, jejaring
lintas daerah

Nasional Pemikir dan Tekanan Daun dan
perumus tinggi, risiko buah pohon
kebijakan, jauh dari
kepemimpinan | komunitas
intelektual,
jejaring global

Jenjang karier fasilitator dari lokal ke regional hingga
nasional ~ merupakan  perjalanan  transformatif = yang
mencerminkan pertumbuhan profesional sekaligus kontribusi
sosial. Seorang fasilitator yang berangkat dari komunitas lokal
tidak boleh melupakan akarnya meski telah mencapai tingkat
nasional. Sebab, kekuatan seorang fasilitator terletak pada
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kemampuannya menjaga keseimbangan antara praktik lapangan
dan visi makro. Dengan memahami jenjang ini, fasilitator dapat
memetakan arah karier, sementara lembaga pemerintah maupun
organisasi masyarakat sipil dapat merancang program
pengembangan SDM yang lebih sistematis.
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BAB XII

Studi Kasus Inspiratif
Fasilitator Profesional di
Lapangan

Fasilitasi bermakna bukan soal seberapa banyak teori yang
dipakai, melainkan seberapa fleksibel dan adaptif aplikasi teoritis
itu menyentuh realitas sosial. Dalam literatur terbaru tentang
pemberdayaan,  seperti  dalam Journal  of  Community
Engagement (2022), konsep “participatory action” kembali
menguat. Peneliti menekankan bahwa pemberdayaan sejati
tumbuh dari dialog kolaboratif, bukan ceramah sepihak. Analisis
indikator sosial-ekonomi dan potensi lokal dilakukan bersama
masyarakat, menjadikan proses destruktif berubah menjadi
konstruktif, dan hasil berkembang dari niat Bersama not imposed
solutions.

Dalam kasus Semarang, pendekatan participatory rural
appraisal (PRA) yang digunakan oleh fasilitator bukan sekadar
metodologi teknis, tetapi menjadi manifestasi praktik
pemberdayaan partisipatif yang sesuai dengan semangat
literatur 2020-2025.
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A. Andragogi Modern: Masyarakat sebagai Subjek Pembelajar

Aktif

Andragogi adalah teori dan praktik pendidikan bagi orang
dewasa yang pertama kali diperkenalkan oleh Malcolm Knowles
(1970-an) dan terus berkembang hingga era modern. Berbeda
dengan pedagogi yang menekankan peran guru sebagai pusat
pengajaran untuk anak-anak, andragogi modern menekankan
peran aktif peserta didik dewasa atau masyarakat sebagai subjek
pembelajar. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat,
andragogi modern melihat masyarakat bukan sebagai objek
pasif, tetapi sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran,
yang aktif mengidentifikasi kebutuhan, mengeksplorasi
pengalaman, dan berkolaborasi untuk membangun pengetahuan
dan keterampilan.

Literatur edukasi dewasa menggarisbawahi pentingnya
model andragogi yang mengedepankan praktik, refleksi, dan
dialog interaktif. Menurut penelitian oleh Salahudin dan Santoso
(2023), fasilitator yang berfokus pada metode andragogi berhasil
meningkatkan kapabilitas warga dan keterlibatan aktif hingga
60% dibanding pendekatan pasif. Fasilitator dalam kasus ini
merancang pelatihan langsung, bukan ceramah, dan melibatkan
warga dalam penyusunan agenda pembelajaran sesuatu yang
mengaktifkan potensi mereka daripada menjadi objek pasif.

1. Prinsip-prinsip Andragogi Modern
Knowles (1984) mengemukakan prinsip dasar andragogi
yang masih relevan dalam praktik modern:
a. Mandiri dan Bertanggung Jawab
1) Masyarakat sebagai pembelajar dewasa memiliki
kemampuan untuk mengarahkan proses belajar mereka
sendiri.
2) Fasilitator berperan sebagai pendamping yang
membantu mengarahkan proses tanpa mendominasi.
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b. Berbasis Pengalaman
1) Pembelajaran efektif terjadi ketika masyarakat dapat
menghubungkan materi dengan pengalaman nyata
mereka.
2) Pengalaman ini menjadi sumber utama refleksi dan
pengembangan kompetensi.

c. Tujuan Belajar yang Jelas dan Relevan
Pembelajaran harus relevan dengan kebutuhan praktis
peserta, seperti peningkatan keterampilan ekonomi,
kesehatan, atau manajemen sumber daya lokal.

d. Berorientasi pada Masalah atau Konteks Nyata
1) Masyarakat belajar melalui penyelesaian masalah nyata
yang mereka hadapi.
2) Hal ini menekankan pembelajaran kontekstual dan
aplikatif.

e. Motivasi Internal
Pembelajar dewasa termotivasi oleh faktor internal, seperti
keinginan =~ untuk  meningkatkan  kualitas  hidup,
memberdayakan diri, atau memenuhi aspirasi sosial.

Beberapa prinsip di atas masih relevan dengan kondisi
masyarakat sebagai pembelajar aktif khususnya orang dewasa.
Prinsip ini juga masih dapat diterapkan dalam memfasilitasi
masyarakat dalam konteks pemberdaan masyarakat.

2. Masyarakat Sebagai Subjek Pembelajar Aktif
Dalam andragogi modern, masyarakat mengambil peran
sentral dalam proses belajar:

a. Identifikasi Kebutuhan Belajar

1) Masyarakat menentukan apa yang ingin dipelajari
berdasarkan kebutuhan mereka.
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2) Contoh: Kelompok tani mengidentifikasi keterampilan
teknologi  pertanian  yang  diperlukan  untuk
meningkatkan produktivitas.

b. Konstruksi Pengetahuan Berbasis Partisipasi
1) Pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial, diskusi, dan
refleksi bersama.
2) Contoh: Forum komunitas atau kelompok belajar lokal
diadakan untuk berbagi pengalaman, mengevaluasi
praktik terbaik, dan menyusun strategi aksi.

c. Kolaborasi dan Pemberdayaan
Masyarakat bekerja sama untuk mengimplementasikan
pengetahuan yang diperoleh, meningkatkan kapasitas
kolektif, dan memberdayakan diri mereka secara sosial-
ekonomi.

d. Refleksi dan Evaluasi Diri
Peserta secara aktif mengevaluasi hasil belajar, merefleksikan
pengalaman, dan menyesuaikan tindakan di lapangan.

3. Integrasi Andragogi Modern dalam Pemberdayaan
Masyarakat
Integrasi antara andragofi modern dalam pemberdayaan

masyarakat dapat kita lihat pada beberapa point dibawah ini:

a. Fasilitator sebagai Pendamping. Fasilitator membantu
mengarahkan proses, menyediakan sumber daya, dan
memfasilitasi diskusi tanpa mendominasi.

b. Metode Partisipatif dan Interaktif. Menggunakan metode
seperti FGD, PRA, World Café, atau Open Space Technology
untuk melibatkan masyarakat secara aktif.

c. Pembelajaran Berbasis Masalah dan Konteks Nyata.
Menghubungkan teori dengan praktik nyata yang relevan
dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

d. Penguatan Kapasitas Lokal. Hasil pembelajaran diterapkan
untuk membangun kapasitas komunitas, meningkatkan
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kesejahteraan, dan menciptakan keberlanjutan sosial dan
ekonomi.

Andragogi modern menekankan masyarakat sebagai subjek
pembelajar aktif, yang mandiri, berorientasi pada pengalaman
dan masalah nyata, serta termotivasi oleh aspirasi internal.
Prinsip ini relevan dalam pemberdayaan masyarakat karena: 1)
Meningkatkan kepemilikan peserta terhadap proses belajar, 2)
Memperkuat kapasitas lokal dan kemampuan mengambil
keputusan, 3)Memastikan pembelajaran bersifat kontekstual,
aplikatif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, andragogi
modern bukan hanya teori pendidikan, tetapi juga strategi
pemberdayaan yang memberdayakan masyarakat secara
partisipatif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

B. Ethos Fasilitasi yang Merendah: Kepercayaan sebagai Mata

Uang Sosial

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan pendidikan
orang dewasa (andragogi), fasilitator tidak hanya berperan
sebagai penyampai informasi atau pengelola kegiatan, tetapijuga
sebagai pendamping yang membangun hubungan berbasis
kepercayaan.

Konsep ethos fasilitasi yang merendah (humble facilitation
ethos) menekankan bahwa kerendahan hati, penghargaan
terhadap pengalaman peserta, dan kemampuan mendengarkan
adalah fondasi utama untuk menciptakan iklim belajar yang
partisipatif dan inklusif. Kepercayaan, dalam konteks ini,
dianggap sebagai mata uang sosial yang menentukan efektivitas
proses fasilitasi. Tanpa kepercayaan, pengetahuan dan strategi
yang disampaikan fasilitator akan sulit diinternalisasi dan
diterapkan oleh masyarakat.

Selanjutnya dalam kajian etika fasilitasi terbaru, Ramadhan et
al. (2021) menyoroti bahwa “trust building” adalah mitra utama
efektivitas pemberdayaan. Tanpa kepercayaan, setiap intervensi
akan berpotensi gagal karena ditolak oleh warga sebagai
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intervensi eksternal semata. Fasilitator di Semarang berhasil

menumbuhkan kepercayaan dengan cara berbaur dalam

aktivitas sehari-hari masyarakat dengan demikian, kehadirannya
bukan sebagai sosok penjaga jarak, tetapi sejajar, mengajak dialog
dalam bahasa keseharian.

Konsep mata uang sosial (social currency) dalam fasilitasi
partisipatif berarti bahwa kepercayaan yang dibangun oleh
fasilitator menjadi modal utama untuk menciptakan hubungan
kolaboratif yang efektif. Adapun Fungsi Mata Uang Sosial yang
dimaksud adalah:

1. Memfasilitasi Partisipasi Aktif: Peserta lebih berani berbagi
pengalaman, ide, dan kritik.

2. Memperkuat Kolaborasi: Hubungan berbasis kepercayaan
meningkatkan kerjasama antar anggota komunitas.

3. Meningkatkan Penerimaan dan Implementasi Program:
Program pemberdayaan masyarakat lebih mudah diterima
dan diimplementasikan ketika masyarakat percaya pada
fasilitator.

4. Mendorong Pembelajaran Berkelanjutan: Kepercayaan
memungkinkan masyarakat terbuka terhadap refleksi,
evaluasi, dan adaptasi pembelajaran.

Sedangkan untuk implementasi ethos fasilitasi yang
merendah dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai
berikut:

a. Mulai dengan Hubungan: Fokus pada membangun ikatan
personal, mengenali individu dan konteks komunitas
sebelum masuk ke agenda program.

b. Fasilitasi, Bukan Dominasi: Gunakan pendekatan partisipatif
seperti FGD, PRA, World Café, di mana peserta menjadi pusat
pengambilan keputusan.

c. Refleksi Bersama: Mengajak masyarakat untuk merefleksikan
pengalaman mereka, sementara fasilitator memberi panduan
minimal dan menghargai hasil refleksi.

d. Penguatan Kapasitas Lokal: Menggunakan kepercayaan
sebagai modal untuk memberdayakan masyarakat agar
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mampu mengambil keputusan mandiri dan mengelola
sumber daya secara efektif.

Ethos fasilitasi yang merendah menekankan kerendahan hati,
penghargaan terhadap pengetahuan lokal, mendengarkan aktif,
dan integritas sebagai fondasi membangun kepercayaan.
Kepercayaan berfungsi sebagai mata uang sosial, yang
memungkinkan fasilitator: 1) Memperkuat partisipasi aktif
masyarakat, 2) Mendorong kolaborasi dan konsensus, 3)
Memastikan  penerimaan dan  keberlanjutan  program
pemberdayaan, dan 4) Mengembangkan pembelajaran
berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan fasilitasi
partisipatif tidak hanya ditentukan oleh metode atau teknologi
yang digunakan, tetapi juga oleh kualitas hubungan sosial yang
dibangun melalui kepercayaan.

C. Pendekatan Multidimensi: Ekologi Sosial dalam

Pemberdayaan

Ekologi sosial menekankan bahwa perilaku, kapasitas, dan
partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh interaksi multidimensi
antara individu, komunitas, organisasi, dan konteks sosial-
budaya yang lebih luas. Dengan pendekatan ini, pemberdayaan
masyarakat tidak hanya fokus pada individu atau satu dimensi
saja, tetapi melihat hubungan antara struktur sosial, lingkungan,
kebijakan, dan budaya yang mempengaruhi kemampuan
masyarakat untuk mandiri dan berdaya.

Semangat pembangunan berkelanjutan (SDGs) mendorong
agar intervensi tidak terfokus pada aspek tunggal ekonomi atau
lingkungan saja melainkan variasi instrumen untuk mencapai
efek holistik. Singh & Wijaya (2024) menekankan pentingnya
integrasi aspek ekonomi, sosial, dan ekologis untuk menciptakan
kekuatan masyarakat yang berdaya tahan. Pendampingan di
Semarang yang menyertakan usaha mikro (rumput laut dan
kerajinan), pengelolaan sampah, pendidikan, dan penanaman
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mangrove adalah contoh integrasi multidimensi yang

memperkuat kohesi sosial sekaligus menjaga lingkungan.

Dalam pemberdayaan tentunya juga memiliki dimensi-

dimensi ekologi sosial, adapun dimensi-dimensi tersebut adalah
sebagai berikut:

1.

Mikrosistem (Individu dan Lingkungan Dekat)

Fokus pada keluarga, kelompok teman sebaya, atau
komunitas lokal yang langsung memengaruhi individu.
Dalam pemberdayaan, fasilitator mendorong pengembangan
keterampilan, kapasitas diri, dan kepercayaan diri individu
melalui pelatihan, mentoring, atau pengalaman partisipatif.
Contoh: Pelatihan manajemen usaha mikro bagi anggota
kelompok tani di desa.

Mesosistem (Interaksi Antar Lingkungan)

Merujuk pada hubungan antara berbagai mikrosistem,
misalnya interaksi antara keluarga, sekolah, dan komunitas
lokal.

Pendekatan ini membantu mengintegrasikan program
pemberdayaan lintas sektor sehingga individu dan kelompok
mendapat dukungan yang konsisten.

Contoh: Kolaborasi antara sekolah, kelompok tani, dan
lembaga non-profit untuk program edukasi gizi dan
pertanian berkelanjutan.

Eksosistem (Lingkungan Tidak Langsung)

Melibatkan institusi atau kebijakan yang tidak berinteraksi
langsung dengan individu, tetapi berdampak pada
kehidupan mereka.

Dalam pemberdayaan, ini mencakup akses ke kebijakan
publik, dana bantuan, atau jaringan pasar lokal yang
mendukung kegiatan masyarakat.

Contoh: Kebijakan subsidi pupuk atau program kredit mikro
untuk usaha komunitas.

290 | Fasilitator Profesional



4. Makrosistem (Budaya dan Norma Sosial)

Meliputi nilai, norma, dan budaya masyarakat yang
memengaruhi perilaku dan kapasitas kolektif.

b. Fasilitator harus memahami dan bekerja dalam kerangka
budaya lokal, sehingga intervensi pemberdayaan relevan dan
dapat diterima masyarakat.

c. Contoh: Pendekatan partisipatif yang menghormati adat
lokal dalam perencanaan proyek pertanian atau lingkungan.

5. Kronosistem (Dimensi Waktu dan Perubahan)

Meliputi perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang
terjadi seiring waktu.

b. Pendekatan pemberdayaan harus adaptif, mampu
menyesuaikan program dengan perubahan kondisi
masyarakat dan konteks eksternal.

c. Contoh: Penyesuaian strategi pelatihan kewirausahaan saat
terjadi perubahan pasar atau bencana alam.

Selanjutnya dapat dilihat juga bentuk-bentuk implementasi
pemberdayaan berbasis ekologi sosial sebagai berikut:

1. Pendekatan Multidimensi

a. Fasilitator tidak hanya fokus pada individu, tetapi melihat
interaksi sistemik yang memengaruhi kapasitas masyarakat.

b. Program pemberdayaan dirancang untuk memperkuat
jaringan sosial, kapasitas institusional, dan dukungan
kebijakan.

2. Pemberdayaan Partisipatif dan Kontekstual
Program disesuaikan dengan kondisi lokal, norma budaya,
dan struktur sosial yang ada.

b. Partisipasi masyarakat menjadi inti strategi pemberdayaan,
sehingga mereka menjadi subjek aktif dalam perubahan.
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3. Penguatan Kapasitas Kolektif

1) Pendekatan ini memungkinkan masyarakat
mengembangkan modal sosial, modal manusia, dan modal
institusional secara bersamaan.

2) Hasilnya adalah komunitas yang lebih mandiri, tangguh, dan
mampu beradaptasi dengan perubahan sosial ekonomi.

Pendekatan ekologi sosial dalam pemberdayaan masyarakat
menekankan interkoneksi multidimensi antara individu,
kelompok, organisasi, kebijakan, dan budaya. Dengan
memandang masyarakat sebagai sistem yang saling terkait: 1)
Fasilitator dapat merancang program yang komprehensif,
partisipatif, dan adaptif, 2) Masyarakat menjadi subjek aktif
dalam membangun kapasitas diri dan kolektif, dan 3)
Pemberdayaan yang berbasis ekologi sosial meningkatkan
ketahanan sosial, ekonomi, dan budaya komunitas dalam jangka
Panjang Dengan demikian, pendekatan ini bukan hanya strategi
intervensi, tetapi juga kerangka teoritis untuk membangun
masyarakat yang berdaya dan berkelanjutan.

Selanjutnya tantangan terbesar dalam pemberdayaan adalah
memastikan keberlanjutan, apa jadinya ketika dukungan
eksternal meninggalkan ruang?. Literatur terkini, seperti yang
diulas dalam Sustainability and Community Development (2025),
menekankan perlunya membentuk fasilitator lokal agar
regenerasi klasikal bisa berjalan, menjaga pergerakan mandiri
setelah periode intervensi selesai. Studi kasus ini bisa
dikembangkan lebih jauh dengan membentuk kelompok
penggerak lokal yang dilatih menjadi fasilitator internal supaya
ketika pendamping profesional tidak hadir, roda pemberdayaan
tetap berputar. Sebagai penutup, berikut beberapa rekomendasi
berbasis refleksi dan literatur:

1) Rendah Hati dalam Fasilitasi - Jadilah fasilitator yang tak
merasa paling tahu; hadir sebagai mitra, bukan sebagai
penasihat tunggal.
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2) Desain Pembelajaran Interaktif - Tumbuhkan keterlibatan
aktif dari warga melalui pendekatan seperti andragogi,
termasuk refleksi bersama.

3) Pendekatan Berkelanjutan - Program pemberdayaan harus
membumi dengan pendekatan multidimensi (ekonomi,
sosial, lingkungan).

4) Fokus pada Regenerasi - Bentuk penggerak komunitas lokal
agar semangat pemberdayaan bisa tumbuh setelah program
eksternal selesai.

5) Dokumentasi dan Pengetahuan - Catatan reflektif, modul
pelatihan, dan pedoman fasilitasi yang dihasilkan harus
terdokumentasi dan dapat digunakan puluhan tahun
kemudian.

Fasilitator profesional yang efektif adalah mereka yang
mampu menghadirkan teori dengan kerendahan hati,
membangun ikatan autentik dengan masyarakat, dan
menumbuhkan kapasitas lokal yang mandiri. Harapannya,
narasi reflektif dan analisis di atas bisa menjadi motivasi bagi
para calon fasilitator, akademisi, maupun penggerak lapangan
untuk terus belajar, berdialog, dan bertransformasi demi
komunitas yang lebih berdaya dan tangguh.

D. Kisah Sukses Fasilitator Komunitas Desa, Kota, Pesisir, dan

Perempuan

Fasilitator komunitas memegang peranan krusial sebagai
penghubung antara sumber daya eksternal (pemerintah, LSM,
akademisi) dan kapasitas internal komunitas. Keberhasilan
fasilitator tidak semata diukur dari indikator ekonomi sempit
seperti pendapatan tetapi juga dari penguatan kapasitas lokal,
kebangkitan kepemilikan kolektif, ketahanan sosial-ekologis, dan
pembentukan pemimpin lokal yang berkelanjutan. Subbab ini
menyajikan narasi empiris dari empat ranah komunitas desa,
kota, pesisir, dan komunitas perempuan yang mencerminkan
pendekatan fasilitasi yang berhasil. Setiap kisah dilengkapi
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analisis teoretis dan refleksi praktis, serta exercise/analogi yang
membantu memahami mekanisme perubahan.

1.

a.

Kisah Sukses Fasilitator di Komunitas Desa: Transformasi
Pertanian Berbasis Kolektif

Latar dan Tantangan. Sebuah desa agraris di dataran rendah
menghadapi menurunnya produktivitas padi akibat
perubahan pola hujan, keterbatasan akses pasar, dan
fragmentasi lahan. Masyarakat mengandalkan pertanian
subsisten; generasi muda cenderung meninggalkan pertanian
untuk mencari kerja di kota.

Peran Fasilitator. Seorang fasilitator yang juga dosen
agribisnis memulai program pendampingan dengan langkah
partisipatif: pemetaan aset desa, pemetaan pengetahuan
lokal, dan forum dialog terbuka untuk mengidentifikasi
kendala dan harapan warga. Fasilitator tidak menawarkan
paket teknologi mahal, melainkan memfasilitasi kelompok
petani membentuk koperasi pertanian, memperkenalkan
teknik agroforestry adaptif dan mekanisme penjualan
bersama.

Intervensi Kunci

1) Participatory Diagnosis: Melibatkan tokoh lokal, petani
perempuan, dan pemuda dalam penyusunan rencana
usaha.

2) Pelatihan Andragogis: Pelatihan berbasis pengalaman
(demonstration plots), diskusi antarpetani, dan studi
kasus praktis mengacu pada prinsip-prinsip andragogi
modern yang menempatkan peserta sebagai subjek
pembelajar. (lihat literatur andragogi).

3) Penguatan Akses Pasar: Fasilitator membuka jaringan
pemasaran melalui kerjasama dengan koperasi wilayah
lain dan platform pemasaran digital sederhana.
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4) Regenerasi Kepemimpinan Lokal: Mengidentifikasi dan
melatih fasilitator lokal dari kalangan pemuda untuk
menjadi penggerak lanjutan.

d. Hasil

Dalam dua musim tanam, produktivitas dan pendapatan
keluarga meningkat; generasi muda menunjukkan ketertarikan
kembali melalui model usaha berbasis nilai tambah (mis.
pengolahan pangan lokal). Koperasi berperan sebagai institusi
kolektif yang menjaga kesinambungan praktik baik.

e. Analisis Teoritis

Keberhasilan ini menegaskan bahwa pemberdayaan yang
efektif berakar pada proses partisipatif di mana komunitas
merumuskan sendiri solusi praktis. Literatur participatory action
research menyatakan bahwa tindakan kolektif yang muncul dari
dialog kritis memperkuat identitas kolektif dan kapasitas
tindakan masyarakat. Proses andragogis yang menempatkan
pengalaman peserta sebagai sumber pembelajaran mempercepat
adopsi praktik baru

f. Analogi

Bayangkan desa seperti ekosistem hutan; fasilitator bertindak
sebagai tukang kebun yang membantu memetakan kondisi
tanah, memilih bibit yang cocok, dan mengundang komunitas
untuk bersama menanam bukan sebagai pemilik kebun yang
menentukan seluruhnya.

2. Kisah Sukses Fasilitator di Komunitas Perkotaan:
Revitalisasi Ruang Publik dan Ekonomi Kreatif Mikro

a. Latar dan Tantangan

Sebuah kampung kota di pinggiran metropolis menghadapi
permasalahan kumulatif: padatnya permukiman, lahan terbatas,
dan minimnya ruang publik. Tingkat pengangguran tinggi meski
terdapat potensi ekonomi kreatif (kerajinan tangan, kuliner). Isu
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lintas-generasi juga muncul: kaum muda melek digital namun
kurang saling terhubung dengan kelompok lanjut usia yang
memiliki keterampilan tradisional.

b. Peran Fasilitator

Fasilitator berasal dari latar pendidikan desain masyarakat—
menginisiasi program revitalisasi ruang publik dengan
pendekatan co-design. Proses dimulai dari talkshow warga,
lokakarya desain, dan pembentukan kelompok
intergenerasional. Fasilitator memfasilitasi penggunaan ruang
terbatas untuk bazar mingguan, lokakarya keterampilan, dan
studio mikro bagi wirausaha kreatif.

c. Intervensi Kunci

1) Co-design dan Pengelolaan Bersama: Melibatkan semua
kelompok wusia dalam desain penggunaan ruang,
sehingga setiap pihak merasa bertanggung jawab.

2) Pelatihan Pemasaran Digital: Menggabungkan keahlian
tradisional warga tua (mis. tenun, anyaman) dengan
keterampilan digital kaum muda (fotografi produk,
media sosial).

3) Model Ekonomi Sosial: Mendirikan entitas berbentuk
koperasi sosial yang mengelola pemasaran dan tabungan
kolektif.

d. Hasil

Munculnya bazar dan aktivitas kreatif menghidupkan ruang
publik, menurunkan tingkat pengangguran mikro, dan
memperkuat kohesi sosial. Keterampilan tradisional menjadi
bernilai karena dipaketkan dan dipasarkan secara digital;
storytelling komunitas menjadi aset pemasaran.

e. Analisis Teoritis

Intervensi ini menunjukkan pentingnya pendekatan lintas
sektor —menggabungkan desain partisipatif, ekonomi kreatif,
dan literasi digital. Kajian tentang online & remote community-
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engaged facilitation memperlihatkan bahwa fasilitasi yang
mengutamakan etika kolaborasi dan penggunaan teknologi
sebagai alat (bukan tujuan) mampu menghasilkan keterlibatan
yang lebih inklusif. Proses co-design juga memperkuat
kepemilikan program oleh warga

f. Analogi

Seperti orkestra kecil di ruang sempit setiap instrumen
(kelompok usia dan keterampilan) memainkan peran; fasilitator
adalah konduktor yang membantu menyelaraskan sehingga
musik (ekonomi dan sosial) terdengar harmonis.

3. Kisah Sukses Fasilitator di Komunitas Pesisir: Ketahanan
Lingkungan dan Livelihood Berbasis Mangrove
a. Latar dan Tantangan
Komunitas pesisir mengalami intrusi air laut (rob), degradasi
pesisir, dan penurunan hasil laut. Selain itu, kegiatan ekonomi
masih sangat bergantung pada musim dan rentan terhadap
perubahan iklim.

b. Peran Fasilitator
Fasilitator yang berpengalaman dalam ilmu lingkungan dan
pengelolaan pesisir memimpin program restorasi mangrove
yang mengintegrasikan rehabilitasi ekosistem dengan
pengembangan usaha berkelanjutan. Pendekatan berbasis
komunitas (community-based mangrove management) jadi
landasan: masyarakat dilibatkan sejak identifikasi lokasi
replamnting hingga pengelolaan pasca-penanaman.
c. Intervensi Kunci
1) Partisipasi Komunitas dalam Restorasi: Pelibatan aktif
warga—termasuk perempuan—dalam kegiatan
rehabilitasi dan pemantauan.
2) Diversifikasi Livelihood: Pelatihan pembuatan produk
bernilai tambah (rumput laut, kerajinan berbasis bahan
pesisir) dan cash-for-work untuk rehabilitasi.
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3) Pengelolaan  Pengetahuan: = Dokumentasi  teknik
penanaman,  pengaturan  zonasi  pesisir,  dan
pengembangan paket pelatihan lokal.

d. Hasil

Selain area mangrove yang pulih, komunitas mengalami
peningkatan pendapatan melalui kegiatan ekonomi baru dan
subsidi silang program rehabilitasi—dan meningkatnya
kesadaran adaptasi iklim. Program juga memperkuat posisi
tawar komunitas dalam dialog kebijakan pesisir lokal.

e. Analisis Teoritis

Keberhasilan menggarisbawahi pentingnya integrasi sosial
dan ekologis: rehabilitasi mangrove tidak hanya soal ekologi,
melainkan juga soal memperkuat mata pencaharian
berkelanjutan. Proyek skala nasional dan internasional
menegaskan bahwa intervensi mangrove yang berbasis
komunitas mampu meningkatkan ketahanan pesisir sekaligus
meningkatkan  kesejahteraan lokal —termasuk partisipasi
perempuan dalam program cash-for-work dan manajemen.

f. Analogi

Restorasi mangrove bisa dianalogikan seperti membangun
pagar hidup yang bukan hanya melindungi halaman, tetapi juga
menyediakan bahan baku, tempat bermain, dan sumber
makanan sebuah infrastruktur hijau yang multifungsi.

4. Kisah Sukses Fasilitator untuk Komunitas Perempuan:
Penguatan Ekonomi, Kepemimpinan, dan Hak
a. Latar dan Tantangan
Komunitas perempuan sering kali ibu rumah tangga dan
penyokong ekonomi keluarga menghadapi hambatan akses
modal, pembatasan ruang publik, dan beban ganda pekerjaan
rumah serta pekerjaan produktif. Diskriminasi struktural
memperkecil kesempatan bagi perempuan menjadi pemimpin
ekonomi setempat.
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b. Peran Fasilitator

Fasilitator berfokus pada pendekatan gender-transformative:
bukan sekadar meningkatkan keterampilan (capacity building),
tetapi juga menantang norma yang membatasi peran perempuan.
Intervensi termasuk pelatihan kewirausahaan, pengorganisasian
kelompok tabungan kredit, advokasi kebijakan lokal, dan
penciptaan ruang aman bagi perempuan untuk berjejaring.

c. Intervensi Kunci

1) Pendekatan  Gender-Transformative: Pelatihan yang
membahas pembagian kerja, kepemilikan aset, dan hak-
hak ekonomi.

2) Savings Groups dan Modal Sosial: Membentuk kelompok
tabungan yang menjadi modal awal usaha mikro dan
sebagai alat solidaritas.

3) Advokasi Partisipatif: Fasilitator memfasilitasi dialog
dengan  pemangku  kepentingan  lokal  untuk
memperjuangkan pengakuan ekonomi perempuan (mis.
ruang usaha, akses kredit mikro).

4) Literasi Digital dan Kesehatan Reproduksi: Melengkapi
keterampilan teknis dengan pengetahuan kesehatan dan
manajemen keluarga—mendorong keseimbangan beban
kerja.

d. Hasil

Perempuan yang sebelumnya bekerja informal kini memiliki
unit usaha mikro yang tumbuh stabil; beberapa menjadi
pemimpin koperasi lokal. Perubahan norma sosial terlihat ketika
keputusan ekonomi rumah tangga mulai melibatkan suara
perempuan lebih besar.

e. Analisis Teoritis

Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan dan kajian
internasional mengenai  penguatan perempuan = yang
menekankan bahwa investasi dalam kapasitas perempuan
menghasilkan manfaat berlipat bagi keluarga dan komunitas.
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Dokumen kebijakan gender terbaru juga menegaskan
pentingnya pengukuran dampak yang sensitif gender untuk
memastikan hasil yang setara. (lihat dokumen kebijakan gender).

f. Analogi

Menguatkan  perempuan dalam komunitas ibarat
menyalakan generator cadangan pada suatu desa: ketika
generator utama mati (krisis ekonomi), generator cadangan
(kekuatan ekonomi perempuan) menjaga agar kehidupan tetap
berjalan.

5. Synthesis: Faktor-faktor Kunci Keberhasilan Fasilitasi
Dari empat kisah di atas, beberapa faktor kunci keberhasilan
fasilitasi dapat dirangkum:

a. Partisipasi Aktif Komunitas: Program yang lahir dari
kebutuhan komunitas (bottom-up) lebih bertahan lama.
Proses partisipatif memperkuat rasa kepemilikan. Literatur
participatory methods menegaskan pentingnya memilih
metode partisipatif sesuai konteks proyek.

b. Pendekatan Andragogis dan Kontekstual: Pembelajaran
berbasis pengalaman (pembelajaran orang dewasa)
mempercepat adopsi praktik baru; fasilitator perlu
mendorong refleksi praktik, bukan sekadar transfer
pengetahuan.

c. Integrasi Multi-Dimensi: Menggabungkan aspek ekonomi,
sosial, dan lingkungan menghasilkan ketahanan yang lebih
holistic terutama di komunitas yang rentan terhadap
perubahan iklim. (bukti dari proyek mangrove dan inisiatif
pemberdayaan yang mengintegrasikan [ivelihoods dan
restorasi).

d. Pembangunan Modal Sosial dan Kepemimpinan Lokal:
Pelatihan dan regenerasi fasilitator lokal memastikan
kesinambungan pasca-intervensi; modal sosial seperti
kelompok tabungan menjadi mekanisme penting untuk
permodalan awal.
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e.

Pendekatan Sensitif Gender: Intervensi yang mengabaikan
dimensi gender cenderung kurang berkeadilan; memberi
ruang dan alat bagi perempuan menimbulkan efek berganda
pada kesejahteraan keluarga dan komunitas.

Kolaborasi Multi-Pihak: Sinergi antara pemerintah,
akademisi, LSM, dan sektor swasta memperbesar peluang
keberlanjutan —namun fasilitator tetap harus menjaga peran
komunitas sebagai pemilik perubahan.

Tantangan dan Catatan Kritis
Meskipun kisah-kisah di atas bersifat inspiratif, terdapat

beberapa tantangan yang harus diwaspadai oleh fasilitator:

Ketergantungan pada Dukungan Eksternal: Banyak program
berhenti ketika dana eksternal habis. Solusi: desain jalur
pendapatan lokal dan membangun institusi ekonomi lokal.
Skalabilitas vs. Konteks Spesifi: Intervensi yang berhasil di
satu komunitas belum tentu dapat dipindah-bentukkan
tanpa penyesuaian kontekstual. Fasilitator harus mampu
melakukan adaptasi.

Pengukuran Dampak Jangka Panjang: Banyak evaluasi hanya
bersifat jangka pendek; perlu indikator keberlanjutan dan
perubahan norma sosial yang jangka panjang.

Regenerasi  Kapasitas Lokal: Ketiadaan mekanisme
regenerasi fasilitator lokal membuat upaya berisiko pudar
ketika fasilitator utama mundur.

Rekomendasi Praktis bagi Fasilitator
Berdasarkan analisis dan literatur terbaru, berikut

rekomendasi praktis:

a.

Gunakan Metode Partisipatif yang Tepat: Pilih teknik PRA,
co-design, atau CBPAR sesuai tujuan program; pastikan
komunitas memegang peran sentral.
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b. Rancang Pembelajaran Berbasis Pengalaman: Terapkan
prinsip andragogi—pelatihan singkat, praktik lapangan,
mentoring, dan refleksi terstruktur.

c. Integrasikan Aspek Lingkungan: Di wilayah rentan iklim
(pesisir) gabungkan restorasi ekologi (mis. mangrove)
dengan diversifikasi livelihood.

d. Bangun Mekanisme Keuangan Lokal: Bentuk savings groups
atau koperasi sebagai modal awal dan instrumen solidaritas.

e. Utamakan Pendekatan Gender-Transformative: Masukkan
analisis gender dalam seluruh tahapan programperencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi.

f. Dokumentasikan dan Sebarkan Pembelajaran: Modul,
panduan, dan studi kasus harus terdokumentasi untuk
mempermudah replikasi adaptif.

Kisah-kisah sukses fasilitator yang dipaparkan memberikan
bukti empiris bahwa fasilitasi professional yang berpadu antara
teori mutakhir dan praktek sensitif-konteks mampu
menghasilkan perubahan nyata pada berbagai jenis komunitas:
desa, kota, pesisir, dan komunitas perempuan. Inti dari sukses
tersebut adalah kemampuan fasilitator menjadi pendamping
yang merendah, peka terhadap konteks, dan fokus membangun
kapasitas lokal serta institusi kolektif. Fasilitator yang efektif
bukanlah penyelamat eksternal, melainkan katalis yang
menyalakan kemampuan kolektif masyarakat untuk bertahan,
berinovasi, dan bertransformasi.

E. Tantangan lapangan: konflik, resistensi, minim partisipasi

Dalam dunia fasilitasi masyarakat, lapangan sering kali
menghadirkan realitas yang jauh lebih kompleks dibandingkan
teori yang dipelajari di ruang kelas. Fasilitator tidak hanya
berhadapan dengan prosedur teknis, melainkan juga dinamika
sosial, psikologis, dan kultural yang sarat dengan konflik,
resistensi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Tantangan ini
merupakan “ruang ujian” nyata yang menentukan efektivitas
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seorang fasilitator sebagai agen perubahan. Menurut Brookfield
(2022), fasilitasi adalah seni menciptakan ruang dialogis yang
memungkinkan partisipasi aktif, namun realitas di lapangan
sering kali justru memunculkan fragmentasi, penolakan, bahkan
konflik terbuka. Oleh sebab itu, memahami secara komprehensif
tantangan lapangan ini penting agar fasilitator mampu
mengembangkan strategi responsif dan adaptif.

Analogi sederhana: bayangkan fasilitator seperti seorang
nakhoda kapal yang berlayar di lautan. Di peta, rute terlihat lurus
dan jelas, tetapi di laut nyata ada badai, arus berlawanan, bahkan
kapal yang mogok. Tantangan di lapangan adalah badai itu, dan
kemampuan fasilitator diuji untuk tetap menjaga arah kapal
menuju tujuan bersama.

1. Konflik dalam Proses Fasilitasi
a. Bentuk Konflik

Konflik dalam pemberdayaan masyarakat dapat muncul
dalam berbagai bentuk, antara lain

1) Konflik interpersonal — perbedaan kepribadian, ego, atau
kepentingan antarindividu.

2) Konflik intrakelompok — perbedaan pandangan dalam
kelompok kecil (misalnya antaranggota komunitas tani atau
kelompok ibu rumah tangga).

3) Konflik antar-kelompok —  persaingan antarwarga,
antarwilayah RT/RW, atau antarorganisasi lokal.

4) Konflik struktural — lahir dari ketidakadilan distribusi
sumber daya, dominasi elite lokal, atau kebijakan pemerintah
yang tidak berpihak.

b. Faktor Penyebab Konflik

Berdasarkan teori Deutsch (2020), konflik muncul dari
perceived incompatibility of goals, yaitu ketika pihak-pihak merasa
tujuan mereka tidak sejalan. Dalam praktik fasilitasi, konflik
sering disebabkan oleh:
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1)
2)

3)
4)

Perbedaan persepsi terhadap manfaat program.

Perebutan akses atas sumber daya (bantuan, dana, atau
lahan).

Kurangnya transparansi informasi.

Dominasi elite lokal yang menutup ruang bagi kelompok
marjinal.

Dampak Konflik
Konflik bisa bersifat destruktif maupun konstruktif. Jika

dikelola buruk, konflik menyebabkan fragmentasi sosial,

turunnya partisipasi, bahkan penolakan total terhadap fasilitasi.

Namun, bila dikelola dengan benar, konflik dapat membuka
ruang dialog kritis dan memperkuat kohesi sosial. Fisher & Ury
(2021) menyebut hal ini sebagai constructive conflict, di mana
konflik menjadi energi perubahan.

d.

Strategi Mengelola Konflik

1) Pendekatan mediasi — fasilitator berperan sebagai pihak
netral yang memediasi pihak bertikai.

2) Pendekatan kolaboratif — mendorong pencarian solusi
bersama dengan win-win solution.

3) Pendekatan partisipatif — melibatkan semua pihak sejak
awal dalam perencanaan, sehingga potensi konflik dapat
diminimalisasi.

Analogi: Konflik bagaikan api. Jika dibiarkan, ia akan
membakar rumah. Namun jika dikendalikan, api dapat
menjadi sumber energi yang menghangatkan.

Resistensi dalam Proses Fasilitasi

Bentuk Resistensi
Resistensi adalah bentuk perlawanan, baik pasif maupun

aktif, yang ditunjukkan masyarakat terhadap program atau
fasilitator. Menurut Mezirow (2020) dalam teori transformative
learning, resistensi muncul karena perubahan menuntut individu
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keluar dari zona nyaman. Bentuk resistensi yang umum

dijumpai:
1) Resistensi pasif — hadir tapi tidak berkontribusi, diam dalam
diskusi, atau absen dalam kegiatan.
2) Resistensi aktif — menolak secara terbuka, mengkritik keras,
bahkan memprovokasi orang lain.
3) Resistensi tersembunyi — pura-pura setuju di depan, tetapi
menolak di belakang (backstage resistance).
b. Penyebab Resistensi
1) Ketidakpercayaan pada fasilitator atau lembaga.
2) Kelelahan partisipasi (participation fatigue) karena sering ikut
program tanpa hasil nyata.
3) Ketidaksesuaian program dengan kebutuhan lokal.
4) Dominasi pihak luar yang dianggap mengabaikan kearifan
lokal.
c. Strategi Mengatasi Resistensi
1) Membangun trust — melalui komunikasi terbuka,
kejujuran, dan konsistensi.

2) Menghargai kearifan lokal — tidak memaksakan konsep
dari luar, melainkan adaptasi.

3) Memberikan bukti konkret — menunjukkan hasil kecil
(quick wins) agar masyarakat percaya.

4) Pendekatan empatik — mendengar keluhan masyarakat
tanpa menghakimi.

d. Analogi: Resistensi ibarat pintu yang terkunci. Semakin keras
didorong, semakin kuat ia menutup. Tetapi jika dicari
kuncinya (kepercayaan), pintu itu akan terbuka dengan
sendirinya.

3. Minim Partisipasi Masyarakat

a. Fenomena Partisipasi Semu

Partisipasi sering kali bersifat formalitas, bukan keterlibatan

substantif. Arnstein’s Ladder of Participation (2021 update)
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menggambarkan tingkat partisipasi mulai dari manipulation
hingga citizen control. Sayangnya, banyak program hanya berada
pada tingkat “tokenism” (sekadar dilibatkan tanpa kuasa
pengambilan keputusan).

b. Penyebab Minim Partisipasi
1) Kurangnya pemahaman manfaat program.
2) Faktor ekonomi: warga lebih memilih bekerja daripada
hadir di forum.
3) Faktor budaya: adanya kelompok rentan (perempuan,
anak muda) yang tidak diberi ruang suara.
4) Pengalaman buruk dari program sebelumnya.

c. Dampak Minim Partisipasi
Minimnya partisipasi menyebabkan program gagal berakar.
Program menjadi “top down” dan mudah bubar setelah fasilitator

pergi.

d. Strategi Meningkatkan Partisipasi

1) Participatory Rural Appraisal (PRA)— melibatkan warga
dalam pemetaan masalah dan solusi.

2) Inklusivitas — memberi ruang bagi kelompok marginal
untuk bersuara.

3) Flexible timing — menyesuaikan jadwal kegiatan dengan
waktu luang warga.

4) Capacity building— meningkatkan kemampuan warga
agar mampu berpartisipasi lebih bermakna.

e. Analogi: Partisipasi bagaikan bahan bakar motor. Tanpa

bensin, motor (program) tidak bisa jalan meski mesinnya
bagus.
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Tabel Ringkasan Tantangan Lapangan vs Strategi Fasilitator

Tantangan Deskripsi Strategi Rujukan
Lapangan Singkat Fasilitator Teori /
Praktik
Konflik antar Terjadi perbedaan Menggunakan Teori Resolusi
anggota kepentingan, interest-based Konflik (Deutsch,
misalnya negotiation 2020); Prinsip
antarwarga atau (Fisher & Ury, Mediasi (Mayer,
antara tokoh 1981) 2015).
masyarakat Mengadopsi
dengan pendekatan win-
pemerintah desa. win solution.
Menjadi pihak
netral yang
memfasilitasi
komunikasi
terbuka.
Resistensi Komunitas enggan Bangun Arnstein (2019);
komunitas terlibat karena kepercayaan Putnam (2021)
trauma program (trust building) tentang social

sebelumnya atau
ketidakpercayaan
pada fasilitator.

secara bertahap.
Gunakan
storytelling
untuk
menghubungkan
pengalaman.
Terapkan
prinsip
partisipasi
Arnstein
(Ladder of
Citizen
Participation).

capital.

Minim partisipasi

Rendahnya
kehadiran warga
dalam pertemuan,
dominasi tokoh
tertentu, atau
apatisme.

Gunakan
metode
participatory
rural
appraisal(PRA).
Terapkan
rotating
leadership agar
semua warga
mendapat peran
Gunakan teknik
ice-breaking dan
media kreatif

Chambers (2020);
Pretty (2022)
tentang
participatory
development.
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(visual, peta
partisipatif).

Konflik nilai dan
budaya

Perbedaan
generasi (muda vs
tua) atau budaya
(adat vs modern).

Terapkan
komunikasi
antarbudaya
(Gudykunst,
2021).
Menghormati
simbol dan ritual
lokal sebelum
masuk program.
Menggunakan
cultural broker.

Hofstede (2019);
Gudykunst
(2021).

Keterbatasan
sumber daya

Dana minim,
akses internet
lemah, sarana
terbatas.

Maksimalkan
aset lokal (asset-
based
community
development).
Gunakan
teknologi tepat
guna.

Bangun
kolaborasi lintas
sektor.

Kretzmann &
McKnight (2020).

Dominasi elit
lokal

Elite mendominasi
musyawarah
sehingga suara
masyarakat kecil
terpinggirkan.

Terapkan small
group discussion
agar warga
lemah bisa
bersuara.
Gunakan
metode
deliberative
democracy.
Fasilitator
sebagai
penyeimbang.

Habermas (2019);
Mansbridge
(2020).

Kurangnya
kesinambungan
program

Program berhenti
setelah fasilitator

pergi.

Dorong
community
ownership.
Bentuk kader
lokal sebagai
penerus.
Buat sistem
monitoring
partisipatif.

Chambers (2020);
Ostrom (2019)
tentang collective
action.
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4. Sintesis: Interkoneksi Tantangan

Konflik, resistensi, dan minim partisipasi bukanlah fenomena
yang berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan. Konflik
yang tidak dikelola dapat menimbulkan resistensi, resistensi
yang terus berlanjut menurunkan partisipasi, dan minim
partisipasi melemahkan keberhasilan program. Fasilitator harus
memahami interkoneksi ini agar strategi yang dipilih bersifat
sistemik, bukan parsial. Menurut UNDP (2023), keberhasilan
pemberdayaan sangat ditentukan oleh kemampuan fasilitator
mengubah konflik menjadi kolaborasi, resistensi menjadi
keterlibatan, dan partisipasi semu menjadi partisipasi substantif.

Tantangan lapangan adalah keniscayaan dalam praktik
fasilitasi. Konflik, resistensi, dan minim partisipasi ibarat “batu
uji” yang mengasah kapasitas fasilitator sebagai pemimpin
perubahan. Dengan pendekatan partisipatif, empatik, dan
adaptif, fasilitator mampu mengubah tantangan menjadi
peluang.

F. Refleksi kritis dan pembelajaran transformative

Dalam proses pemberdayaan masyarakat, seorang fasilitator
bukan hanya berperan sebagai penggerak atau penghubung,
melainkan juga sebagai pembelajar sepanjang hayat. Refleksi
kritis dan pembelajaran transformatif menjadi kunci agar
fasilitator mampu mengembangkan kapasitas dirinya sekaligus
memperkuat komunitas yang ia dampingi. Tanpa refleksi,
fasilitator ibarat sopir kendaraan yang hanya menginjak gas
tanpa pernah melihat kaca spion maupun peta jalan; cepat
melaju, tetapi rawan tersesat.

Konsep refleksi kritis menekankan pada keberanian
mengevaluasi diri, menganalisis konteks, dan mempertanyakan
asumsi yang selama ini dianggap benar. Sementara pembelajaran
transformatif menekankan pada perubahan paradigma berpikir
yang lebih mendalam sehingga melahirkan kesadaran baru.
Kombinasi keduanya menjadikan fasilitator lebih adaptif,
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humanis, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
kontemporer.

1. Landasan Teoretis

Refleksi kritis pertama kali dipopulerkan oleh Donald Schén
(1983) melalui konsep the reflective practitioner. Menurutnya,
seorang praktisi profesional perlu melakukan reflection-in-action
(refleksi saat proses berlangsung) dan reflection-on-action (refleksi
setelah kegiatan selesai). Dalam konteks fasilitasi, kedua bentuk
refleksi ini penting agar setiap tindakan tidak berjalan mekanis,
melainkan penuh kesadaran. Brookfield (2017) kemudian
memperdalam konsep ini dengan menekankan pentingnya critical
reflection untuk mengidentifikasi “asumsi dominan” yang sering
kali membatasi cara pandang. Dengan refleksi kritis, fasilitator
dapat menguji apakah metode, bahasa, atau strategi yang
digunakan sudah sesuai dengan realitas masyarakat atau hanya
mereplikasi kebiasaan lama yang mungkin tidak lagi relevan.

2. Pembelajaran Transformatif

Jack Mezirow (1991) memperkenalkan Transformative
Learning Theory, yang menjelaskan bahwa pembelajaran sejati
terjadi ketika individu mengalami perubahan perspektif melalui
proses refleksi kritis. Mezirow menekankan bahwa pembelajaran
transformatif melibatkan tiga dimensi:
a. DPsikologis, perubahan dalam pemahaman diri.
b. Keyakinan, perubahan dalam sistem nilai atau kepercayaan.
c. Perilaku, perubahan nyata dalam tindakan sehari-hari.

Dalam pembaruan teorinya, Taylor & Cranton (2020)
menegaskan bahwa pembelajaran transformatif sangat relevan di
era digital karena masyarakat kini dihadapkan pada
kompleksitas informasi, polarisasi nilai, dan dinamika sosial
yang cepat. Fasilitator yang mampu menjalani proses ini tidak
hanya meningkatkan kompetensinya, tetapi juga menjadi agen
transformasi sosial.
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3. Proses Refleksi Kritis dalam Fasilitasi
Refleksi kritis seorang fasilitator dapat melalui beberapa

tahapan:

a. Menggali Pengalaman. Setiap kegiatan fasilitasi menyimpan
pelajaran, baik keberhasilan maupun kegagalan. Misalnya,
saat menghadapi minim partisipasi warga, fasilitator dapat
menanyakan: Mengapa partisipasi rendah? Apakah metode
yang saya gunakan terlalu kaku?

b. Menganalisis Asumsi. Fasilitator sering membawa asumsi
pribadi, misalnya anggapan bahwa masyarakat desa kurang
paham teknologi. Dengan refleksi, asumsi ini diuji: mungkin
sebenarnya masyarakat paham, tetapi akses internet terbatas.

c. Melihat dari Perspektif Lain. Brookfield (2017) menyarankan
fasilitator menggunakan “empat lensa” dalam refleksi:
pengalaman pribadi, teori, suara komunitas, dan pandangan
rekan sejawat.

d. Merumuskan Aksi Perbaikan. Refleksi bukan berhenti pada
wacana, tetapi harus melahirkan rencana konkret. Misalnya,
mengganti metode ceramah dengan diskusi kelompok kecil
agar warga lebih aktif.

Analogi sederhana: refleksi kritis ibarat seorang petani yang
setelah panen selalu mengevaluasi hasil tanamannya. Ia
bertanya: Apakah tanahnya subur? Apakah bibitnya cocok?
Apakah cara menyiramnya tepat? Tanpa refleksi, ia hanya akan
menanam dengan cara yang sama meski hasilnya
mengecewakan.

4. Pembelajaran Transformatif Fasilitator
Pembelajaran  transformatif memungkinkan fasilitator
mengubah cara pandangnya terhadap diri sendiri, komunitas,
maupun praktik pemberdayaan. Proses ini biasanya dipicu oleh
disorienting dilemma (dilema yang mengguncang), misalnya:
a. Program gagal total meskipun dirancang matang.
b. Warga menolak ide fasilitator karena dianggap tidak sesuai
dengan adat.
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c. Adanya konflik internal yang tidak terduga.

Menurut Mezirow (2009), dilema ini menjadi titik masuk bagi
fasilitator untuk menguji ulang keyakinannya. Dari situ, lahirlah
kesadaran baru yang lebih matang. Contoh nyata: seorang
fasilitator kota yang awalnya percaya bahwa pelatihan digital
adalah solusi utama bagi UMKM. Namun setelah refleksi, ia
sadar bahwa masalah sebenarnya adalah akses modal dan
jaringan pemasaran. Ia pun mengubah pendekatannya, dari
sekadar melatih digitalisasi menjadi membangun ekosistem
usaha Dberbasis kolaborasi. Inilah bentuk pembelajaran
transformatif: perubahan sudut pandang yang melahirkan
strategi lebih tepat.

5. Refleksi Kritis dan Transformasi dalam Konteks

Komunitas

Refleksi kritis tidak hanya berguna bagi fasilitator secara
personal, tetapi juga bagi komunitas. Dalam pemberdayaan,
fasilitator perlu mendorong warga untuk ikut melakukan refleksi
kritis agar mereka tidak pasif menerima program, melainkan
aktif menilai manfaat, risiko, dan keberlanjutan. Prinsip ini
sejalan dengan Paulo Freire (2020, edisi terbaru Pedagogy of the
Oppressed) yang menekankan pentingnya conscientization
(penyadaran kritis). Melalui dialog, warga menyadari struktur
yang menekan mereka sekaligus menemukan kekuatan kolektif
untuk mengubahnya.

Analogi: refleksi kritis dalam komunitas ibarat cermin besar
yang ditempatkan di balai desa. Semua warga bisa bercermin,
melihat wajah mereka sendiri, lalu berdiskusi: apakah wajah itu
tampak sehat, lelah, atau perlu dirawat lebih baik? Proses ini
mendorong kesadaran kolektif untuk berubah.
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6. Praktik Refleksidan Transformasi: Strategi untuk
Fasilitator
Beberapa strategi yang bisa dilakukan fasilitator antara lain:

a. Jurnal Reflektif, menuliskan pengalaman setiap selesai
kegiatan.

b. Diskusi Sejawat (Peer Reflection), berbagi pengalaman
dengan fasilitator lain.

c. Lokakarya Evaluatif, mengajak komunitas ikut mengevaluasi
program secara partisipatif.

d. Penggunaan Teknologi, memanfaatkan platform daring (mis.
Padlet, Miro) untuk mendokumentasikan refleksi.

e. Mentoring dan Coaching, fasilitator senior membimbing
junior melalui refleksi pengalaman.

7. Tantangan dalam Refleksi Kritis dan Pembelajaran
Transformatif

a. Resistensi Diri: tidak semua fasilitator berani mengakui
kegagalannya.

b. Budaya Hierarki: dalam beberapa komunitas, budaya
senioritas membuat refleksi kritis dianggap kurang sopan.

c. Keterbatasan Waktu: fasilitator sering fokus pada target
program, sehingga refleksi dianggap kurang prioritas.

d. Kurangnya Dukungan Institusional: lembaga pendukung
terkadang hanya menuntut laporan kuantitatif, bukan
refleksi kualitatif.

Namun, tantangan ini bisa diatasi dengan membangun budaya

reflektif dalam organisasi dan komunitas.

Refleksi kritis dan pembelajaran transformatif merupakan
dua sayap yang memungkinkan fasilitator terbang lebih tinggi
dalam praktik pemberdayaan masyarakat. Refleksi kritis
memberi ruang untuk menilaii, memperbaiki, dan
mempertanyakan asumsi. Sementara pembelajaran transformatif
memberi arah baru melalui perubahan paradigma yang lebih
bermakna.
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Seorang fasilitator yang reflektif dan transformatif bukan
hanya “pekerja proyek”, melainkan pemimpin pembelajaran
sosial (social learning leader). la mampu menghadapi tantangan,
menumbuhkan kesadaran kritis, serta menginspirasi komunitas
untuk bertransformasi menuju kemandirian.

G. Lampiran: format logbook fasilitasi, instrumen evaluasi
kegiatan, dsb.

Dalam praktik fasilitasi profesional, pendokumentasian
proses merupakan aspek yang sering dianggap administratif,
tetapi sejatinya adalah urat nadi bagi keberlanjutan program.
Dokumen seperti logbook fasilitasi, instrumen evaluasi kegiatan,
dan catatan refleksi lapangan berfungsi tidak hanya sebagai
arsip, melainkan juga sebagai alat belajar kolektif yang memandu
fasilitator, komunitas, maupun lembaga pemberdaya menuju
peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

Mezirow (2000) dalam teori transformative learning
menegaskan bahwa pengalaman tidak otomatis melahirkan
pembelajaran, kecuali bila ada refleksi kritis dan dokumentasi
yang sistematis. Logbook dan instrumen evaluasi menjadi
wahana yang mengubah pengalaman lapangan menjadi data
yang dapat ditafsirkan, dianalisis, dan dipakai untuk perbaikan.
Analogi sederhananya: fasilitator tanpa logbook ibarat seorang
dokter tanpa catatan medis pasien. Ia mungkin ingat secara
umum gejala dan terapi, tetapi tidak punya bukti konkret yang
bisa dirujuk untuk perbaikan strategi. Dokumentasi inilah yang
menjamin konsistensi, akuntabilitas, sekaligus profesionalitas
fasilitator.

1. Pentingnya Logbook Fasilitasi

Logbook fasilitasi adalah catatan kronologis kegiatan
fasilitator di lapangan yang berisi aktivitas, interaksi dengan
komunitas, tantangan yang muncul, serta refleksi pribadi.
Menurut Brookfield (2017), praktik refleksi tertulis membantu
fasilitator:
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a.
b.
C.

Menangkap detail yang sering terlewat.
Mengidentifikasi pola dalam dinamika kelompok.
Membangun kebiasaan berpikir kritis terhadap praktiknya.

Fungsi Utama Logbook:

1)
2)
3)

4)

Dokumentasi: Menyimpan rekam jejak aktivitas yang dapat
dilaporkan ke lembaga.

Refleksi: Membantu fasilitator merefleksikan pengalaman
dan perasaan.

Monitoring: Menjadi dasar evaluasi perkembangan
komunitas.

Akuntabilitas: Memberi bukti profesionalitas fasilitator
kepada pemberi dana atau stakeholders.

Logbook itu seperti diary seorang pendaki gunung. la mencatat

kondisi cuaca, jalur yang dipilih, kesulitan yang dihadapi, dan
strategi yang berhasil. Tanpa catatan itu, pengalaman berharga
hanya akan menguap bersama waktu.

2.

Format Logbook Fasilitasi

Secara umum, logbook fasilitasi memuat:

Identitas Kegiatan: tanggal, tempat, fasilitator, peserta.
Tujuan Pertemuan: apa yang ingin dicapai.

Metode Fasilitasi: teknik yang digunakan (diskusi kelompok,
FGD, simulasi).

d. Rangkaian Aktivitas: langkah-langkah kegiatan.

Dinamika Kelompok: keterlibatan peserta, suasana, konflik,
dan solusi.

Refleksi Fasilitator: perasaan, catatan keberhasilan, serta
ruang perbaikan.

Tindak Lanjut: rencana aksi berikutnya.

Instrumen Evaluasi Kegiatan
Selain logbook, fasilitator memerlukan instrumen evaluasi.

Evaluasi berfungsi menilai efektivitas kegiatan, dampak
terhadap peserta, serta relevansinya dengan tujuan program.
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Menurut Patton (2015) dalam Utilization-Focused Evaluation,
evaluasi yang baik adalah yang langsung bisa digunakan oleh
pelaku dan pemangku kepentingan untuk perbaikan.

a. Jenis Instrumen:

1) Kuesioner (tertutup/terbuka) — menilai kepuasan dan
kebermanfaatan.

2) Wawancara Terstruktur — menggali pengalaman
mendalam peserta.

3) Observasi Lapangan — menilai partisipasi dan dinamika
kelompok.

4) Focus Group Discussion (FGD) — mengeksplorasi
persepsi kolektif.

b. Indikator Evaluasi:
1) Relevansi kegiatan dengan kebutuhan komunitas.
2) Partisipasi dan keterlibatan aktif peserta.
3) Perubahan pengetahuan, sikap, atau keterampilan.
4) Aksi tindak lanjut yang dilakukan komunitas.

4. Contoh Format Praktis
a. Format Logbook Fasilitasi (Ringkas)

Tanggal | Lokasi Tujuan | Aktivitas | Dinamika | Refleksi | Rencana
Lanjut
12/08/ Desa Sosialisasi | Diskusi + | Peserta Perlu Tindak
2025 Suka koperasi simulasi | antusias, metode lanjut
maju ada visual dengan
resistensi | lebih pertemuan
soal iuran | interaktif | kecil per
RT
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b. Format Evaluasi Kegiatan (Kuesioner)

Aspek Pertanyaan Skala (1-5) | Catatan

Relevansi Apakah kegiatan sesuai 1-5
kebutuhan Anda?

Partisipasi Apakah Anda merasa 1-5
terlibat aktif?

Metode Apakah metode yang 1-5
digunakan mudah
dipahami?

Dampak Apakah ada hal baru 1-5
yang Anda pelajari?

Tindak Lanjut | Apayang akan Anda Jawaban
lakukan setelah kegiatan | terbuka
ini?

5. Aspek Etika dalam Dokumentasi dan Evaluasi
Penggunaan logbook dan instrumen evaluasi harus

mematuhi prinsip etika, antara lain:

a. Kerahasiaan, Identitas peserta dijaga.

b. Informed Consent, Peserta diberitahu tujuan evaluasi.

c. Transparansi, Hasil evaluasi dibagikan kembali ke
komunitas.

d. Non-diskriminasi, Instrumen dirancang inklusif.

Analogi: fasilitator yang lalai menjaga etika ibarat fotografer
yang mengambil gambar orang tanpa izin hasilnya mungkin
indah, tetapi melanggar privasi dan menimbulkan
ketidaknyamanan.

6. Pembelajaran dari Praktik Lapangan

Dalam program pemberdayaan masyarakat di Sulawesi
Selatan (UNDP, 2022), logbook digital berbasis aplikasi membantu
fasilitator melaporkan kegiatan secara real time. Hasilnya,
efektivitas monitoring meningkat 35% dibanding sistem manual.
Studi lain oleh Lestari (2023) menunjukkan bahwa penggunaan
instrumen evaluasi berbasis Google Form meningkatkan
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partisipasi responden hingga 70%, karena memudahkan akses
dan menjaga anonimitas.

7. Integrasi Logbook dan Evaluasi dalam Pengembangan

Karier Fasilitator

Bagi fasilitator profesional, logbook dan instrumen evaluasi
bukan hanya catatan, tetapi juga portofolio kompetensi. Lembaga
sertifikasi sering menjadikan logbook sebagai bukti autentik
pengalaman lapangan (RPL - Rekognisi Pembelajaran Lampau).
Dengan demikian, dokumentasi rapi adalah “mata uang karier”
fasilitator. Ibarat pilot yang memiliki flight log, fasilitator pun
mengandalkan logbook untuk menunjukkan jam terbang
profesionalnya.

Lampiran berupa format logbook, instrumen evaluasi, dan
dokumen pendukung adalah alat strategis yang menopang
profesionalisme fasilitator. Ila menjembatani pengalaman dengan
pengetahuan, praktik dengan refleksi, serta kegiatan dengan
perbaikan berkelanjutan. Dengan logbook dan evaluasi,
fasilitator tidak hanya menjadi pelaksana kegiatan, melainkan
juga peneliti lapangan dan agen perubahan transformatif yang
mengakar pada data, refleksi, dan etika.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, fasilitator
berperan sebagai pendamping, pengelola proses, dan
penghubung antara masyarakat dan lembaga pendukung. Untuk
menjaga efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan program,
fasilitator memerlukan alat dokumentasi yang sistematis, salah
satunya adalah logbook. Logbook adalah catatan harian atau
periodik yang digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan,
interaksi, temuan lapangan, refleksi, dan tindak lanjut.
Penggunaan logbook tidak hanya mencatat fakta, tetapi juga
menjadi alat refleksi profesional bagi fasilitator.
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Glosarium

Pendidikan Nonformal Bentuk pendidikan terorganisasi di luar

(PNF)

Pemberdayaan
Masyarakat
(Community
Empowerment)

Fasilitator

Motivator

Mediator

sistem formal, fleksibel, berorientasi pada
kebutuhan masyarakat, menggunakan
pendekatan partisipatif, dan menghasilkan
keterampilan atau perubahan perilaku.

Proses sosial di mana individu atau
komunitas meningkatkan kapasitas mereka
untuk membuat keputusan, mengelola
sumber daya, dan memperbaiki kualitas
hidup (Messman, 2022).

Pendamping atau penggerak proses
pembelajaran dan perubahan sosial yang
membantu masyarakat menemukan potensi,
memotivasi, memediasi konflik, mendorong
inovasi, dan mempercepat perubahan
(Brookfield, 2012).

Peran fasilitator dalam membangkitkan
semangat, kepercayaan diri, partisipasi aktif,
dan kolaborasi masyarakat (Bandura, 1977).

Peran fasilitator yang menjembatani
kepentingan masyarakat dan pihak luar,
membantu komunikasi, penyelesaian
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Inovator

Katalisator

Kompetensi Pedagogik

Kompetensi Sosial

Kompetensi Teknis

Kompetensi Etis

Critical Consciousness
(Kesadaran Kritis)

Modal Sosial

konflik, dan kesepakatan bersama (Conflict
Resolution Theory).

Fasilitator yang memperkenalkan gagasan
baru, metode, atau solusi kreatif yang
relevan dengan konteks lokal (Design
Thinking, Rogers).

Fasilitator yang mempercepat perubahan
sosial, mendorong inisiatif, inovasi, dan
partisipasi masyarakat (Paulo Freire,
Community Capacity Building).
Kemampuan fasilitator dalam merancang,
melaksanakan, mengevaluasi, dan
menyesuaikan proses pembelajaran
nonformal sesuai kebutuhan peserta
(Andragogy — Knowles; Kolb).

Kemampuan membangun relasi,
komunikasi efektif, empati, kolaborasi, dan
pengelolaan konflik dalam masyarakat
(Social Capital Theory — Putnam; Goleman).

Penguasaan metode fasilitasi, perencanaan
program, pengelolaan sumber daya,
evaluasi, dan keterampilan praktis sesuai
kebutuhan masyarakat (Project
Management Theory; Experiential
Learning).

Menjunjung nilai profesionalisme,
integritas, keadilan, kesetaraan,
penghormatan budaya, privasi, dan
tanggung jawab (Ethical Principles in
Professional Practice; Social Justice Theory).

Kemampuan masyarakat untuk memahami
kondisi sosial, mengidentifikasi masalah,
dan bertindak untuk perubahan

Jaringan, kepercayaan, norma, dan
kolaborasi sosial yang mendukung kohesi
dan keberlanjutan
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Digital Divide

Inklusi Sosial

Sustainable
Development Goals
(SDGs)

Community Learning

Centers (CLC)

Participatory

Development

Transformasi Sosial

Eksklusi Sosial

Literasi Digital

Mediator

Kesenjangan akses, keterampilan, dan
pemanfaatan teknologi digital antarindividu
atau kelompok masyarakat.

Proses memastikan kelompok marginal atau
terpinggirkan memiliki akses dan
kesempatan yang setara dalam pendidikan,
ekonomi, dan partisipasi sosial

Tujuan pembangunan berkelanjutan PBB
yang mencakup pengentasan kemiskinan,
pendidikan berkualitas, pekerjaan layak,
dan pembangunan inklusif.

Pusat pembelajaran komunitas yang
menyediakan program literasi,
keterampilan, dan pemberdayaan bagi
masyarakat

Pendekatan pembangunan yang
menekankan keterlibatan aktif masyarakat
dalam setiap tahap perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi program.

Perubahan positif dalam struktur sosial,
perilaku, atau kapasitas komunitas yang
meningkatkan kesejahteraan dan
kemandirian.

Kondisi di mana individu atau kelompok
masyarakat terpinggirkan dari akses
terhadap pendidikan, layanan, dan
partisipasi sosial atau politik.

Kemampuan untuk mengakses, memahami,
menilai, dan menggunakan informasi digital
secara efektif, kritis, dan etis

Peran fasilitator untuk menjembatani
komunikasi antara masyarakat dan pihak
eksternal, seperti pemerintah atau lembaga
donor.
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Kolaboratif

Pemberdayaan
Masyarakat

Fasilitator
Partisipatif

Kolaboratif

PKBM (Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat)

Participatory Rural
Appraisal (PRA)

Inklusivitas

Social Capital

Kesetaraan (Equality)

Transparansi
(Transparency)

Kolaborasi
(Collaboration)

Pendekatan pembelajaran yang mendorong
peserta bekerja sama dalam aktivitas belajar
dan proyek nyata.

Proses sosial di mana individu atau
komunitas meningkatkan kapasitas,
kemandirian, dan kemampuan mengelola
sumber daya.

Orang yang memandu proses pembelajaran
atau diskusi agar partisipatif.

Pendekatan yang melibatkan semua anggota
komunitas dalam pengambilan keputusan.

Pendekatan pembelajaran yang mendorong
peserta bekerja sama dalam aktivitas belajar
dan proyek nyata.

Lembaga pendidikan nonformal yang
menyediakan berbagai program literasi,
keterampilan, dan pelatihan bagi
masyarakat.

Metode partisipatif untuk menggali
pengetahuan lokal, memetakan potensi dan
masalah masyarakat, serta merancang solusi
kolektif

Prinsip memberikan ruang bagi semua
pihak, termasuk kelompok marjinal, untuk
berpartisipasi tanpa diskriminasi

Modal sosial berupa kepercayaan, jaringan,
dan norma dalam komunitas yang
diperkuat melalui partisipasi aktif

Semua anggota masyarakat memiliki hak
dan kontribusi yang sama penting dalam
proses fasilitasi.

Proses fasilitasi harus terbuka, jelas, dan
dapat dipertanggungjawabkan.

Kerja sama erat antara fasilitator,
masyarakat, dan pemangku kepentingan
dalam merancang dan melaksanakan
program.
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Appreciative Inquiry
(A

Focus Group
Discussion (FGD)

Skenario Masa Depan
(Future Scenario
Planning).

Storytelling

Roleplay

Eksplorasi Partisipatif

Tools Partisipatif

Voice of the Unheard

Etika Profesi

Kode Perilaku
Fasilitator

Pendekatan berbasis kekuatan yang fokus
pada potensi dan keberhasilan masyarakat
untuk mendorong inovasi dan solusi
berkelanjutan

Metode diskusi kelompok untuk menggali
opini, persepsi, dan aspirasi masyarakat
secara partisipatif.

Teknik merancang berbagai kemungkinan
kondisi masa depan untuk mempersiapkan
strategi adaptif komunitas.

Metode bercerita untuk menyampaikan
nilai, membangun empati, dan memotivasi
masyarakat agar terlibat dalam perubahan
sosial.

Simulasi peran untuk melatih keterampilan,
empati, dan pengambilan keputusan dalam
konteks sosial yang aman

Tahap awal dalam fasilitasi untuk
mengenali aset, potensi, dan isu melalui
teknik partisipatif.

Alat untuk mendorong keterlibatan warga,
termasuk PRA, storytelling, roleplay, FGD,
pemetaan sosial, analisis SWOT, dan
skenario masa depan.

Memberi ruang bagi kelompok yang selama
ini terpinggirkan untuk menyuarakan
kebutuhan dan aspirasi mereka

Seperangkat nilai, prinsip, dan norma yang
mengarahkan perilaku profesional agar
selaras dengan tujuan sosial dan
kemanusiaan

Pedoman praktis yang menjabarkan aturan
konkret bagi fasilitator dalam menjalankan
etika profesi
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Ethical Mindfulness

Profesionalisme

Integritas

Otonomi (Autonomy)

Beneficence
(Kebajikan)
Non-Maleficence

Client and Community
First

Respect for Diversity

Professional Integrity

Ethical Reflexivity

Konflik Kepentingan
(Conflict of Interest)

Intervensi Top-Down

Relasi Kuasa (Power
Relations)

Kesadaran penuh terhadap implikasi moral
dari setiap keputusan dan tindakan
fasilitator.

objektif, dan sesuai standar keahlian,
mencakup kemampuan teknis, pedagogik,
sosial, dan etis.

Konsistensi moral dan perilaku jujur dalam
setiap interaksi, evaluasi, dan pengelolaan
sumber daya

Menghargai hak masyarakat untuk
membuat keputusan sendiri dalam proses
pembangunan.

Bertindak demi kebaikan komunitas dan
kepentingan kolektif.

Menghindari tindakan yang merugikan
masyarakat atau individu.

Prinsip menempatkan kepentingan
masyarakat sebagai prioritas utama di atas
kepentingan pribadi atau institusi.

Menghormati keberagaman budaya, agama,
gender, dan pandangan dalam komunitas.

Tidak menyalahgunakan posisi fasilitator
untuk keuntungan pribadi atau kelompok
tertentu.

Kemampuan fasilitator untuk merenungkan
kembali konsekuensi etis dari keputusan
yang diambil sambil berdialog dengan
komunitas

Situasi di mana kepentingan pribadji,
organisasi, atau pihak tertentu dapat
memengaruhi independentsi fasilitator

Kondisi di mana keputusan pembangunan
ditentukan secara sepihak oleh pihak
berwenang tanpa melibatkan masyarakat

Distribusi kekuatan antaraktor dalam
pemberdayaan masyarakat, termasuk
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Dilema Etis

Sustainability
(Keberlanjutan)

Sensitivitas
Interkultural

Intercultural
Communication
Competence (ICC)

Sensitivitas Sosial
(Social Sensitivity)

Etnosentrisme

Etnorelativisme

Kearifan Lokal (Local

Wisdom)

Cultural Awareness

Cultural Intelligence

(CQ)

dominasi elite dan marginalisasi kelompok
rentan

Situasi di mana semua pilihan yang diambil
memiliki konsekuensi moral yang sulit atau
bertentangan.

Prinsip memastikan setiap intervensi
memberdayakan masyarakat secara jangka
panjang dan mandiri

emampuan menghargai, memahami, dan
merespons perbedaan budaya dengan sikap
terbuka dan empatik

Kompetensi komunikasi lintas budaya yang
mencakup sikap terbuka, pengetahuan
tentang norma lokal, dan keterampilan
komunikasi efektif

emampuan memahami perasaan,
kebutuhan, dan dinamika sosial di
masyarakat; termasuk empati sosial

Sikap melihat budaya sendiri sebagai pusat
atau standar terbaik, berisiko menimbulkan
prasangka terhadap budaya lain.

Kesadaran bahwa budaya lain sama
pentingnya dan layak dihargai, serta
kemampuan menyesuaikan interaksi

Pengetahuan, norma, tradisi, dan praktik
sosial yang diwariskan turun-temurun,
menjaga harmoni sosial dan lingkungan

Kesadaran bahwa budaya membentuk pola
pikir, perilaku, dan interpretasi situasi;
dasar strategi komunikasi antarbudaya.
Kemampuan memahami, menafsirkan, dan
berperilaku efektif dalam situasi
multikultural, mencakup dimensi
metakognitif, kognitif, motivasional, dan
perilaku

Easilitator Profesional | 337



Anxiety/Uncertainty =~ Teori bahwa keberhasilan komunikasi
Management (AUM)  antarbudaya tergantung pada kemampuan
mengelola kecemasan dan ketidakpastian

Intercultural Studi tentang penggunaan bahasa dan
Pragmatics makna dalam interaksi antarbudaya,
termasuk kesalahpahaman pragmatis

Empati Kognitif Kemampuan memahami perspektif orang
lain dari sudut pandang mereka.

Empati Afektif Kemampuan merasakan emosi orang lain
secara emosional

Simbol & Ritual Lokal Upacara, salam adat, atau simbol budaya
yang digunakan untuk memperkuat
legitimasi fasilitasi.

Community Based Pendekatan partisipatif yang

Participatory Approach memprioritaskan nilai dan praktik
komunitas dalam perencanaan dan
implementasi program

Interfaith Dialogue Diskusi lintas agama untuk memperkuat
toleransi, kohesi sosial, dan kolaborasi
masyarakat

Gender & Kerangka teori yang menekankan

Development (GAD)  kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan sebagai kunci pembangunan
berkelanjutan

Cultural Sustainability Pendekatan pembangunan berkelanjutan
Approach yang mempertimbangkan nilai, tradisi, dan
identitas lokal

Manajemen Diri (Self- Kemampuan individu mengatur emosi,

Management) perilaku, energi, dan waktu untuk mencapai
tujuan, termasuk disiplin, refleksi, dan
pengendalian stres

Kesadaran Diri (Self- Kemampuan mengenali emosi, kekuatan,
Awareness) kelemahan, dan batasan diri sendiri untuk

mengelola reaksi terhadap tekanan dan
konflik.
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Burnout

Depersonalisasi
(Depersonalization /
Cynicism)

Netralitas Emosional

Netralitas Profesional

Imparsialitas
Prosedural (Procedural
Impartiality)

Cultural Humility

Trauma-Informed
Facilitation

Debiasing
Motivational
Interviewing (MI)

Nonviolent
Communication (NVC)

Refleksi Harian (Daily
Reflection)

Sindrom psikologis akibat stres kronis di
tempat kerja, ditandai oleh kelelahan
emosional, depersonalisasi, dan penurunan
pencapaian pribadi

Sikap sinis, acuh, atau menjauh dari orang
yang dibantu atau dipandu karena stres
kronis.

Kemampuan menjaga emosi pribadi agar
tidak mempengaruhi proses fasilitasi;
regulasi adaptif emosi

Posisi imparsial terhadap konten dan
proses, menegakkan aturan secara adil
tanpa membiaskan hasi

Prinsip keadilan dalam proses, memastikan
aturan diterapkan konsisten dan transparan
bagi semua pihak

Kesadaran dan kerendahan hati dalam
memahami keterbatasan pengetahuan
fasilitator terhadap budaya dan pengalaman
peserta

Pendekatan fasilitasi yang peka terhadap
pengalaman traumatis peserta dan
dampaknya pada interaksi sosial

Strategi mengurangi bias pribadi dalam
pengambilan keputusan atau moderasi
kelompok

Teknik komunikasi non-konfrontatif untuk
membangun motivasi dan mengarahkan
perubahan perilaku

Metode komunikasi yang menekankan
empati, observasi tanpa evaluasi, dan
ekspresi kebutuhan secara aman (

Praktik evaluasi diri rutin untuk meninjau
tindakan, strategi, emosi, dan perbaikan
berikutnya
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E-Supervision

Transformasi Digital

Fasilitasi Modern

Hybrid Facilitation

Visualisasi & Pemetaan

Partisipatif

Al & Analitik Cerdas

Human-in-the-Loop

Sertifikasi Fasilitator

Legitimasi Profesional

Kredibilitas

Lifelong Learning

Supervisi jarak jauh menggunakan
teknologi digital, seperti video call atau
chat.

Perubahan cara berkomunikasi, bekerja, dan
mengambil keputusan melalui teknologi
digital.

Proses memandu dan mendampingi
komunitas menggunakan metode
tradisional dan digital untuk mencapai
keputusan partisipatif dan pemberdayaan.

Gabungan metode tatap muka dan digital
dalam proses fasilitasi untuk menjangkau
lebih luas sekaligus inklusif.

Penggunaan peta interaktif, dashboard, atau
story maps untuk menampilkan data
komunitas secara visual dan partisipatif.

Pemrosesan data besar, analisis sentimen,
prediksi, atau ringkasan otomatis
menggunakan kecerdasan buatan, dengan
perhatian pada etika dan bias.

Pendekatan di mana keputusan sistem
digital diverifikasi atau dikontrol manusia
untuk mengurangi bias dan kesalahan.

Proses pengakuan formal terhadap
keterampilan, pengetahuan, dan sikap
fasilitator sesuai standar kompetensi
nasional/internasional.

Pengakuan resmi yang menunjukkan bahwa
seorang fasilitator memenuhi standar
kompetensi dan etika tertentu.

Kepercayaan komunitas, lembaga, atau
donor terhadap kemampuan fasilitator
berdasarkan sertifikasi dan rekam jejak.

Konsep pembelajaran sepanjang hayat
untuk menjaga relevansi kompetensi dan
profesionalisme.
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Continuing
Professional
Development (CPD)

Recognition of Prior
Learning (RPL)

Outcome-Based
Education (OBE)

KKNI (Kerangka
Kualifikasi Nasional
Indonesia)

Unit Kompetensi

Portofolio Bukti

Asesor Kompetensi

CPD & Re-sertifikasi

Pelatihan, workshop, seminar, atau aktivitas
profesional berkelanjutan untuk fasilitator
agar kompetensi tetap terbarui.

Mekanisme pengakuan resmi terhadap
capaian belajar dan pengalaman kerja
sebelumnya untuk disetarakan dengan
standar kompetensi.

Kerangka pembelajaran yang fokus pada
capaian atau hasil yang dapat diukur, cocok
diterapkan dalam RPL.

Sistem klasifikasi kualifikasi pendidikan dan
kompetensi kerja di Indonesia yang berbasis
capaian pembelajaran.

Bagian spesifik dari standar kompetensi
fasilitator yang bisa diukur dan dievaluasi,
misalnya komunikasi inklusif atau mediasi
konflik.

Kumpulan dokumentasi praktik fasilitasi
yang digunakan untuk RPL, seperti video,
notulen, foto, dan testimoni warga.

Profesional yang menilai bukti dan
keterampilan fasilitator sesuai rubrik
standar sertifikasi/RPL

Aktivitas pembaruan kompetensi dan
pengakuan ulang sertifikasi untuk menjaga
profesionalisme fasilitator
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Padang. Pada tahun 2015 menamatkan program S2 jurusan
Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2022
menamatkan program S3 pada Jurusan Pendidikan Masyarakat
di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada tahun 2016
merupakan awal karier sebagai dosen di perguruan tinggi
swasta, pada tahun 2019 hingga kini menjadi dosen tetap di
Universitas Negeri Padang. Pada tahun 2017 menikah dengan
Jerry Arifindra, dari pernikannya melahirkan seorang Putra
yakni Arsakha Virendra Sharkan. Ia sempat menjadi
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Fasilitator Profesional
Standar Kompetensi & Etika
dalam Pemberdayaan
Masyarakat

Dr. Lili Dasa Putri, M.Pd.

Buku ini dirancang khusus untuk mahasiswa, fasilitator,
dan masyarakat umum yang memiliki minat maupun
keterlibatan langsung dalam kegiatan pemberdayaan
masyarakat. Dalam dunia yang terus berubah dan semakin
kompleks, peran fasilitator menjadi semakin krusial
sebagai penghubung antara potensi lokal dengan
perubahan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu,
penting bagi para fasilitator untuk tidak hanya memahami
konsep dasar pemberdayaan, tetapi juga memiliki
kompetensi profesional dan etika yang kuat dalam
menjalankan perannya.

Ny

P.A.C.E

Partnership for Action
on Community Education

Komplek Pondok Pinang, Padang
Sumatera Barat

Tahun 2025
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